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Laporan ini adalah wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah
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Tahun 2017 -2022 ini did asarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemer intah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.
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BUPATI LAMPUNG BARAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan k inerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 202 2 sebagai
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah
bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah  Kabupaten Lampung Barat untukt ahun
anggaran 2022. Laporan ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan secara me madai hasil analisis terhadap pengukuran Kkinerja.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi yang telah ditetapkan dalam
perencanaan strategis kepada masyarakat

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini  merupakan
akumulasi laporan kinerja semua perangkat daerah yang ada di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara rencana kerja y ang diinginkan dengan realisasi
kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja ini sangat berguna untuk evaluasi dan
upaya perbaikan kinerja di tahun mendatang dengan penyesuaian kegiatan yang
sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan u ntuk
merealisasikan  visi misi Kabupaten Lampung Barat sebagai wujud prakti k
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun

202 2, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menetapkan APBD Lampung Barat

dalam Peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 202 1
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 2.
Realisasi kinerja tahun 2022 masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19,

meski kasus sudah sangat melandai dan beberapa daerah di Indonesia termasuk
Kabupaten Lampung Barat sudah tidak ada kasus positif dalam waktu beberapa
lama, bahkan Presiden Republik Indonesia sudah mencabut perintah penggunaan
masker, hamun ternyata pandemi telah memberi dampak yang sangat besar dan

luas terhadap kehidupan sosial politik ma syarakat. Hal ini tentu saja berkaitan
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erat dengan tatanan pemerintahan baik pemerintah pusat atau daerah. Porsi
anggaran pemerintah diatur sedemikian rupa , diarahkan kepada target pemulihan
ekonomi sosial masyarakat dan negara.

Kebijakan refocussing kegiatan mengharuskan realokasi anggaran
dilakukan oleh masing -masing satuan kerja pemerintah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat. Pergeseran APBD di realokasi kepada kegiatan dan
pengadaan barang jasa yang mendukung pemulihan dampak pandemi Covid -19 di
Kabupaten Lampung Barat . Hal ini tentu berdampak pada penurunan Kkinerja
pemerintah Lampung Barat karena banyak kegiatan yang telah ditetapkan
sebelumnya kemudian di refocussing. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengenda lian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renc ~ ana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, b erikut ini adalah laporan capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran:

1. 45 indikator sasaran memperoleh predikat sangat tinggi (capaian 91<100%);
2. 6 indikator sasaran  berpredikat tinggi (capaian 76<90%);
3. 2 indikator sasaran berpredikat sangat rendah (capaian<50%).

Capaian kinerja dari 31 sasaran strategis dan 55 indikator Kkinerja
didominasi oleh capaian kinerja berpredikat sangat tinggi, artinya pencapaian
kinerja berada dalam ren tang nilai 91 sampai dengan lebih dari 100. Selanjutnya
indikator dengan predikat tinggi berjumlah 6 indikator, dan 2 indikator lainnya
mencapai predikat sangat rendah. Kedua indikator ini adalah capaian indikator
persentase penanganan rumah tidak layak hu ni yang pada tahun 2022 tidak
mendapat alokasi DAK . Kedua adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang
jumlahnya di tahun 202 2 melebihi target, yang artinya jumlah TPT lebih banyak
dari jumlah m inimum TPT yang menjadi target.

Sementara itu, ada 2 indikator yang tidak dapat dicapai karena
pelaksanaannya telah dihentikan. Kedua indi kator tersebut adalah nilai rata  -rata
ujian nasional jenjang SD dan SMP. Ujian nasional telah dihapuskan berdasarkan
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Corona Virus Disease (Covid-19).
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Meski banyak kegiatan anggaran daerah di realokasi untuk pemulihan
kondisi pasca Covid-19, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga tetap
berkomitmen melanjutkan pembangunan daerah . Rencana pembangunan strategis
tetap dilanjutkan walaupun target kinerja harus dirasionalisasi dengan kondisi
saat ini. Selama tahun 20 22 Pemerintah Kabupat en Lampung Barat juga telah
penghargaan skala nasional dan provinsi sejumlah 10 (sepuluh ) penghargaan .
Berbagai penghargaan ini merupakan bagian dari wujud kinerja Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas
dari kerja sama baik, sinergi serta partisipasi dan peran aktif seluruh satuan kerja
dan masyarakat Lampung Barat.

Sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat y ang
dijadikan dasar penyusunan |  aporan Kkinerja tahun 20 22 adalah sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 -2022 . Laporan k inerja
Pemerintah Kabupaten Lamp ung Barat Tahun 20 22 ini diharapkan mampu
memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Lampung Barat kepada masyarakat

Liwa, 31 Maret 202 3
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang kedaulatannya berada di tangan
rakyat. Hal ini berarti bahwa  dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik
harus  sesuai amanat undang -undang yang meletakkan kepentingan
masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan pelayanan publik. Hal ini
yang mel atarbelakangi urgensi a kuntabilitas  kinerja diadopsi dalam sistem
penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bentuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas
merupakan salah satu azas penyelenggaraan pemeri ntahan yang baik ( good
governance ). Azas ini bemakna bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhir
dari penyelenggara an pemerintahan daerah harus dapat
dipertanggungjawabkan. Salah satu wujud akuntabilitas adalah melalui
penyusunan laporan kinerja.

Sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem
manajemen kinerja yang meng amanatkan integrasi informasi keua ngan dan
kinerja dalam sebuah si stem, termaktub dalam Undang -Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah terakhir
kedalam Undang -Undang Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan .

Pandemi Covid -19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah menekan
keuangan dan capaian Kkegiata n pemerintah daerah. Kebijakan refocus sing
kegiatan dan realokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta
Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covi d-19) menjadi dasar pemerintah daerah melakukan
pergeseran anggaran. Efek samping dari kebijakan refocussing kegiatan dan
realokasi anggaran ini adalah tidak tercapainya beberapa target kinerja
pemerintah daerah. Meski mendapat pemakluman, kondisi ini harus menjadi
catatan penting dan acuan perbaikan untuk penyelenggaraan pemerintahan
daerah tahun selanjutnya. H al ini karena kebijakan refocussing kegiatan dan
realokasi anggaran bukanlah solusi jangka panjang untuk semua

penyelenggara pemerintahan. Pemerintah, masyarakat, lembaga non
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pemerintah dan sektor privat saat ini sudah berada dalam tahap dipaksa
terbiasa dan beradaptasi pada kondi  si pemulihan pasca pandemic Covid -19.

Pergeseran anggaran dan pengurangan target kinerja juga mempengaruhi
laporan kinerja pemerintah daerah. Pemakluman ketidaktercapaian kinerja
harus didasarkan alasan rasional. Dalam laporan kine rja yang merupakan
implementasi SAKIP  Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat ini akan
secara gambl ang menyampaikan kinerja selama tahun 202 2, didalamnya ada
penyampaian ketercapaian dan ketidaktercapaian target kinerja pemerintah
termasuk rasioalisasi t arget kinerja dari rencana awal dalam dokumen
perencanaan jangka menengah daerah

Inti laporan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat ini
adalah menyandingkan secara jujur target kinerja pemerintah daerah  dan
realisasinya, hasil -hasil implementasi program dan kegiatan, dampak -dampak
yang telah dirasakan masyarakat atau sasaran program, serta kerja sama antar

satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

. DASAR HUKUM

Penyusunan Lapor aan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada
ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi ;

2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah  sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri N egara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
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C. TUJUAN DAN SASARAN

Laporan kinerja ini meru pakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  yang berisi informasi capaian kinerja dan dinamika
proses pencapaiannya : faktor penghambat, faktor pendukung , kerja sama yang
terjadi, upaya yang telah dilakukan, inovasi, hasil dan dampak program, serta
evaluasi . Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja , tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah:
1. Memberikan in formasi kinerja Pemerintah Lampung Barat yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Daerah

Lampung Barat untuk meningkatkan kinerja.

Sementara sasaran laporan kinerja ini adalah:

1. Menjadikan pemerintah Lampung Barat yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungan;

Terwujudnya transparansi pemerintah Lampung Barat;

3. Terwujudnya par tisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
daerah;

4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Lampung

Barat.

D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
adalah sebagai berikut:
1. Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Lampung Barat;
2. Program kerja yang menjadi isu strategis  ;
3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah

Lampung Barat.

E. GAMBARAN UMUM
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan U ndang -Undang Nomor 6

Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Lampung

3
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Barat . Luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah 2 .116,59 km2 atau
sekitar 6,2% dari luas wilayah administrasi Provinsi Lampung (Luas Provinsi
Lampung + 34.623,80 km2). Berikut ini adalah sebaran wilayah Kabupaten
Lampung Barat.

Tabel 1. Luas wilayah, jumlah pekon/kelurahan, dan ibu kota kecamatan
Kabupaten Lampung Barat

Jumlah Jumlah Ibu Kota

Kecamatan Luas (k m2) Pekon Kelurahan Kecamatan
1. Balik Bukit 159,41 10 2 Liwa
2. Sukau 146,07 10 0 Buay Nyerupa
3.  Lumbok Seminung 98,88 11 0 Lumbok
4. Belalau 93,91 10 0 Kenali
5. Sekincau 115,09 4 1 Pampangan
6. Suoh 150,22 7 0 Sumber Agung
7. Batubrak 199,29 11 0 Pekon Balak
8. Pagar Dewa 197,71 10 0 Basungan
0. Batu Ketulis 182,01 10 0 Bakhu
10. Bandar Negeri Suoh 267,23 10 0 Tri Mekar Jaya
11. Sumber Jaya 130,44 5 1 Tugu Sari
12. Way Tenong 129,70 8 1 Mutar Alam
13. Gedung Surian 76,96 5 0 Gedung Surian
14. Kebun Tebu 61,55 10 0 Pura Jaya
15. Air Hitam 108,12 10 0 Sumber Alam

Lampung Barat 2.116,59 131 5

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, 202 3; Dinas PMP

Lampung Barat, 20 23.

Secara geografis, Kabupaten Lampung Barat berbatasan dengan:
a) Sebelah Utara
Kabupaten OKU Selatan
b) Sebelah Timur
Kabupaten Pesisir Barat
c) Sebelah Selatan
Kabupaten Pesisir Barat
d) Sebelah Barat

Kabupaten Lampung Utara
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PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
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PUSAT KOTA LIWA

Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Lampung Barat
Sumber: Bappeda Lampung Barat , 2020 .

2. Letak dan Kondisi Geografis
a) Posisi Astronomis
Rata-rata ketinggian dataran Lampung Barat adalah + 645 meter diatas
permukaan laut. Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak
di antar a 1 913004305383008561 6 Buj ur Ti mur dan ant
5056064 2thng Balatan. Jarak antara  kecamatan ke ibu kota

kabupaten adalah

1) Balik Bukit : 04 km;
2) Sukau : 16 km;
3) Lumbok Seminung : 48 km;
4) Batubrak 021 km;
5) Belalau 1 34 km;
6) Bandar Negeri Suoh : 88 km;
7) Batu Ketulis 140 km;
8) Suoh : 48 km;
9) Pagar Dewa 1 77 km;
10) Sekincau : 30 km;
11) Sumber Jaya . 67 km;
12) Way Tenong : 60 km.
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Posisi Geostrategis

Posisi Kabupaten Lampung Barat secara geostrategis merupakan:

1) Pintu gerbang Prov insi Lampung di bagian barat (merupak an fungsi
ekonomi dan sosial), dilalui jalan pr ovinsi yang menghubungkan
Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten OKU Selatan, dan
menghubungkan jalan lintas barat  dengan jalan nasional lintas
tengah;

2) Sebagai catchment  area (daerah resapan  air) untuk
mempertahankan fu ngsi hidrologi Provinsi Lampung;

3) Sebagai paru -paru Prov insi Lampung, yaitu untuk mempertahankan
iklim mikro, sekaligus memperkuat fungsi jasa lingkungan. Salah
satu pemanfaatan jasa lingkungan adalah ketersedia an energi baru
terbarukan, baik PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) , PLTMH
(Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) , maupun PLTP ( Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi ). Potensi ini akan mendukung program

kedaulatan energi.

Kondisi/ Kawasan

Kabupaten Lampung Barat secara ekoregion merupakan wilayah
yang dominan masuk dalam ekosistem dataran tinggi hingga
pegunungan, yang dicirikan dengan bentang alam yang bergelombang,
dan berbukit -bukit. Wilayahnya terletak di sisi bagian timur dari
punggung perbukitan Bukit Barisan Selatan yang m embentang dari
utara hingga selatan sepanjang sisi barat pulau Sumatera, membentuk
cincin api (ring of fire ) Sumatera.

Sebagian besar wilayah Lampung Barat merupakan kawasan
perdesaan (96%), sedangkan sisanya merupakan kawasan perkotaan
(4%). Terdapat beb erapa gunung di Kabupaten Lampung Barat yang
membentuk bent ang alam, yaitu Gunung Pesagi (2.127 m) yang
merupakan gunung tertinggi di Lampung Barat. Gunung Seminung
(1.804 m), Gunung Sekincau (1.718 m), Gunung Subhanallah (1.744 m),
dan beberapa perbukitan seperti Bukit Sepulang, Bukit Rigis, Bukit
Palakiah, Bukit Serarukuh. Sebagian besar masuk dalam kawasan
hutan lindung dan hutan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan
Selatan (TNBBS).
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3. Kondisi Demografis
Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5

kelurahan . Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020, jumlah
penduduk  Lampung Barat sebanyak 30 2,75 ribu jiwa. Sementara
kepadatan penduduk Lampung Barat tahun 2020 mencapai 14 3,04
jiwa/km 2. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecam atan Kebun
Tebu sebesar 333,66 jiwa/km 2 dan kepadatan terendah di Kecamatan Batu
Ketulis sebesar 73,59 jiwa/km 2. Secara lengkap jumlah penduduk dan
kepadatan pendudu Kk serta laju pertumbuhan penduduk disajikan pada
tabel di bawah ini:

Tabel 2. Jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan laju pertumbuhan
penduduk Kabupaten Lampung Barat

: Kepatadan Laju Pertumbuhan
NEIUE NG FEmeans ({iaw) Pendt?duk (km 2) Penddduk per Tahun (%)

Balik Bukit 4169 261,52 0,21
Sukau 24,81 169,87 0,21
Lumbok Seminung 8,04 81,32 0,14
Belalau 12,52 133,28 0,21
Sekincau 18,91 164,32 0,22
Suoh 18,49 123,08 0,21
Batu Brak 15,02 75,38 0,21
Pagar Dewa 17,38 87,93 0,20
Batu Ketulis 13,39 73,59 0,18
Bandar Negeri Suoh 24,6 8 92,35 0,20
Sumber Jaya 24,09 184,64 0,19
Way Tenong 34, 86 268,80 0,21
Gedung Surian 16,6 7 216,65 0,20
Kebun Tebu 20,54 333,66 0,18
Air Hitam 11,65 107,76 0,18

Lampung Barat 302, 75 143,04 0,20

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat, 202 3.

4. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh Bupati dan

Wakil Bupati yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilu. Bupati dan Wakil

Bupati dibantu oleh sekretaris daerah dan banyak perangkat daerah

lainnya. Berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

struktur organis  asi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah:

a) Sekretariat Daerah (11 bagian);

b) Sekretariat DPRD (3 bagian);
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c) Dinas Daerah (19 dinas);
d) Badan Daerah (6 badan);
e) Inspektorat Daerah;

f) Kecamatan berjumlah 15 (lima belas) Kecamatan.

Sumber daya aparatur sipil negara di Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat berjumlah 4.389 orang per Desember 2022 , terdiri dari
1.957 laki-laki (44,58 %) dan 2.432 perempuan (55,41%). Jika dilihat
berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya aparatur sipil negara
didominasi oleh jenjang  Sarjana sebanyak 2. 998 orang, jenjang Diploma llI
sebanyak 446 orang, jenjang SLTA umum sebanyak 379 orang, , jenjang
Pasca Sarjana sebanyak 3 11 orang, jenjang Diploma Il sebanyak 111
orang, jenjang SLTA Kejuruan sebany ak 58 orang, jenjang Diploma IV
sebanyak 56 orang, Diploma | sebanyak 10 orang, Spesialis | berjumlah 8
orang, SLTP umum berjumlah 7 orang, dan SD sederajat berjumlah 5
orang. Berikut ini adalah  grafik aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat berdasarka n beberapa kategori.

KATEGORI JENIS KELAMIN

LakiLaki
45%
Perempuan
55%
Grafik 1. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung B arat berdasarkan kategori

jenis kelamin
Sumber: BKPSDM Lampung Barat di olah tim, 202 3.
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Grafik 2. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan

kategori jenjang pendidikan
Sumber: BKPSDM Lampung Barat , diolah tim, 202 3.
Sementara jika dilihat dari kategori rentang usia , sumber daya
aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat didominasi
oleh aparatur dalam rentang usia 51-55 tahun. Sementara yang paling
rendah adalah aparatur dalam rentang usia 2 1-25 tahun dan rentang usia
59-60. Sementara ASN dengan usia le bih dari 61 tahun tidak ada.

Sebaran Rentang Usia

M 21-25 Tahun
M 26-30 Tahun
31-35 Tahun
M 36-40 Tahun

36-40 Tahun 46-50 Tahun
51-55 Tahun M 41-45 Tahun
M 46-50 Tahun
¥ 51-55 Tahun
26-30 M 56-58 Tahun

Tahun
59-60 Tahun

56-58
41-45 Tahun Tahun 21-... B > 61 Tahun

Grafik 3. Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kategori
rentang usia
Sumber: BKPSDM Lampung Barat , diolah tim, 202 3.

Berdasarkan grafik 3 tersebut, dapat dipahami bahwa rekrutmen

sumber daya aparatur sudah sesuai kebutuhan. Perbandingan regenerasi
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ASN per 5 sampai 10 tahun memang cenderung mengerucut, namun r ata-
rata masih berada pada fase produktif, dapat terlihat dari jumlah aparatur

yang mendekati masa purna tugas jauh lebih sedikit jika dibandingkan

dengan jumlah total pegawai usia produktif. Jumlah sumber daya aparatur
produktif akan berpengaruh terhadap kinerja Pemerin tah Kabupaten
Lampung Barat. Maka perhitungan kebutuhan pegawai selalu dilakukan
berkala oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan

menjamin keterpenuhan kebutuhan pegawai.

ISU STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan
diutamakan dalam perencanaan pembangunan daerah karena sifatnya yang

mendesak, penting, mendasar, dan berjangka panjang. Tingkatan isu strategis

dimulai dari isu utama, isu sekunder, isu fungsional, dan isu minor. Isu
strategis Kabupaten Lampung Barat ditetapkan berdasarkan berbagai
permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat . Permasalahan

dibahas dan ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan beberapa
kriteria, dianta ranya: (a) memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan
nasional; (b) luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan
daerah Lampung Barat ; (c¢) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap
pembangunan Lampung Barat ; (d) kemungkinan dan kemudahannya untuk
dikelola; (e) prioritas janji  politik yang perlu diwujudkan; (e) merupakan tugas
dan tanggung jawab pemerintah daerah  Lampung Barat
Isu strategis juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Barat,

isu strategis Pr ovinsi Lampung, dan memperhatikan isu strategis nasional.
Sehingga isu -isu strategis Kabupaten Lampung Barat yang menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan selama periode pemerintahan kepala daerah
Kabupaten Lampung Barat  terpilih telah selaras dengan isu strategis Provinsi
Lampung dan isu strategis nasional, tertuang dalam RPJMD periode 2017 -
2022. Berikutini adalah  isu strategis Kabupaten Lampung Barat:
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a) Pengendalian jumlah penduduk melal ui KB dan Pembangunan keluarga;

b) Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia;

c) Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

d) Peningkatan akses pelayanan kesehatan;
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e) Pelaksanaan wajib belajar 12 tahun secara berkualitas;
f) Penguatan tata kelola pendid ikan;
g) Peningkatan pendidikan keagamaan;
h) Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca;
i) Penguatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
j) Peningkatan budaya dan prestasi olah raga;
k) Pelestarian warisan budaya;
I) Peningkatan kesejahteraan penyandang dis abilitas dan lansia;
m) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan
kelembagaan perlindungan perempuan;
n) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak;
0) Peningkatan perlindungan anak dan efektivitas kelembagaan perlindungan

anak.

2. Bidang Ekonomi
a) Peningkatan penerimaan daerah dan kualitas belanja daerah;
b) Optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan daerah;
c) Pemberdayaan UMKM dan koperasi;
d) Peningkatan pariwisata,;
e) Peningkatan ekonomi kreatif;
f) Peningkatan investasi;
g) Peningkatan daya saing p roduk unggulan daerah;

h) Pengembangan kerja sama bidang ekonomi.

3. Bidang limu Pengetahuan dan Teknologi

a) Pemanfaatan IPTEK bagi pembangunan daerah.

4. Bidang Hukum dan Birokrasi
a) Kualitas penegakan hukum;
b) Pembangunan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan

berorientasi kepada pelayanan publik.

5. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang
a) Pembangunan data dan informasi geospasial;
b) Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c) Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah;

d) Ketersediaan tanah bagi pembangunan;
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e) Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
f) Pembangunan kawasan strategis;

g) Pembangunan daerah/ desa tertinggal.

6. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
a)Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
b) Kesiapan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi ekonomi;
c) Diversifikasi dan koservasi energi;
d)Peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan dalam penyediaan

infrastruktur.

7. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
a)Kemandirian pangan;
b) Pengembangan agribisnis;
c¢) Peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan dan peternakan;
d)Konservasi dan tata kelola hutan;

e)Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana.

Isu strategis Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan ber dasarkan
permasalahan -permasalahan di Lampung Barat, juga mendukung
terselesaikannya isu strategis Provinsi Lampung (tertuang dalam Peraturan
Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 -2024) dan tercapaianya Vvisi misi
Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020 -2024.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 02022, tahun anggaran 2022 adalah
tahun terakhir pelaksanaan RPJMD periode 2017 -2022. RPJMD memuat visi,
misi, dan terjemahan agenda kepala daerah terpilih dalam bentuk tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan
aspirasi masyarakat , pelaksanaannya terencana dan berta hap dengan
pembiayaan APBD . Dokumen RPJMD Lampung Barat periode 2017 -2022 juga
berisi isu strategis daerah Kabupaten Lampung Barat yang selaras dengan isu
strategis daerah Provinsi Lampung dan isu strategis nasional. Visi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  sesuai RPJMD Tahun 2017 82022 adalah:

0O TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BAR:/
DAN SEJAHTERAYG

Visi tersebut merupakan akronim dari: Harmoni, Elok, Berdaya Saing,
Aman dan Tagwa, bermakna 6semangat unt uk me
yang ada dan sangat besar unt uk kAdapumj a ht er ¢

penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

6 Har mo lmeimdkna keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan
pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan
kesesuai an daya dukung sumber daya alam, sumber daya manusia dan

sumber daya budaya yang dimiliki dengan menjaga kelestarian lingkungan.

06 E | db&rmakna Lampung Barat yang di karuniai Tuhan dengan kondisi alam
yang elok atau indah, dan kehidupan sosial -budaya serta sosial -
kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal

penting dalam pelaksanaan pembangunan.

6Ber day a bBramaknagsegenap kemampuan sumber daya yang dimiliki
Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetensi baik pada tingkat

regional maupun internasional.
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6 A ma rbérmakna mempertahankan keamanan dan kondusifitas sehingga
setiap orang merasakan ketenangan d  an kenyamanan dan dapa t melakukan
berbagai aktivitas. Memelihara dan mempertahankan kondisi ini menjadi salah

satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

d a g w befmakna perwujudan dari keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
yang merupakan landasa n serta sumber motivasi dalam melaksanakan seluruh

aspek pembangunan.

0 S ehjtae rbarthakna makmur secara ekonomi, dengan pembagian yang lebih
adil dan merata. Sejahtera merupakan tujuan akhir keadaan yang diharapkan,

yaitu kehidupan masyarakat yang religius , toleran, seluruh warga bebas
menjalankan aktivitas keaga ~maan, bermoral t inggi, rukun, harmonis dan

berbudaya.

Selanjutnya, visi dapat dicapai melalui rumusan misi. Misi penting untuk
memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin
dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Misi
Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara
berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan
berwawasan lingkungan ;

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan
berdaya saing;

3. Meningkatkan perekon omian yang berorientasi p ada agrobisnis dan
agrowisata berbasis sumber  daya lokal;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah
dengan berorientasi pada pelayanan publik;

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya,

demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif

Visi dan misi tersebut kemudian menjadi dasar penetapan tujuan
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai sesuatu hal yang akan
dicapai atau dihasilkan. Sasaran dan strategi kemudian menyusul ditetapk an
sesuai dengan tanggung jawab masing -masing perangkat daerah. B  erikut ini
adalah informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan IKU yang disajikan

dalam bentuk tabel agar dapat mudah dipahami keterkaitannya
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Tabel 3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung
Barat Tahun 2017 -2022

Visi: Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT d an Sejahtera
Misi Tujuan Sasaran Strategi
Misi 1. a. Terwujudnya 1. Tersedianya Pembangunan, peningkatan,
Mengembangkan infrastruktur jalan dan | dan pemeliharaan
wilayah melalui yang berkualitas jembatan infrastruktur/prasarana,
pembangunan dan berawasan dalam kondi si | sarana, fasilitas pendukung
infrastruktur secara lingkungan mantap sistem jaringan transportasi
berkeadilan, dengan daerah
memperhatikan 2. Meningkatnya Perluasan cakupan layanan
aspek mitigasi konektivitas infrastruktur telekomunikasi
bencana dan antar dan informasi
berwawasan wilayah
lingkungan 3. Tersedianya Pembangunan, peningkatan,
jaringan irigasi dan pemeliharaan
dalam prasarana dan sarana irigasi
kondisi baik
4. Meningkatnya - Pembangunan, peningkatan,
perumahan dan pemeliharaan
yang prasarana, sarana, dan
memenuhi fasilitas umum pelayanan
standar dasar permukiman
kelayakan - Fasilitasi peningkatan akses
dan kesehatan dan kualitas infrastruktur
jaringan listrik daerah
5. Meningkatnya Optimalisasi pengendalian
kualitas pencemaran dan kerusakan
lingkungan lingkungan hidup
hidup
6. Meningkatnya Pelaksanaan penataan ruang
pemanfaatan wilayah sesuai dengan
tata ketentuan dan  peraturan
ruang  sesuai perundang -undangan yang
dengan berlaku  serta melibatkan
peruntukan seluruh pemangku
kepentingan (stake holder )

b. Meningkatnya 1. Meningkatnya Pemantapan prasarana,
daya kesiapsiagaan sarana, fasilitas, dan utilitas
tanggap bencana pendukung mitigasi bencana
masyarakat dengan menerapkan
terhadap teknologi
bencana

Misi 2. a. Terwujudnya 2. Meningkatnya - Peningkatan aksesibiltas
Meningkatkan masyarakat derajat dan kualitas  pelayanan
kualitas sumber daya Lampung Barat kesehatan kesehatan masyarakat
manusia yang sehat, yang masyarakat secara adil dan merata
cerdas, dan berdaya berdaya sain g Kabupaten - Meningkatkan pemanfaatan
saing Lampung teknologi informasi dalam
Barat pelayanan administrasi
kependudukan dan
pencatatan
sipil
3. Meningkatnya Peningkatan dan perluasan
aksesibilitas akses layanan pendidikan
dan masyarakat yang bermutu
kualitas
pendidikan
4. Meningkatnya Meningkatkan sarana dan
Minat Baca | Prasarana Perpustakaan
Masyarakat
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT d an Sejahtera
Misi Tujuan Sasaran Strategi
5. Meningkatnya Peningkatan kompetensi dan
pendapatan pengembangan sikap
masyarakat mental dan etos  kerja
angkatan kerja
. Meningkatnya Peningkatan akses dan

prestasi olah partisipasi masyarakat dalam
raga kegiatan olahraga
. Meningkatnya Peningkatan kualitas
peran pemuda pelayanan kepemudaan
dalam
pembangunan
. Terkendalinya Pengendalian pertumbuhan
laju penduduk dan penguatan
pertumbuhan pembinaan ketahanan dan
penduduk kesejahteraan keluarga
. Meningkatnya Peningkatan produktivitas dan
ketahanan Pengamanan lahan
pangan pertanian pangan.
Misi 3. a. Meningkatnya . Meningkatnya Revitalisasi sektor pertanian,
Meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan perkebunan dan
perekonomian  yang perekonomian PDRB sub | peternakan
berorientasi pada Kabupaten sektor
agro-bisnis dan agro - Lampung barat pertanian
wisata berbasis peternakan,

sumber daya lokal

perburuan dan
jasa

pertanian
. Meningkatnya Revitalisasi sektor perikanan
pertumbuhan
PDRB sub
sektor
perikanan
. Meningkatnya Peningkatan Atraksi,
pertumbuhan Aksesbilitas dan  Amenitas
industri  sektor wisata
pariwisata
. Meningkatnya - Peningkatkan ketersediaan
pertumbuhan dan kualitas prasarana,
PDRB sektor sarana, dan utilitas
industri dan pendukung perdagangan,
perdagangan Pariwisata
dan Investasi
- Pengembangan sektor
industri  pengolahan hasil

pertanian (agroindustri)

. Meningkatnya

Optimalisasi Promosi Investasi

perekonomian
daerah

nilai investasi dan kualitas pelayanan
perizinan

. Meningkatkan Peningkatan akses

kontribusi dan pembiayaan dan jangkauan

daya saing | pemasaran UMKM

koperasi dan

UMKM

dalam

Misi 4.

Meningkatkan
kelola pemerintahan
yang profesional dan

amanah

berorientasi

tata

dengan
pada

a. Terwujudnya
pemerintahan

yang bersih dan

berwibawa

. Meningkatnya

kualitas
pelaksanaan
reformasi
birokrasi

di Pemerintah

- Peningkatkan kualitas dan

efektifitas perencanaan,
penganggaran, dan
pengawasan pembangunan
daerah

dengan stake holder terkait
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Visi: Terwujudnya Kabupaten Lampung Barat HEBAT d

an Sejahtera

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

pelayanan publik

Kabupaten
Lampung Barat

Penguatan pengawasan dan
pengendalian
penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah
daerah

. Meningkatnya

kualitas
penerapan
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten
Lampung Barat

Peningkatan  transparansi

dan akuntabilitas dalam
setiap
proses penyelenggaraan

pemerintahan dan
pembangunan daerah
Peningkatan kualitas tata
kelola keuangan dan aset
daerah

. Meningkatnya

kualitas
layanan
Pemerintah
Kabupaten
Lampung Barat

Peningkatan kapasitas dan
kualitas ASN dalam
mengimplementasikan
pelayanan prima

. Meningkatnya

Peningkatkan kualitas dan

penyelenggaraa efektifitas perencanaan,
n penganggaran, dan
urusan pengawasan pembangunan
pemerintahan daerah
dengan stake holder terkait
. Menurunnya Penguatan kelembagaan
desa tertinggal masyarakat desa dalam
pengelolaan  sumber daya
lokal
Misi 5. a. Terwujudnya . Terwujudnya Peningkatan upaya
Mengembangkan masyarakat kehidupan pencegahan dan penyelesaian
perikehidupan yang tertib dan bermasyarakat gangguan keamanan dan
masyarakat sejahtera yang tertib ketertib an umum masyarakat,
agamis, berbudaya, perlindungan masyarakat
demokratis, . Menurunnya - Peningkatan  Perlindungan
kesetaraan gender kasus Perempuan dan anak dari
dan partisipatif kekerasan berbagai tindak kekerasan,
kepada eksploitasi dan diskriminasi

perempuan dan
anak

- Peningkatan pemenuhan
hak -hak anak dalam
pembangunan

. Meningkatnya

Peningkatan Peran Perempuan

kesetaraan dalam Pembangunan

gender

. Menurunnya Peningkatan kesempatan kerja

kemiskinan dan

dan menumbuhkembangkan

ketimpangan kewirausahaan

daerah

. Menurunnya Peningkatan kompetensi dan

pengangguran pengembangan sikap
mental dan etos  kerja

angkatan kerja

perangkat daerah. Semua program dari perangkat

Sumber: RPIJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017

Misi selanjutnya diuraikan dalam berbagai program dari masing

-2022, diolah tim, 202 3.

-masing

daerah tersebut mendukung
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ketercapaian program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang biasa
disebut Pitu (7) Program. B erikut ini adalah rincian Pit u Program:
1. Peningkatan infrastruktur mantap;

Penataan Kota Liwa sebagai kota budaya;

Semua bisa melanjutkan sekolah;

Pelayanan masyarakat sehat;

Mensejahterakan petani;

Masyarakat berdaya saing dan peningkatan kinerja pelayanan publik;

N o o b~ DN

Peningkatan iman dan tagwa.
Keterkaitan antara visi, misi, Pitu Program, dan program perangkat

daerah dapat dilihat dengan  jelas dalam bagan dibawah ini:

Bagan 1. Keterkaitan visi, misi, program unggulan dan program perangkat daerah

v v ‘ ' y

Misi 1: Misi 2: Misi 3: Misi 4: Misi 5:
Mengembangkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Mengembangkan
wilayah melalui kualitas sumber perekonomian tata kelola perikehidupan
pembangunan daya manusia yang berorientasi pemerintahan masyarakat
infrastruktur yang sehat, agrobisnis dan yang profesional yang agamis,
secara cerdas, dan agrowisata dan amanah berbudaya,
berkeadilan, berdaya saing berbasis sumber dengan demokratis,
dengan daya lokal berorientasi pada kesetaraan
memperhatikan pelayanan publik gender dan
aspek mitigasi partisipatif
bencana dan
berwawasan
lingkungan

Thoet

A 4

Program dan kegiatan perangkat daerah

Sumber: RPIJMD Lampung Barat tahun 2017

-2022, diolah tim, 202 3.
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Berdasarkan Bagan 1 terlihat bahwa dalam rangka mencapai visi,
digunakan rumusan misi yang di uraikan dalam program dan kegiatan.
Program unggulan bukan merupakan satu -satunya program. Ada banyak
program dari masing -masing perangkat daerah, namun kesemuanya
mengutamakan pencapaian Pitu Prog ram. Pitu Program 1 dan 2 merupakan
uraian dari misi pertama, yaitu pengembangan wilayah melalui pembangunan
infrastruktur yang adil dan memperhatikan mitigasi bencana dan berwawasan
lingkungan. Mengingat kondisi geografis Lampung Barat yang 60% merupakan
hutan lindung maka program unggulan 1 dan 2 menjadi program unggulan.
Program unggulan 3 dan 4 menguraikan misi 2 yang mengamanatkan kualitas
sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Selanjutnya
program unggulan 5 adalah wuraian dari misi 3, yaitu peningkatan
perekonomian yang berorientasi agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber
daya lo kal masyarakat Lampung Barat. Hal ini selaras dengan program
unggulan kedua yang mencita -citakan kota budaya. Sementara program
unggulan 6 menguraikan misi 4 yang berupaya meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang profesional dan amanah dengan menempatkan pelayanan
publik sebagai orientasi kerja. Terakhir, program unggul ketujuh sesuai dengan
misi 5 yang berupaya mewujudkan kehidupan masyarakat Lampung Bara t

yang agamis, berbudaya, demokratis, partisipatif serta kesetaraan gender.

. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indik ator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 tahun 2018 tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 -2022, adalah ukuran sebuah instansi
mencapai tujuan. IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang
penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara
baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari penc apaian suatu
tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU membantu optimalisasi
pencapaian sasaran.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan
dengan mengambi | indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan.
Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis

pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap
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tingkat capaian

indikator kinerja dan target dari masing

indikator

Tabel 4. Indikator Kinerja Pemerintah Kabupat

kinerja daerah berkenaan

Laporan Kinerja Instansi

Kabupaten Lampung Barat

Berikut

—masing sasaran:

Pemerintah
Tahun 20 22

ini adalah

en Lampung Barat Tahun 202 2

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA sy
i) 2 3 4)
Persentase jalan dengan kondisi 80%
1 Tersedianya Jalan dan Jembatan mantap
dalam kondisi mantap Persentase jembatan dengan
- 87,22%
kondisi mantap
Persentase desa yang terhubung 38.24%
dengan moda transportasi
, | Meningkatnya konektivitas antar Persentase desa yang terhubung
wilayah dengan jangkauan 97,79%
telekomunikasi dan internet
I_Der_sentase desa yang dialiri 100%
listrik
Tersedianya jaringan irigasi dalam Persentase jaringan irigasi yang
3 NN . 60%
kondisi baik berfungsi
Meningkatnya perumahan yang F_’ersentase penanganan rumah 58,13%
. tidak layak huni
4 | memenuhi standar kelayakan dan Persentase berumahan lavak
kesehatan huni P y 96,20%
5 I\_/Iemngkatnyg kualitas queks Kualitas lingkungan 64,12 poin
lingkungan hidup hidup
6 Memngkatny_a pemanfaatan tata Persentase ketaatan RT RW 100%
ruang sesuai dengan peruntukan
Persentase desa tangguh
Meningkatnya kesiapsiagaan bencana 22,05%
! bencana
Respontime tanggap bencana 1x24 jam
. . 68,14
Usia harapan hidup tahun
angka kematian ibu (per 1.000 110 poi
Meningkatnya derajat kesehatan kelahiran hidup) poin
kat K L . .
8 | masyarakat Kabupaten Lampung angka kematian bayi (per 1.000 .
Barat . . 3,9 poin
kelahiran hidup)
P_ersentgse kasus gizi buruk yang 100%
ditangani
angka partisipasi kasar (APK)
SD 111,93%
9 Meningkatnya aksesibilitas dan SMP 99,95%
kualitas pendidikan angka partisipasi murni (APM)
SD 100%
SMP 99,95%
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Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA s
@ @ ®) 4
Angka rata -rata lama sekolah 7,44 tahun
12,35
Angka Harapan lama sekolah tahun
Angka melanjutkan sekolah 90,85
tahun
Nilai rata Ujian Nasional (UN)
SD 210,.31
poin
SMP 236,.31
poin
Meningkatnya minat  baca Persentase pengunjung yang
10 - 2,99%
masyarakat menjadi anggota perpustakaan
Meningkatnya pendapatan . Rp.30.215.
11 masyarakat Pendapatan perkapita 198
12 | Meningkatnya prestasi olahraga Persentase_: cabang olahraga yang 75%
berprestasi
13 Meningkatnya peran pemuda Jumlah pemuda yang berprestasi 45 orang
dalam pembangunan
14 | Terkendalinya laju pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk 0,96%
penduduk angka kelahiran total (TFR) 2,26%
15 | Meningkatnya ketahanan pangan skor pola pangan harapan 92,4 poin
hﬁigﬁféa;&yfsﬁf rlgémizlrng?gru to Produk Domestik Regional bruto
P 9 : (PDRB) Subsektor Pertanian, Rp.3.834.3
16 | (PDRB) Subsektor Pertanian, .
. Peternakan, Pemburuan dan jasa 17
Peternakan, Pemburuan dan jasa . .
) Pertanian (Juta Rupiah)
Pertanian
Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto RD.197 691
17 | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Subsektor perikanan P: 00(')
(PDRB) Subsektor perikanan (Juta Rupiah) '
_ Rata -rata lama tinggal 3 hari
18 Meningakatnya Pertumbuhan
Industri sektor Pariwisata Jumlah Kunjungan wisatawan 18.161
(Orang) orang
Produk Domestik Regional Bruto RD.257.752
19 | Meningkatnya Pertumbuhan (PDRB) Sektor Industri (Juta P 00(')
produk Domestik Regional Bruto Rupiah) '
(PDRB) Sektor Industri dan Produk Domestik Regional Bruto RD.675.961
perdagangan (PDRB) Sektor perdagangan (Juta P- 00(')
Rupiah) '
. A . - . Rp.4.042.2
20 | Meningkatnya nilai investasi Nilai investasi 44,384
21 | Meningkatnya kontribusi dan Jumlah Koperasi yang sehat 15 unit
daya saing koperasi dan usaha
mikro kecil menengah (UMKM) Tingkat Pertumbuhan usaha
dalam perekonomian daerah g 10%

mikro kecil menengah (UMKM)
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Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA s
il 2 3 4
Meningkatnya kualitas
22 pelaksgnaan reformasi birokrasi di Indeks Reformasi Birokrasi Predikat C
Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat
Meningkatnya kualitas penerapan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Predikat
akuntabilitas kinerja dan Instansi Pemerintah (SAKIP) BB
23 X
keuangan Pemerintah Kabupaten Opini Badan Pemeriksa Kuangan Predikat
Lampung Barat (BPK) WTP
Meningkatnya kualitas layanan
24 | Pemerintah Kabupaten Lampung Indeks Kepuasan Masyarakat Predikat C
Barat (IKM)
. . Predikat
o5 Memngkatnya_PenyeIenggaraan Pred|k§1t laporan penyelenggaran sangat
urusan Pemerintah pemerintah Daerah (LPPD) tinggi
26 | Menurunnya desa tertinggal Presentase desa tertinggal 0%
Persentase konflik SARA yang 100%
. . terselesaikan
Terwujudnya kehidupan i
27 bermasyarakat yang tertib Persentase kasus ketertiban,
keamanan, dan keindahan (K3) 100%
yang terselesaikan
Menurunnva kasus kekerasan Persentase kasus kekerasan
28 Y dalam rumah tangga (KDRT) 100%
kepada perempuan dan anak . )
yang ditangani
- Meningkatnya kesejahteraan Indeks pembangunan gender 91,80 poin
gender Indeks Pemberdayaan gender 54,02 poin
30 Menurunnya kemiskinan dan angka kemiskinan 12%
ketimpangan daerah Indeks Gini 0,26 poin
31 | Menurunnya Pengganguran tingkat Pengangguran terbuka 0,71%

Sumber: RPIJMD Kabupaten Lamp

Barat, diolah tim, 202 3.

. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja

ung Barat Tahun 2017

-2022; Bappeda

Lampung

(PK) adalah dokumen berisi penugasan pimpinan

perangkat daerah yang lebih tinggi kepada pimpinan perangkat daerah yang

lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai de
indikator

kinerja dan target kinerja, seperti yang tertera di Tabel 4

ngan

kinerja. Perjanjian kinerja disusu n dengan mencantumkan indikator

Penyusunan PK

adalah salah satu tahap dalam SAKIP, tertera dalam Perpres No.29 Tahun 2014

tentang SAKIP. Dasar penyusunan PK adalah dokumen pelaksanaan anggaran

(DIPA), maka berikut ini adalah uraian program dan anggaran program
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Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22
termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 2.

Tabel 5. Uraian program dan anggaran program perubahan tahun 2022
NO. PROGRAM ANGGARAN
1 Program Pengelolaan Pendidikan 100.391.718.800,00
2 Program Pengembangan Kurikulum 87.693.500,00
3 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan 71.264.771.016,00
Upaya Kesehatan Masyarakat
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 7.603.851.000,00
Kesehatan
5 Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan 169.084.000,00
Minuman
6 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang  Kesehatan 6.040.643.258,00
7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA ) 87.693.500,00
8 Program Pengelolaan Dan Pengembangan  Sistem 1.497.147.000,00
Penyediaan Air Minum
9 Program Pengelolaan Dan Pengembangan  Sistem Air 5.082.200.000,00
Limbah
10 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 855.801.250,00
11 | Program Pengembangan Permukiman 11.444.056.762,00
12 | Program Penataan Bangunan Gedung 10.511.491.576,00
13 | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 2.100.000.000,00
14 | Program Penyelenggaraan Jalan 84.539.283.216,00
15 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi 87.348.000,00
16 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 403.996.600,00
17 | Program Pengembangan Perumahan 148.948.500,00
18 | Program Kawasan Permukiman 307.500.000,00
19 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban 2.224.786.000,00
Umum
20 Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelam  atan 2.162.253.000,00
Kebakaran Dan Penyelamatan  Non Kebakaran
21 | Program Penanggulangan Bencana 15.117.987.876,00
22 | Program Pemberdayaan Sosial 195.785.000,00
23 | Program Rehabilitasi Sosial 4.060.497.500,00
24 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.823.773.900,00
25 | Program Penanganan Bencana 438.012.500,00
26 | Program Pengelolaan Taman Makam  Pahlawan 121.405.100,00
27 | Program Pe latihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 220.948.700,00
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Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

NO. PROGRAM ANGGARAN

28 | Program Penempatan Tenaga Kerja 74.954.000,00

29 | Program Hubungan Industrial 27.122.500,00

30 Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan 482.909.000,00
Perempuan

31 | Program Perlindungan Perempuan 177.993.500,00

32 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga 120.381.000,00

33 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender  Dan Anak 43.690.000,00

34 | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 194.349.000,00

35 | Program Perlindungan Khusus Anak 465.677.000,00

36 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk 135.881.900,00
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

37 Progra m Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan 1.798.707.000,00
Pangan Masyarakat

38 | Program Penanganan Kerawanan Pangan 132.934.000,00

39 | Program Pengawasan Keamanan Pangan 233.409.000,00

40 | Program Penyelesaian Sengketa Tanah  Garapan 107.167.000,00

a1 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan 1.326.114.000,00
Tanah Untuk Pembangunan

42 | Program Pengelolaan Tanah Kosong 757.118.000,00

43 P_rogram P engendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 300.230.570,00
Lingkungan Hidup

44 | Program Pengelolaan Keanekaragaman  Hayati (Kehati) 3.247.754.395,00
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun

45 | (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah 20.380.600,00
B3)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin

46 | Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan 68.783.675,00
Lingkungan Hidup (Pplh)

47 Program Peni_ngkatan Pen_didikan. Pelatihan Dan 87.081.500,00
Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

48 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk 74.751.805,00
Masyarakat

49 | Program Pengelolaan Persampahan 2.545.601.725,00

50 | Program Pendaftaran Penduduk 1.031.357.200,00

51 | Program Pencatatan Sipil 65.512.000,00

52 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 66.385.600,00
Kependudukan

53 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan 38.923.000,00

54 | Program Penataan Desa 550.000.000,00

55 | Program Administrasi Pemerintahan Desa 1.226.675.900,00
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Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

NO. PROGRAM ANGGARAN

56 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. 758.635.600,00
Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

57 | Program Pengendalian Penduduk 84.037.500,00

58 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 3.129.778.800,00

59 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga 3.303.072.100,00
Sejahtera (Ks)

60 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan 805.043.619,00
Jalan (Llaj)

61 | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 3.672.258.755,00

62 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1.116.068.000,00

63 | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 19.443.900,00

64 | Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi 19.999.900,00

65 | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 46.739.400,00

66 | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 90.029.100,00

67 Program Pemperdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, 305.016.300,00
Dan Usaha Mikro (UMKM)

68 | Program Promosi Penanaman Modal 755.200.600,00

69 | Program Pelayanan Penanaman Modal 221.715.000,00

70 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 345.997.000,00

71 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi 34.000.000,00
Penanaman Modal

72 Pr(_)gram Pengembangan Kapasitas Daya 956.603.800,00
Saing Kepemudaan

73 Program Pengembangan Kapasitas Daya  Saing 2.337.732.000,00
Keolahragaan

74 | Program Penyelenggaraan Statistik ~ Sektoral 130.872.000,00

75 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan 560.867.250,00
Informasi

76 | Program Pengembangan Kebudayaan 1.010.000.000,00

77 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional 207.605.000,00

78 | Program Pembinaan Perpustakaan 1.115.427.460,00

79 | Program Pengelolaan Arsip 28.600.000,00

80 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 450.440.000,00

81 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.192.160.500,00

82 Pro_gram Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan 244.052.500,00
Perikanan

83 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 188.079.000,00

84 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1.187.079.623,00

85 | Program Pemasaran Pariwisata 1.178.221.700,00
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

NO. PROGRAM ANGGARAN

86 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana 1.442.110.500,00
Pertanian

87 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana 528.470.000,00
Pertanian

88 Program Pengendalian Dan  Penanggulangan Bencana 31.146.000,00
Pertanian

89 | Program Penyuluhan Pertanian 664.615.200,00

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan 716.520.500,00

90 Masyarakat Veteriner

91 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 80.369.000,00

92 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 408.730.800,00

93 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan 292.746.600,00
Barang Penting
94 | Program Pengembangan Ekspor 160.200.000,00

95 | Program Standardisasi Dan  Perlindungan Konsumen 142.761.000,00

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam 52.681.500,00

96 Negeri

97 | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1.640.708.000,00

98 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 14.017.897.000,00

99 | Program Perekonomian Dan Pembangunan 2.348.778.300,00

Program Administrasi Umum Sekretariat Dprd 20.795.142.330,00

100 Kabupaten/Kota

101 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 20.828.488.500,00

102 Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi 2.105.913.400,00
Pembangunan Daerah
103 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 1.622.842.000,00

Pembangunan Daerah

104 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah 189.486.531.030,00

105 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.615.713.400,00

106 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.598.485.200,00

107 | Program Kepegawaian Daerah 2.670.276.282,00

108 | Program Penelitian Dan Pengembangan  Daerah 1.104.318.500,00

109 | Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.090.575.500,00

110 Program Perumusan Kebijakan =~ Pendampingan Dan 430.475.000,00
Asistensi

111 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan 534.315.800,00
Publik

112 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3.014.991.540,00

113 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 610.989.300,00

114 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 351.653.700,00

115 | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 761.977.900,00
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

NO. PROGRAM ANGGARAN

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 77.394.800,00

116 Kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga
117 | Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik

945.506.872,00

118 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan  Organisasi 915.047.000,00
Kemasyarakatan
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan 123.396.400.00
119 . X '
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan
120 | Peningkatan Kualitas Dan  Fasilitasi Penanganan Konflik 811.301.700,00
Sosial
Total 643.908.369.385

Sumber: Bappeda Lampung Barat, 202 3.

Perjanjian k inerja merupakan tekad dan janji dalam Rencana Kinerja
Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di
lingkungan Pemerintahan  Kabupaten Lampung Barat  karena merupakan arena
yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang akan dicapai. Perjanjian
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat b erguna untuk menyusun
prioritas  kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perjanjian kinerja tersebut diharapka n fokus dalam pengelolaan program atau
kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan seluruh kegiatan
instansi menjadi terarah. Setelah satu tahun berjalan, banyak program dan
kegiatan dari masing -masing perangkat daerah telah memberi nilai tambah
pada capaian indikator makro ekonomi dan sosial Kabupaten Lampung Barat
untuk tahun 2021. Capaian ini sangat penting dan berpengaru terhadap
keterbangunan daerah Lampung Barat, berdasar capaian indicator makro ini
dapat dilihat sampai mana keterbangunan d aerah Lampung Barat.  Berikut ini
adalah rincian capaian indikator makro hasil perhitungan statistik oleh BPS

Provinsi Lampung dan BPS  Lampung Barat tahun 202 2.

Tabel 6. Capaian indikator sasaran makro Kabupaten Lampung Barat  tahun 202 2

Indkator Capaian
No . Satuan
Strategis 2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomi
Pertumbuhan %
1 ; 5,09 5,18 -1,16 2,58 4,10
ekonomi (2010=100)
Pertumbuhan y
0
2 k i 1 4 1 14
e onorm (2010=100) ,93 0,48 0,0 0,
pertanian
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Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

Pertumbuhan %
. 0
3 ekonom 11,66 20,05 -5,04 5,36
. " (2010=100)
industri
Pertumbuhan Y
. 0
4  ekonom 7,75 9,00 -6,64 8,88
! (2010=100)
perdagangan
5 | PDRB  nominal Juta 2191 2340 23,61 2471  27.29
per kapita Rp/Tahun
PDRB ill - per Juta 1576 1643 16,31 1669 17,33
kapita Rp/Tahun
Sosial
y  Kemiskinan % 1354 12,92 1252 1282 11,71
(Maret)
Garis
2 . % 391,444 400,662 443,313 457,478 495,283
Kemiskinan
Indeks
0,
3 Kedalaman (P1) % 1,84 1,84 1,86 2,00 1,89
Indeks
4 % 4
Keparahan (P2) ) 0,36 0,38 0,55 0,80 0,45
5 cnl Ratio - - 0314 0296 0295  90,76%
(September)
Pengangguran
(TPT) (Agustus)
Indeks
7 Pembangunan - 66,74 67,50 67,80 67,87 68,39
Manusia (IPM)
g hasio % 4621 4599 = 4579 4562
Ketergantungan
Angka
Partisipasi
Sekolah (16 -18
tahun)

Sumber: BPS Lampung dan BPS Lampung Barat Tahun 202 2.

% 2,72 1,66 2,13 2,83 2,10

% 67,38 69,29 70,79 70,93 71,07
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan tata pemerintahan yang baik salah satunya adalah melalui
akuntabilitas kinerja. Sistem yang efektif dan koordinatif serta regulasi yang tepat
menjadi landasan bagi setiap pemerintah daerah dalam mengimplementasikan
akuntabilitas kinerja. Dasar implementasi akuntabilitas kinerja adalah Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Lampung
Barat ini berusaha menyajikan realisasi anta ra rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang tertuang dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja
program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten. Selain itu,
laporan kinerja ini juga akan menyajikan realisasi penyerapan dana program dan
kegiatan yang direncakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Seiring dengan kemajuan zaman, implementasi akuntabilitas kinerja tidak
lagi cukup mengedepankan efisiensi semata. Indikasi kepatuhan kepada aturan
formal semata menjadi alasan kuat, s ehingga akuntabilitas kinerja di masa
lampau diyakini kurang mengembangkan pengukuran kinerja yang normatif. Saat
ini telah banyak kajian ilmiah yang menyebutkan bahwa akuntabilitas kinerja
seharusnya mencakupi aspek yang berjangka panjang, sehingga keberm anfaatan
program dapat dirasakan lebih lama dan akhirnya memberi timbal balik yang baik
bagi pemerintahan itu sendiri. Misalnya program semua harus sekolah yang dalam
jangka panjang akan mencipatakan sumber daya manusia Kabupaten Lampung

Barat yang unggul dan berdaya saing.

A. SKALA NILAI PENGUKURAN KINERJA

Urgensi skala nilai dalam pengukuran kinerja adalah membantu
mengkategori kan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan. Skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk memudahk an
inte rpretasi pencapaian indi  kator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat adalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah sebagai berikut:

Tabel 7. Skala nilai pengukuran peringkat kerja

No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kinerja

1 91% < 100% Sangat Tinggi

2 76% < 90% Tinggi

3 66%< 75% Sedang

4 51% < 65% Rendah

5 <50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86/2017

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Melalui bidang perencaan, ketercapaian indikator kinerja utama pada
masing -masing perangkat daerah di evaluasi dan di pantau setiap triwulan (3
bulanan). Selanjutnya dilaporkan kepada Inspektorat dan Bappeda Kabupaten
Lampung Barat. Mekanisme ini adalah mutlak, tujuannya untuk  mengukur
kinerja perangkat daerah melalui pe rbandingan antara realisasi capaian
dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam
perjanjian kinerja tahun 202 2. Berdasarkan skala nilai pengukuran kinerja
yang telah ditetapkan dalam Permend agri 86/2017, berikut ini adalah
pemetaan target, realisasi dan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 202 2:

Tabel 8. Capaian indikator kinerja utama Kabupaten Lampung Barat  tahun 202 2

202 2
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA Kriteria
STRATEGIS L .
TARGET Realisasi Capaian
@) ) ®3) 4) ®) (6) )
Tersedianya Jalan ~ Persentase jalan dengan 80%  72,69% 90,86%  Tinggi
dan Jembatan kondisi mantap ‘ '
1 .
dalam kondisi .
Persentase jembatan dengan o 0 94,39 Sangat
mantap kondisi mantap 87,22%  82,33% % tinggi
Persentase desa yang Sanaat
terhubung dengan moda 38,24%  46,32% 121,12% tin gi
. transportasi 99
Meningkatnya
2 konektivitas antar Persentase desa yang Sangat
X terhubung dengan jangkauan 97,79% 98,5% 100,72% N
wilayah S - tinggi
telekomunikasi dan internet
F_’er_sentase desa yang dialiri 100% 98.53%  98.53% S_anggt
listrik tinggi
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NO

@)

SASARAN
STRATEGIS

@

Tersedianya
jaringan irigasi
dalam kondisi
baik
Meningkatnya
perumahan yang
memenuhi
standar kelayakan
dan kesehatan
Meningkatnya
kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya
pemanfaatan tata
ruang sesuai
dengan
peruntukan

Meningkatnya
kesiapsiagaan
bencana

Meningkatnya
derajat kesehatan
masyarakat
Kabupaten
Lampung Barat

Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan

Laporan Kinerja Instansi
Kabupaten Lampung Barat

INDIKATOR KINERJA

@)

Persentase jaringan irigasi yang
berfungsi

Persentase penanganan rumah
tidak layak huni

Persentase perumahan layak
huni

Indeks Kualitas lingkungan
hidup

Persentase ketaatan RT RW

Persentase desa tangguh
bencana

Respontime tanggap bencana
Usia harapan hidup

angka kematian ibu (per 1.000
kelahiran hidup)

angka kematian bayi (per 1.000
kelahiran hidup)

Persentase kasus gizi buruk
yang ditangani

angka partisipasi kasar (APK)
SD

SMP

angka partisipasi murni (APM)
SD

SMP

Angka rata -rata lama sekolah
Angka Harapan lama sekolah
Angka melanjutkan sekolah
Nilai rata Ujian Nasional (UN)

SD

SMP
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202 2

TARGET Realisasi

4 ®)
60% 62,10%
58,13%  20,60%
96,20% 94,31
65,36 68,31
poin poin
100% 100%
22,05%  22,05%
1x24 1x24
jam jam
68,14 67.90
tahun tahun
110 36,1
poin poin
3,9 1,1
poin poin
100% 100%
111,93 108,35
% %
99,95% 86%
100% 99,02 %
91,99% 81,90 %
7,44 8,08
tahun tahun
12,35 12,27
tahun tahun
90,85 91,24
tahun tahun
210,31 i
poin
236,31
poin

Pemerintah

Tahun 20 22
Kriteria
Capaian

(6) (7)
103,5 Sangat
% tinggi
35.43% Sangat
rendah

80,03%  Tinggi
104,5 Sangat
% tinggi
100% St;g%?t
100% Stf;]g%?t
100% Stf;]g%?t
99,64 Sangat
% tinggi
167,18  Sangat
% tinggi
171,79  Sangat
% tinggi
100% St’_i"’:]r;%?t
96,80 Sangat
% tinggi
86.04 " Tinggi
% 99
99,02 Sangat
% tinggi
89,03 qinggi
% 99
108,6 Sangat
% tinggi
99,36 Sangat
% tinggi
100,4 Sangat
% tinggi



CANPUNG BARAT)

NO

@)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

SASARAN
STRATEGIS

@

Meningkatnya
minat baca
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan
masyarakat

Meningkatnya
prestasi olahraga

Meningkatnya
peran pemuda
dalam

pembangunan

Terkendalinya laju
pertumbuhan
penduduk

Meningkatnya
ketahanan pangan

Meningkatnya
Pertumbuhan
produk Domestik
Regional bruto
(PDRB) Subsektor
Pertanian,
Peternakan,
Pemburuan dan
jasa Pertanian
Meningkatnya
pertumbuhan
Produk Domestik
Regional Bruto
(PDRB) Subsektor
perikanan

Meningakatnya
Pertumbuhan
Industri sektor
Pariwisata

Meningkatnya
Pertumbuhan
produk Domestik
Regional Bruto
(PDRB) Sektor
Industri dan
perdagangan

Meningkatnya
nilai investasi

Meningkatnya
kontribusi dan
daya saing
koperasi dan
usaha mikro kecil
menengah
(UMKM) dalam

Laporan Kinerja Instansi

Kabupaten Lampung Barat

INDIKATOR KINERJA

@)

Persentase pengunjung yang
menjadi anggota perpustakaan

Pendapatan perkapita

Persentase cabang olahraga
yang berprestasi

Jumlah pemuda yang
berprestasi

laju pertumbuhan penduduk
angka kelahiran total (TFR)

skor pola pangan harapan

Produk Domestik Regional
bruto (PDRB) Subsektor
Pertanian, Peternakan,
Pemburuan dan jasa Pertanian
(Juta Rupiah)

Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Subsektor
perikanan (Juta Rupiah)

Rata-rata lama tinggal
Jumlah Kunjungan wisatawan
(Orang)

Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Sektor Industri
(Juta Rupiah)

Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Sektor
perdagangan (Juta Rupiah)

Nilai investasi

Jumlah Koperasi yang sehat

Persentase Peningkatan
Kemitraan UMKM
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202 2

TARGET Realisasi

4 ®)
2,99% 3,88%
Rp.30.21 §9p7'232
5.198,00 O
75% 99%
45 54
orang orang
0,96% 0,93%
2,26% 2,48%
92,4 92,7
poin poin
Rp.3.8  p664
34317 .285.58
’ 4,67

Rp.197.6 Rp.311.8

91.000 18,32
3 hari 3 hari
1.794.7
18.161 75
orang
orang
Rp.365
57 413,49
Rp.905 1.200,8
17 7
Rp.4.0 Rp.261
42.244. .030.78
384 7.440
25 unit 30 unit
10% 11%

Pemerintah
Tahun 20 22
Kriteria
Capaian
(6) (7)
129,76  Sangat
% tinggi
90,34 . .
% Tinggi
132% St;g%?t
120% Stf;]g%?t
103,22  Sangat
% tinggi
Sangat
91% tinggi
100,32  Sangat
% tinggi
17.324  Sangat
% tinggi
157,73 Sangat
% tinggi
1000 ~ Sangat
tinggi
9.882 Sangat
% tinggi
113,100 Sangat
tinggi
132,660 Sangat
tinggi
6.458 Sangat
% tinggi
1200 ~ Sangat
tinggi
1100 ~ Sangat
tinggi



CANPUNG BARAT)

NO

@)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sumber: Laporan kinerja p erangkat daerah terkait

SASARAN
STRATEGIS

@

perekonomian
daerah

Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
reformasi
birokrasi di
Pemerintah
Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya
kualitas
penerapan
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya
kualitas layanan
Pemerintah
Kabupaten
Lampung Barat
Meningkatnya
Penyelenggaraan
urusan
Pemerintah
Menurunnya desa
tertinggal

Terwujudnya
kehidupan
bermasyarakat
yang tertib

Menurunnya
kasus kekerasan
kepada
perempuan dan
anak

Meningkatnya
kesejahteraan
gender

Menurunnya
kemiskinan dan
ketimpangan
daerah

Menurunnya
Pengganguran

Laporan Kinerja Instansi
Kabupaten Lampung Barat

INDIKATOR KINERJA

@)

Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)

Opini Badan Pemeriksa
Kuangan (BPK)

Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKMm)

Predikat laporan
penyelenggaran pemerintah
Daerah (LPPD)

Presentase desa tertinggal

Persentase konflik SARA yang
terselesaikan

Persentase kasus ketertiban,
keamanan, dan keindahan (K3)
yang terselesaikan

Persentase kasus kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT)
yang ditangani

Indeks pembangunan gender
Indeks Pemberdayaan gender
angka kemiskinan

Indeks Gini

Tingkat Pengangguran terbuka
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202 2
TARGET Realisasi
(4) (5)
Predikat = Predikat
C cC
Predikat = Predika
BB tB
Predikat  Predika
WTP tWTP
Predikat = Predika
C tB
Predikat Predikat
sangat sangat
tinggi tinggi
0% 0%
100% 100%
100% 100%
100% 100%
91’80 93 poin
poin
54,02 54,2
poin poin
12% 11,71%
0,26 0,284
poin poin
0,71% 2,10%

, diolah tim, 202 3.

Pemerintah
Tahun 20 22
Kriteria
Capaian
(6) )
114,7 Sangat
% tinggi
98,07 Sangat
% tinggi
100% St’_i"’:%%?t
121,89 Sangat
% tinggi
100% Stﬁ]g%?t
100% Stﬁ%%?t
100% Sti"’r‘]g%?t
100% Stﬁ]g%?t
100% St’_ﬁ‘qr;%?t
101,3 Sangat
% tinggi
127,56  Sangat
% tinggi
102,41  Sangat
% tinggi
90,76 Tinggi
% g9
Sangat
-68% rendah
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C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 202 3
1. Sasaran Strategis 1 Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam Kondisi
Mantap

Capaian Sasaran

Infrastruktur memegang peran penting sebagai salah satu roda
penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Sejak tahun
2008, pemerintah memberi perhatian lebih pada pembangunan
infrastruktur jalan dan jembatan untuk m engejar target pertumbuhan
ekonomi, mendorong laju investasi, dan menggerakkan sektor riil. Sampai
dengan saat ini, infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi sasaran
strategis pembangunan, termasuk Kabupaten Lampung Barat yang
menargetkan jalan dan je mbatan dalam kondisi mantap. Berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan,
jalan dengan kondisi mantap adalah ruas -ruas jalan dalam kondisi baik
atau sedang. Ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten
memiliki panjang 724 Km, menurut Surat Keterangan Bupati Nomor
B/243/KPTS/111.03/2017 tentang Penetapan Ruas -Ruas Jalan Menurut
Statusnya sebagai Jalan Kabupaten.

Ketersediaan jalan dan jembatan dalam kon disi mantap terus
diupayakan setiap tahun, pengukuran capaian dibantu dengan 2 indikator
kinerja yaitu persentase jalan dengan kondisi mantap dan persentase
jembatan dalam kondisi mantap. Realisasi kinerja pembangunan jalan
dengan kondisi mantap  di tahun 2022 adalah 72,69 % dari target kinerja
80%, sementara realisasi jembatan dengan kondisi mantap adalah 82,33 %
dari target kinerja 8 7,22 %. Berikut ini adalah cara pehitungan capaian

indikator sasaran ketersediaan jalan dan jembatan dalam kondisi man tap.

Tabel 9. Cara perhitungan capaian indikator sasaran ketersediaan jalan dan

jembatan dalam kondisi mantap tahun 2022

Indikator Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian

Sasaran
Persentase jalan

. . . o 0
dan Jembata_n_ Panj_ang j_alan kondisi baik fr sedang x 100% 80% 72.69 % 90,86
dalam kondisi Panjang jalan kabupaten di Lambar %
mantap
Persentase

Jumlah jembatan kondisi baik x 100% o o 94,39
Jumlah jembatan di Lambar 87,22%  82,33% %

jembatan dalam
kondisi mantap
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 202 2.
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Jika dibandingkan dengan capaian kinerja kemantapan jalan Provinsi
Lampung yang sebesar 76%, capaian kinerja kemantapan jalan Kabupaten
Lampung Barat lebih rendah. Sementara pembangunan kemantapan
jembatan Provinsi Lampung berjumlah 89,66% atau 390 unit dari 435 unit
jumlah total jembatan (data.pu.go.id per Agustus 2022).

Total panjang jalan da lam kondisi baik adalah 347,27 Km, kondisi
sedang 123,36 Km, kondisi rusak ringan 141,60 Km, dan kondisi rusak
berat 111,77 Km. Formulasi jalan mantap merupakan perbandingan jalan
kondisi baik dan sedang (526,27 Km) dengan total panjang jalan kabupaten
(724 Km), jalan mantap (jalan kondisi baik dan sedang) menghasilkan
persentase hasil kinerja sebesar 72,69 %. Capaian kinerja ta hun 202 2 ini
meningkat 6, 59 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 202 1.
Sehingga realisasi kinerja tahun 2022 adalah sama deng an capaian target
akhir RPJMD. Sementara jumlah jembatan dalam kondisi baik sebanyak
144 unit dari total jembatan di Lampung Barat sebanyak 180 unit. Sehingga
capaian kinerja pembangunan jembatan dalam kondisi baik mencapai
82,33%, stagnan jika dibandingka n capaian kinerja tahun 2021 . Berikut ini
perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 , 2021 serta target dan realisasi

akhir RPIJMD.

Tabel 10. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target dan
realisasi akhir RPJMD

L L Target Realisasi
Realisasi Realisasi 9

No Indikator Kinerja Akhir Akhir
2020 2021 RPJMD RPJMD
1 | Persentase jalan dengan | gq 500 | g6 10% 80% 72,69%
kondisi mantap
5 Persentase jembatan dengan 81,33% 82.33% 87.22% 82.33%

kondisi mantap
Sumber: diolah tim, 202 3.

Capaian kinerja jalan dan jembatan ini mengalami fluktuasi sejak
tahun 2018 sampai dengan tahun 202 2. Ada beberapa faktor yang
mempengaruhi kondisi ini. Berikut ini adalah grafik capaian kinerja
peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap tahun 2018

sampai dengan tahun 2022.
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PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

m 2019 m2020 m 2021 m 2022

pze
<o REALISASI 78.33 81.33
<
<+
m zZ
S <
Y= TARGET 78.22 81.22
o
<
<z( REALISAS By 63.43
S
=z
; TARGET Y 68
=

Grafik 4. Capaian Kkinerja jalan dan jembatan manta p tahun 2018 -2022
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Tahun 202 2, diolah tim, 202 3.

Pandemi Covid -19 adalah kondisi insidental yang belum pernah
dialami Indonesia dan negara -negara di dunia, sehingga ketika melanda
pertama kali tahun 2020 sangat berdampak pada semua aspek kehidupan
masyarakat dan implementasi program pemerintah tidak terkecuali
pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Grafik tersebut
menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan jalan dna jembatan

mantap berjalan lambat meski ad a peningkatan dari tahun sebelumnya.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi
program prioritas utama yang berkelanjutan dan berkesinambungan oleh
pemerintah pusat dan daerah. Muara pembangunan jalan dan jembatan ini
adalah mendukung kemandirian pemerintah daerah. Pada tahun 20 22,
jalan di Lampung Barat dengan kondisi baik sepanjang 3 47,27 Km
(47,96 %), kondisi jalan sedang sepanjang 123,36 Km (17,03 %), kondisi jalan
rusak ringan sepanjang 141,60 Km (19,55 %), dan kondisi jalan rusak berat
sepanjang 111,77 Km (15,43 %). Peningkatan kondisi jalan baik sejak tahun
2019 berbanding lurus dengan pengurangan panjang jalan dengan kondisi
rusak berat. Meski jalan dengan kondisi mantap sudah mencapai 526,27
Km, masih ada 197,73 Km jalan kondisi rusak ringan dan berat. Sementara
dari total 18 0 jembatan yang ada di Lampung Barat, berhasil di perbaiki

dalam kondisi mantap sebanyak 144 unit. Jumlah penanganan jembatan di
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tahun 202 2 adalah sebanyak 0 jembatan. Masih ada 39 unit jembatan
dalam kondisi rusak . Capaian persentase jalan 72,69 % dan jemb atan
82,33% dalam kondisi mantap ini merupakan pencapaian besar mengingat
besarnya jumlah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan. Meski ada
alokasi dana khusus, penanganan infrastruktur tetap bukan hal yang

mudah di masa normal baru.

Gambar 2. Jembatan Lumbok Seminung  sebelum dan sesudah pembangunan
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Tahun 202 2.

Pemerintah Lampung Barat berkomit men terus meningkatkan
kondisi jalan dan jembatan dalam keadaan baik  untuk meningkatkan
pembangunan daerah. Upaya peningkatan persentase jalan dan jembatan
bukan hanya membangun jalan dan jembatan baru, melainkan juga
rekonstruksi dan pemeliharaan. Termasuk didalamnya adalah penanganan
tanggap darurat bencana yang berakiba t pada kerusakan jalan dan
jembatan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana transportasi darat.
Ketersediaan jalan dan jembatan akan sangat berpengaruh terhadap
konektivitas wilayah  dalam kabupaten. Kondisi jalan dan jembatan dalam
kondisi mantap akan memp erlancar transportasi yang memindahkan
barang dan orang antar wilayah dalam kabupaten, memperlancar
pertumbuhan perekonomian daerah, pemerataan ekonomi, kelancaran lalu
lintas, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
menghubungkan antar wilayah, memeratakan keamanan daerah,
mempercepat pertukaran antar daerah dan aktivitas masyarakat. Oleh
karena fungsinya yang vital dalam pembangunan daerah, peningkatan jalan
dan jembatan masih menjadi prioritas pembangunan daerah berkelanjutan.
Pandemi Covid -19 memang mempengaruhi pembangunan infrastruktur

daerah, namun pembangunan tetap dilanjutkan meski dengan mengurangi
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target capaian. Pembangunan infrastruktur daerah juga menjadi bagian dari

program pemulihan ekonomi nasional.

Gambar 3. Ruas jalan kabupaten Lumbok -Suka Banjar sebelum dan sesudah
pembangunan
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Tahun 202 2

Capaian kinerja pembangunan jalan dan jembatan ini dipengaruhi
beberapa hal. Pertama, kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Peningkatan persentase jalan dan jembatan merupakan amanat
pembangunan berkelanjutan, sehingga harus diimplementasikan. Kedua,
pem bagian tugas dan fungsi masing  -masing penanggung jawab pelaksanaan
kegiatan. Pemahaman terhadap fungsi dan tugas akan membantu
optimalisasi implementasi program. Ketiga, suasana kerja yang kondusif,
kemudahan akses komunikasi dan koordinasi internal Dinas PUPR dan
antar perangkat daerah. Keempat, pemantauan dan evaluasi berkala pada
setiap kegiatan. Hal ini akan membantu penanganan secara cepat masalah -
masalah yang muncul ketika program diimplementasikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penc apaian
sasaran antara lain:

1) Kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
(administrasi pelaksanaan kegiatan);

2) Pembagian tugas pokok dan fungsi untuk pelaksanaan kegiatan;

3) Suasana kerja yang kondusif, kemudahan akses komunikasi dan
koordinasi di dalam dan antar perangkat daerah;

4) Monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap kegiatan.

Dasar pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur
adalah menggerakkan perekonomian. Maka sebenarnya dampak pertama

dari pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah konektivitas
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wilayah , yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan
dan Dinas Komunikasi dan I  nformatika. Adanya jalan dan jembatan yang
mantap membuat transportasi dapat masuk ke wilayah tersebut.
Pengiriman logistik di Indonesia saat ini 90% memanfaatkan jalur darat,

10% lainnya menggunakan transportas i laut. Transportasi yang dapat
membawa orang dan barang mempermudah jual beli logistik dan kebutuhan
masyarakat lainnya antar wilayah , sehingga mengurangi disparitas harga
terutama di wilayah terdalam kabupaten. Bersama dengan terbukanya
akses transportas i, jalan dan jembatan mantap juga menjadi daya dukung
pembangunan menara telekomunikasi yang menghubungkan masyarakat
dengan wilayah lain melalui jaringan. Konektivitas wilayah melalui jaringan
membantu komunikasi dan hubungan timbalik antara pemerintah da n
masyarakat, akses informasi juga semakin dekat.

Dampak jangka panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
bersifat multi fungsi, dia  ntaranya adalah untuk ketahanan pangan dan
ketahanan wilayah. Konektivitas wilayah melalui mobilitas transportasi ini
membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyara kat yang tidak diproduksi
didalam wilayah, sehingga ketahanan pangan wilayah dapat terjaga.
Ketahanan wilayah juga merupakan aspek terdampak dari ketersediaan
jalan dan jembatan mantap. Dalam antisipasi menghadapi ancaman
musuh, infrastruktur jalan dan jembatan mantap dapat mempermudah
mobilitas sarana prasarana alat utama sistem senjata angkatan bersenjata
Indonesia. Dalam penanggulangan bencana, Dinas PUPR termasuk dalam
Tim Penilai Infrastruktur bersama dengan B appeda, BPKD, BPBD, Dinas
Dikbud, dan Bagian Administrasi Pembangunan. Tim ini berfungsi untuk
melakukan mitigasi bencana, tanggap darurat dan pembangunan wilayah

kembali pasca bencana.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah
Capaian Kinerja

Dalam mewujudkan k onektivitas antar wilayah , ditetapkan 3
indikator kinerja yang kesemuanya menjadi kenis cayaan dalam
pembangunan. Pertama, t ransportasi yang merupakan salah satu urusan
vital dalam pembangunan daerah, karena transportasi da pat membuka

ak sesibiltas. Sehingga pengembangan transportasi harus berkelanjutan.
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Sebagai urat nadi pembangunan, transportasi membantu memindahkan

orang, memindahkan barang, menjaga stabilitas harga barang,

meningkatkan nilai ekonomi daerah, dan perkembaga n daerah. Kedua,
layanan informasi yang  sering kali menjadi indikator kemajuan daerah atau
negara . Perkembangan industri teknologi yang saat ini sudah memasuki era

society 5.0 merupakan transformasi komprehensif yang sederhananya akan

membuat hidup manusia lebih mudah dan efektif dengan memanfaatkan

ilmu pengetahuan berbasis IoT. Keterbukaan informasi dan kemampuan
masyarakat menjangkauanya merupakan satu bentuk akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah. Informasi yang tepat sasaran , terbuka, jujur dan
memberi timba | balik saling membangun adalah apa yang dicita -citakan
dalam pembangunan daerah. Melalui timbal balik informasi  dengan
masyarakat yang kontinu dan berdasar, pemerintah dapat mengetahui
setiap kebutuhan masyarakat dan perk embangan kemandirian desa.

Ketiga, aliran listrik pada desa -desa di Lampung Barat. Pengaruh
tenaga listrik dalam pembangunan daerah menempati peran pada
kemampuannya men dorong peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.
Seiring kemajuan teknologi, banyak kegi atan produksi dan konsumsi
masyarakat yang membutuhkan energi dan tenaga listrik. Sehingga
kegiatan perekonomian masyarakat yang ebih efektif karena bantuan tenaga
listrik tersebut kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat. Se lain itu, tenaga listrik juga telah menjadi bagian
yang tidak terpisahkan sebagai faktor pendukung pertahanan keamanan.
Banyak sistem keamanan memanfaatkan tenaga listrik dizaman kemajuan
teknologi seperti sekarang. Pasokan listrik utama yang stabil ke Pul au Jawa
dan Bali cukup menunjukkan bukti bahwa Pulau Jawa memiliki peran
strategis dalam pertahanan keamanan negaara . Dalam perannya
mewujudkan pembangunan daerah melalui sasaran strategis kedua
bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Bagian S umber
Daya Alam dan Ketenagakerjaan , Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung
Barat selalu berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah. Berikut ini

adalah cara perhitungan capaian kinerja tahun 202 2.
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Tabel 11. Cara perhitungan indikator kinerja sasaran meningkatnya konektivitas
antar wilayah

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Cara Perhitungan
I GRS Persentase desa yan
jangkauan Yang - jymiah desa terhubung moda transportasi x 100 %
. terhubung degan -
transportasi R (TS Jumlah seluruh desa di Lampung Barat
antar wilayah P
Persentase
pemanfaatan Jumlah informasi yang dimanfaatkan x 100%
Meninakatnva Meningkatnya  Keterbukaan Jumlah seluruh informasi
e layanan Informasi Publik (KIP)
FETELTES informasi % desa an
antar wilayah N yang
kepada UETIIANTE)  CElE Jumlah desa yang terkoneksi internet x 100%
masyarakat jangkauan yand ’

telekomunikasi dan Ul SR 6 GE

internet
Persentase
desa yang
dialiri listrik
Sumber: Laporan kinerja Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan dan Bagian Sumber
Daya Alam dan Ketenagakerjaan tahun 2022, diolah tim, 2023

Persentase desa Jumlah pekon yang sudabh teraliri listrik x 100%
yang dialiri listrik Jumlah pekon di Lampung Barat

Berdasarkan cara perhitungan tersebut, realisasi rata -rata capaian
kinerja sasaran strategis kedua di tahun 202 2 telah mencapai 116,21 %.
Konektivitas antar wilayah ini didukung dengan 3 sasaran yang m asing -
masing sasaran menggunakan indikator  untuk mengukur ketercapaian

target kinerja.  Berikut ini adalah uraian capaian sasaran kinerja.

Tabel 12. Capaian kinerja sasaran 2 Tahun 202 2

Tujuan Sasaran Capaian = Predikat
Memng!(atnya jangkauan transportasi 121,12 % Sgnggt
antar wilayah tinggi

Meningkatnya Meningkatnya layanan informasi kepada 129% Sangat
0 . .
Konektivitas masyarakat tinggi
antar wilayah o
wiay Persentase desa yang dialiri listrik 98,53 % St;r;%?t

Sumber: Laporan kinerja Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan dan Bagian Sumber
Daya Alam dan Ketenagakerjaan tahun 2022, diolah tim, 202 3.

a) Meningkatnya Jangkauan Transportasi Antar Wilayah
Sasaran pertama dari sasaran strategis ini menggunakan
indikator persentase desa yang terhubung dengan mode t ransportasi.
Target indikator kinerja sasaran 1 adalah sebesar 38,24 % dan berhasil
direalisasikan sebesar 46,32 % atau tercapai 1 21,12 %. Pencapaian tahun
2022 sebagai tahun terakhir RPIJMD 2017 -2022 merupakan pencapaian

realisasi tertinggi. Berikut ini grafik konektivitas wilayah tahun 202 2.
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Grafik 5. Grafik keterhubungan transportasi Kabupaten Lampung Barat  Tahun
202 2.

Sumber: Laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022.

Sejumlah 63 pekon dan kelurahan di 12 kecamatan terhubung
moda transportasi angkutan desa. Jumlah ini meningkatkan dari tahun
2021 (49 pekon dan Kkelurahan ). Ketiga kecamatan yang belum
terkoneksi tersebut adalah Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan
Pagar Dewa, dan Kecamatan Gedung Surian. Maka capaian konektivitas
wilayah per tahun 20 22 masih mencapai 46,32 % dari total 131 pekon
dan 5 kelurahan , ada 68 pekon dan kelurahan yang belum terkoneksi
dengan transportasi pekon atau angkutan desa . Pekerjaan rumah yang
masih cukup besar untuk menyambung urat nadi di seluruh pekon dan
kelurahan di Lampung Barat. Capaian tahun 2022 sama dengan capaian
akhir RPIJMD . Berikut ini adalah perbandingan capaian realisasi tahun
2020 dan 2021 serta  realisasi akhir RPIMD.

Tabel 13. Perbandingan capaian realisasi tahun 2020 dan 2021 serta realisasi
akhir RPJMD
Indikator Kinerja Realisasi Realisasi Realisasi Akhir
2020 2021 RPJIJMD
Persentase Desa yang
Terhubung dengan Moda 35,86% 37,40% 46,32 %

Transportasi
Sumber: diolah tim, 202 3.

b) Meningkat nya Layanan Informasi kepada Masyarakat
Capaian sasaran yang dibantu dengan 2 indikator ini mencapai

rata -rata 12 9%. Pertama, indikator persentase pemanfaatan keterbukaan
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informasi  publik mencapai kinerja 1 57%; kedua, indikator desa yang
terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet mencapai
101%. Berikut ini adalah cara perhitungan dan capaian kinerja tahun
202 2.

Tabel 14 . Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 202 2

Cara 202 2

Indik - o . .
ndikator  Sasaran Perhitungan Target  Realisasi Capaian  Predikat

Persentase pemanfaatan

0,

Keterbukaan Informasi Publik =80 X100% 250, 11804 1579 ~ Sangat
(KIP) 1000 tinggi
% desa yang terhubung o
dengan jangkauan 134 x100% 97,79% 98,5% 101% S_anggt

2 . 136 tingai
telekomunikasi dan internet

Sumber: Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Barat

tahun 202 2.

Sejumlah 1180 informasi yang ditayangkan ini bersumber dari
145 media online, 25 media SKM, 16 streaming, 35 TV, 1 radio, dan 72
media SKHU . Media menjadi alat yang dapat dimanfaatkan untuk
mengenalkan Lampung Barat kepada masyarakat luas , serta menjadi
media komunikasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan
pemerintah kepada masyarakat . Banyaknya jumlah media yang meliput
kegiatan masyarakat, pemerintah , budaya dan pariwisata Lampung
Barat menunjukkan ketertarikan masyarakat luar  terhadap Lampung
Barat. Sementara jumlah pekon dan kelurahan yang sudah terjangkau
internet dan telekomunikasi berjumlah 134, sementara 2 pekon lainny a
masih berada dalam  blank spot .

Dari kedua indikator kinerja yang tertuang dalam rencana
strategis Dinas Kominfo ini, salah satu nya merupakan indikator kinerja
utama sasaran strategis. Indikator tersebut adalah persentase desa yang
terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet. Berikut ini
adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 serta
realisasi akhir R PJMD (tahun 2022) .

Tabel 15. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta realisasi
akhir RPJMD

Sumber: diolah tim, 202 3.
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Melihat capaian kinerja tahun 202 2 dengan capaian kinerja 2
tahun sebelumnya menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator ini
masih sama dan belum ada penuntasan terhadap blank spot . Kedua
pekon yang belum ada menara telekomunikasi diantaranya adalah

Pekon Batu Api Kecamatan Pagar Dewa dan Pekon Tembeleng

Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Capaian ini juga telah melebihi target
akhir RPIJMD yang ditetapkan sebesar 97,79%. Berikut ini adalah
perbandingan target dan realisasi kinerja selama tahun 2018 sampai

dengan 2022.

Perbandingan Target dan Realisasi

140%
120%
100%

80%

60%
40%
1 1
0%

Target RealisasiTarget RealisasiTarget RealisasiTarget RealisasiTarget Realisasi

2018 2019 2020 2021 2022
mm Pemanfaatan KIP Desa Terhubung Tel In
Grafik 6. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018 -2022.

Sumber: Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Telekomunikasi tahun 2022, di
olah tim, 2023

c) Desa yang Teraliri Listrik
Capaian sasaran melalui indikator ini mencapai 98,53%, melebihi
target kinerja tahun 2021 yang sebesar 97,06%. Sampai dengan tahun
terakhir RPJMD periode 2017 -2022 ini, ada 2 pekon yang belum teraliri
listrik (Pekon Roworejo dan Pekon Sidorejo) menurut dat a PLN. Namun
pada kondisi di lapangan, kedua pekon ini sebenarnya telah
memanfaatkan tenaga surya dan tenaga mikrohidro untuk pemenuhan

kebutuhan kelistrikan. Penggunaan tenaga surya ini memang bukan

program pembangunan listrik dari PLN, sehingga menurut P LN kedua
pekon ini belum teraliri listrik. Konektivitas kelistrikan belum merata.
Namun , meski non PLN, keberhasilan keteraliran listrik pada 2 pekon
ini  merupakan prestasi yang membanggakan, meski jauh dari
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jangkauan pemerintah daerah dan PLN karena lokas inya yang sulit,
pekon mampu berdaya guna dari dan untuk pekonnya. Memang bukan

hal mudah membangun jaringan kelistrikan di sebagian besar wilayah
Lampung Barat yang merupakan kawasan hutan lindung, sehingga
untuk dapat membangun jaringan listrik di bebera pa pekon yang
melewati kawasan hutan lindung harus berizin kepada Kementrian
LHK. Berikut ini adalah hasil perhitungan capaian indikator sasaran

kelistrikan.

Tabel 16. Cara perhitungan capaian indikator sasaran desa yang teraliri listrik

Target Realisasi Capaian Predikat
0,
P_er_sgnta;e desa yang 134 pekon x 100% 100%  98,53% 98,53 % S_anga_lt
dialiri listrik 136 pekon tinggi

Sumber: Bagian Sumber Daya Alam  dan Ketenagakerjaan Setdakab , 202 3.

Realisasi sasaran ini terus mengalami peningkatan sejak tahun

2018 sampai tahun 2022 . Namun jika dilihat dari persentase capaian
kinerjanya mengalami fluktuatif. Capaian tahun 2018 sebesar 108,55%
kinerja 2019 mencapai 104,65%, tahun 2020 sebesar 105,45%, kinerja

tahun 2021 mencapai 97,72 %, dan capaian kinerja di tahun terakhir
RPJMD adalah 98,53% . Mengingat ijin pembangunan jaringan listrik
memang membutuhkan proses yang tidak sebentar dan mudah ,
dibutuhkan izin vertikal sampai ke Kementrian LHK untuk dapat
melewati kawasan hutan lindung. Berikut ini adalah grafik capaian

kinerja indikator sasaran tahun 2018 -2022.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
DESA YANG TERALIRI LISTRIK

® Target m Realisasi

100%
53%

98.71%
98.47%

97.06%
98

3.89%
38%
94.85%

2018 2019 2020 2021 2022

93.38%
3

I 56.03%

Grafik 7. Target dan Realisasi Indikator Desa yang Dialiri Listrik Tahun 2018 -
2022
Sumber: Bagian Sumber Daya Alam Setdakab , 2022.
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Capaian tahun 2022 ini merupakan target akhir yang
direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD
2017 -2022). Jadi dapat dikatakan bahwa target di tahun terakhir
RPJMD tidak tercapai. @ Secara angka masih diperlukan 1,47% untuk
mencapai target akhir RPIJMD. Secara kualitas, dua pekon yang belum
sama sekali teraliri listrik berpengaruh pada belum optimalnya koneksi
jaringan telekomunikasi dan internet ke kedua pekon tersebut.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika, menara
telekomunikas i di Kecamatan Suoh hanya ada 3 yang masing -masing
berdiri di Kelurahan Sumber Agung (2 menara) dan Pekon Sukamarga.
Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun
2021 serta target dan realisasi akhir RPIJMD.

Tabel 17 . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target dan
realisasi tahun 2022

Sumber: diolah tim, 202 3.

Pelaksanaan, Inovasi, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Desayang Terhubung dengan Moda Transportasi
Dalam mendukung tercapainya target sasaran strategis kedua,

Dinas Perhubungan telah berhasil melebihi target kinerja karena tidak
terlepas dari berbagai upaya dan terobosan yang telah dilakukan oleh
Dinas Perhubungan. Seperti sejak tahun 2017, pemberian iz in trayek
untuk moda angkutan antar wilayah. Namun sayangnya pada tahun
2022, sub kegiatan ini di refocusing , dampak covid -19. Selain itu, untuk
meningkatkan mobilitas antar wilayah, dilakukan juga sosialisasi
jaringan trayek baru antar pekon. Sementara un tuk menjaga kualitas
kendaraan, pelayanan pengujian kir masih terus dilakukan dengan
tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini karena tentu saja untuk
menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan
moda transportasi. Keamanan dan kenyamana n pengguna kendaraan
bermotor ini dijamin dengan pemasangan sistem Bukti Lulus Uji
elektornik (BLUe) yang menjadi tanda bahwa kendaraan bermotor

sudah diuji kelayakannya, serta terekam ke Kementrian Perhubungan
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untuk uji kelayakan nya secara berkala. Pengaktifan kode akses ke
Kementerian Perhubungan dan penerbitan smart card untuk hasil uji
berkala kendaraan bermotor ini akan sangat membantu bagi pelayanan
pengujian kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Lampung Barat dapat seger a beroperasi.

Gambar 4. Beberapa alat uji kelaikan kendaraan
Sumber: Laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022.

Kelancaran peningkatan moda transportasi sehingga mendukung
konektivitas antar wilayah ini beririsan dengan kinerja  Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan infrastruktur
jalan dan jembatan akan menjadi daya dukung utama moda angkutan
dapat berjalan baik. Mengin  gat bentang alam yang bergelombang dan
berbukit -bukit , akan sangat menyulitkan mobilitas masyarakat dan
barang jika belum ada infrastruktur jalan yang layak. Dampaknya
adalah tidak berkembangnya perekonomian masyarakat, sehingga
perkembangan daerah pun aka n semakin jauh dari harapan.
Pencapaian kinerja yang melebihi target kinerja tahun 202 2 ini
menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah . Hal ini
karena meski telah  melebihi target kinerja tahun 202 2, namun secara
keseluruhan kinerja baru mencapai 46,32 %. Artinya masih ada 53,68 %
atau 73 pekon yang belum terhubung moda transportasi.

Meski baru separuh dari keseluruhan jumlah pekon yang moda
transportasinya terhubung, namun jumlah pekon ini meningkat
dibandingkan tahun 2021, hal ini membuktikan hasil kerja nyata
pemerintah dalam menyambung urat nadi antar pekon. Kecamatan
Lumbok Seminung, Pagar Dewa, dan Gedung Surian yang belum

terhubung moda transportasi pekon ini bukan berarti daerah tersebut
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teriso lir. Selain kendaraan probadi yang dimiliki masyarakat, ada alat
transportasi umum terbatas yang dikomersilkan oleh perseorangan
berupa ojek dan travel. Namun hal ini tidak berarti bahwa pemerintah
tidak akan mengupayakan keterhubungan transportasi pekon d i ketiga
kecamatan tersebut. Secara berkala pemerintah menyadari urgensi
ketersediaan moda transportasi antar pekon sebagai fasilitas umum.
Keseriusan pemerintah diwujudkan dengan ren cana pembukaan
trayek baru Liwa dSumber Jaya oKebun Te bu, Liwa dBandar Neger i Suoh &
Suoh, dan Liwa &Pagar Dewa. Usulan pengembangan trayek ini telah
diusulkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (Perum
Damri). Selain itu, retribusi izi trayek bagi pemilik angkutan umum juga
dihapuskan. Alasannya karena retribusinya tidak signi fikan, serta

untuk menarik minat pelaku usaha bidang tr ansportasi umum.

Gambar 5. Launching Damri Perintis Liwa - Kebun Tebu, Kebun Tebu - Liwa,
dan Ram Check
Sumber: Laporan kinerja Dinas Perhubungan tahun 2022.

Menelaah keterkaitan moda transportasi dengan sasaran strategis
lainnya, keterhubungan moda transportasi antar pekon mempengaruhi
ketahanan pangan masyarakat. Transportasi yang bukan hanya
memindahkan orang, tetapi juga barang termasuk diantaranya
kebutuha n pangan masyarakat. Meski memiliki ladang dan pekarangan
yang dapat dikelola untuk tanaman pangan, namun tidak semua
tanaman pangan cocok ditanam. Sehingga masih diperlukan pasokan
pangan yang tidak diproduksi dalam pekon tersebut. Selain
mendatangkan kec ukupan pangan dalam pekon, transportasi juga
membantu membawa hasil tanaman pangan yang berlebihan untuk di
jual keluar pekon. Keterhubungan telah membantu masyarakat

bertahan dan berhubungan antar pekon.
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Dalam memenuhi fasilitas dasar tersebut, pemerintah melalui

Dinas Perhubungan menyadari pentingnya melakukan sesuatu yang

baru untuk mempercepat tercapainya target kinerja. Inovasi yang telah

dilakukan adalah pelayanan rekomendasi pengujian kendaraan

bermotor secara online. Manfaat yang diper oleh dari inov asi ini adalah
efisiensi waktu dan tempat bagi pemilik kendaraan dan digitalisasi
kinerja bagi Dinas Perhubungan. Inovasi lain yang sedang berjalan
sampai dengan saat ini adalah pengurusan izin trayek secara online.

Manfaatnya adalah efisiensi dan efektivi tas bagi pemilik kendaraan dan

pemerintah, terutama jika jarak pemilik kendaraan jauh dari kantor

Dinas Perhubungan. Sementara inovasi yang direncanakan untuk

waktu kedepan adalah akan dikeluarkannya chip atau barcode sebagai

identitas kendaraan yang lulus uji dan dapat di akses melalui smart
phone sehingga kendaraan dapat di periksa dengan mudah dimanapun.
Kendala menjadi penghambat dalam kesempurnaan pancapaian
sasaran, namun kendala juga menjadi semangat untuk  berupaya lebih
baik dalam menyediakan moda t ransportasi angkutan antar pekon.

Beberapa kendala yang ditemui dalam proses implementasi program

kegiatan adalah:

1) Masih  kurangnya kualitas sumber daya manusia teknis
perhubungan , seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen terminal,
manajemen perparkiran, analisis dampak lalu lintas (andalin),
master KIR atau tenaga penguji kendaraan bermotor dan lain -lain ;

2) Belum memiliki alat pengujian kendaraan bermotor yang
disayaratkan, sehingga alat uji kendaraan bermotor belum
terakreditasi sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan
Bermotor (UPUBKB). Dampaknya pelayanan pengujian kendaraan
bermotor belum optimal;

3) Masih minimnya fasilitas perlengkapan jalan termasuk pada ruas
jalan yang menjadi Kawasan Tertib La  lu Lintas (KTL) ;

4) Kurangnya angkutan umum penumpang perdesaan dalam
kabupaten;

5) Rendahnya minat masyarakat membuka jasa angkutan umum

penumpang dalam kabupaten;
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6) Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi;

7) Beralihnya fungsi angkutan pedesaan menjadi kendaraan abudemen
untuk pelajar;

8) Belum ada perbaikan kualitas pelayanan angkutan pedesaan;

9) Belum terlaksana analisis jaringan trayek angkutan pedesaan;

10) Masih kurangnya disiplin dan pengetahuan berlalu lintas pen gguna
jalan;

11) Fungsi terminal yang belum optimal.

Beberapa diantara kendala tersebut membutuhkan proses
penyelesaian yang berkala, hal ini karena dalam menghadapi kondisi
tersebut harus realistis. Mempertimbangkan beberapa faktor

pendukung dan penghambat ya ng terhubung dengan urusan

pemerintah lainnya. Beberapa kebijakan untuk mengurai kendala -
kendala tersebut secara berkala telah dilakukan, diantaranya adalah
mengikuti diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingaa saat ini

terdapat 2 orang petugas P PNS. Upaya lainnya yaitu mengajukan
kalibrasi alat uji untuk mendapatkan rekomendasi guna mengajukan
akreditasi UPUBKB, meningkatkan anggaran pengadaan rambu -rambu
lalu lintas, serta meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi untuk
meningkatkan kesadaran masy arakat dalam berlalu lintas dan usaha

bidang angkutan umum.

Meningkatnya Layanan Informasi kepada Masyarakat

Melalui indikator persentase pemanfaatan KIP dan persentase
desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet,
sasaran ini berhasil tercapai 12 9%. Tentu saja kedua indikator ini
adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran.
Utamanya dalam implementasi setiap program dan kegiatan te tap
mengutamakan kebermanfaatan yang akan dirasakan masyarakat.
Komitmen menghubungkan antar  wilayah  dalam urusan
telekomunikasi dan internet diwujudkan dengan k eterbukaan informasi
seputar Lam pung Barat yang dapat diakses dari berbagai media (online
dan c etak) . Selain itu, di masing -masing dari 15 kecamatan telah berdiri
menara telekomunikasi dengan jumlah total menara sebanyak 10 6

menara. Jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya (101 menara).
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Kondisi ini menunjukkan kemajuan hasil kerja yang telah
dila kukan pemerintah melalui Dinas Kominfo untuk meratakan
keterhubungan jaringan komunikasi dan internet di seluruh wilayah di
Kabupaten Lampung Barat secara berkala. Meski begitu, pemerintah
masih memiliki pekerjaan rumah untuk 2 daerah blind spot (Pekon Bat u
Api Kecamatan Pagar Dewa dan Pekon Tembelang Kecamatan Bandar
Negeri Suoh) yang sampai tahun 2022 statusnya masih sama. Hal ini
karena pengurusan ijin pendirian Menara telekomunikasi di beberapa
daerah lintasan sekitar hutan bukit barisan tidak mudah. Sementara
Pekon Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung dan Pekon Rigis
Jaya Kecamatan Air Hitam yang tahun 2021 terdapat beberapa area
belum terkoneksi siny al telekomunikasi dan internet , Saat ini sudah
terdapat 3 menara telekomunikasi. Kondisi ini juga meru pakan sebuah
pencapaian baru bagi pemerintah karena berhasil menambah Menara
telekomunikasi untuk mendekatkan jarak jaringan masyarakat dengan

akses yang lebih luas.

Datang di ite F Tower/Menara Telekomunikasi BTS
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat

Gambar 6. Peta letak menara telekomunikasi di Lampung Barat.
Sumber: Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud
akuntabilitas pemerintah. Setiap kinerja pemerintah, keberhasilan atau
kegagalan, wajib disampaikan kepada publik. Kemajuan teknologi
mengefisiensi waktu dan ruang cukup besar untuk menyampaikan

kiner ja pemerintah. Maka, pemerintah daerah bertanggung jawab atas
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setiap informasi yang akan dikonsumsi publik. Kejujuran pemerintah

dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat akan mewujudkan
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kehati -hatian pemerint ah
dalam menggunakan media digital sebagai alat penyampai informasi
publik berlandas kan pada meningkatnya penggunaan internet
(Indonesia peringkat ke 8 di dunia)  dikalangan masyarakat namun tidak
dibarengi dengan kecerdasan dalam pengunaan internet tersebu t.
Beberapa hasil penelitian ilmiah menerangkan bahwa sebagian besar
masyarakat belum  menggunakan aspek kecerdasan ketika
menggunakan internet. Artinya, setiap informasi yang di dapat melalui
internet tidak di pilih berdasarkan konten informasi dan korelas [
dengan kebutuhan dirinya.

#ADVETORY FBENDUNGANWAYHARU #LAMBAR
s |
Bupatl Parosil Resmikan q . Pemda Lamsel Gelar (
Bendungan Way Haru I

e Sy -
[ Y

RUWA

JURAJ

b~ %

Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus saat

meresmikan bendungan Way Haru | di Pekon Bandar
Agung Kecamatan Bandar Negeri Suoh (BNS) pada 10 TNI AJAK WARGA DESA DI MESUJI MANFAATKAN LAHAN KOSONG
Febuari 2022. (Foto:Dok Kominfo)

LIWA (Lampost.co)--Untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat khususnya di bidang pertanian, Bupati

Gambar 7. Sample keterbukaan informasi publik melalui media online dan
liputan berit a.
Sumber: Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022.

Maka tugas pemerintah daerah bukan hanya sampai pada
ketersediaan menara telekomunikasi, melainkan juga mencerdaskan
masyarakat pengguna internet. Jika dimanfaatkan dengan baik,
internet dapat membawa kemajuan besar dalam segala aspek
kehidupan. Pemasaran hasil produksi ekonomi , mengenalkan dan
memasarkan wisata daerah, berinovasi dengan belajar lebih banyak
kepada daerah lain, beropini, berdiskusi, dan banyak manfaat lainnya.
Sebaliknya, internet juga bisa menjadi bumerang ketika tidak

digunakan dengan baik . Keterbukaan informasi yang luar biasa di
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media sosial yang dapat di akses oleh siapapun cukup
mengkhawatirkan untuk perkembangan kecerdasan masyarakat.
Terlebih, 80% pengg una internet di Indonesia adalah usia 15 -19 tahun.
Keberadaan pemerintah mutlak dalam menjamin kesehatan konsumsi
informasi masyarakat.

Dalam proses implementasi program dan kegiatan, terjadi
beberapa kendala yang ditemukan setelah evaluasi kinerja interna
perangkat daerah. Beberapa kendala yang ditemui dalam proses
implementasi diantaranya adalah (1) masih belum meratanya pendirian
menara telekomunikasi semua provider di masing -masing kecamatan;
(2) masih ada 2 pekon blind spot dan 2 pekon dengan area bel um
terjangkau jaringan telekomunikasi menunjukkan bahwa
keterjangkauan telekomunikasi dan internet di Lampung Barat belum
merata. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk
terus meningkatkan konektivitas jaringan telekomunikasi dan internet
melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik,
penyelenggaraan startistik sektoral, aplikasi dan informatika, serta
penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Tujuan
utamanya adalah meratanya jaringan telekomunikasi dan internet
untuk melancarkan konektivitas antar wilayah dalam Kabupaten
Lampung Barat.

Dinas Kominfo selalu berupaya memberikan kinerja terbaik untuk
sebesar-besarnya terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan
berinovasi memanfaatkan kemajuan teknologi. Beberapa inova si yang
telah dan masih dilakukan adalah membangun aplikasi sebagai
penunjang kinerja pemerintah seperti: (1) aplikasi Simuli (Surat
Layanan Elektronik), digitalisasi pengiriman dan pengarsipan surat
keluar masuk; (2) Aplikasi covid -19, menginformasikan da ta covid -19
dan penyebarannya dan bisa di akses publik; (3) Aplikasi SINETRON
(Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian Online); (4) Aplikasi PM -
OKE, mengurus, mengusulkan, dan menyampaikan proposal kerja
sama media secara online ; (5) Aplikasi Big Data, m engumpulkan data
dalam jumlah besar dengan proses kecepatan, volume dan jenis data
yang lebih banyak dan bervariatif. Sementara inovasi yang

direncanakan dimasa mendatang adalah membangun aplikasi
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marketplace, bertujuan memudahkan pelaku usaha (UMKM dan IK M)

memasarkan hasil produksinya.

Desa yang dialiri Listrik

Indikator sasaran ini ditugaskan implementasinya kepada Bagian
Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan , Sekretariat Daerah.
Pemenuhan energi di Kabupaten Lampung Barat menjadi dilema karena
bersinggungan dengan masalah kehutanan, kondisi geografis yang
bergelombang dan berbukit -bukit menjadi masalah utama. Konstruksi
tanah yang labil dan berkelok -kelok serta iklim yang cenderun g
penghujan menyebabkan jaringan listrik yang terapasang sering rusak.
Upaya pemerataan jaringan listrik diseluruh wilayah Kabupaten
Lampung Barat masih dalam proses hingga saat ini. Pembangunan
jaringan listrik di Pekon Sidorejo dan Pekon Roworejo telah m asuk
dalam roadmap pogram listrik perdesaan Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2019 -2029 PT. PLN Persero Unit Induk

Distribusi Lampung yang ditetapkan pada tahun 2019. Hasil telaah
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar
Lampung, permasalahannya  terletak pada kebutuhan 80 tiang listrik di

Pekon Sidorejo dan 110 tiang listrik di Pekon Rowo Rejo. Selain itu,
lokasi kedua pekon yang berada dalam kawasan hutan lindung register

39 Kota Agung Utara menyebabkan pembangunan jarin gan listrik harus
berizin Kementrian LHK sesuai Permen LHK Nomor
P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam
Pakai Kawasan Hutan.

PT. PLN Unit Induk Distribusi Lampung juga telah menyampaikan
permohonan izin kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampu ng perihal
perizinan pembangunan jaringan listrik pedesaan Pekon Rowo Rejo dan
Desa Sido Rejo Lampung Barat  (Surat Nomor: 1074/REN.00.03/DIST -
LAMPUNG/2019) . Sementara itu, untu k percepatan dan kelancaran
proses pembangunan jaringan listrik, Pemerintah Kabu paten Lampung
Barat telah menyampaikan izin ke Kementrian LHK melalui Surat
Bupati Lampung Barat Namor: 500/313/07/2020 tanggal 14 April 2020
perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung untuk
Infrastruktur Kelistrikan. Melalui Surat Dirjen PI anologi dan Kehutanan
dan Tata Lingkungan Nomor: S.446/REN/PPKH/PLAQ/7/2021 tanggal
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16 Juli 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Penggunaan Kawasan
Hutan untuk Infrastruktur Kelistrikan di Kabupaten Lampung Barat,
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mempe roleh izin penggunaan

kawasan hutan lindung untuk pemasangan jalur listrik masuk desa

dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 KV (Kilo Volt).

Gambar 8. Koordinasi pengembangan sumber daya energi dan air
Sumber: Bagian Sumber Daya Alam dan Ketenagakerjaan , 2022.

Setelah proses izin pembangunan jaringan dalam kawasan hutan
lindung yang panjang tersebut diperoleh pada pertengahan tahun 2021
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Amanat PP tersebut adalah  bahwa rencana usaha dan atau kegiatan
yang lokasinya berada di dalam Kawasan lindung dan atau berbatasan
langsung dengan Kawasan lindung diwajibkan Menyusun dokumen
lingku ngan berupa AMDAL, UKL -UPL atau SPPL. Maka pembangunan
jaringan listrik akan dapat berjalan dibawah koordinasi PT. PLN
Persero. Saat ini, menurut Unit Pelaksana Proyek Kelistrikan PT PLN
Provinsi Lampung, progres pembangunan jaringan listrik di kedua
pekon tersebut telah sampai pada tahap persiapan penawaran dalam
hal penyusunan dokumen lingkungan. Izin pembangunan jaringan
listrik yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari koordinasi yang
terus dilakukan Pemerintah Lampung Barat kepada pihak -pihak yang
terkait dengan perizinan dan pembangunan jaringan listrik untuk
Pekon Sido Rejo dan Pekon Rowo Rejo Kecamatan Suoh.

Kendala -kendala yang dihadapi dalam peningkatan konektivitas

antar wilayah bidang kelistrikan adalah kondisi geografis Lampung
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Barat yang bergelombang dan berbukit -bukit, tentu saja dilengkapi
dengan konstruksi tanah yang tidak stabil membutuhkan sarana
prasarana tambahan dalam pembangunan jaringan listrik. Kendala
lainnya yang tidak kalah urgen adalah lokasi Lampung Barat yang 60%
wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung yang setiap
pembangunan yang dibangun didalam atau melewati kawasan hutan
lindung harus berizi Kementrian LHK. Proses perizinan dimulai dengan
pengajuan telaah ke BPKH hingga dikeluarkannya surat tanggapan
Dirjen Plan ologi dan Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementrian
LHK. Rekomendasi yang disarankan untuk mencapai pemerataan
keterhubungan jaringan listrik di semua wilayah Lampung Barat
dengan meningkatkan koordinasi pembangunan jaringan listrik yang
telah sampai pada diperolehnya izin pembangunan jaringan listrik.
Selain itu, memasifkan pemanfaatan sumber daya alam yang bisa
dimanfaatkan untuk pembangkit listrik seperti sumber daya air. Meski

non PLN, listrik yang memanfaatkan sumber daya alam juga dapat
memenuhi kebutu han ringan masyarakat, serta dapat menjadi

cadangan energi masyarakat.

Masing -masing indikator kinerja pada sasaran kedua ini memang
diimplementasikan oleh 3 perangkat daerah berbeda. Selain melaksanakan
program d an kegiatan yang berdasar pada kebutuhan ma syarakat, beberapa
inovasi dilakukan untuk mengatasi masalah yang spontanitas terjadi dan
dibutuhkan saat tahun pelaksanaan program berjalan. Inovasi menjadi
jalan akselerasi pencapaian target kinerja, sehingga yang tercapai bukan
hanya target kinerja tapi  juga kepuasan masyarakat atas kinerja yang telah
dilakukan. Berikut ini adalah inovasi -inovasi yang dilakukan untuk
mencapai sasaran strategis kedua:

a) Seiring digunakannya BLUe, Dinas Perhubungan akan mengeluarkan
chip atau barcode sebagai identitas kendaraan yang lulus uji kelayakan
dan dapat diakses melalui  smart phone sehingga dimanapun kendaraan
itu berada dapat diperiksa dengan mudah;

b) Memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi
dilakukan untuk mendukung te rwujudnya  e-government dengan
menciptak an beberapa aplikasi pelayanan. Tujuan inovasi ini agar

pelayanan dapat berjalan transparan, meminimalisir pemungutan liar,
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terbuka, cepat dan tepat. Diantara aplikasi pelayanan yang menjadi
inovasi adalah (a) Aplikas i SULE (Surat Layanan Elektronik), adalah
aplikasi yang memudahkan mengirim, menerima, memantau dan
mendisposisikan surat masuk. Manfaatnya pengarsipan surat menjadi
otomatis dan lebih cepat, efisien, serta meningkatkan produktivitas
kerja; (b) Aplikasi Co vid-19, adalah kanal informasi berbasis web yang
berisi data dan informasi penyebaran Covid -19 di Lampung Barat.
Manfaat aplikasi ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat
sehingga dapat menjadi sumber data satu pintu yang valid dan dapat
dijadika n rujukan; (c) Aplikasi SINETRON (Sistem Informasi
Administrasi Kepegawaian Online), bersama dengan BKPSDM, Dinas
Kominfo berupaya mempermudah pel  ayanan administrasi kepegawaian.
Aplikasi ini mempermudah pelayanan untuk mengurus kenaikan gaji
berkala secar a online . Aplikasi ini menawarkan efektivitas dan efisiensi
sebagai keunggulan; (d) Aplikasi PM -OKE, adalah system aplikasi
pelayanan kerjasama media secara  online. Mengurus, mengusulkan dan
menyampaikan proposal kerjsama menjadi lebih mudah, efektif, dan
efisien; (e) Aplikasi BIG DATA, adalah pengembangan system database
yang berproses lebih cepat, volume dan jenis data yang tersedia banyak
dan bervariatif daripada DBMS (  Database Management System );

c) Rencana inovasi yang akan dilakukan tahun selanjutnya ada lah
menciptakan Aplikasi Marketplace , bertujuan memudahkan pelaku
usaha (UMKM dan IKM) memasarkan hasil produksinya di wilayah

Lampung Barat.

3. Sasaran Strategis 3 Tersedianya Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Capaian Kinerja

Irigasi adalah sistem pengairan ke lahan budi daya. lIrigasi erat
kaitannya dengan ketahanan pangan, karena secara langsung adanya
jaringan irigasi menambah air di lahan pertanian dan mencukupi
kebutuhan air saat tidak turun hujan. Secara tidak langsung, ja ringan
irigasi menunjang usaha pertanian, mengatur suhu tanah, dan
meningkatkan kualitas air. Urgensi peran irigasi inilah yang menjadikan
pembangunan jaringan irigasi prioritas dalam pembangunan infrastruktur

Meski biasanya masyarakat membangun s istem pe ngairan mandiri, namun
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pemerintah juga menggalakkan pembangunan irigasi untuk memenuhi
kebutuhan irigasi masyarakat karena irigasi yang dibangun masyarakat

biasanya berukuran kecil dan sederhana. Sementara itu sektor privat

biasanya juga membangun irigasi untuk kepentingan produksi usahanya
sendiri.
Jaringan irigasi merupakan prasarana vital dalam menentukan

keberhasilan tujuan pemerintah dalam mewujudkan bangsa berkedaulatan
pangan. Setiap pemerintah daerah berkewajiban mendukung program
ketahanan pangan n asional, termasuk Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat. Dalam mencapai peningkatan kualitas jaringan irigasi, digunakan
persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik sebagai indikator kinerja.
Berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status
Daerah Irigasi (DI), DI di Kabupaten Lampung Barat berjumlah 118 dengan
luas sawah 11.442,51 Ha. Realisasi peningkatan kualitas jaringan irigasi di
Lampung Barat tahun 202 2 adalah 6 2,10 %, tercapai 10 3,5% dari target
kinerja (60%). Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator kinerja
peningkatan kualitas jaringan irigasi.

Tabel 18. Cara perhitungan capaian indikator kinerja peningkatan kualitas
jaringan irigasi

Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian

Persentase jaringan
irigasi yang
berfungsi baik
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 202 2.

Luas irigasi kondisi baik x 100%
Luas irigasi Lambar

60% 62,10% 103,5%

Seluas 7.105,8 Ha daerah irigasi dalam kondisi baik, dibandingkan
dengan total luas irigasi di Lampung Barat (11.444,51 Ha) menghasilkan
realisasi kinerja sebesar 62,10 %. Daerah irigasi dengan kondisi sedang
seluas 2.056,60 Ha (17,97%), dan daerah irigasi dengan kondisi rusak
seluas 1.375,39 Ha (12,02%). Capaian kinerja tahun 202 2 ini meningkat
6,1% dari tahun 202 1. Kondisi saat ini berarti target kahir RPIJMD telah
tercapai. Suplai air bendungan merupakan salah satu program strategis
nasional di bidang sumber daya air, harapannya dapat membantu petani
padi meningkatkan intensitas tanamnya, jika dibandingkan dengan metode
tadah hujan. Selain pembangunan irigasi bendungan yang dilakukan

Kement erian PUPR di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat juga
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terus mengelola sistem pengaira n wilayah. Berikut ini adalah perbandingan

target dan realisasi jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2018 -2022.

Target dan Realisasi Jaringan Irigasi

2022
2021
2020
2019
2018
0 10 20 30 40 50 60 70
Realisasi m Target
Grafik 8. Perbandingan target dan realisasi jaringan irigasi tahun 2018 -2022

Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, Rekomendasi Kebijakan

Sejak jaman kolonial, irigasi merupakan strategi pemanfaatan lahan
untuk di  kelola menjadi sektor pertanian yang akan mampu menghasilkan
banyak jenis tanaman pokok pemenuhan pangan masyarakat. = Sampai
dengan fase keempat sejak sistem irigasi digunakan, tantangan utama
perkembangan pemerintahan adalah mengatasi kesenjangan yang semakin
besar antara permintaan sumber daya alam (lahan dan air) yang diperlukan
untuk mendukung produ  ksi pangan dan ketersediaannya. Maka sejak saat
itu program peningkatan kualitas irigasi menjadi prioritas pemerintah.

Implementasi program dan kegiatan dalam rangka menyediakan jaringan

irigasi dalam kondisi baik terdiri dari pembangunan seawall dan bangu nan
pengaman pantai pada wilayah sungai dengan target pembangunan di 1
lokasi dengan realisasi penuh , rehabilitasi cek dam parit pada 2 lokasi ,
normalisasi/ restorasi sungai di 9 lokasi , menyusun rencana teknis dan
dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa,
pembangunan jaringan irigasi rawa seluas 8 Ha , peningkatan jaringan

irigasi permukaan  seluas 21 Ha, rehabilitasi jaringan irigasi permukaan

pada 18 lokasi , dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 586 Ha.
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Jenis irigasi yang di bangun di Lampung Barat adalah jenis irigasi
permukaan, yaitu teknik mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai,
menggunakan bangunan berupa bendung atau pengambilan bebas. Air
kemudian disalurkan ke lahan pertanian memanfaatkan da ya gravitasi.
Jenis irigasi ini dipilih karena banyaknya sumber daya air yang bisa
dimanfaatkan di hampir seluruh wilayah di Lampung Barat. Total ada 38
sungai yang tercatat menjadi sumber kehidupan masyarakat dan dipantau
kualitasnya. Seperti dasar pemban gunan irigasi nasional, pembangunan
irigasi di wilayah -wilayah di Lampung Barat adalah juga mendukung
optimalisasi pengelolaan sektor pertanian. Pengairan lahan pertanian
membantu memberantas hama, mengatur suhu tanah, membersihkan
tanah, dan mempertinggi permukaan air tanah. Banyaknya manfaat
pengairan bagi pertanian, terutama padi, membuat pemerintah
memprioritaskan  ketersediaan irigasi yang berfungsi baik dengan
memanfaatkan sumber daya air yang ada.

Klasifikasi jaringan irigasi yang digunakan di Lampun g Barat adalah
jaringan irigasi teknis , yaitu memisahkan saluran pembawa (yang
mengalirkan air ke sawah) dan saluran pembuang (mengalirkan kelebihan
air sawah ke saluran pembuang) agar masing -masing saluran dapat
berfungsi optimal. Panjang jaringan irigasi teknis yang sudah dibangun dan
berfungsi dengan baik sampai dengan tahun 202 2 adalah 126.371 meter,
telah me mbantu mengairi daerah seluas 11.442,51 Ha. Sementara luas
sawah beririgasi non teknis adalah 5.425,2 Ha. Dari total 118 unit
bangunan, ada beberap a jenis irigasi yang dibangun di Lampung Barat,
diantaranya bendung, intake , sand trap , bangunan ukur, bangunan bagi -
sadap, bangunan talang, bangunan shipon, bangunan culvert, bangunan
terjun, washing step , boks tersier , dan jembatan. Jenis -jenis irigasi ini
dipilih menyesuaikan kontur tanah yang bergelombang dan kebutuhan
lahan pertanian masing -masing wilayah.  Saluran irigasi primer sampai
dengan tahun 202 2 sebagian besarnya sudah dalam kondisi baik,
sepanjang 70. 835,94 meter. Sementar a lainnya dalam kondisi sedang
sepanjang 21.366,97 meter, kondisi rusak ringan sepanjang 7.514,26 meter,

dan kondisi rusak berat  sepanjang 26.653,83 meter.
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Gambar 9. Salah satu jenis bangunan irigasi bendung dalam kondisi sesudah dan
sebelum pembangunan
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 202 2.

Kondisi irigasi yang beraneka ragam tersebut berpengaruh pada
kualitas hasil produksi sektor pertanian. Pada tahun 202 2, hasil produksi
padi di Lampung Barat sebanyak 85.644 ton, menurun 18.674 ton dari
tahun 2021. Penurunan ini  diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian,
ditambah kondisi petani yang belum semuanya bisa melaksanakan tanam
hingga 3 kali setahun. Maka pada tahun 2021 pemerintah telah
meresmikan pembangunan bendungan Way Haru di Kecamatan Bandar
Negeri Suoh vyang fungsinya menampung air hujan yang sering
menyebabkan banjir menjadi dimanfaatkan untuk mengairi lahan
pertanian. Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri S uoh merupakan penghasil
terbanyak produksi padi dalam daerah karena lokasinya yang paling
menguntungkan, maka pembangunan bendungan Way Haru yang mampu
mengairi 500 Ha lahan pertanian ini diharapkan dapat mengoptimalisasi
produksi padi. Sehingga kinerja Di nas PUPR untuk meningkatkan kualitas
irigasi berdampak pada ketahanan pangan masyarakat yang merupakan

kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

102325628 -
262 79
m K
L K10 Jurm. 2021,
DLWAY HARUE

Gambar 10. kondisi sebelum dan sesudabh irigasi jenis bendungan Way Haru
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2021.
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Berada dalam daerah yang bercurah hujan tinggi membuat urgensi
irigasi bukan untuk pengairan lahan pertanian saja, tapi juga untuk
menanggulangi banjir.  Keberadaan irigasi yang berfungsi baik akan mampu
menampung air hujan dan mengalirkannya sehingga dapat dimanfaatkan.

Kontur tanah yang labil juga menyebabkan irigasi dan infrastruktur lainnya

rawan rusak akibat bencana alam. Sehingga upaya peningkatan kua litas
irigasi bukan hanya soal pembangunan irigasi baru, tetapi juga perawatan

dan perbaikan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik. Peningkatan
kualitas irigasi yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR ini berdampak
pada penanggulangan bencana yang menjad i tugas BPBD, tepatnya pada
proses mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana. Beberapa faktor
yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian peningkatan kualitas irigasi

adalah karena pemahaman yang baik terhadap tugas dan fungsi serta kerja

sama yang baik antar perangkat daerah.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Perumahan yang Memenuhi Standar
Kelayakan dan Kesehatan
Capaian Kinerja
a) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak memenuhi
persyaratan rumah layak huni, dimana konstruksi bangunan tidak
handal, luas tidak sesuai standar per orang dan tidak penyehatkan bagi
penghuninya dan atau membahayakan bagi penghuninya. Rumah tidak
layak huni yang dihuni oleh masyarakat ini adalah dampak dari masalah
ekonomi berkepanjangan, pengangguran dan pendapatan masyarakat
yang masih rendah. Sehingga mereka yang dalam kondisi tersebut
mencari tempat tinggal atau membangun dengan kem ampuan seadanya
sehingga tumbuh  dan berkembang rumah -rumah tidak layak huni atau
kumuh. Pemerintah Lampung Barat menyadari fungsinya sebagai
pembina, pengawas dan pengendali pembangunan perumahan , sehingga
secara berkelanjutan melakukan penanganan terhadap rumah tidak
layak huni. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan dan
kualitas hidup sehat masyarakat.
Pada tahun 2022, pemerintah menargetkan penanganan rumah

tidak layak huni  sebanyak 58,13 % dari total rumah tidak layak huni.
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Jumlah rumah tid  ak layak huni yang dibangun oleh pemerintah menjadi
rumah layak huni tahun 202 2 berjumlah 1.052 unit yang semuanya
dibangun dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
(BSPS). Sehingga jumlah total rumah layak huni sampai dengan tahun

2022 adalah 8 4.598 unit yang artinya menyisakan 5.106 unit rumah
tidak layak huni.

Penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya dilakukan pada
perbaikan fisik konstruksi bangunan sehingga memenuhi standar saja,
tetapi juga pada penanganan sanitasi, penanganan limpasan air,
penggunaan air bersih dan  perbaikan kondisi jalan lingkungan. Keempat
hal ini menjadi indi  kator perumahan layak dan sehat. Rumabh layak huni

adalah rumah yang di syaratkan memiliki kualitas pada prasarana

sarana dan utilitas permukiman. Pada tahun 202 2, 2 dari 4 aspek
indikator sasaran persentase rumah sehat telah tercapai rata -rata diatas
100%. Jumlah rumah dengan sanitasi layak tercapai 10 0,73 %, jumlah
rumah tang ga pengguna air bersih tercapai 95,34 %, jumlah lokasi

limpasan air yang tertangani tercapai 10 0,23 %, dan panjang jalan
lingkungan degan kondisi baik tercapai 60,99 %. Angka capaian tersebut
menunjukkan  84.598 unit rumah layak huni yang tercatat sampai
dengan tahun 2022 rata -rata terkategori memenuhi permukiman sehat
dan layak huni, meski aspek kondisi baik jalan lingkungan mengalami
penurunan yang cukup signifikan. Namun ketiga kategori lainnya masih
berada dalam rating yang cukip tinggi. Capaian indikator k inerja ini
mengalami fluktuasi sejak tahun 2018, hal ini disebabkan oleh faktor -
faktor yang berhubungan dengan indikator kinerja tersebut. Seperti
kondisi sosial politik dan pendanaan. Berikut ini cara pengukuran
capaian indi kator kinerja kualitas prasaran a sarana dan utilitas
permukiman.

Tabel 19. Cara perhitungan capaian indikator kinerja kualitas prasarana

sarana dan utilitas permukiman

Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian
Jumlah rumah
dengan sanitasi
layak

Jumlah rumah
tangga pengguna

Jmlh rumah tangga dgn sanitasi layak huni x 100%
Jumlah seluruh rumah tangga

96,34 % 997,04 100,73 %

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih x 100%
Jumlah seluruh rumah tangga

925% 88,19% 95,34 %

air bersih

- — - - 0
;‘lumlah Iok§5| Lokasi limpasan air tef\rt.anqanl x 100% 100% 100,23 100,23 %
limpasan air yang Jumlah seluruh lokasi limpasan %
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tertangani
Panjang jalan
lingkungan N Pan!anq !alan Imgkunqan kondisi baik x 100% 98,83% 60,28 % 60,99
dengan kondisi Panjang jalan lingkungan seluruhnya %
baik
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2022.

Berdasarkan cara perhitungan masing -masing indikator kinerja
tersebut diperoleh realisasi persentase penanganan rumah tidak layak

huni sebesar 20,60 % dari target 58,13 %. Sehingga capaian penanganan
rumah tidak layak huni Lampun g Barat tahun 202 2 adalah 35,43 %.
Capaian ini  menurun 41,14 % dibandingkan dengan capaian tahun 202 1,
hal ini karena pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Barat tidak
mendapat DAK untuk alokasi penanganan rumah tidak layak huni,

hanya BPSP yang merupakan program Pemerintah Prov insi Lampung.
Jadi, penanganan RTLH di Lampung Barat tahun 2022 tidak ada yang
bersumber dari APBD. Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja
tahun 2020 , 2021 serta target dan realisasi akhir RPJMD.

Tabel 20. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020, 2021 serta target dan
realisasi akhir RPJMD

Target Realisasi
Akhir Akhir
RPJMD RPJMD

82,19% 85,80% 58,13% 20,60%

Realisasi Realisasi

Indikator Kinerja 2020 2021

Persentase penanganan
rumah tidak layak huni
Sumber: diolah tim, 202 3.

b) Persentase Perumah an Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta
kesehatan penghuni.  Jumlah rumah di Lampung Barat per tahun 202 2
adalah 89.704 unit yang ditargetkan layak huni sebanyak 96,20 %.
Target tersebut berhasil di realisasikan sebesar 9 4,31% atau sebanyak
84.598 rumah telah layak huni. Capaian kinerja nya 98,03 % atau
menurun  7,2% dari capaian kinerja tahun 202 1. Berikut ini a dalah cara

perhitungan capaian indik  ator kinerja rumabh layak huni.
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Tabel 21. Cara perhitungan capaian indikator kinerja rumah layak huni tahun

2022
Ind_lkat_or Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian
Kinerja
Persentase . 0
perumah an  Sumiahrumah layakhuni___ x100% g6 5094 94,3106 80,03 %
. Jumlah rumah di Lambar
layak huni
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 2022.
Berdasarkan cara perhitungan capaian indi kator tersebut,

selanjutnya dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 :

2021 serta target dan realisasi akhir RPIJMD tahun 2022.

realisasi kinerja tahun 2020, 2021 serta target dan

Tabel 22 . Perbandingan
realisasi akhir RPJMD

: . Realisasi Realisasi Targ_et Realis_asi
Indikator Kinerja 2020 2021 Akhir Akhir
RPJMD RPJMD
Persentase perumahan 94,70%  98,58% 96,20%  94,31%
layak huni
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 2022, di olah
tim, 2023.

Sebanyak 8 4.546 unit rumah layak huni dibandingkan dengan

jumlah total rumah di Lampung Barat sebanyak 89 704 unit

menghasilkan realisasi  94,31%. Berikut ini adalah perba ndinga n target

dan capaian indik ator kinerja rumah layak huni.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

RLH
//
J—
—
S
2018 2019 2020 2021 2022
— =—Target Realisasi

Grafik 9. Perbandingan target dan realisasi rumah layak huni tahun 2018 -2022
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR tahun 202 2, diolah tim, 202 3.
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Total ada 3.699 unit rumah yang telah tertangani dan berubah
statusnya dari tidak layak huni menjadi layak huni sejak tahun 2017
sampai dengan tahun 2021. Maka, kondisi p ada tahun 202 2 jumlah
rumah di Kabupaten Lampung Barat  berjumlah total 89.704 unit rumah.
Rumah Layak Huni  (RLH) 84.598 Unit (98,58 %), dan kondisi Rumah
Tidak Layak Huni (RTLH)  5.106 .

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni memberi dampak so sial dan ekonomi.
Rumah tidak layak huni mempunyai dampak langsung dan tidak
langsung secara fisik atau non fisik kepada penghuni. Dampak terhadap
fisik pen ghuni RTLH karena kurang mampu memberi perlindungan dari
panas dan hujan serta bahaya konstruksi, adalah masalah kesehatan
dan an caman bencana , dan dampak terhadap non fisik adalah
kecemasan yang berkepanjangan. Dampak secara fisik rumah tidak
layak huni karena kecukupan luas ruang (sempit) adalah khususnya
pertumbuhan bagi anak - anak dan keleluasaan bergerak bagi orang
dewasa dan dampak secara non fisik membuat penghuni tidak betah
tinggal didalam rumah (anak remaja keluyuran atau banyak di jalanan).
Dampak fisik rumah tidak layak huni karena kurang pencahayaan dan
penghawaan adalah pada kesehatan, mudah sakit, mudah lelah dan
tidak produktif dan dampak non fisikk membuat penghuninya
kurang/tidak betah tinggal didalam rumah. Dampak rumah tidak layak
huni terhadap penghuni karena sistim limbah yang tidak baik atau tidak
ada dan ketersediaan air bersih yang cukup adalah kesehatan pe nghuni.

Secara ekonomi, karena kurang produktif maka penghuni RTLH
pendapatannya relatif kecil baik sebagai penyedia jasa atau sebagai
wi raswast a, dampak i kutannya mereka terjebeaes
kemiskinan yang menerus.

Wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni terbanyak di
Kabupa ten Lampung Barat adalah Kecamatan Balik Bukit (681 unit) dan
Kecamatan Batu Ketulis (532 unit), sementara jumlah rumah layak huni
terbanyak ada di Kecamatan Balik Bukit (9.980 unit) dan Kecamatan

Way Tenong (9.639 unit). Posisi Kecamatan Balik Bukit yang memiliki
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jumlah RLH dan RTLH terbanyak diantara 15 kecamatan lainnya
disebabkan oleh jumlah rumah di Kecamatan Balik Bukit yang memang
terbanyak diantara 15 kecamatan lainnya (10.661 unit). Meski secara
persentase selisih perwujudan rumah layak huni hanya kurang lebih
5%, namun secara angka masih ada 5.106 unit rumah tidak layak huni
yang perlu kerja sama pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta
pihak ketiga dan masyarakat itu sendiri untuk mampu mewujudkan

rumah layak huni. Pihak ketiga dalam hal ini a dalah akademisi yang
rutin melakukan kajian tentang hal -hal yang berkaitan dengan
kehidupan sosial masyarakat, termasuk faktor -faktor penyebab

kemiskinan masyarakat. Hasil penelitian ilmiah ini dapat menjadi
masukan bagi pemerintah untuk menjadi pertimbang an dalam membuat
kebijakan peningkatan rumah layak huni. Rekomendasi yang bisa
disampaikan untuk meningkatkan rumah layak huni di tahun
mendatang adalah optimalisasi implementasi peningkatan rumah layak

huni baik target kinerja yang bersumber dari pendanaa n Lampung
Barat , DAK dari pemerintah pusat, atau yang bersumber dari pendanan
APBD Provinsi Lampung.

Permukiman sehat adalah suatu tempat untuk tinggal secara
permanen, berfungsi sebagai tempat untuk bermukim, beristirahat,
berekreasi dan tempat berlindung dari pengaruh lingkungan yang
memenuhi persyaratan fisiologis, psikologis, bebas dari penularan
penyakit dan kecelakaan. Sementara prasarana lingkungan permukiman
adalah pelengkap dasar fisik lingkungan yang memungkinkan
lingkungan permukiman dapat berfun gsi sebagaimana mestinya.
Prasarana utama meliputi sanitasi layak, penggunaan air bersih,
penanganan limpasan air, jaringan jalan, jaringan pembuangan air
limbah, dan sebagainya. Prasarana sarana dan utilitas permukiman
menjadikan perumahan sehat, aman, se rasi, dan teratur serta
berkelanjutan.

Ada sebanyak 84.030 total rumah tangga di Lampung Barat
sampai dengan tahun 202 2, ditargetkan bersanitasi layak sebanyak
96,34 %. Realisasinya, sebanyak 81.546 rumah tangga telah memiliki
akses terhadap sanitasi layak . Sehingga persentase rumah tangga

bersanitasi layak adalah  97,04%. Melalui  pengelolaan dan
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pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan air limbah
domestik, realisasi sanitasi layak tahun 202 2 mencapai 9 7,04 % atau
tercapai 10 0,73 %. Meningkat sekitar 7,75 % dari tahun 202 1. Sanitasi
menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kesehatan, nutrisi, dan
produktivitas masyarakat. Hasil survei UNICEF tahun 2017 di
Yogyakarta menemukan 89% sumber air dan 67% air minum rumah
tangga terkontaminasi bakteri tinja , sementara di Indonesia hanya 7%
air limbah yang telah diolah. Kondisi ini menjadi pelajaran untuk
pemerintah dan masyarakat Lampung Barat untuk lebih memperhatikan
sanitasi. Melalui konstruksi jalan lingkungan yang mampu menyaring
sampah, pemerintah beru paya memelihara sanitasi. Selain itu, sanitasi

yang sesuai standar juga merupakan fasilitas dalam program rumah

layak hun i. Sehingga pembangunan rumah layak huni otomatis
berdampak pada meningkatkan sanitasi dan kualitas air bersih. Target
penyediaan kebut uhan pokok air minum sehari -hari adalah 100%,

sehingga upaya -upaya yang mendukung pemenuhan kebutuhan air
minum terus diupayakan.

Sementara pengelolaan limbah domestik sebagai parameter
sanitasi layak, juga terealisasi 100% dari target. Hal ini berarti ba hwa
seluruh rumah tangga telah memperoleh pelayanan pengolahan air
limbah domestik. Limbah domestik yang dapat menimbulkan perubahan
warna sungai dan terkadang menimbulkan bau tidak sedap atau busuk,
penumpukan limbah menyebabkan tersumbatnya aliran sungai sehingga
terjadi banjir dan berkembangnya nyamuk dan lalat. Sehingga
penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik akan sangat
berdampak pada kualitas lingkungan hidup masyarakat yang menjadi
tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup, dampak jangka panjangny a
adalah kualitas kesehatan masyarakat.

Air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian
tidka terpisahkan dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain
untuk konsumsi minum, air bersih juga digunakan untuk menunjang
kehidupan seperti kebutu  han rumah tangga lainnya seperti mandi dan
cuci, memasak dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan mandi dan mencuci
adalah aktivitas dengan pemakaian air terbesar. Sebanyak 7 4.108

rumah tangga dari total 8 4.030 rumah tangga di Lampung Barat telah
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menggunakan air b ersih. Realisasi rumah tangga pengguna air bersih
sebesar 8 8,19 %, capaian kinerjanya 95,34 %. Realisasi lebih besar 2 ,44%
dari realisasi tahun 202 1 dan telah mencapai 9 5,34 % dibandingkan
dengan target akhir RPIJMD. Standar pelayanan minimum penyediaan
kebutu han pokok air bersih adalah 100%, artinya semua rumah tangga

harus terpenuhi kebutuhan air bersihnya, namun penyediaan
kebutuhan air bersih tidak selalu mudah. Meski hampir semua wilayah

di Lampung Barat memiliki sumber mata air murni yang bersih, namun

harus tetap dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Biaya
pembangunan dan rekonstruksi yang tidak murah kadang menjadi
kendala konstruksi pengelolaan air bersih. Sehingga dalam
implementasinya, konstruksi penyediaan air bersih dilakukan bertahap

dan berkelanjutan. Secara persentase, r umah tangga yang mampu
mengakses penggunaan air bersih terbanyak di tahun 202 2 ada di
Kecamatan Lumbok Seminung yang 98,79 % masyarakat nya telah
menggunakan air bersih untuk kebutuhan kehidupan sehari -hari.
Sementara rumah tangga yang menempati posisi terendah penggunaan

air bersih ada di Kecamatan Ba ndar Negeri Suoh , baru sebesar 71,80%

masyarakat yang menggunakan air bersih

Gambar 11. Pembangunan akses air bersih Pekon Trimulyo, Gedung Surian
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 202 2.

Air bersih adalah salah satu bentuk Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) karena air bersih mempengaruhi kesehatan dan kehidupan
sehari -hari. Urgensi air minum adalah untuk menjaga kesehatan tubuh,
melarutkan nutrisi, oksigen dan hormon ke seluruh sel tub uh.
Ketiadaan air minum yang bersih akan menyebabkan penurunan
kesehatan masyarakat karena air yang kotor membawa banyak parasit

dan bakteri patogen yang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Selain
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itu, air yang kotor juga mengandung pH yang lebih tinggi d ari 8,5 yang
berarti tercemar bahan kimia dan logam berat. Maka menyediakan air
minum yang bersih menjadi pelayanan wajib pemerintah kepada
masyarakat agar terjamin pemenuhan kebutuhan air minum.
Penggunaan air bersih akan menghindarkan warga dari penyakit seperti
diare, kolera, disentri, tipes, cacingan, penyakit kulit hingga keracunan.
Kondisi yang mengkhawatirkan saat ini adalah berkurangnya air bersih.

Hal ini karena pencemaran limbah, area resapan air yang sedikit,
banyaknya pembalakan liar dan sebagai nya. Maka sanitasi dan air
bersih merupakan bagian yang saling berkesinambungan. Air bersih

akan didapat melalui sanitasi yang baik.

Prasarana sarana dan utilitas permukiman lainnya selain sanitasi
layak dan penggunaan air bersih, ada prasarana ketiga yan g menjadi
parameter pemenuhan utilitas permukiman, yaitu penanganan limpasan
air. Limpasan air permukaan atau air larian yang tidak tertangani akan
menyebabkan genangan di darat atau banjir. Limpasan yang
menyebabkan banijir adalah ketika jumlah curah hujan yang melampaui
infiltrasi air kedalam tanah. Mengingat Kabupaten Lampung Barat
adalah wilayah dengan cuaca yang cenderung penghujan, hal ini tentu
saja berpengaruh terhadap jumlah curah air hujan ke permukaan.
Intensitas curah hujan dan lamanya curah huja n menjadi penyebab
utama kemungkinan terjadinya banjir. Oleh karena hal tersebut,
pemerintah Lampung Barat melalui Dinas PUPR berupaya
mendistribusikan curah hujan lebat ke daerah dengan curah hujan
sedang dan rendah. Distribusi ini dilakukan dengan memban gun
drainase di tempat -tempat yang menjadi limpasan air.

Lokasi limpasan air yang ada di wilayah Lampung Barat
berjumlah 21 titik. Lokasi ini ditargetkan dapat tertangani 100% di
tahun 202 2, namun realisasinya justru mencapai 100,23% atau
sebanyak 22 lokas i limpasan air telah tertangani. Capaian ini meningkat
5,23% dibandingkan dengan capaian tahun 202 1. Pemerintah bahkan
telah menambah 1 lokasi limpasan air baru untuk mengoptimalkan
penanganan limpasan air. Drainase adalah solusi paling tepat untuk
menanga ni limpasan air. Kemampuannya menyerap dan mengalirkan

air sangat cocok untuk membantu mendistribusikan curah hujan yang
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berlebih. Selain itu, distribusi aliran dalam drainase ini mengikuti
kontur jalan, sehingga air permukaan lebih mudah mengalir secara

gravitasi.

Gambar 12 . Drainase SMP 1 Liwa sebagai sampel penanganan limparan air
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 2022
Terkahir , parameter prasarana permukiman yang layak adalah

jalan lingkungan kondisi baik. Berdasarkan SK Bupati Nomor
B/273/KPTS/11.08/2013 tentang Penetapan Ruas -Ruas Jalan Menurut
Statusnya sebagai Jalan Desa, panjang jalan lingkungan di Lampung

Barat adalah 382 ,47 Km. Target jalan lingkungan kondisi baik tahun
202 2 adalah 98,83 %, terealisasi 60,28 % dengan capaian kinerja 60, 99%
atau sepanjang 6.133 meter. Capaian ini meningkat 1,6 % dari tahun
202 1. Maka sisa panjang jalan lingkungan berada dalam kondisi sedang
(26,91 Km), kondisi rusak ringan ( 25 Km), dan rusak berat (10 2,981
Km). Pembangunan jalan lingkungan menjadi kondisi baik ini akan terus
berlanjut sampai tidak ada lagi jalan dalam kondisi rusak berat. Hal ini

karena meski perbaikan jalan terus dilakukan se tiap tahun , nyatanya
panjang jalan dengan kondisi rusak berat lebih banyak dibandingkan
panjang jalan dengan kondisi baik. Pemerintah menyadari bahwa
pemerataan jalan lingkungan dalam kondisi baik membutuhkan waktu

yang tidak cukup satu tahun, maka pemerin tah berkomitmen untuk

memperbaiki jalan lingkungan secara berkelanjutan.
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Gambar 13. Ruas jalan lingkungan Sukarame -Cenggiring, Balik Bukit ~ dalam
kondisi sebelum dan sesudah pembangunan
Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR Lampung Barat tahun 202 2.

b) Persentase Perumahan Layak Huni

Papan merupakan salah satu dari 3 serangkai kebutuhan pokok
kehidupan manusia, selain sandang dan pangan. Sehingga pemenuhan
rumah layak huni harus dipenuhi karena merupakan hak dasar
manusia. Papan yang dimaksud tentu saja adalah rumah layak huni,
yang ka renanya masyarakat dapat merasa aman dan nyaman. Dampak
yang diharapkan dari rumah layak huni adalah kesejahteraan
masyarakat. Ketersediaan rumah layak huni memberikan pengaruh
positif pada psikologis dan kesehatan rumah tangga. Kondisi ini akan
mempengaru hi peningkatan produktivitas rumah tangga, yang akan
berdampak pada meningkatnya pendapatan secara berkelanjutan
sehingga mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari -hari.
Masyarakat yang ekonominya sudah mampu dan terpenuhi, maka akan
cenderung sadar u ntuk menjaga kualitas rumah dan lingkungan
sekitarnya meningkat. Sehingga penurunan kualitas lingkungan
perumahan di masa yang akan datang dapat diminimalisir. Faktor
ekonomi menjadi alasan rumah tangga tidak mampu mewujudkan
rumah yang layak huni. Sektor ekonomi juga menjadi satu bagian yang
paling terdampak secara positif dari terwujudnya rumah layak huni bagi
masyarakat.

Beberapa aspek yang dapat dilihat sebagai hasil pembangunan
rumah tidak layak huni adalah p ertama, aspek fisik yang artinya
siapapun da pat melihat perubahan rumah yang layak huni. Kedua,
aspek psikis, perasaan aman, nyaman dan tenang dirasakan keluarga

penerima manfaat. Ketiga, aspek sosial sebagai aspek yang mengeratkan
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hubungan antar anggota keluarga dan dengan tetangga keluarga
penerim a manfaat. Salah satu dari 2 jenis program pembangunan rumah
layak huni adalah BSPS yang teknis pembangunannya dilakukan
swadaya oleh keluarga dan tetangga sekitar rumah keluarga penerima
manfaat. Interaksi yang terjalin intens selama proses pembangunan
telah menciptakan banyak norma sos ial seperti rasa gotong royong, jiwa
sosial untuk saling membantu jelas terbentuk dalam proses ini.

Selain berdampak pada peningkatan ekonomi warga secara
berkelanjutan, rumah layak huni juga berdampak pada terpeliharanya
kesehatan warga. Rumah layak huni dengan standar sanitasi
meningkatkan pola hidup sehat yang berlangsung sehari -hari. Debu dari
lantai beralas tanah akan menganggau pernafasan, genting bocor akan
menyebabkan genangan air yang digemarin nyamuk, maka hunian ya ng
layak telah meningkatkan derajat kesehatan warga penerima manfaat.

Maka peningkatan persentase rumah layak huni telah berdampak pada
peningkatan kesehatan masyarakat yang ada dibawah kendali
tanggungjawab Dinas Kesehatan.

Konstruksi hunian sangat berpengaruh terhadap dampak yang
akan ditimbulkan dari bencana alam yang terjadi. Maka pembangunan
rumah dan atau bangunan lainnya yang memenuhi standar kelayakan
akan membantu mencegah terjadinya kerusakan berat jika terjadi
bencana alam. Mengingat konstruksi tanah di Lampung Barat yang labil,
pengendalian ijin pembangunan menjadi bagian penting untuk
menjamin kelayakan bangunan baik yang menjadi program bantuan
pemerintah atau pembangunan mandiri oleh masyarakat. Pembangunan
perum ahan harus dikendalikan agar tetap berada pada rencana tata
ruang wilayah yang tidak mengurangi kebutuhan tutupan lahan daerah.

Selain konstruksi bangunan yang handal, ciri lain dari rumah layak huni

adalah standar luasan ruang per orang, pencahayaan alami yang
mencukupi, ventilasi yang baik untuk kecukupan penghawaan,
bangunan rumah terletak di posisi yang aman, ketersediaan air bersih,

dan sanitasi yang layak.
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Gambar 14. Salah satu contoh kondisi unit sebelum dan sesudah
pembangunan rumah layak huni (bantuan swadaya, peningkatan kualitas.
Fajar Bulan)

Sumber: Laporan kinerja Dinas PUPR tahun 2022.

Dalam mewujudkan perumahan layak huni, Dinas PUPR bersama
dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan memiliki irisan  kerja yang
akan berdampak pada perwujudan perumahan layak huni. Jika Dinas

PUPR bertanggung jawab atas perubahan fisik berupa pembangunan

rumah tidak layak huni menjadi layak huni, maka Dinas Sosial
bertanggung jawab atas pengamanan jaringan dan struktur s osial yang
mendukung masyarakat ~mendapatkan  kesempatan -kesempatan
peningkatan produktivitas. Sementara Dinas Kesehatan bertanggung

jawab terhadap sanitasi dan kebersihan air yang dikonsumsi dan
digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari -hari.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program
peningkatan kualitas rumah layak huni ini adalah: pertama, pemerintah
Kabupaten Lampung Barat telah menentukan tu juan meningkatkan
kualitas perum ahan dengan sasaran peningkatan kualitas perumahan
dan peningkatan k ualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman;
kedua, ketersediaan sumber daya pendanaan dan sumber daya
manusia. Pendanaan implementasi sasaran strategis ini adalah
bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat dan Kementrian PUPR
melalui program BSPS. S ementara sumber daya manusia adalah
aparatur Dinas PUPR, pemerintah kecamatan dan kerabat serta tetangga
dari keluarga penerima manfaat; ketiga, koordinasi yang baik dan

dukungan antar pihak yang terlibat dalam implementasi peningkatan

74



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

rumah layak huni; ke empat, lingkungan sosial yang kondusif akan
membantu proses pelaksanaan pembangunan rumah layak huni.

Sasaran strategis meningkatnya perumahan yang  memenuhi
standar kelayakan dan kesehatan memiliki 2 indikator yaitu persentase
penanganan rumah tidak layak huni yang dalam pencapaiannya dilihat
dari 4 aspek. Keempat aspek itu adalah jumlah rumah dengan sanitasi
layak (100,73 %), jumlah rumah tangga pengguna air bersih ( 95,34 %),
jumlah lokasi limpasan air yang tertangani (100,23%), dan panjang jalan
lingk ungan dengan kondisi baik (60,99 %). Maka rata -rata keempat aspek
tersebut menghasilkan realisasi indikator persentase penanganan rumah
tidak layak huni adalah 20,60 % atau capaian Kkinerjanya sebesar
35,43 %. Indik ator kedua adalah persentase perumahan layak huni
capaian kinerjanya mencapai 94,31 %. Faktor penghambat yang
mempengaruhi capaian permukiman sehat, khususnya pada kegiatan
pembangunan jalan lingkungan dalam kondisi baik, adalah kurangnya
anggaran kegiatan yang direncanakan diawal penyusunan renstra
perangkat daerah. Maka rekomendasi kebijakan untuk tahun

selanjutnya adalah menambah anggaran kegiatan.

5. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian Kinerja

Lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap warga negara,
diamanatkan dalam Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1.
Pengelolaan urusan lingkungan hidup menjadi kewenangan pemerintah
daerah berdasarkan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir kedalam Undang -Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Kualitas lingkungan hidup akan berdampak
pada kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya :
sehingga kebijakan yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup
perlu kesungguhan dan konsistensi dari seluruh pihak. Meningkatnya
kualitas lingkungan hidup tercermin pada kualitas air, udara dan lahan/
hutan dan didukung dengan kapasitas pengelola an lingkungan yang kuat.
Maka digunakan indeks untuk mereduksi banyak data dan informasi dari

ketiga sektor kualitas lingkungan hidup tersebut.
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Realisasi kinerja sasaran kualitas lingkungan hidup Lampung Barat
tahun 202 2 adalah sebesar 6 8,31 poin atau terc apai 10 4,5%. Capaian
kinerja ini menggunakan Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang
memformulasikan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),
dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) . Berikut ini adalah ca ra perhitungan

capaian kinerja  sasaran strategis

Tabel 23. Cara perhitungan capa ian IKLH

Indikator Cara Perhitungan Target Realisasi | Capaian
Indeks
Kualitas (IKA X 30%) + (IKU X 30%) + (ITH X 65,36 68,31
: . . 104,5%
Lingkungan 30%) poin poin
Hidup
Sumber: Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Lampung Barat tahun 202 2,

diolah tim, 202 3.

Kualitas air di Kabupaten Lampung Barat tahun 202 2 mencapai
angka 6 3,08, kualitas udara masih sangat baik yaitu mencapai 8 8,03,
sementara tutupan lahan mencapai nilai 4 0,81 . Berdasarkan nilai indeks
ketiga indikator IKLH tersebut, didapat akumulasi nilai kualitas lingkungan
hidup di Kabupaten Lampung Barat sebesar 6 8,31 poin. Meski lebih dari
setengah luas daerahnya berada di kawasan hutan lindung, tidak menutup
kemungkinan kualitas lingkungan hidup akan buruk jika tidak
dikendalikan melalui kerja sama pemerintah dan masyarakat. Pendirian
pemukiman, industri usaha kecil, pengelolaan limbah rumah tangga dan
industri, pemeliharaan lingkungan dan pelestarian lingkungan akan
menjadi sangat sulit jika tidak didukung sarana prasarana, kesadaran,
pengetahuan, pendanaan, dan kerja sama antara pemerintah dengan
masyarakat.

Sebanyak 44.682,52 ton sampah berhasil ditangani dan dikurangi

secara optimal dari total timbulan sa mpah yang ada sebanyak  45.188,17

ton. 73% berhasil ditangani, sesuai target nasional. Sementara ruang
terbuka hijau yang terkelola sampai dengan tahun 202 2 adalah 8 taman
terpelihara dan 300 lampu taman terpasang , sesuai dengan target kinerja.

Capaian kinerja IKLH tahun 202 2 ini meningkat jika dibandingkan  dengan
capaian tahun 202 1, target akhir RPIJMD juga berarti sudah tercapai
Berikut ini adalah  perbandingan realisasi kinerja tahun 2020, 2021 serta
target dan realisasi akhir RPIJMD tahun 2022.
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Tabel 24 . Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta target dan
realisasi akhir RPJMD

Realisasi Realisasi Target Akhir Realisasi

Indikator Kinerja

2020 2021 RPJMD Akhir RPIMD
Indeks kualitas . . .
lingkungan hidup 71,94 65,99 poin 65,36 poin 68,31 poin
Sumber: diolah tim, 202 3.

Realisasi kinerja tahun 202 2 berhasil meningkat kembali setelah
tahun 2021 mengalami penurunan kinerja cukup signifikan dari tahun
2020. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi indi kator
kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sejak tahun 2018 sampai dengan
tahun 2022.

Perkembangan Target dan Realisasi IKLH

= . —— 23

2018 2019 2020 2021 2022
=== Target Realisasi

Grafik 10. Perkemban gan target dan realisasi kinerja tahun 2018 -2022
Sumber: Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup  tahun 202 2, diolah tim, 202 3.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Kualitas lingkungan hidup adalah isu yang sangat penting bagi
hampir semua negara di dunia. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan
kebutuhan manusia yang hampir seluruhnya berasal dari alam. Pemanasan

global dan kegiatan usaha yang tidak lestari berpotensi besar mengubah

kondisi lingkungan, berdampak pada penur unan kualitas lingkungan
hidup.  Kualitas lingkungan hidup berkorelasi dengan pemenuhan
kebutuhan dasar , maka urusan kualitas lingkungan hidup su dah menjadi

fokus pembangunan daerah berk  elanjutan secara internasional.
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Status kualitas lingkungan hidup sebelumnya hanya dapat dilihat
melalui proses laboratorium atau citra satelit yang tentu saja tidak dapat di
akses oleh masayarakat biasa, maka ditentukanlah Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)  yang mempermudah pemerintah dan masyarakat
biasa melihat tingkat kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH
didasarkan pada cara analisis yang dikembangkan oleh Virginia
Commonwealth Univ ersity yang menggunakan indikator kualitas udara,
kualitas sungai, dan  kualitas tutupan hutan. Berikut ini adalah indikator

dan parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 25. Indikator dan parameter indeks kualitas lingkungan hidup

No Indikator Parameter
Total suspended solid
Dissolved Oxygen
Biological Oxygen Demand

RUEITES 17 ST Chemical oxygen demand

(Bobot 30%) Total fosfat
Fecal coli
Total coliform
5 Kualitas Udara SO, (Sulfur Dioksida)
(Bobot 30%) NO> (Nitrogen Dioksida)
3 Kualitas Tutupan Lahan Luas tutupan lahan dan dinamika
(Bobot 40%) vegetasi

Sumber: Kementrian Lingkungan Hidup, 2017.

Dalam implementasinya, indikator IKLH tersebut didapat dari Indeks
Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan
(ITH). Nilai IKA Lampung Barat tahun 202 2 adalah sebesar 6 3,08, melebihi
target IKA Lampung Barat tahun 2 022 sebesar 58, 44 poin. Nilai IKA
tersebut merupakan akumulasi dari 6 sungai berstatus memenuhi baku
mutu atau kondisi baik (nilai: 13,08 ), 30 sungai lainnya ada dalam status
tercemar ringan (nilai: 49), 2 sungai berstatus tercemar sedang (nilai: 1),
dan nihil sungai tercemar berat. Selanjutnya adalah IKU yang terind eks
88,03, melebihi target sebesar 83, 94. Tingginya kualitas udara di Lampung
Barat disebabkan rendahnya kadar Sulfur Dioksida, yaitu zat beracun
udara ambien yang bersumber dari aktivitas transportasi, permukiman
kawasan perkotaan , perkantoran dan kegiata n industri. Akibat dari
pencemaran SO , adalah iritasi sistem pernafasan, oleh sebab itu SO 2

menjadi parameter IKU.
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Selain SO 2, NO; atau Nitrogen Dioksida juga menjadi parameter IKU.
Pencemaran NO2 dapat menyebabkan pembengkakan paru -paru sehingga
terjadi kesulitan nafas. Lokasi sampling yang diambil untuk perhitungan
IKU di Lampung Barat tahun 202 2 adalah transportasi, industri,
permukiman dan perkantoran. Rerata nilai pemantauan SO » adalah 10,98
dengan baku mutu 20 terindeks 0,549 dan rerata NO , adalah 5,88 dengan
baku mutu 40 terindeks 0,147 . Sehingga berdasarkan formula IKU IKLH,
didapat nilai IKU sebesar 8 8,03 . ITH melengkapi 3 serangkai indikator IKLH.
Perbandingan langsung antara luas hutan de ngan luas wilayah
administratif = menghasilkan indeks tutupan lahan sebesar 4 0,81 %, lebih
besar dari target 40,42%

Sampah adalah satu urusan yang menjadi penentu kualitas
lingkungan. Oleh karena hal tersebut, pengelolaan sampah menjadi
indikator sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Timbulan sampah
sebanyak 4 5.188,17 ton ditargetkan pengelolaannya sebanyak 7 3%. Jika
dibandingkan antara jumlah sampah yang terkelola dengan jumlah
timbulan sampah dan jumlah penduduk di Lampung Barat, target
pengelolaan sampah sebanyak 32.933,16 ton dari total timbulan sampah
Capaian ini b elum optimal disebabkan kurangnya sarana prasarana
pengelolaan sampah, pengurangan anggaran, serta kurangnya sumber daya
manusia kompeten dalam pengelolaan persampahan di Dinas Lingkungan
Hidup.

e !,""9\ i
el ety

Gambar 15. Proses pengumpulan dan pengangkutan sampah
Sumber: Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup  tahun 202 2.

Selain pengelolaan sampah, ruang terbuka juga perlu ditata dan

dikelola agar tetap mencukupi keseimbangan tutupan lahan dan area

pemukiman warga. Pada tahun keempat RPJMD ini , kinerja kualitas
tutupan lahan  tercapai 100% dari target atau berhasil mengelola dan
menata ruang terbuka sebanyak 25% . Proporsi RTH suatu daerah
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berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRINT/M/2008/ yaitu minimal 30% dari luas wilayah.
Sehingga ruang terbuka hijau saat ini mencapai luas 14.869,93 Ha.
Pencapaian kinerja penataan ruang sejak tahun 2018 selalu mencapai
target, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD kinerja tahun 2021
mencapai 83,33%. Selain penataan taman, penerangan jalan umum juga
merupakan bagian dari penataan ruang terbuka. Sebanyak 300 titik telah
terpasang lampu penerangan jalan , sehingga total sampai dengan tahun
2021 telah terpasang PJU sebanyak 801 titik di 15 kecamatan . Penerangan
jalan umum memegang peran penting bukan hanya untuk keindahan tata

ruang wilayah , melainkan juga menunjang keselamatan pengguna jalan.
Selain itu, penerangan jalan juga mendukung keamanan lingkungan.
Kondisi lingkungan yang terang akan mencegah terjadinya tindak kejahatan

karena dapat langsung terlihat oleh masyarakat.

Gambar 16. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Sumber: Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup  tahun 202 2.

Pemerintah telah berupaya maksimal untuk menjaga kualitas
lingkungan hidup di Lampung Barat dengan mengendalikan izin
pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada pelaku usaha,
mengawasi dan membimbing pemegang izin usaha, melakukan pendidikan
dan pelatihan serta penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, dan
tentu saja mengelola sampah.  Kualitas lingkungan hidu  p berhubungan erat
dengan indeks pembangunan manusia dan kesehatan masyarakat. Manusia
yang hidup membutuhkan lingkungan, kemampuan manusia mengubah
dan memodifikasi kualitas lingkungannya bergantung pada taraf sosial
budayanya. Masyarakat primitif hanya mampu membuka lahan secukupnya
untuk memberi  perlindungan  pada masyarakat, sedangkan masyarakat
maju dapat mengubah lingkungan hidup sampai pada taraf yang irreversible

(tidak dapat diubah lagi). Maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat,
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serta pengendalia n pemerintah terhadap pembangunan wilayah sangat
berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Semetara kaitan kualitas
lingkungan hidup dengan kesehatan masyarakat terletak pada pengaruh
fenomena alam dan lingkungan terhadap penyakit, seperti yang
diung kapkan Hipocrates. Lingkungan dengan kualitas buruk akan
berpengaruh terhadap terjadinya penyakit, misalnya nyamuk yang gemar
bersarang di kubangan air.

Pencapaian kualitas lingkungan hidup ini disebabkan karena
dukungan dari aparatur pemerintah sebagai wu jud komitmen konservasi
sumber daya alam. Misalnya pengendalian izin mendirikan bangunan oleh
Dinas PUPR. Melalui analisis dampak lingkungan, setiap bangunan yang
akan dan sudah didirikan harus lestari sehingga tidak merusak kualitas
lingkungan. Maka kiner ja Dinas PUPR di bidang pendirian bangunan
berdampak pada kendali kualitas udara, air dan tutup lahan yang menjadi
indikator kualitas lingkungan hidup. Peningkatan capaian kualitas
lingkungan hidup ini akan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Kesehatan
yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Banyak studi
ilmiah yang membuktikan bahwa lingkungan hidup berpengaruh dominan
terhadap kesehatan. Perkembangan epidemiologi menggambarkan secara
spesifik peran lingkungan dalam terjadinya penyakit dan wab ah.
Pencemaran udara menyebabkan darah kekurangan oksigen serta terserang
malaria, pencemaran air menyebabkan penyakit menular. Maka tingginya
kualitas lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap kualitas kesetahan
masyarakat secara langsung atau tidak lang sung. Secara tidak langsung,
lingkungan memberikan bahan mentah berbagai kebutuhan seperti kayu,
obat-obatan, papan, pangan, dan lain  -lain. Pemenuhan kesejahteraan ini
diharapkan meningkatkan kesehatan. Secara langsung, lingkungan
menyediakan sumber energi seperti makanan, mengandung unsur yang
membahayakan kesehatan fisik seperti hewan buas, menyebabkan penyakit
seperti mikroorganisme dan vektor penyakit seperti tungau.

Beberapa inovasi dilakukan untuk mendukung program  perwujudan
lingkungan hidup yang berkualitas, diantara beberapa inovasi tersebut
adalah: a) pembentukan TEKAT PJU (Tim Reaksi Cepat Penerangan Jalan
Umum) yang berperan melakukan pengecekan dan perbaikan kerusakan

PJU. TEKAT PJU ini sementara masih ada di area Liwa, menjamin
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peneran gan jalan umum dimalam hari terpenuhi ; b) GEMPITA LIWA
BUDAYA (Gerakan Memperindah Kota dan Lingkungan Berwawasan
Budaya), adalah gerakan yang menjadikan budaya sebagai pakaian dalam
berkehidupan. Bertujuan menjadikan Liwa sebag ai tempat singgah atau
tujuan wisata yang nyaman, indah dan berbudaya . Hal ini didasarkan pada
lokasi Liwa yang menjadi persimpangan Sumatera Selatan, Bengkulu, dan
Lampung ; ¢) GADI HEBAT (Gas dari Sampah Hebat ), memanfaatkan
buangan sampah di TPA Bahway u  ntuk diolah menjadi gas pengganti energi
alternatif gas LPG dengan sistem sanitary land fill . Mengolah limbah
menjadi produk gas metan bermanfaat untuk pendidikan biologi, tempat
penelitian berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan
sampah (kompos, reuse, reduce, recycle, dan penghasil energi alternatif),
serta mengurangi pencemaran lingkungan.
Dalam implementasi program dan inovasi tahun 202 2, masih a da
beberapa permasalahan yang ditemui dan menjadi perhatian, diantaranya:
a) Pembinaan dan pe negakkan hukum lingkungan;
b) Peningkatan dan penataan kelestarian dalam pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan;
c) Belum optimalnya pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya
menjaga kebersihan lingkungan;
d) Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan persampahan;
e) Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan
hidup;
f) Kurangnya sarana prasarana penerangan jalan umum;
g) Belum optimalnya penanganan sampah dengan cara 3R;
h) Masih kurangnya luasan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang
dimiliki pemerintah;

i) Belum adanya kerjasama penanganan dengan sektor privat.

Setelah mengkaji beberapa permasalahan tersebut, hal -hal yang
perlu di lakukan ditahun mendatang adalah: (a) meningkatkan sosialisasi
lingkungan hidup kepada masyarakat; (b) menambah sarana prasarana
pengelolaan sampah dan penerangan jalan umum; (c) menambah sumber
daya manusia kompeten di bidang lingkungan hidup, termasuk penyidik

pegawai negeri sipil.
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6. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Pemanfaatan Tata Ruang s esuai
dengan Peruntukan
Capaian Kinerja

Penataan ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Target
pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
tahun 202 2 adalah 100%. Menggunakan indikator kinerja persentase
ketaatan pemanfaatan ruang, realisasi kinerjanya adalah 100% atau
kinerjanya  tercapai 100%. Capaian kinerja sasaran meningkatnya
pemanfaatan ruang sesuai RTRW dihitung berdasarkan jumlah permintaan
rek omendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 202 2 yang sesuai
dengan peraturan RTRW (Permendagri 32/2010 tentang Pedoman
Pemberian IMB, Perda 05/2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda
7/2016 tentang Bangun an Gedung, dan Perbud 7/2015 tentang Ped oman
IMB. Berikut ini adalah cara perhitungan capaian indikator kinerja ketaatan

pemanfaatan ruang tahun 202 2.

Tabel 26. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ketaatan pemanfaatan ruang

Indikatpr Cara Perhitungan Target | Realisasi |Capaian
Kinerja 202 2 202 2 202 2
Persentase
ketaatan Jml pemanfaatan lahan sesuai RTRW X 100% 100% 100% 100%
pemanfaatan Jumlah pemanfaatan lahan
ruang
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PUPR Lampung Barat Tahun 202 2.

Sejak tahun 2018, target pemanfaatan lahan sesuai RTRW adalah
100% dari total 60 dokumen usulan pemanfaatan lahan. Capaian tahun
2022 sama dengan capaian tahun 202 1, sementara jika dibandingkan
dengan tahun 2020, terjadi peningkatan 6,7%. Berikut ini adalah
perbandingan realisasi ketaatan pemanfaatan ruang tahun 2020 , 2021 serta

target dan realisasi akhir RPIJMD.

Tabel 27. Perbandingan realisasi tahun 2020 , 2021 serta target dan realisasi akhir

RPJMD
Realisasi Realisasi Target Realisasi
Indikator Kinerja 2020 2021 Akhir Akhir
RPJMD RPJMD
Persentase ketaatan 93.30% 100% L00% L00%

RTRW
Sumber: diolah tim, 202 3.
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Realisasi kinerja pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan sempat
menurun tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun di tahun 2021
mengalami peningkatan realisasi kembali setelah dilakukan penyesuaian
target dan penggunaan sumber pendanaan. Berikut ini adalah

perkembangan target dan realisasi ketaatan pemanfaatan ruang.

Target dan Realisasi Ketaatan Penataan Ruang

120 102
100 100
98
80
96
60
94
40
92
0 88
2018 2019 2020 2021 2022
= Target Realisasi

Grafik 11. Perbandingan target dan realisasi ketaatan penataan ruang
Sunber: Laporan kinerja Dinas PUPR tahun 202 2, diolah tim, 202 3.
Sempat fluktuatif, target ketaatan penataan ruang akhirnya dapat
tercapai 100% di tahun 202 2. Hal ini berarti bahwa penataan ruang di
Lampung Barat telah sesuai dengan dokumen RTRW Kabupaten Lampung
Barat yang tentu saja sejalan dengan RTRW Provinsi Lampung dan RTRW
Nasional. Langkah selanjutnya dari implementasi ketaatan penataan ruang
ini adala h pemantauan tata ruang kota melalui pengendalian pembangunan

dan evaluasi dokumen RTRW.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
Perencanaan tata ruang bermanfaat untuk mewujudkan keterpaduan
pembangunan wilayah kabupaten, mewujudkan keserasian pembangunan

wilayah kabupaten dengan wilayah sekitarnya, dan menjamin terwujudnya

tata ruang wilayah kabupaten yang berkualitas. Beberapa ha | yang harus
diperhatikan dalam penyusunan RTRW adalah: pertama, aspek sosial, yaitu
jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk kedepan . Bertambahnya

jumlah penduduk berbanding lurus dengan perkembangan industri dan
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kebutuhan rumah sebagai tempat tinggal . Keduanya membutuhkan lahan.
Meski lebih dari setengah luas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah
kawasan hutan lindung yang keberadaannya dilindungi negara dan tidak
diperbolehkan alih lahan hutan menjadi kawasan industri dan
permukiman. Namun hal ini b ukan berarti tidak dibutuhkan penataan
ruang, wilayah administrasi tetap dipadati penduduk dan bangunan usaha.
Penataan ruang tetap menjadi keharusan bagi setiap wilayah.

Kedua, aspek ekonomi. Pengembangan potensi ekonomi yang berbeda
memiliki kebutuhan in frastruktur berbeda. = Beragamnya potensi ekonomi  di
Lampung Barat m embutuh kan infrastruktur penunjang ekonomi juga akan
berubah. Seperti pengembangan potensi pariwisata Geopark Suoh yang
membutuhkan fasilitas penunjang bagi para pengunjung, berbeda dengan
infrastruktur untuk mengelola potensi ekonomi  perikanan kolam dan
keramba jaring Lumbok Seminung . Ketiga, aspek lingkungan. M elalui
pembangunan yang lebih terencana, maka kondisi lingkungan dapat lebih
terjaga. Masyarakat memang berhak membangun diatas tana h yang
dimilikinya secara legal, namun pemerintah masih perlu ikut campur dalam
hal pemberian izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan
pendirian bangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Hal ini
bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bangu nan yang dibangun untuk
tempat tinggal atau tempat usaha sudah memenuhi persyaratan bangunan
lestari, yang tidak menimbulkan dampak buru k bagi lingkungan.
Mempertimbangkan lingkungan dalam RTRW sama dengan menjaga
kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Terlebih Lampung Barat yang
geografisnya berbukit dan bergelombang menyebabkan tanah labil, sehingga
perencanaan tata ruang harus benar -benar diperhatikan agar tidak menjadi
pemicu terjadinya bencana.

Keempat, aspek teknologi. P erkembangan teknologi penyeb abkan
perilaku dan mobilitas manusia berubah. Teknologi memang menjadi
inovasi besar yang banyak membantu pekerjaan manusia, dari pekerjaan
rumah sampai produksi usaha. Teknologi juga telah membantu
penyampaian informasi yang sangat cepat. Namun, teknologi memiliki
dampak buruk terhadap perubahan perilaku dan mobilitas manusia. Model
komunikasi massa untuk melakukan kehidupan sehari -hari berbeda ketika

teknologi berkembang pesat dan dapat diakses semua orang, dunia dalam
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genggaman. Teknologi transportasi ju ga membuat semakin mudah
berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Kontrol pemerintah berperan
untuk mengendalikan pembangunan infrastruktur pendukung kemajuan
zaman ini.

Perencanaan tata ruang dibagi atas 3 wilayah, meliputi tata ruang
nasional, tata r uang provinsi, dan tata ruang kabupaten/kota. Struktur
ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Lampung Barat meliputi arahan
pengembangan keciptakaryaan seperti prasarana sarana air minum, air
limbah, persampahan, drainase, RTH, rumah susun sederhana sewa
(rusunawa), dan agropolitan. Sementara arahan pengembangan pola ruang
meliputi pengembangan kawasan hutan lingung dan budi daya serta arahan
pengembangan pola ruang terkait bidang cipta karya seperti RTH. Hal -hal
yang dimuat dalam tata ruang Kabupaten Lampu ng Barat adalah tujuan,
kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten (penataan
kabupaten), rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang
wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan
pemanfaatan ruang wilayah k  ota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah dapat berubah 20 tahun sekali dengan
peninjauan 5 tahun sekali, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi
perubahan RTRW diantaranya adalah jumlah penduduk yang sangat besar
dan kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, bencana alam yang tinggi,
krisis pangan energi air dan perubahan iklim. Maka kunci dari keberhasilan
RTRW vyang ideal adalah proaktif dari semua pihak, karena pada dasarnya
RTRW mengakomodir kepentinga n banyak pihak. Penyusunan RTRW
melibatkan pemangku kepentingan dan akademisi yang akan membantu
memberi masukan berdasarkan penelitian ilmiah. Kerja sama yang baik dan
memahami tu gas fungsi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat dalam
penataan ruang akan menciptakan penataan ruang yang ideal, misalnya

penataan ruang pasca bencana dijalan provinsi yang berada dalam wilayah

Lampung Barat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi
Lampung.
Maka dapat disimpulkan bahwa penataan ruang dan wilayah sesuai

dengan peruntukan di Lampung Barat berdampak besar pada pencegahan
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bencana dan kualitas lingkungan hidup masyarakat, yang me njadi
tanggung jawab BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup. Implementasi
penataan ruang dan wilayah yang sesuai dengan kategori ideal RTRW akan
menciptakan keserasian antara kebutuhan hunian warga dengan
kebutuhan terpenuhinya ruang terbuka hijau, tata wilayah m enjadi
berkualitas dan elok dipandang serta memberi dampak sanitasi layak dan

air bersih. Selain itu, penataa n ruang wilayah juga akan membantu
menangani masalah kebencanaan. Drainase yang memadai dan berfungsi

baik akan menghindarkan suatu wilayah dari be ncana banijir, penataan
bangunan akan mencegah terjadinya bencana longsor, dan lain sebagainya.
Dampak ini menunjukkan bahwa kinerja antar perangkat daerah tersebut

saling terhubung dan memberi dampak satu dengan yang lainnya.
Sementara kendala yang dihadap i Dinas PUPR dalam mengimplementasi
penataan ruang di wilayah Lampung Barat adalah belum adanya legalitas
daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang sesuai dengan kebutuhan
daerah saat ini. Maka rekomendasi yang disampaikan adalah
menyelesaikan draf pe raturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah

yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah saat ini di tahun 2022.

Sasaran St rategis 7 Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana

Capaian Kinerja

Letak geografis Kabupaten Lampung Barat yang dianugerahi
kesuburan tanah dan keindahan bentang alam sepaket dengan resiko
rawan terjadi bencana alam. lklim yang cenderung penghujan, tekstur
tanah yang labil, dan patahan semangko yang melewati bawah tanah
Lampung Barat mewajibkan pemerintah bersama dengan masyarakat harus
tanggap bencana. Bencana alam adalah sesuatu yang terjadi diluar
kehendak dan kendali manusia, maka yang dapat dilakukan adalah
penanggulangan bencana se cara sinergi antar banyak pihak. Pem erintah
Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) berkomitmen meningkatkan persentase desa tanggap bencana dan
respontime tanggap bencana untuk mencapai kesiapsiagaan bencana yang
dapat terjadi kapan saja. Respon tim e tangg ap bencana sudah baik dalam
menaggapi laporan kebencanaan vyaitu 1x24 jam, capaiannya 100%.

Sementara desa dengan tanggap bencana juga sudah melampaui target
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kinerja. Target pada tahun 2022 adalah terwujudnya 22,0 5% desa tanggap
bencana , terealisasi sebesar 22,05 % atau sebanyak 17 pekon bertambah di
tahun 2022 , sehingga sampai degan tahun 2022 terdapat 30 pekon
berstatus desa tangguh bencana. Kinerjanya tercapai lebih dari 100 %.
Berikut ini adalah cara perhitungan capaian kinerja dengan 2 indikator

tersebut.

Tabel 28. Cara perhitungan capaian indikator sasaran kesiapsiagaan bencana

Sumber: Laporan kinerja BPBD Lampung Barat tahun 2022, diolah tim, 202 3.

Sejak tahun 2016 h ingga akhir tahun 2021 terbentuk 13 pekon
sebagai pekon tangguh bencana, bertambah 17 pekon sampai dengan
triwulan 3 di tahun 2022. Kemudian secara serentak 131 pekon dan 5
kelurahan menyatakan deklarasi sebagai desa/ pekon tangguh bencana
pada triwulan IV 2022

Sementara respontime tim tanggap bencana telah siaga 1x24 jam atas
bencana yang terjadi sepanjang tahun 202 2. Sejak periode RPIJMD dimulai
yaitu tahun 2018, jumlah desa tangguh bencana fluktuatif, tidak selalu
sesuai dengan target kinerja tahun anggaran dimaksud. Namun di tahun
terakhir RPJMD 2017 -2022 ini, pemerintah daerah bersinergi sehingga
berhasil menambah 17 pekon tangguh bencana. Meski begitu, respontim e
tim tanggap bencana selalu siaga 1x24 jam. Berikut ini adalah

perbandingan capaian k inerja sasaran tahun 201  9-202 2.

Tabel 29. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2018 -2021

2019 2020 2021 2022 Capaian
Akhir
RPJMD

Indikator
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

% desa
tangguh 8,82% 5,14% 13,23% 7,35% 17,64% 9,56% 22,05% 22,05% 100%
bencana

Respon

time 1_x24 l_x24 ;x24 1_x24 1_x24 1_x24 1_x24 1_x24 100%
tanggap jam jam jam jam jam jam jam jam

bencana

Sumber: Laporan kinerja BPBD Lampung Barat tahun 202 2.
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Target akhir RPIJMD untuk sasaran ini adalah mewujudkan 30 pekon
yang tangguh bencana. Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 202 2 telah
memenuhi target total pekon tangguh bencana salaam periode RPJMD,
persentase capaian kinerja nya adalah 100%. Meski seluruh pekon dan
kelurahan di Kabupaten Lampung Barat telah mendek larasikan diri menjadi
desa tangguh bencana, namun hal ini masih menjadi p ekerjaan rumah yang
cukup besar tentu saja bagi pemerintah. Persoalan kebencanaan adalah
berbicara tentang manajemen penanggulangan. Maka pekerjaan terbesarnya
bukan pada ketersediaa n alat penanggulangan bencana, melainkan pada
keselarasan pemahaman tentang kebencanaan dan penanggulannya antara
pemerintah dan masyarakat. Memahamkan masyarakat tentu menjadi

tugas pemerintah.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Respontime tanggap bencana

Wilayah Kabupaten Lampung Barat terletak di sisi bagian timur
dari punggung perbukitan Bukit Barisan Selatan yang membentang dari
utara hingga selatan sepanjang sisi barat pulau Sumatera, membentuk
cincin api ( ring of fire ) Sumatera. Tepatnya adalah patahan atau sesar
Semangko yang membentang sepanjang 1.900 Km dari Aceh hingga
Teluk Semangka. Patahan ini melewati Kabupaten Lampung Barat,
Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus telah menempatkan
ketiga kabupaten ini  berada dalam wilayah rawan gempa. Selain rawan
gempa, tekstur tanah di Lampung Barat juga labil. Jalan lintas Liwa 0
Krui, jalan lintas Liwa O©Ranau, dan jalan lintas Su mber Jaya dLiwa
merupakan 3 titik yang sangat berpotensi terjadi pergerakan tanah atau
long sor.

Bencana yang terjadi sepanjang tahun 202 2 di Kabupaten
Lampung Barat adalah kebakaran 1 kejadian, tanah longsor 73 kejadian,
banjir 49 kejadian, angin kencang 7 kejadian, korban tenggelam 2
kejadian, jembatan rusak/putus 1 kejadian, pohon tumbang 2 O
kejadian, serangan gajah 8 kejadian , dan orang hilang 3 kejadian . Dalam
penanggulangan bencana, ada standar operasional yang ditetapkan
untuk diterapkan oleh tim tanggap bencana. Sejak menerima laporan

kejadian hingga penanganan pasca bencana, ada tahapan yang sudah
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dibakukan namun tidak kaku. Artinya, kondisi kedaruratan bencana
dapat berbeda antara 1 kejadian dengan kejadian lainnya, maka
tindakan yang tepat dan cepat harus seger a dilakukan meski belum ada
tim penanggulangan bencana yang terjun di lokasi. Beruntungya
masyarakat kita yang majemuk menghargai perbedaan, menjunjung
gotong royong dan saling asih. Sehingga hal ini yang dimanfaatkan oleh
pemerintah untuk membentuk tim re aksi cepat bencana di level pekon
sebagai basis pertama mengoordinatori penanggulangan bencana yang
terjadi di lokasi terdekatnya. Selain tim reaksi cepat bencana longsor,
BPDB juga bekerjasama dengan beberapa pihak seperti TNI, POLRI,
Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kehutanan, Balai Konservasi Sumber
Daya Alam, pemerintah kecamatan dan pekon, serta masyarakat sekitar

lokasi kejadian.

Gambar 17. Respontime tanggap bencana
Sumber: Laporan kinerja BPBD Lampung Barat tahun 202 2.

Penanggulangan bencana sebenarnya terdiri dari 3 tahap , dimulai
sejak tidak terjadi bencana atau ketika sedang dalam ancaman potensi
bencana, disebut pra bencana. Pra bencana adalah tahap pencegahan

dan mitigasi bencana, dilakuka n untuk mengurangi serta
menanggulangi resiko bencana. Upaya yang dilakukan berupa perbaikan

dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana. Penanggulangan bencana
tahap pra bencana selama ini rutin dilakukan oleh pemerintah daerah
Lampung Barat melalui sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi
rawan bencana kepada masyarakat melalui berbagai media (ceramah,
cetak, digital). Satuan tugas penanggulangan bencana yang telah
dibentuk juga dilatih unt uk tangguh dalam setiap kejadian bencana

yang mungkin terjadi.  Saat ini, telah terbentuk Tim Reaksi Cepat (TRC)
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bencana di masing -masing pekon . TRC bertugas untuk mengkaji secara
cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu untuk
mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan
sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan
pemerintahan, serta kemampuan sumber daya dalam menangani
bencana. Pembangunan infrastruktur oleh Dinas PUPR juga
berpengaruh terhadap penanggulangan bencana tahap pra bencana.
Pembangunan irigasi, pemasangan beronjong pada tanah miring yang
menjadi akses lalu lintas atau pemukiman war ga, dan lain sebagainya.
Tahap kedua adalah tanggap darurat, yaitu ketika bencana
terjadi. Pemerintah telah menyediakan sarana prasarana kesiapsiagaan
bencana dan alat perlindungan diri bagi tim cepat tanggap bencana.
Selain kompetensi satuan tugas tanggap bencana dan sarana prasarana
yang dimiliki BPBD, saat bencana terjadi dibutuhkan lebih banyak pihak
terlibat. Bersama TNI dan POLRI, tanggap darurat saat bencana terjadi
dapat dilakukan dengan cepat dan penuh semangat. Pengetahuan
ketanggapdaruratan benca na yang juga dimiliki TNI dan POLRI sangat
membantu BPBD dalam menangani kebencanaan secara tepat dan
efektif. Sementara posisi Dinas Kehutanan dan BKSDA dalam koordinasi
dengan BPBD adalah untuk menanggulangi kebencanaan kehu tanan,
seperti gangguan gajah  yang beberapa kali masuk ke perkampungan
warga. Pengetahuan tentang kondisi dan karakter gajah lebih dipahami
oleh kedua instansi tersebut. Sering kali Dinas PUPR juga terlibat dalam
aksi tanggap darurat bencana dengan memberi bantuan alat berat untuk
meng atasi bencana. Satpol PP juga menjadi mitra penting dalam
penanggulangan bencana, sesuai fungsinya sebagai pemelihara
ketertiban dan perlindungan masyarakat. Terlebih saat ini unit
pemadam kebakaran sudah b  erada dibawah kewenangan instansi Satpol
PP. Masyarakat juga mutlak terlibat dalam tahap ini. Menjadi korban
bencana bukan berarti masyarakat menjadi yang paling dikasihani,
justru dampak kematangan mitigasi bencana sebelumnya akan sangat
berguna ketika bencana benar -benar terjadi. Masyarakat akan mampu
mengontrol dirinya, menolong sesama dan bahu membahu mengatasi

bencana.
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Tahap ketiga adalah pasca bencana, tahap ini berisi serangkaian
agenda tentang bantuan darurat, inventarisasi kerusakan, evaluasi
kerusakan, pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pe mantauan.
Langkah awal pasca bencana adalah memberikan bantuan kepada
korban terdampak bencana seperti pakaian layak, bantuan logistik,
obat-obatan, tenaga medis, pengamanan lokasi kejadian bencana,
tempat tinggal darurat sementara, termasuk tenaga kejiwaa n untuk
mengatasi trauma. Selain pihak -pihak yang terlibat aktif dalam tahap
tanggap darurat diatas, tim penilai infrastruktur (Badan Perencanaan
Pembangunan daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah , BPBD, Dinas
PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Ba gian Administrasi
Pembangunan ) mengambil peran lebih besar pada tahap ini. Agenda
pemulihan wilayah dan pemulihan ekonomi menjadi pekerjaan yang juga
tidak mudah. Membutuhkan kerjasama dan kemauan bersama antara
pemerintah dan masyarakat untuk bangkit dari bencana alam yang

menimpa.

Persentase pekon /kelurahan tangguh bencana

Pekon tangguh bencana adalah pekon yang sadar resiko bencana,
memiliki kegotongroyongan melakukan upaya pengurangan resiko
bencana, memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kemampuan
memulihkan diri dari dampak bencana yang merugikan. Urgensi
mewujudkan desa tangguh bencana terutama didaerah yang rawan
terjadi bencana seperti di Kabupaten Lampung Barat, didasarkan atas
nama perlindungan masyarakat dan pembangunan daerah. Pekon
adalah ujung tombak penanggulangan bencana sebagai bentuk
perlindungan kepada masyarakat sekaligus melindungi pencapaian
hasil -hasil pembangunan daerah.  Sejak 2016 sampai dengan triwulan llI
tahun 2 022, sudah ada 3 0 pekon tangguh bencana dari 8 kecamatan
yang terbentuk. Capaian ini sudah sesuai target kinerja tahun 202 2,
yaitu membentuk 22,05% dari jumlah total pekon dan kelurahan di
Lampung Barat sudah tangguh bencana secara kesiapan masyarakat
dan sumber daya lainnya. Pada triwulan IV tahun 2022, pemerintah
daerah melalui BPBD kemudian memfasilitasi 131 pekon dan 5
kelurahan mendeklarasikan diri siap menjadi desa Tangguh bencana.

Bertambahnya pekon tangguh bencana menunjukkan komitmen
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pemerintah dan masyarakat untuk tetap siaga dan berkemampuan
menghadapi bencan a yang bisa terjadi kapan saja.

Regulasi dan pendanaan menjadi  pondasi pertama dalam
ketang guhan bencana daerah. Ada banyak regulasi yang me ngatur
tentang penanggulangan bencana, mulai dari penyelenggaraan sampai
pada peran serta lembaga internasional. Beberapa contoh regulasi
penanggulangan bencana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanggulangan Bencana, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor
B/129/KPTS/IV.05/2021 tentang Tim Penilai Bencana Infrastruktur,
Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/30/KPTS/IV .05/2021
tentang P ersonil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor
B/128 /KPTS/IV.05/2021, dan beberapa standar operasional setiap
kegiatan penanggulangan bencana.

Pondasi kedua adalah modal sosial. Karakteris tik gotong royong
yang memang sudah ada di masyarakat menjadi daya ungkit utama
dalam mewujudkan pekon tangguh bencana. Modal sosial telah dimiliki,
selanjutnya adalah menciptakan kemandirian dan keswadayaan
masyarakat dengan menumbuhkan kemauan mempelajar i manajemen
bencana yang menjadi program kegiatan rutin BPBD. Menumbuhkan
kesadaran dan minat manajemen kebencanaan inilah yang tidak kalah
penting dari penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana.
Modal so sial diasah dan ditingkatkan dengan sosiali sasi, kaderisasi, dan

penguatan kapasitas. Masyarak at juga diajak untuk mengkaji resiko

bencana diwilayahnya, dikuatkan dengan regulasi level pekon.

Gambar 18. Gotong royong penanggulangan bencana
Sumber: Laporan kinerja BPBD Lampung Barat tahun 202 2.
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Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang diadakan rutin
BPBD, kesadaran masyarakat meningkat terbukti dengan keberadaan
Pusdalops -BP  (Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan
Bencana) dan Satgas -PBS (Satuan Tugas Penanggulangan Bencana).
Keterl ibatan ~ komunitas  masyarakat atau mahasiswa, serta
pengarusutamaan  Pengurangan Resiko Bencana (PRB) juga menjadi
bagian tidak terpisahkan dari terwujudnya pekon tangguh bencana.
Penyelenggaraan PRB berjalan dengan baik jika empat pilar desa
tanggap bencana  (partisipasi masyarakat, kelembagaan, rencana
penanggulangan bencana, dan regulasi desa) telah terwujud.
Pembentukan Pusdalops -PB dan Satgas -PB merupakan inovasi yang
dilakukan BPBD untuk menunjang terbentuknya pekon tangguh
bencana. BPBD juga menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pekon untuk memfasilitasi pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)
untuk kegiatan yang menunjang pembentukan pekon tangguh bencana.
Pekon tangguh bencana menjadi indikator pembentukan pekon mandiri,

maka sinergitas ini mendapat 2 dampak sekaligus.

s ¥
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Gambar 19. Kegiatan Pusdalops -PB respontime tanggap bencana
Sumber: Laporan kinerja BPBD Lampung Barat tahun 202 2.

BPBD menganalisa bahwa tercapainya indi kator ini adalah karena
beberapa hal, diantaranya:

a) Adanya komitmen dari seluruh komponen pemerintah daerah
bersama masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana;

b) Pelaksanaan sistem manajemen penanggulangan bencana yang

cepat, tepat dan handal.
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Keterca paian kinerja tahun 2022 ini bukan tanpa hambatan. Ada
beberapa permasalahan yang teridentifikasi dan perlu menjadi
perhatian, diantaranya:

a) Terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga target yang
direncanakan pada RPJMD tidak bisa maksimal dan mencapai ta rget
yang diharapkan;

b) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan
dengan jenis potensi bencana yang beragam,;

c¢) Masih rendahnya pemahaman  masyarakat dan  apparat

pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

Saran perbaikan atas beberapa permasalahan diatas adalah:

a) Penambahan anggaran agar kegiatan -kegiatan yang menyokong
indikator sasaran meningkatnya system mitigasi penanggulangan
bencana di Kabupaten Lampung Barat lebih banyak terakomodir,
sehingga target y ang direncanakan pada RPJMD bisa tercapai
maksimal;

b) Pelayanan prima terhadap pelayanan public mendorong untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi
pelayanan bidang penanggulangan bencana;

c) Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dal am usaha mitigasi

risiko bencana.

Kelemahan lainnya belum adanya regulasi kebencanaan di tingkat
pekon. Hal ini berdampak pada tidak lengkapnya pondasi desa tangguh
bencana. Maka rekomendasi kebijakan untuk tahun selanjutnya adalah
mengarahkan sosialisasi dan pelatihan untuk fokus juga pada
penyusunnan regulasi kebencanaan di tingkat pekon. Pengetahuan dan
kemampuan perangkat pekon juga harus ditingkat p ada bidang
administrasi kebencanaan, bukan hanya kompetensi teknis. BPBD juga
tetap bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
melalui pemanfaatan dana Alokasi Dana Desa (ADD) . Terlebih pekon
tanggap bencana merupakan salah satu syarat dala m penentuan
kategori desa mandiri, maka membentuk pekon tanggap bencana
memberi efek domino kepada ketercapaian kinerja lainnya. Kerjasama

dan upaya telah dioptimalkan untuk membentuk pekon tangguh
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bencana di tahun terakhir RPJMD, disertai rencana inovasi dengan
membentuk  Psycosocial Centre . Inovasi ini merupakan komitmen
menuntaskan penanggulangan bencana melalui penyediaan media
pemulihan trauma psikososial pasca bencana kepada para korban
bencana hingga dapat kembali normal dalam beraktivitas dan

menumbu hkan semangat optimisme b aik sosial, budaya, dan ekonomi

8. Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Lampung Barat

Capaian Kinerja

Kesehatan masyarakat adalah salah satu kebutuhan dasar manusia
yang oleh karenanya pemerintah berkewajiban memenuhi pelayanannya.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional , karena kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan
kemiskinan dan pembangunan ekonomian. Pembangunan manusia
meletakkan kesehatan sebagai salah satu komponen pengukuran selain
pendidikan dan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Lampung Barat. Melalui 4 indikator kinerja, peni ngkatan
derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat perkembangannya. Indikator -
indikator tersebut adalah angka kematian ibu (per 1.000 kelahiran hidup),
angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup), usia harapan hi dup, dan
persentase kasus gizi buruk yang ditangani.

Realisasi rata -rata Angka Kematian Hidup (AKI) per Kelah iran Hidup
(KH) tahun 202 2 adalah 36,1/100.000 KH. Realisasi ini melebihi target yang
direncanakan yaitu sebanyak 1  10/100.000 KH , sehingga capaian kinerja
indikator ini adalah sebesar 167,18 %. Capaian kinerja ini menurun dari
capaian kinerja tahun 202 1 yang sebesar 80,16 %. Capaian ini juga lebih
tinggi dibandingkan  AKI nasional yang masih sebesar 305/100.000 KH
(sehatnegeriku.kemkes.go.id) . Indi kator kedua, r ealisasi Angka Kematian
Neonatus (AKN) tahun 202 2 juga lebih banyak dari target, yaitu 1,1/1.000
KH dari target 3,9/1.000 KH. Capaian kinerja nya adalah 171,79 %,
meningkat 81,55 % dari capaian tahun 202 1. Realisasi AKN Lampung Barat
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ini sudah sangat lebih tinggi dari target AKN nasional yang ditetapkan
Kementerian Kesehatan tercapai di tahun 2024, yaitu 11,1/1.000 KH.

Indik ator kinerja ketiga adalah Usia harapan hidup, yang
berdasarkan data BPS Lampung Barat diketahui bahwa rata -rata usia
harapan hidup saat lahir tahun 202 2 adalah 67, 90 tahun. Realisasi ini
belum mencapai target yang sebesar 6 8,14 tahun, sehingga capaian
kinerjanya adalah 99,64 %. Dibandingkan dengan tahun 202 1, usia harapan
hidup tahun 2 022 menurun 0,25 tahun atau menurun sebessar 0,07 %.
Namun capaian ini masih berada dibawah capaian usia harapan hidup
Provinsi Lampung tahun 202 2 yang mencapai 7 0,99 tahun. Indikator
keempat adalah kasus gizi buruk yang tertangani. Target penangana n gizi
buru k adalah 100% dari jumlah kasus gizi buruk yang ada. Realisasi
penanganan gizi buruk di tahun 202 2 adalah 100%, artinya jumlah kasus
gizi buruk atau stunting berhasil ditekan sangat dalam. Capaian ini sama
dengan capaian tahun 202 1, dimana kasus stuntin g di Lampung Barat
berhasil ditangani melebihi target penanganan yang ditetapkan dalam
renstra Dinas Kesehatan. Renstra Dinas Kesehatan Lampung Barat
menargetkan kasus stunting sebesar 22% dari jumlah seluruh penduduk,
realisasinya berhasil ditekan sampai angka 5 1,97 % atau tercapai kinerjanya
sebesar 191,05 %. Angka stunting ini berhasil mengungguli capaian angka
Provinsi Lampung yang berada dalam 1  5,8%. Berikut ini adalah cara
perhitungan keempat indikator kinerja yang digunakan sebagai parameter
derajat kesehatan masyarakat.

Tabel 30. Cara pehitungan indikator kinerja peningkatan derajat kesehatan
masyarakat Lampung Barat Tahun 202 2

Indikator . . :
Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian
Angka o : ) . .
. Jml_kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas s.d 42 hari
Kematian Ibu Kelahiran hidup x 100.000 110 36,1 167,18%
(AKI)
Angka
Kematian Jumlah kematian bayi usia s.d kurang dari 4 minggu
Neonatus 1.000 kelahiran hidup 3.9 11 171,79 %
(AKN)
Usia Harapan 5
Hidup (UHH) BPS Lampung Barat 68,14 67,90 99,64 %
Persentase Jumlah balita stunting x 100%
Kasus Gizi Balita diukur 0 o 0
Buruk Jumlah baduta stunting x 100% 100% 100% 100%
(Stunting) Balita diukur
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Lampung Barat Tahun 202 2, diolah tim,
202 3.
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Sementara itu, cara perhitungan capaian kinerja indikator ini sedikit
berbeda dengan perhitungan capaian indikator kinerja pada umumnya. Ada
perhitungan yang semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang
semakin baik. Kedua, perhitunga n yang semakin rendah realisasi
menggambarkan semakin baik tingkat pencapaian kinerja, seperti indikator
kinerja sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini. Berikut ini
cara perhitungannya

Capaian = rencana 0 (realisasi & rencana) x 100%
rencana

Maka berikut ini adal ah perbandingan target, realisasi, dan capaian
keempat indikator kinerja peningkatan derajat kesehatan masyarakat sejak

tahun 2018 sampai dengan tahun terakhir RPIJMD

Tabel 31. Perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja empat indikator
derajat kesehatan masyarakat tahun 2018 -2022

Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Capaian
. Kinerja
No Ind_|kat_or Satuan Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi s.d. Akhir
Kinerja RPJMD
Angka
1 Kematian Ibu KH 130 72.1 121 145 110 36,1 167,18%
(AKI1)/10.000
Angka
o | Kematan KH 43 23 41 4,55 3,9 11 171,79%
Neonatus
(AKN)/1.000
Persentase
Kasus Gizi
3 Buruk % 100 100 100 100 100 100 100%
Ditangani
(Stunting)
Usia
4 ﬂ%rl‘j‘ga” Tahun 6754 67,58 67,84 67,65 6814 67,90  99,64%
(UHH)

Sumber: Laporan kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021, BPS Lampung Barat Tahun
202 2, diolah tim, 202 3.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Angka Kematian lbu  (AKI)
Target AKI dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan
(SDGds) adalah 70/100.000 KH di tahun 2030.
tahun 202 2 ini sudah mampu mengungguli target SDGO6 s, ber ada

angka 36,1/100.000 KH. Kematian ibu per kelahiran hidup ini menurun
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dibandingkan tahun 202 1, dipengaruhi oleh komitmen semua pihak
dalam mendukung penurunan AKI. Selain itu, peningkatan AKI juga
dipengaruhi oleh : 1) tenaga kesehatan bidan telah ada di setiap pekon; 2)
ambulance hebat sebagai sarana emergency unit b erjalan baik; 3)
penambahan perawat pekon memberikan dampak terhadap persalinan 4
tangan di faskes Kesehatan; 4) perencanaan kehamilan yang tepat bagi
keluarga produktif; 5) peningkatan pemahaman keluarga tentang proses
kehamilan dan persalinan; 6) pemanta uan dan pelayanan antenatal,
inpartu, dan postnatal bagi ibu hamil dan bersalin; 7) peningkatan dan
akses layanan kesehatan kepada ibu hamil dan masyarakat; 8)
peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan
masyarakat; 9) adanya pendanaan AP BD untuk masyarakat miskin di
luar kabupaten; 10) peningkatan kemampuan dasar obsetri bagi tenaga
kesehatan di puskesmas dan pekon.

Pemerintah Lampung Barat telah berupaya mengatasi penyebab
umum tingginya AKI selain karena faktor insidental pandemi Covid -19
yang masih ada kasus positif , antara lain status kesehatan ibu dan
kesiapan untuk hamil. Upaya persiapan ini sebenarnya telah dilakukan
sejak awal melalui pembatasa n usia minimal menikah. Upaya ini bersifat
preventif untuk memaksimalkan kesiapa n seorang perempuan untuk
mengandung dan menjadi ibu. Sifat alami di usia anak -anak dan remaja
yang masih suka bermain dan manja tidak memungkinkan memiliki
mental dan fisik yang kuat untuk bereproduksi. Maka kematangan fisik
dan emosional seorang perempuan berpen garuh erat dengan kesiapan
hamil. Melalui kegiatan Posyandu rutin, pemerintah menyediakan
fasilitas pemeriksaan masa  kehamilan. Tujuannya  adalah
keterjangkauan semua kalangan masyarakat. Jika masyarakat kalangan
tengah keatas mampu melakukan pemeriksaan ke hamilan secara
mandiri ke fasilitas kesehatan dengan membayar, Posyandu memotong
disparitas kesenjangan ini. Sehingga ibu hamil di setiap daerah baik
dengan ekonomi bawah, menengah atau atas dapat melakukan
pemeriksaan masa kehamilan secara rutin kepada te naga kesehatan
profesional dan jarak terdekat dari tempat tinggalnya.

Penyebab peningkatan AKI lainnya adalah pertolongan persalinan

dan perawatan segera setelah persalinan. Terkadang, masyarakat
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pelosok terlalu jauh jangkauannya terhadap fasilitas kesehatan dasar

atau Puskesmas, pemerintah berusaha mendekatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat -masyarakat yang tinggal jauh dari
fasilitas kesehatan dengan mengangkat dan menetapkan bidan desa.

Fase melahirkan yang menyakitkan, membutuhkan waktu penanganan

segera dan kadang disertai kondisi yang kurang baik dapat

menyebabkan kematian pada ibu hamil. Faktor terakhir adalah sosial
budaya masyarakat sekitar lingkungan tempat tinggal ibu melahirkan.

Kesadaran keluarga dan masyarakat tentang kesehatan ibu berpengaruh

terhadap perlakuan yang akan diterima ibu hamil dan melahirkan

sehingga memberi dampak secara psikis dan fisik kepada sang ibu.

Maka menurunkan AKI bukan hanya menjadi tugas pemerintah
saja, melainkan juga kesadar an ibu hamil, pengetahuan keluarga dan
masyarakat sekitar tempat tinggal ibu hamil, serta perangkat desa untuk
meng gerakkan potensi desa mendukung penurunan AKI. Misalnya
pemanfaatan transportasi desa untuk pertolongan kepada ibu ham il
yang akan melahirkan. Upaya lain yang dapat dijadikan alternatif
pemecahan masalah -masalah untuk semakin menurunkan AKI adalah:

1) Meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya keluarga
produktif terkait masalah kehamilan dan persalinan sehingga
keluarga dap at cepat mengambil keputusan saat kondisi kegawatan
maternal muncul dalam keluarga tersebut;

2) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pendeteksian
ibu hamil terutama yang berisiko tinggi, kegiatan sosialisasi program
perencanaan persalinan dan pencega han komplikasi (P4K) dengan
melibatkan lintas sektor terkait yang meliputi peratin, kader
kesehatan, bidan desa, TP PKK agar terbentuk satu tim yang dapat
saling mendukung pelaksanaan program;

3) Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan
program KIA secara memadai, peningkatan jumlah tenaga dan
pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan;

4) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam program kesehatan
ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon;

5) Perbaikan system pencatatan dan pelaporan pr ogram KIA.
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b) Angka Kematian Neotonus (AKN)
AKN adalah kasus kematian bayi dalam usia di bawah 28 hari.
AKN menjadi sal ah satu derajat k esdahahcana dal am
pembangunan nasional . Standar kematian bay
12/1.000 KH, Lampung Barat dapat mengungguli standar ini di tahun

2022 dan masih akan terus mengupayakan penurunan AKN secara

berkelanjutan. Beberapa faktor yang mempengarui kema tian bayi adalah
berat badan bayi saat lahir, pemeriksaan ANC ( Antenatal Care ), status
pekerjaan ibu, dan biaya kesehatan. Angka kematian bayi
menggambarkan level kesehatan sebuah daerah dan negara karena

dapat diketahui kondisi fasilitas kesehatan daerah, kondisi sosial,
ekonomi dan lingkungan. Hal ini karena penyebab kematian ibu bukan
hanya dari penyakit bawaan bayi saja, melainkan juga karena kesehatan
ibu.

Target AKN di Lampung Barat tahu n 202 2 adalah 3,9 KH atau
maksimal sekitar 20/1.000 KH kasus AKN. Realisasinya terdapat 1,1/
1.000 KH atau sekitar 6 kasus AKN dari 5.520 kelahiran hidup
sepanjang tahun 2022.  Faktor penyebab AKN antara lain asifiksi, BBLR,
kelainan kongenital, aspirasi da  n pneumonia. Kondisi umum kesehatan
Indonesia dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan
kesehatan. Sementara itu, pelayanan kesehatan terdiri dari ketersediaan
dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan,
tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Puskesmas
adalah fasilitas kesehatan dasar yang sudah ada di 15 kecamatan di
Lampung Barat. Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat
kesejahteraan masyarakat, pemerintah Lampung Barat telah merenovasi
gedung puskesmas dan melengkapi sarana prasarana puskesmas
sehingga mampu dan layak menjadi fasilitas pelayanan dasar
masyarakat di masing -masing kecamatan.

Beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan dan berdampak pada

peningkatnya kematian bayi adalah:

1) Adat budaya yang masih melekat di masyarakat sehingga menghambat
upaya promotif dan preventif yang berakibat masih kurangnya

masyarakat memahami masalah kesehatan di lingkungannya;
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2) Masih terjadi disparitas akses pelayanan kesehatan anak antara
kabupaten dan pr ovinsi terkait dengan ketersediaan fasilitas pelayanan
kesehatan, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang ditempatkan
di daerabh;

3) Masih rendahnya pengetahuan & kesadaran masyarakat tentang

kesehatan ibu dan bayinya.

Maka berikut ini adalah rekomen dasi kebijakan yang disarankan untuk

menurunkan kasus kematian bayi:

1) Mengembangkan kemitraan bidan dan dukun;

2) Optimalisasi pendanaan APBD untu k masyarakat miskin luar kuota;

3) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatan kapasitas tenaga
bidan seperti pelatih an manajemen asfiksia dan BBLR,;

4) Meningkatnya komitmen pemerintah baik daerah maupun pusat
terhadap program kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui
program BOK dan adanya kegiatan DAK Jampersal yang memberikan
kemu dahan akses untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan;

5) Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk pembiayaan
program KIA secara memadai, peningkatan jumlah tenaga dan
pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan;

6) Meningkatkan kapasitas tenaga ke  sehatan dalam program kesehatan
ibu baik di tingkat puskesmas maupun di pekon;

7) Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan program KIA.

c) Persentase Kasus Gizi Buruk Ditangani (Stunting)

Status gizi yaitu keadaan kesehatan individu -individu atau
kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan
zat-zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak
fisiknya diukur secara antropometri. Balita adalah anak ya ng berumur di
bawah 5 tahun (0 -59 bulan). Kasus gizi buruk adalah balita dengan
status gizi berdasarkan indeks Berat Badan menurut Panjang Badan
(BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai
Z-score<-3 SD (sangat kurus) dan atau terdap at tanda klinis gizi buruk
lainnya. Kasus gizi buruk yang mendapat perawatan adalah balita gizi
buruk yang dirawat inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan

kesehatan dan masyarakat. Persentase kasus balita gizi buruk yang

102



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

mendapat perawatan adalah ju  mlah kasus balita gizi buruk yang dirawat
inap maupun rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan dan
masyarakat dibagi jumlah kasus balita gizi buruk yang ditemukan di
suatu wilyah kerja pada kurun waktu tertentu dikali 100%.

Kinerja penanganan kasus bal ita gizi buruk dinilai baik jika
seluruh balita gizi buruk yang ditemukan mendapat perawatan, baik
rawat inap maupun rawat jalan sesuai tata laksana gizi buruk di fasilitas
pelayanan kesehatan dan masyarakat. Untuk menekan kematian bayi
atau balita, dan me nurunkan prevalensi gizi kurang dan buruk,
pemerintah menetapkan target bahwa semua balita gizi buruk dirawat.
Dengan demikian target indikator Balita gizi buruk mendapat perawatan
adalah 100%.

Lampung Barat menjadi salah satu dari 5 kabupaten di Provinsi
Lampung vyang perlu mendapat perhatian setelah hasil prevalensi
stunting tahun 2022 keluar (menurut Studi Survei Gizi Indonesia di
kutip kupastuntas.co) pada Desember 2022 . Penyebabnya adalah
kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal. Kondisi ekono mi erat
kaitannya degan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi
seimbang dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Kondisi
stunting ini merupakan dampak dari tidak seimbangnya kualitas gizi
pangan yang tersedia, seperti yang dilaporkan oleh Dinas Ketahanan
Pangan. Sementara sanitasi layak pada rumah sudah juga sudah
diupayakan realisasi oleh pemerintah daerah melalui Dinas PUPR,
namun ter nyata memang belum mencakupi seluruh rumah tangga yang
ada di Kabupaten L ampung.

Penanganan stunting di La mpung Barat berhasil mencapai angka
1,97 % dari target minimal 16,3 % balita stunting  di tahun 2022 . Target
penanganan kasus stunting yang 100% berusaha direalisasikan oleh
pemerintah daerah. Meski menurut laporan Pemerintah Provinsi
Lampung, Kabupaten Lampu  ng Barat tahun 2022 terdapat penambahan
kasus balita stunting, namun secara teknis pemerintah daerah berupaya
menyelesaikan kasus tersebut 100%, artinya seluruh kasus Balita
stunting langsung ditangani dengan penanganan yang tepat sesuai

kategori keadaan g izi per kasus per balita. Berikut ini adalah kriteria
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keadaan gizi masyarakat berdasarkan prevalensi balita gizi kurang
dengan indikator BB/U:

1) 10% ke bawah . kategori baik (skor 1)

2) 10% - 15% : kategori masalah ringan (skor 2)
3) 15.1% - 20% . kategori masalah sedang (skor 3)
4) Di atas 20% : kategori masalah berat (skor 4)

Penurunan prevalensi  ini merupakan hasil peran serta seluruh
komponen internal dan eksternal sehingga memiliki dampak yang
signifikan dalam penanganan gizi buruk. Pihak eksternal adalah
pemerintah pekon yang berperan aktif dalam pemantauan dan juga
pemberian intervensi terkait tem uan stunting di wilayah pekonnya yang
dibuktikan dengan penganggaran intervensi terkait kesehatan minimal
8% dari jumlah pendanaan APBDes. Pemerintah terus Dberupaya

meningkatkan status gizi masyarakat melalui kebijakan, program dan

kegiatan yang mendukung peningkatan status gizi masyarakat. Faktor
yang mendorong keberhasilan pencapaian realisasi indik ator ini antara
lain:

1) Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam meningkatkan status
gizi masyarakat;

2) Berjalannya program perbaikan gizi melalui pemberian ob at gizi (tablet
tambah darah pada ibu hamil, tambah darah remaja putri, pemberian
kapsul vitamin A balita dan ibu hamil dan pemberian mineral mix
untuk balita gizi buruk) serta pemberian PMT untuk balita KEP dan ibu
hamil KEK;

3) Adanya alokasi anggaran biaya operasional kesehatan (BOK) yang
diperuntukkan bagi pelaksanaan penyuluhan gizi di posyandu, sekolah
kelas ibu hamil dan  pemberian PMT lok al dengan bahan baku lok al;

4) Jumlah posyandu yang semakin meningkat dan tersebar ke berbagai

pekon di 15 kecamatan (260 posyandu) .

Sementara itu, terdapat kendala yang masih dihadapi hingga saat ini

antara lain:

1) Pengetahuan masyarakat yang masih rendah mengenai gizi keluarga
dan diperburuk dengan status ekonomi masyarakat sehingga meskipun

ada kesadaran namun secara pembi  ayaan tidak mampu;
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2) Jumlah Posyandu belum menyebar ke seluruh pekon sehingga
berpengaruh terhadap daya jangkau petugas kesehatan untuk
melakukan pelayanan kesehatan bagi balita;

3) Peran aktif masyarakat masih rendah untuk mengakses pelayanan
kesehatan untuk  balita di posyandu;

4) Peran lintas sektor yang masih sangat kurang, pemahaman yang
diyakini hingga saat ini adalah bahwa persoalan gizi masyarakat
adalah semata -mata menj adi beban dan tanggung jawab sek tor
kesehatan saja ;

5) Pengetahuan, keterampilan dan kesanggupan beberapa tenaga masih
kurang dalam tata laksana gizi buruk;

6) Terbatasnya dana operasional, sarana dan prasarana yang mendukung

pelaksanaan program gizi di Lampung Barat.

Maka kebijakan yang dapat direkomendasi untuk menjadi perhatian
dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang adalah

1) Melaksanakan pelatihan tata laksana anak gizi buruk bagi petugas
kesehatan di puskesmas;

2) Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A, dan kekurangan
zat gizi mikro lainnya;

3) Melakukan pelacakan balita gizi buruk;

4) Pemberian subsidi pangan bagi penduduk miskin;

5) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui revitalisasi pelayanan
posyandu;

6) Pelayanan gizi bagi ibu hamil (berupa tablet besi) dan balita (berupa

makanan pendamping ASI) dari keluarga miskin.

Sementara kaitannya dengan lintas perangkat, diupayakan dengan
bekerja sama dengan Dinas PMP dan Dinas Lingkungan Hidup
melakukan pemahaman dan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah
pekon tentang kesehatan keluarga dan pentingnya menjaga sanitasi yang
layak Dinas PMP dan Dinas Lingkungan Hidup. Kedua, m enambah
jumlah Posyandu sehingga tersebar merata ke seluruh pekon dan
kelurahan di Lampung B arat, sehingga pelayanan kesehatan semakin

dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Bersama dengan Dinas PUPR,
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membangun infrastruktur jalan lingkungan pekon dan infrastruktur
Posyandu sehingga akses menuju Posyandu dapat mudah dan aman
dilalui warga. Kelayakan infrastruktur jalan berpengaruh pada minat
masyarakat mengunjungi fasilitas kesehatan untuk melakukan

pemeriksaan.

Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH adalah rata -rata tambahan umur seseorang yang diharapkan
dapat terus hidup. Ukuran yang umum yang digunakan adalah angka
harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada
saat itu. UHH adalah cerminan kinerja pemerintah. AHH yang tinggi
menggambarkan derajat kesehatan terjamin dan kemiskinan teratasi
lebih baik. Rata -rata UHH penduduk Indonesia saat lahir adalah antara
71,85 tahun, angka ini meningkat dari tahun 20 21 yang kala itu UHH
nya sebesar 71, 57 tahun, berdasarkan Biro Pusat Statistik. Beberapa hal
yang mempengaruhi UHH adalah AKN, kematian sebab penyakit
menular, kematian sebab penyakit tidak menular, dan kematian karena
kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerj a antar
perangkat daerah dan antar program berkaitan. AKN yang ternyata
memberi dampak pada UHH manusia. Sementara kondisi infrastruktur
jalan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR dan k elengkapan lalu
lintas yang men jadi tanggung jawab Dinas Perhubungan ternyata
memberi pengaruh terhadap UHH. Upaya yang dapat dilakukan untuk
memperpanjang UHH adalah dengan menerapkan pola ma kan sehat dan
lingkungan yang berkualitas. S  ekali lagi indikator kinerja UHH
dipengaruhi oleh hasil kinerja peran gkat daerah lain, da lam hal ini Dinas
Ketahanan Pangan dan Dinas Lingkungan Hidup.

Realisasi UHH Lampung Barat tahun 202 2 ini memang belum
mencapai target, capaiannya sebesar 99,64 %. Pemerintah akan terus

berupaya secara berkelanjutan meningkatkan usia harapan hidup.

Urgensi nya dalam pembangunan adalah bahwa UHH menjadi indikator
penting ketercapaian pembangunan dibeberapa sektor , seperti
perekonomian, kesehatan, politik, sosial dan budaya. Kondisi

perekonomian masyarakat yang stabil akan mencipatakan kecukupan
pangan dan keb utuhan tersier lainnya sehingga berdampak pada

kesejahteraan masyarakat. Sementara kondisi kesehatan akan memberi
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pengaruh kepada harapan hidup lama. Kemudian kondisi politik, sosial
dan budaya yang kondusif dan arif akan mewujudkan kehidupan yang
asri dan damai, tidak menimbulkan stres yang dapat mendatangkan
berbagai penyakit.

Maka rekomendasi yang bisa disampaikan adalah bahwa untuk
meningkatkan UHH Lampung Barat, diperlukan Kkerja sama antar
perangkat daerah yang menunjang ketercapaian UHH untuk dapat
meningkatkan kualitas implementasi program dan kegiatannya.
Misalnya ketersediaan pangan dengan gizi seimbang dan lingkungan

yang berkualitas.

9. Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas
Pendidikan
Capaian Kinerja

Pendidikan adalah satu dari 3 serangkai prasyarat indeks
pembangunan manusia. Artinya, pendidikan memegang peranan yang
sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal.
Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab krisisnya sumber daya
manusia. Terutama diera  society 4.0 ini, dibutuhkan sumber daya manusia
yang kompeten dan mampu bersinergi dan berinovasi serta menempatkan
diri mengikuti kemajuan era.

Maka urusan pend idikan menjadi satu urusan wajib pemerintah
pusat dan daerah. Urusan pendidikan bahkan menjadi salah satu dari Pitu
Program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih periode 2017 -
2022, yaitu O6semua bisa melanjutkan sekol ahod.
menyadari sepenuhnya bahwa dengan pendidikan, generasi penerus daerah
Lampung Barat harus unggul, sehat dan cerdas sehingga dapat memajukan
daerah dengan prestasi dan kontribusinya dalam pembangunan. Urusan
pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewena ngan pemerintah
daerah adalah pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama), sementara jenjang menengah atas merupakan tanggung jawab
dan kewenangan pemerintah provinsi.

Dalam melihat grafik aksesibilitas dan kualitas pendidikan,
digunakan beberapa indikator untuk menjadi parameter ketercapaian

peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Pertama, Angka Partisipasi
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Kasar (APK), vyaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang masih
bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia
penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi
penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK digunakan
untuk a) berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu

tingkat pendidikan; b) menunjukkan berapa besar kapasitas s istem
pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu; c)
indik ator pelengkap APM, sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk

yang bersekolah pad a suatu jenjang hamun usianya belum mencukupi atau
bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. APK SD di Lampung
Barat tahun 202 2 di targetkan sebesar 111,9 3%, terealisasi 10 8,35% atau
tercapai 96,80%. Capaian APK SD ini meningkat sebesar 4,48 % dari capaian
tahun 202 1, namun lebih rendah dari APK SD Provinsi Lampung tahun

2022 yang mencapai 1 05,91 %. Sementara APK SMP Lampung Barat tahun
2022 terealisasi 86%, capaiannya sebesar 86,04 % dari target 99,95 %.
Capaian APK SMP Lampung Barat ini lebih besar di bandingkan APK SMP
rta -rata Provinsi Lampung yang sebesar9  2,37%.

Kedua, Angka Partisipasi Murni (APM), adalah proporsi dari
penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di
jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan
ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap pendu duk
kelompok wusia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk
menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah di tepat waktu,
atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan
umur sesuai dengan ketentuan kelompok usian sekolah di jenja ng
pendidikan yang sedang ditempuh. Target APM SD Lampung Barat tahun
202 2 adalah 100% dan terealisasi sebesar 9  9,02% atau tercapai 99,02 %.
Capaian ini menurun dibandingkan tahun 202 1, dan juga lebih rendah dari
rata -rata APM Provinsi Lampung tahun 202 2 yang bernilai 99, 29%. APM
SMP Lampung Barat tahun 202 2 yang ditargetkan 91,9 9% nyatanya
terealisasi 81,90 % atau tercapai 89,03 %. Angka ini meningkat jika
dibandingkan dengan capaian tahun 202 1 yang berhasil pada angka
78,99%, namun lebih rendah dibandingkan rata -rata APM SMP Provinsi
Lampung yang tercapai pada angka 82,0 7%.
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Ketiga, angka Rata -Rata Lama Sekolah (RLS), merupakan jumlah
tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat di
Lampung Barat. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah
selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun,
tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun, tanpa
memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas a tau tidak. Angka RLS di
Lampung Barat tahun 2021 ditargetkan 7,4 4 tahun, realisasinya  cukup
melegakan karena melebihi target yang ditargetkan pada angka 8,0 8 tahun
atau tercapai 108,6% kinerja. Realisasi tahun 202 2 ini meningkat 0,01
tahun dibandingkan tahun 202 1.

Keempat, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang didefinisikan
sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan
oleh anak pada um ur tertentu di masa mendatang. HLS digunakan untuk
mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun keatas untuk
mengenyam pendidikan formal pada waktu terntentu. Angka HLS Lampung
Barat tahun 202 2 adalah 12, 27 tahun, tercapai sebesar 99,3 6% dari angka
yang ditargetkan sebesar 12,3 5 tahun. Realisasi tahun 202 2 ini menungguli
realisasi tahun sebelumnya sebesar 0,01 tahun. Sementara jika
dibandingkan dengan rata -rata HLS Provinsi Lampung tah  un 202 2 yang
berada pada angka 12,7 4 tahun, capaian HLS Lampung Barat masih
tertinggal 0,47 tahun. Peringkatnya dengan 15 kabupaten di Provinsi
Lampung berada pada urutan ke -12.

Kelima, angka melanjutkan sekolah, adalah persentase siswa yang
duduk di kelas terakhir suatu jenjang pendidikan x pada tahun ajaran lalu
dan duduk di kelas 1 jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun
ajaran sekarang, terhadap siswa yang duduk di kelas terakhir jenjang
pendidikan x pada tahun ajaran lalu. Angka melanjutka n sekolah ini
menggambarkan seberapa banyak siswa yang duduk di kelas terakhir suatu
jenjang dan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
pada tahun ini. Target melanjutkan sekolah tahun 202 2 ada pada angka
90,8 5%, relisasinya angka m elanjutkan sekolah adalah 91,24 % atau
tercapai 1 00,4% dari target kinerja.  Realisasi ini  menurun dari tahun 202 1

yang berada pada angka 100 %.
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Keenam,

pengukuran pencapaian kompetensi lulusan peserta d
satuan pendidikan dasar dan menegah. Sebelum tahun 2020,

nasional menjadi parameter kelulus

nilai rata -rata

Pemerintah
Tahun 20 22

Laporan Kinerja Instansi
Kabupaten Lampung Barat

ujian nasional, adalah sistem evaluasi
idik pada jenjang
ujian

an siswa dari suatu jenjang pendidikan.

Namun, sejak pandemi melanda Indonesia tahun 2020, pemerintah melalui

Surat Edaran Menteri Pendidikan

tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat

(Covid-19),

menghapuskan ujian nasional

dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020
Corona Virus Disease

dan menggantinya dengan

asesmen nasional. Asesmen nasional menilai mutu satuan pendidikan

dengan melihat hasil

kualitas belajar

belajar mendasar siswa (literasi, numerasi, karakter),

-mengajar, serta iklim satuan pendidikan.

Keenam indikator kinerja tersebut diperoleh menggunakan formula

yang berbeda, berikut ini adalah daftar cara perhitungan indikator kinerja

yang menjadi parameter meningkatnya aksesibiltas dan kualitas pendidikan

di Lampung Barat tahun 202 2.

Tabel 32. Cara pehitungan

Indikator
Sasaran
Angka Partisipasi

Kasar SD

Angka Partisipasi
Kasar SMP
Angka Partisipasi
Murni SD

Angka Partisipasi
Murni SMP

Angka Rata -Rata
Lama Sekolah

Angka Harapan
Lama Sekolah

Angka

Melanjutkan
Sekolah

Nilai Rata -Rata
Ujian Nasional
SD

Nilai Rata -Rata
Ujian Nasional
SMP

Sumber: Laporan

capaian indikator kinerja peningkatan aksesibilitas dan
kualitas pendidikan

di Lampung Barat

Cara Perhitungan Target Realisasi
Jumlah murid SD/sederajat x 100% 8 T
Jumlah penduduk usia7 -12th il i
Jumlah murid SMP/sederajat x 100% 0 0
Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun 99,95% 86%
Jumlah murid SD/sederajat usia 7 -12th x 100% % 5
Jumlah penduduk usian 7 -12th o S
Jumlah murid SMP/sederajat usia 13 -15 th x
100% 91,99% 81,90
Jumlah penduduk usia 13 -15th
Pis+
1 Dz (lama sekoldgh pend R St
-~ tahun tahun
Pis+ i=1
n
HLSta=FK x DZEY 12,35%  12,27%
i=a Pt
Y1=ax100% 90,85 91,24
b tahun tahun
Jumlah rata -rata nilai UN SD x 100% jumlah SD di 210,31 i
Lampung Barat poin
Jumlah rata -rata nilai UN SMP x 100% jumlah 236,31 i
SMP di Lampung Barat poin
kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat tahun

202 2, BPS tahun 202 3, diolah tim, 202 3.
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=
v Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22
Keterangan:
P15+ = jumlah penduduk berusia 15 th keatas
LS ke-I =
Tidak pernah sekolah =0
Masih sekolah SD -S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
Masih S2/S3 = konversi ijazah terakhir+1

Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir
Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terkahir
= kelas t erakhir 01

= konversi ijazah terakhir
= konversi ijazah terakhir

HLSt, = harapan laam sekolah pada umur a di tahun t

Ei = jumlah penduduk usian | yang bersekolah pada

tahun t

i =usia (a, a+1, ..n)

FK = faktor koreksi pesantren

Y1 = angka melanjutkan pad jenjang SD ke SMP

a = jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun
ajaran lalu dan duduk di kelas 1 SMP pada tahun
ajaran sekarang

b = jumlah siswa yang duduk di kelas 6 SD pada tahun
ajaran lalu

Berikut ini adalah perkembangan realisasi 6 indikator kiner ja untuk
meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan tahun 2019 sampai
tahun 202 2 serta capaian akhir target RPJMD.

Tabel 33. Realisasi 6 indikator kinerja untuk meningkatkan aksesibiltas dan
kualitas pendidikan

Realisasi Realisasi Realisasi

Realisasi

Angka Partisipasi Kasar SD 98,68 % 103,24 % 103,32 % 108,35% 96,80%
g'l\‘/lg;(a ] (KT 101,42 % 101,68 % 103,66 % 86% 86,04%
Angka Partisipasi Murni SD 88,55 % 93,86 % 94,97 % 99,02% 99,02%
g;‘/ﬁfa Partisipasi Murni 76,39%  7614%  7549%  81,90% 89,03%
Angka Rata -rata Lama o
Sekolah 7,85 th 8,06 th 8,07 th 8,08 th 108,6%
AL | ETEEET (Ll 1224 th 12,25 th 1226 th 1227 th 99,35%
Sekolah

Angka Melanjutkan Sekolah 89,26 % 91,24 % 100 % 91,24% 100,4%
Nilai rata -rata Ujian 220,15 7
Nasional SD poin v Y v OO
Nilai rata -rata Ujian 213,89 o
Nasional SMP poin 0 0 0 0,00%
Sumber: Laporan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayan Lampung Barat tahun

202 2, diolah tim, 202 3.
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Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Angka Partisiapasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar di Lampung Barat pada 2 jenjang
pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam periode
RPJMD 2018 -2022, beberapa kali mengalami penurunan namun tidak
signifikan. Tingginya APK ini memberi fakta bahwa partisipasi sekolah
penduduk Lampung Barat diluar usia batas sekolah pada jenjang
pendidikan sudah cukup tinggi. Partisipasi penduduk pada jenjang SMP
sederajat diluar batas usia sekolah lebih banyak dibandingkan dengan
partisipasi peduduk untuk masuk sekolah dini pada jenjang SD
sederajat. Hal ini terlihat dari capaian APK SMP yang lebih tinggi dari
APK SD. Tingginya APK menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat
dalam pembangunan berkelanjutan di Lampung Barat, sekaligus
menunjukkan kemudahan akses masyarakat dalam menempuh
pendidikan. APK juga digunakan sebagai penentu tingkat kualitas
layanan pembelajaran dan layanan satuan pendidikan di Lampung
Barat.

Kemajuan pendidikan dikaitkan dengan seberapa besar APK SD
dan SMP, hal ini karena APK menunjukkan parti sipasi penduduk yang
mengenyam p endidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK SD
tahun 202 2 terealisasi 10 8,35%, tercapai 9 6,80 % dari target akhir
RPIJMD. Sementara APK SMP tahun 202 2 terealisasi 86%, tercapai
86,04 % dari target akhir RPJMD. Hal yang menjadi perhatian
pemerintah adalah  bahwa partisipasi penduduk untuk bersekolah pada
jenjang pendidikan diluar usia pendidikan masih belum optimal,
penyebabnya bisa jadi karena kurangnya sara na prasarana atau daya
tampung sekolah yang belum sesuai dengan jumlah kebutuhan
penduduk untuk bers  ekolah pada satu jenjang sekolah. Pada Kabupaten
Lampung Barat, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur
sekolah agar layak , nyaman dan sesuai rasio jumlah penduduk untuk
sekolah.

Faktor yang dapat berpengaruh terhadap tidak tercapainya
target indikator ini dapat disebabkan karena kurangnya inisiatif
masyarakat untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lebih awal

yang dapat disebabkan oleh faktor kesulitan ekonomi ataupun
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kesulitan akse s dikarenakan faktor geografis/ jarak sekolah yang
jauh dari tempat tinggal dan tidak tersedianya akses kendaraan

untuk ke sekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Capaian APM SD tahun 202 2 adalah 9 9,02 %, maka kinerja sampai
dengan tahun 202 2 ini mencapai 9 9,02 %. Realisasi indikator APM SD di
tahun 202 2 yang lebih rendah dari target sejalan dengan rendahnya
capaian APK SD tahun 202 2 yang menunjukkan bahwa masih terdapat
0,98 % siswa belum mencapai atau lebih dari usia 7 -12 tahun. Capaian
tahun ini juga menu run dari tahun 2021 yang berhasil meningkatkan
APM SD sebesar 9 9,41% . Penurunan realisasi kinerja ini dapat
disebabkan karena masih adanya masyarakat yang terlambat
mendaftarkan anaknya sebagai siswa SD sesuai usianya atau masih ada
yang lebih awal memasuk kan anaknya sebagai siswa SD sebelum usia 7
tahun. Jika dilihat dari ketercapaian atau realisasi APK tidak mencapai
target dikarenakan adanya Permendikbud No. 14 Tahun 2019 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru yang mensyaratkan siswa baru SD harus
berusia 7 tahun atau per bulan juli berusia 6 tahun.

APM SMP berdasarkan target 202 2 adalah 91,9 9% terealisasi
81,90 %. Realisasi di tahun 202 2 mengalami peningkatan jika
dibandingkan tahun 202 1 vyaitu sebesar 78,99 %. Realisasi indikator
APM SMP di tahun 202 2 yang lebih rendah dari target menunjukkan
bahwa terdapat 10,09 % penduduk usia 13 -15 tahun yang mengikuti
pendidikan sekolah menengah pertama belum sesuai usia SMP. Kondisi
ini dapat disebabkan karena masih adanya masyarakat yang terlambat
mendaftarkan a naknya sebagai siswa SMP sesuai usianya atau masih
ada yang lebih awal memasukkan anaknya sebagai siswa SMP sebelum
usia 13 tahun. Peningkatan realisasi kinerja dari tahun 2021 ke tahun
2022 ini mendeskripsikan bahwa pemerintah pada seluruh tingkat
penangg ungjawab di bidang Pendidikan telah memanen hasil dari
implementasi berbagai program dan kegiatan yang diupayakan untuk
menunjang urusan ini. Penyelesaian kondisi ini menuntut pemahaman
dan ketegasan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan
Kebudayaa n sampai pada level panitia penerimaan peserta didik baru di

setiap sekolah.
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Angka Rata -Rata Lama Sekolah

Angka RLS tahun 2021 di Lampung Barat mengalami penambahan
setiap tahunnya sejak periode awal RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa
penduduk Lampung Barat memiliki harapan lebih lama untuk
menempuh pendidikan. Rata  -rata lama sekolah tahun 202 2 adalah 8,0 8
tahun, artinya rata -rata penduduk Lampung Barat sudah menempuh
pendidikan pada separuh jenjang menengah pertama. Pemerintah terus
berupaya meningkatkan pel ayanan di bidang pendidikan untuk
mewujudkan salah satu Pit u Program yang memberi kesempatan
sekolah bagi setiap penduduknya. Jika dilihat dari capaian angka rata -
rata lama sekolah tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk
lampung barat rata -rata pernah menduduki kelas tertinggi sampai pada

jenjang SMP.

Angka Harapan Lama Sekolah ~ (HLS)

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya
sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada
umur tertentu di masa mendatang. HLS da pat digunakan untuk
mengetahui kondisi pembangunan system Pendidikan di berbagai
jenjang. Angka HLS kabupaten lampung barat berdasarkan target tahun
2022 adalah 12,3 5 tahun dan terealisasi 12,2 7 tahun. Dilihat dari
capaian angka harapan lama sekolah terseb ut didefinisikan bahwa
lamanya sekolah yang ditempuh oleh penduduk Lampung Barat adalah
sampai dengan kelas 3 SMA sederajat atau lebih. Tahun 2022 adalah
tahun terakhir RPJMD, capaian kinerja nya memang belum 100%,
namun rata -rata kelulusan sampai dengan SM A sederajat adalah
pencapaian yang cukup melegakan mengingat kondisi geografis di
Lampung Barat yang belum seutuhnya menunjang kemudahan akses
jalan yang memadai untuk masyarakat menuju ke sekolah. Pencapaian
ini menunjukkan semangat masyarakat menempuh Pe ndidikan. Sama
dengan RLS, untuk meningkatkan HLS maka langkah yang ditempuh
adalah mengupayakan agar tidak ada anak yang putus sekolah. Upaya
yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara
lain melalui program seragam gratis, pemberian beasiswa bagi siswa

yang akan melanjutkan sekolah tinggi.
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e) Angka Melanjutkan Sekolah
Target kinerja tahun 202 2 adalah 90,8 5%, terealisasi sebesar

91,24 % atau tercapai 100,4 %. Jika dilihat dari capaian angka

melanjutkan sekolah tersebut dari jenjang SD ke SMP berdasarkan
target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 202 2 melebihi
target IKU.

f) Rata-Rata Nilai Ujian Nasional

Sejak pandemi melanda Indonesia tahun 2020, pemerintah melalui
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Corona Virus
Disease (Covid-19), menghapuskan ujian nasional dan menggantinya
dengan asesmen nasional. Asesmen nasional menilai mutu satuan
pendidikan dengan melihat hasil belajar mendasar siswa (literasi,
numerasi, karakter), kualitas belajar -mengajar, serta iklim satuan

pendidikan.

Keberhasilan capaian -capaian indikator yang berpengaruh terhadap
peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan ini tidak terlepas dari
upaya keras dan berkelanjutan pemerintah melalui penyusunan kebijakan,
program dan kegiatan yang mendukung peningkata n akses dan kualitas.
Diantara program yang dimaksud adalah program pengelolaan pendidikan
dan program pembangunan kurikulum. Indikator dari  program pengelolaan
pendidikan adalah persentase penduduk usia 5 -18 tahun yang mengikuti
Pendidikan PAUD, Pendidika n Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dengan
target 94,15% terealisasi 77,04%. Melihat dari capaian  target indik ator ini
dikarenakan adanya sebagian warga Lampung Barat sekitar 22,96% tidak
bersekolah ata u bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah. Sementara
indikator dari program pendidikan non formal adalah jumlah mata
pelajaran muatan lokal pada kurikulum muatan lokal , target pada tahun
202 2 sebesar 3 mata pelajaran teralisasi 1 mata pelajaran . Jika di lihat dari
realisasi indik ator ini belum mencapai target dikarenakan keterbatasan
anggaran sehingga dipilih mata pelajaran yang menjadi proritas terlebih
dahulu.

Faktor penunjang indikator keberhasilan meningkatnya

aksesibilitas dan kualitas pendidikan adalah komitmen Pemerintah
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Kabupaten Lampung Barat di bidang pendidikan sangat tinggi, dapat dilihat

dari program unggulan Pemkab Lampung Barat untuk pendidikan seperti
seragam gratis bagi siswa, beasiswa pendidikan ke senian, peningkatan
mutu pendidikan ba ik sarana dan prasarana sekolah maupun pendidik dan
tenaga kependidikannya.  Selain itu, ada kinerja perangkat daerah lain yang
beririsan dengan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan ini , adalah
Dinas PUPR. Dalam rangka mewujudkan infrastruktur jalan dan bangunan
sekolah yang layak dan memadai kebutuhan siswa, pendidik dan tenaga
pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan di setiap wilayah di Lampung

Barat. Optimalisasi hasil dari menempuh pendidikan bagi penduduk juga
dipengaruhi oleh asupan gizi seimbang yang diperoleh dari ketersediaan
pangan yang cukup dan seimbang gizi.

Sementara meningkatnya kualitas pendidikan ini akan menjadi salah
satu dari 3 indikator utama Indeks Pembangunan Ma nusia (IPM). IPM
adalah indeks ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kemajuan
suatu daerah yang salah satunya dilihat dari pembangunan sumber daya
manusianya yang dicerminkan dari indeks pendidikan yang dihitung dari
angka harapan lama sekolah, AP K, APM, angka melanjutkan sekolah dan
rata -rata lama sekolah. Melalui pendidikan, seorang individu dapat
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga produktivitas yang
dihasilkan akan tinggi. Pengetahuan dan keterampilan yang tinggi akan
menjadi mod al seseorang untuk menanggalkan kemiskinan dan menuju
individu yang berdaya dan mandiri sehingga kesejahteraan masyarakat
dapat terwujud.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses implementasi
selama tahun 202 2 yaitu belum optimalnya capaian indika tor kinerja
karena masa pandemi Covid -19 yang mempengaruhi menurunnya
pendanaan program kegiatan dan minat partisipasi sekolah penduduk.

Maka rekomendasi yang disarankan untuk meningkatkan kinerja tahun
selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan implementasi program sesuai
target dan memastikan ketepatan sasaran program menggunakan sumber
pendanaan yang tersedia . Meningkatkan infrastruktur pendidikan serta

kebijakan kesempatan belajar yang sama bagi masyarakat Lampung Barat.
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10. Sasaran Strategis 10 Meningkatnya Minat Baca Masyarakat

Capaian Kinerja

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan nasional negara
Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.
Kecerdasan diperoleh dari banyaknya pengetahuan seseorang. Selain
melalui kegiatan belajar m engajar, pengetahuan dapat diperoleh dari
membaca buku atau literasi jenis lainnya.  Kemajuan zaman membawa serta
persaingan antar individu dan negara dalam berkompetisi di berbagai
bidang, prestasi pendidikan, persaingan i ndustri kerja, kerja  sama politik,
dan lainnya. Hal ini berdampak pada perlunya seseorang mening katkan
ilmu pengetahuan nya. Pemerintah daerah Lampung Barat mendukung hal
tersebut dengan menyediakan perpustakaan daerah yang berada dibawah
tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsi pan. Perpustakaan sebagai
pusat informasi dan ilmu pengetahuan memiliki tugas dan peluang besar
untuk berperan serta aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melalui koleksi bahan pustaka yang dikelola dan fasilitas yang tersedia,
perpustakaan dapa t mendorong masyarakat untuk meningkatkan akses
informasi dalam rangka peningkatan kecerdasan religi, intelektual, kognisi,

afeksi, dan kinetik masyarakat.

Sasaran meningkatnya minat baca masyarakat di  ukur dengan
persentase pengunjung yang menjadi anggota perpustakaan . Perpustakaan
memiliki peranan strategis untuk turut mendukun g mencerdaskan

kehidupan bangsa . Maju mundurnya perpustakaan ini tidak dapat
dilepaskan dari perkembangan masyarakat, bahkan minat baca dijadikan

salah satu indikator yang da pat menunjukkan kemajuan suatu bangsa.
Pada tahun 202 2, realisasi persentase pengunjung yang m enjadi anggota
perpustakaan adalah 3,88%. Realisasi ini melebihi target yang telah
ditetapkan sebesar 2, 99%, sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar
129,76 %. Jumlah minat baca tahun 202 2 ini meningkat dari tahun 202 1
yang capaian minat bacanya sebesar 127,37 %, peningkatannya sekitar
2,39%. Tahun 2022 adalah tahun terakhir RPJMD, maka capaian tahun ini

adalah sama dengan capaian akhir RPJMD. Berikut ini  adalah cara

perhitungan capaian indikator minat baca masyarakat.
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Tabel 34. Cara perhitungan capaian indikator minat baca masyarakat

Tahun 202 2

Indikator Kinerja Cara Perhitungan Target |Realisasi | Capaian

Persentase
pengunjung yang Jml pengunjung perpustakaan x 100%
menjadi anggota Jml anggota perpustakaan keseluruhan

perpustakaan

2,99% | 3,88% 129,76 %

Sumber : Laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2022, diolah
tim, 202 3.
Sementara perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta
realisasi akhir RPIJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 35. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta realisasi akhir
RPJMD

Persentase pengunjung
yang menjadi anggota 1,22% 3,49% 3,88 % 129,76 %
perpustakaan

Sumber: diolah tim, 202 3.

Jumlah pengunjung diambil dari data pengunjung di perpustakaan

daerah. Jumlah pengunjung keseluruhan sepanjang tahun 2022 adalah
sebanyak 4.774 orang dan jumlah anggota perpustakaan keseluruhan
sampai dengan tahun 2022 adalah 7.158 orang, meningkat bila

dibandingkan tahun 202 1 dengan jumlah pengunjung sebanyak 7.124
orang dan jumlah anggota perpustakaan 6.868 anggota. Berikut
disampaikan sebaran data pengunjung perpustakaan berdasarkan jenis

kelamin dan status pengunjung

Tabel 36. Jenis kepustakaan di Lampung Barat dan jumlahnya

JENIS KELAMIN STATUS
NO BULAN LAKI - JUMLAH
LAKI PEREMPUAN PELAJAR MAHASISWA UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8
1 JANUARI 168 175 343 184 5 156
2 FEBRUARI 181 212 393 193 10 172
3 MARET 286 310 596 253 8 227
4  APRIL 166 237 403 191 6 174
5 MEI 133 152 285 166 9 146
6 JUNI 186 210 396 201 10 191
7 JULl 211 247 458 251 9 194
8 AGUSTUS 183 197 380 206 7 181
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9 SEPTEMBER 206 242 448 286 5 199
10 OKTOBER 175 194 369 195 6 166
11 NOPEMBER 155 198 353 169 15 156
12 DESEMBER 125 225 350 226 10 191
JUMLAH 2,175 2,599 4,774 2,521 100 2,153
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 202 2.

Selain perpustakaan daerah, pemerintah juga menyediakan
perpustakaan umum, pojok baca di beberapa lokasi wisata dan gedung
pemerintah, serta di sekolah dan madrasah. Perpustakaan u mum dapat
berperan membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena
dengan membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari
bahan pustaka yang dibaca dan memperoleh pengertian mendalam tentang
suatu peristiwa atau gejala. Dengan adanya min at baca akan diperoleh hasil
yang maksimal, baik itu informasi, pengertian, pengetahuan, keterampilan,
motivasi atau fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Namun di sisi
lain ternyata minat dan kebiasaan membaca masyarakat yang masih
rendah tampak nya turut memberi andil bagi rendahnya kualitas manusia
Indo ensia yang tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia ( Human
Development Index ) Lampung Barat tahun 2022 berada pada urutan ke 8

dari 15 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat cerdas, kreatif dan inovatif
berbasis pengetahuan , Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serius untuk
meningkatkan minat baca masyarakat bahkan menjadikan Lampung Barat
sebagai kabupaten literasi. Melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang
telah berkomitmen dan berusaha untuk meningkatkan indeks minat baca
masyarakat Kabupaten Lampung Bara t dengan berbagai kegiatan -kegiatan
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kegiatan -kegiatan tersebut
baik memperkenalkan buku kepada anak -anak usia dini sampai dengan
layanan perpustakaan masyarakat secara umum.

Story talling merupakan kegiatan Din  as Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Lampung Barat bertujuan untuk memperkenalkan anak usia
dini pada minat dan kegemaran membaca, peserta pada kegiatan ini tentu

bukan hanya dari anak usia dini saja nhamun juga didampingi oleh orang
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tua mereka. Dengan i kut sertanya orang tua dalam kegiatan semacam ini,
orang tua dapat menjadi sasaran sosialisasi minat baca untuk dapat
membimbing anak -anaknya belajar mencintai buku karena seperti yang
diketahui orang tua adalah guru pertama dalam lingkungan keluarga.

Jumlah pengunjung dan anggota perpustakan di Lampung Barat
mengalami fluktuasi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada
tahun 2018 jumlah pengunjung mencapai 6.850 orang dengan jumlah
anggota 55 orang. Tahun 2019 jumlah pengunjung bertambah menjadi
7.558 orang dengan keanggotaan 45 orang. Tahun 2020 jumlah pengunjung
menurun sampai berju mlah 2.631 orang dengan keanggotan 214 orang.
Sementara tahun 2021 jumlah pengunjung sebanyak 7.124 orang dan
jumlah anggota perpustakaan 6.868 orang. Pada tahun tera khir RPJMD ini,
jumlah  pengunjung perpustakaan mencapai 4.774 orang dengan
keanggotaan bertambah 290 orang selama tahun 2022. Jika dijumlahkan,
total orang dari berbagai kalangan yang menjadi anggota perpustakaan
adalah 7.158 orang.

Pada era kemajuan tekn ologi saat ini, pemerintah juga terus
berinovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Pemerintah
menyadari teknologi telah mengambil alih dunia banyak orang, banyak
orang lebih senang berlama -lama menggunakan teknologi komunikasi
telepon pintar dari p ada membaca buku. Membaca buku berlama -lama
dianggap membosankan dan kovensional. Oleh karena hal tersebut,
pemerintah menciptakan perpustakaan digital yang dapat dikunjungi oleh
siapa saja dan dari mana saja. Inovasi ini muncul dilatarbelakangi oleh
terja dinya pandemi Covid -19 yang membatasi kegiatan sosial sehingga
jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 menukik tajam.
Keberhasilan inovasi ini dapat dilihat sejak jumlah pengunjung
perpustakaan yang kembali meningkat di tahun 2021 meski masih dalam
masa pandemi.

Selain perpustakaan online, pemerintah juga tetap melanjutkan
program -program peningkatan minat baca masyarakat pekon dan anak usia
dini dengan menambah d an mengembangkan perpustakaan pekon dan
sekolah melalui banyak kegiatan menarik, kreatif dan menyenangkan untuk
anak dan masyarakat umum. Sejumlah 10. 184 judul buku yang terdata di

perpustakaan daerah dengan berbagai klasifikasi ini merupakan koleksi
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milik pemerintah daerah sampai dengan tahun 2022. Ragam Kklasifikasi dan
jenis buku ini juga menjadi perhatian pemerintah untuk terus di upgrade
dan ditambah jumlah nya sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah

menarik minat baca masyarakat berbagai umur dan ka langan.

Sasaran Strategis 11 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Capaian Kinerja

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu
daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai P roduk Domestik Regional Bruto
(PDRB) per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang
dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh
karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai
PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sa ngat tergantung
pada potensi sumber daya alam dan faktor -faktor produksi yang terdapat di
daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB)
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah
Rp.27.297,350. J ika dibandingkan dengan target tahun 2022, realisasi ini
belum mencapai angka yang ditarget sebesar Rp.30.215.197,75 atau
tercapai kinerja 90,34 %. Menurun 7,88%. Pendapatan per kapita Lampung
Barat tahun 2021 ini juga masih berada dibawah pendapatan per kapita
ADHB Provinsi Lampung tahun 2022 yang sebesar Rp.4 5.129,34 0. Namun,
perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya
menggambarkan tingkat kesejahteraan per kapita penduduk. Indikator ini
lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi
di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi
masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumber
daya yang tersedia. Namun  dengan segala keterbatasannya, indik  ator PDRB
per kapita dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berikut
ini adalah perkembangan pendapatan per kapita sejak tahun 2018 sampai

dengan tahun 2021.
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Tabel 37. Perkembangan pendapatan per kapita Lampung Barat tahun 2018 -2021

Realisasi Realisasi Realisasi  Realisasi Target Realisasi

INDIKATOR SATUAN 2018 2019 2020 2021 Akhir Akhir
RPJMD RPJMD

PDRB Per Juta
Kapita (Rp)

Sumber: BPS Lampung Barat, 2022.

21,92 23,43 23,41 24,71 30,215 27,297

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Besarnya pendapatan per kapita Lampung Barat tahun 2021 ini
memang menjadi pendapatan yang paling rendah dibandingkan dengan 15
kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kondi si ini selaras dengan jumlah
penduduk yang menempati urutan kelima kabupaten/kota dengan jumlah
penduduk terendah di Provinsi Lampung. Meski sempat mengalami
penurunan di tahun 2020 karena dampak pandemi Covid -19, pendapatan

per kapita tahun 2021 kembali m eningkat di tahun 2021 dengan cukup

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pen gelolaan potensi sumber daya
alam dan kegiatan produksi dalam daerah sudah mulai bangkit dalam
pembiasaan baru meski masih dalam kondisi pandemi. Sementara untuk

tahun 2022, terli hat ada peningkatan PDRB ADHB meksi belum mencapai
target yang ditetapkan.

Pemerintah terus berupaya dalam komitmen meningkatkan
pendapatan masyarakat sehingga dengan meningkatnya pendapatan
penduduk akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa program vyang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan
pendapatan per kapita masyarakat adalah diantaranya , pertama,
pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Pada era kemajuan
teknologi ini, komunikasi dan informasi banyak disalurkan dan didapatkan
dari teknologi telepon pintar yang terkoneksi dengan internet. Semua hal

bisa diakses, termasuk juga lapangan usaha yang saat ini banyak

dipasarkan melalui jaringan media sosial . Hal ini berkembang seiring dengan
berkembangnya teknologi dan meningkatnya penggunaan internet
dikalangan masyarakat umum. Maka pemerataan tower jaringan
telekomunikasi sangat berpengaruh terhadap keterbukaan informasi dan

peluang usaha masyarakat.
Kedua, pembangunan jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan

sebagai urat nadi jaringan perhubungan yang memindahkan barang dan
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orang dari satu daera h ke daerah lain. Kondisi jalan dan jembatan yang
mantap s angat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dalam
produktivitasnya untuk menamb ah nilai ekonomi  bagi keberlangsungan
kebutuhan kehidupan mereka. Maka pemerintah melalui Dinas PUPR terus
melakuka n perbaikan dan pembangunan jalan kabupaten dan jalan
lingkungan menjadi jalan mantap dengan standar memadai. Ketiga,
pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. Ketersediaan
pangan akan mencuku pi kebutuhan pangan yang bergizi seimbang bagi
masyarakat. Masyarakat bergizi seimbang akan memiliki kesehatan yang
mumpuni untuk produktifitasnya. Sehingga masyarakat yang produktif akan

mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk
pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik primer ataupun tersier. Pendapatan
pe kapita ini juga dipengaruhi oleh kinerja Dinas Ketahanan Pangan.

Keempat, pengembangan sistem distribusi, stabilitas harga dan
kelembagaan pangan . Pemerintah selalu berupaya menjaga stabilitas harga
pasar yang menjadi tanggu ng jawab Dinas Koperindag. Hal ini bertujuan
untuk menjaga keuntungan pedagang dan kemampuan daya beli
masyarakat, terutama terhadap kebutuhan pokok. Selain menjaga stabilitas
harga pasar dalam daerah, pemerintah juga menyediakan kesempatan untuk
memasarka n hasil perkebunan untuk dijual keluar daerah. Biasanya hasil
produksi perkebunan dari dalam daerah Lampung Barat dikirim ke Jakarta
dan sekitarnya. Mobilitas pemasaran hasil produksi ini membantu
meningkatkan pendapatan masyarakat karena harga jual hasil produksi
didalam dan diluar daerah berbeda. Peningkatan harga jual di luar daerah
dipengaruhi oleh biaya transportasi yang digunakan dari daerah produksi
sampai ke tempat tujuan pemasaran. Selain itu, adanya lumbung pad iyang
dibentuk pemerintah bersama ma  syarakat di banyak kelompok tani pada
kecamatan -kecamatan di Lampung Barat membantu menjaga ketersediaan
pangan masyarakat.

Kelima, peningkatan nilai tambah, daya saing dan pemasaran hasil
perkebunan. Perkebunan adalah sektor perekonomian yang paling besar dan
darinya sebagian besar pendapatan daerah didapatkan. Terutama komoditas
kopi yang telah menjadi sentra kopi kualitas tinggi di Indonesia. Komoditas
lada, kakao, kayu manis, kelapa dalam, cengkeh, aren, dan kemiri adalah

komoditas yang di  budi daya dan dikembangkan di Lampung Barat.
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Pemerintah telah berhasil dan terus berupaya meningkatkan daya saing dan
pemasaran hasil produksi komoditas perkebunan ini salah satunya dengan
pemasaran kopi asal Lampu ng Barat di tingkat provinsi, nasional, bahkan
internasional. Hasilnya, kopi robusta Lampung Barat telah mendapat
sertifika si indikasi geografis dari Ditjen HAKI KemenkumHAM dan ditetapkan
menjadi kawasan perkebunan kopi nasional. Komoditas lada juga sudah
lama dikenal sebagai primadona

Keenam, peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura.
Melalui program pembangunan dan pengembangan sarana prasaran
pertanian, pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan, penyuluhan
pertanian, dan program -program lain d ari Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura dan perangkat daerah lain yang mendukung sektor pertanian
sebagai upaya peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura.
Hortikultura menjadi bagian peningkatan pendapatan per kapita karena
sektor tanaman pangan dan hortikultura adalah sektor yang paling potensial
untuk dikembangkan di Lampung Barat sesuai dengan kontur dan
kesuburan tanah.

Melalui program -program yang disebutkan tersebut menggambarkan
bahwa peningkan pendapatan per kapita adalah t ugas multi stakeholder yang
secara langsung atau tidak langsung berdampak pada tingkat pendapatan
masyarakat. Rekomendasi yang disarankan untuk tahun selanjutnya adalah
mengoptimalkan ~ program -program  yang mendukung  peningkatan
pendapatan per kapoita masyar akat sehingga kesejahteraan masyarakat

meningkat, ketimpangan menurun, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Sasaran Strategis 12 Meningkatnya Prestasi Olahraga
Capaian Kinerja

Olahraga dapat memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh yang
kemudian menjadi daya dukung produktivitas sumber daya manusia.
Olahraga juga dapat membangun karakter dan jati diri bangsa melalui nilai -
nilai sportivitas, disiplin, dinamis, dan etos kerja kera s. Oleh karena hal
tersebut, olahraga menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah.
Sehingga urgensi olahraga dalam pembangunan daerah adalah perannya
pada pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan prestasi olahraga di

Lampung Barat di  lihat melalui jum lah atlet yang berprestasi di berbagai
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cabang olahraga. Melalui kegiatan penyelenggaraan kejuaraan dan pekan
olahraga tingkat Kabupaten Lampung Barat, dita rgetkan jumlah atlet yang
berprestasi di berbagai cabang olahraga dalam kejuaraan dan pekan
olahraga tersebut adalah 7 5% dari jumlah seluruh atlet di Lampung Barat
Tingginya minat berkompetisi dalam olahraga ternyata melonjak sehingga
realisasi jumlah atlet berprestasi dalam berbagai cabang olahraga adalah
99%, atau terealisasi 132%. Capaian ini menurun sebanyak 122,28 % jika
dibandingkan dengan  capaian kinerja tahun 202 1. Sebagai tahun terakhir
RPJMD, capaian tahun 202 2 ini sudah melebihi target akhir. Berikut ini
adalah perbandingan realisasi peningkatan prestasi  olahraga tahun 2020
dan 2021 serta target akhir RPIJMD

Tabel 38. Perbandingan realisasi peningkatan prestasi olahraga tahun 2020 dan
2021 serta realisasi akhir ~ RPJMD

Indikator Realisasi Realisasi Realisasi Capaian
Kinerja 2020 2021 Ak hir RPIMD Kinerja RPIJMD
Persentase
cabang olahraga 17,65% 178% 99% 132 %

yang berprestasi

Sumber: diolah tim, 202 3.

Realisasi terendah indikator kinerja ini terjadi pada tahun 2020,
tahun pertama covid -19 sebagai bencana nasional menerpa Indonesia dan
dunia. Sementara tahun 2021 kembali mengalami meningkatan seiring
kondisi pandemi yang sudah berada pada status pembiasaan . Berikut ini

adalah grafik perkem bangan realisasi kinerja prestasi olahraga.

Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2020 -2022

Target ORealisasi

65946 7%

Grafik 12. Perkemba ngan target dan realisasi persentase cabang olahraga
berprestasi tahun  2020- 2022
Sumber: Laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2022
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Prestasi 99 atlet ini berasal dari 11 cabang olahraga y ang diikuti
pertandingannya  baik pada kejuaraan tingkat kabupatan atau provinsi.
Sebagian besarnya mendapat prestasi pada kejuaraan Pekan Olahraga
Provinsi Lampung yang diadakan pada bulan Desember tahun 2022. Prestasi
ini  membanggakan Kabupaten Lampung Barat, sehingga pemerintah
berkomitmen untuk terus meningkatkan pembinaan kepada para atlet agar
mampu me njadi atlet unggul  dan berdaya saing.

Pelaksanaa n, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Kondisi jasmani dan rohani yang kuat akan memberikan landasan
yang kuat pula terhadap pengembangan sumber daya manusia. Bangsa yang
kuat dan besar terutama ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.
Sehingga olahraga merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup dan
kehidupan manusia. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menye diakan,
mengembang kan dan memelihara sarana dan prasarana olahraga rekreasi di
3 tempat. Tujuannya adalah untuk pemenuhan fasilitas olahraga umum
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarak at. Semua upaya ini dilakukan
pemerintah Lampung Barat berdasarkan kesadaran bahwa jumlah
penduduk yang terus bertambah merupakan sumber untuk memperoleh
bibit olahragawan yang be rpotensi dal am berbagai cabang olahraga.

Bagi masyarakat umum, senam bersama yang rutin dilakukan setiap
minggu dapat diikuti untuk menyehatkan badan, sementara pemerintah juga
terus berfokus membina cabang olahraga yang dipertandingkan baik dalam
wilayah kabupaten atau dalam tingkat Provinsi Lampung dan tingkat
nasional. Pengemba ngan cabang olahraga ini menyesuaikan karakteristik
postur tubuh rata -rata orang di Indonesia dengan memanfaatkan sarana
darat, air dan udara yang dimiliki daerah.

Berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
sampai dengan tahun 2022, tercat at 11 cabang olahraga dalam berbagai
kejuaraan yang berhasil dijuarai oleh atlet -atlet Lampung Barat. Pertama,
pencak silat dengan total 9 atlet berprestasi. Sebanyak 3 atlet menjuarai
Grand Final Pencak Silat Lampung, dan 6 lainnya menjuarai Pencak Silat
POP ke Il 2022. Medali emas dan perak, juara 1 sampai dengan 3 diperoleh

dari cabang olahraga ini.  Kedua, cabang olahraga bulu tangkis yang berhasil
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memperoleh 2 medali emas dan peringkat Ill oleh 3 atlet berprestasi pada
kejuaraan Sirkuit Provinsi PBSI La mpung Tahun 2022 dan POP ke Il 2022.
Ketiga, cabang olahraga tenis meja dengan 6 atlet berprestasi pada
kejuaraan POP ke Il 2022. Keempat, cabang olahraga taekwondo yang pada
tahun 2022 melahirkan 4 atlet berprestasi pada 3 kejuaraan. Kelima, cabang
atletik yang berhasil dijuarai oleh 9 atlet daerah pada bidang lari estafet, fun
run, tolak peluru, lompat jauh, jalan cepat, dan lari gawang. Keenam, cabang
kick boxing yang berhasil mendapatkan medali emas oleh ke 5 atlet
berprestasi. Ketujuh, cabang olahraga karate yang melahirkan 10 atlet
berprestasi m eraih medali emas dan perunggu di beberapa pertandingan (1
atlet pada kejuaraan SEAKF, 9 atlet pada kejuaraan Porprov 1X). Kedelapan,
cabang olahraga sambo (pertahanan diri tanpa senjata) dengan 5 atlet
berprestasinya pada Porprov IX. Kesembilan, cabang e -sport dengan 29 atlet
pemenang piala bupati 2022. Kesepuluh, cabang olahraga renang dengan 5
atlet berprestasi di tahun 2022 dari kejuaraan Porprov yang berhasil
membawa pulang medali emas, perak dan perunggu. Kesebelas, cabang
olahraga futsal yang menjadi  kan 14 atlet berprestasi pada kejuaraan Porprov

dengan meraih medali perunggu.

DUNAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA & PARIISATA 22
EUMTEN LAPUNG BART (%)

NMoones\™

GALLERY PHOTO - PHOTO ATLET BERPRESTASI

Gambar 20. Contoh kegiatan untuk meningkatkan prestasi olahraga
Sumber: Dokumentasi Dinas Porapar , 202 3.

Olahraga saat ini menjadi semakin popular karena kemampuannya
untuk menyehatkan badan. Banyaknya pergerakan dalam kegiatan olahraga
berdampak pada kesehatan. Penyakit jantung, darah tinggi, bahkan obesitas

merupakan penyakit -penyakit yang disebabkan oleh k  urangnya gerak badan
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manusia. Maka kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam
urusan olahraga ini berkaitan dengan kinerja Dinas Kesehatan. Peningkatan

jumlah orang yang berolahraga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.
Sementara jumlah atlety  ang berprestasi di berbagai cabang olahraga baik di
tingkat Kabupaten Lampung Barat dan tingkat Provinsi Lampung berdampak

pada meningkatnya prestasi olahraga Lampung Barat sehingga dapat
menjadi penyemangat bagi pemuda dan masyarakat untuk bergabung atau
berpartisipasi dalam olahraga.

Jika menganalisa banyak pesta olahraga internasional seperti FIFA
(Federation Internationale de Football Association ), Olimpiade, Liga Champions
UEFA (Union of European Football Association ), Piala Dunia Kriket ICC
(Internasional Cricket Council ), Super Bowl , Wimbledon (kejuaraan tenis), dan
Tour de France (kejuaraan balap sepeda). Tujuh pertandingan berbagai
cabang olahraga tersebut adalah yang paling popular di dunia, masih banyak
pertandingan olahraga dalam berbaga i cabang baik ditingkat nasional atau
antar negara bagian. Indonesia memiliki Pekan Olahraga Nasional (PON)
yang dis elenggarakan 4 tahun sekali. Ajang olahraga nasional ini mewadahi
perunjukan bakat para atlet Indonesia dari berbagai daerah yang
sebelumnya telah terbina dan terseleksi di masing -masing daerahnya. Pada
tingkat Asia Tenggara, ada SEA Games ( Southeast Games ) yang merupakan
pesta olahraga bagi negara-negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk
mempererat kerja sama dan integrasi masyarakat kawasan Asia Tenggara
untuk membangun masyarakat ASEAN yang kuat.

Negara-negara yang memenangi kejuaran -kejuaraan olahraga banyak
menjadi sorotan dunia karena prestasinya yang membanggakan negara.
Banyak penghargaan dan  royalti yang didapatkan oleh seorang atlet dan
negara pemenang, sehingga memenangkan kejuaraan ol ahraga berarti telah
membawa dan mem perkenalkan daerah dan negara kepada publik nasional
dan internasional. Banyaknya jenis pertandingan olahraga tersebut adalah
kata lain dari perkembangan dan persaing an pembangunan olahraga antar
negara yang semakin ketat dan keras. Hal tersebut juga menunjukkan
kesadaran negara -negara di dunia akan pentingnya pembangunan olahraga
bagi bangsanya. Terutama di era globalisasi ini, pemerintah daerah wajib

mendukung negara  untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
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melalui pembangunan olahraga. Olahraga telah terbukti memiliki pengaruh
besar membentuk manusia yang berkualitas.

Kelemahan yang disadari dan menjadi perhatian pemerintah adalah
masih terbatasnya jumlah cabang olahraga yang dimiliki dalam pembinaan
pemerintah, sehingga belum semua minat dan bakat masyarakat dapat
tertampung dan terbina sampai sirkuit kejuaraan. Maka rekomendasi
kebijakan yang disarankan adalah melanjutkan program penyel enggaraan
kejuaraan dan pe kan olahraga tingkat kabupaten untuk lebih banyak
cabang olahraga. Sehingga dari implementasi program yang menambahkan
cabang olahraga ini dapat ditemukan bibit -bibit atlet yang akan dibina dan
diikutsertakan dalam berbagai sirkui t kejuaraan baik di tingkat Provinsi
Lampung atau tingkat nasional. Tujuan akhir dari penambahan jumlah
cabang olahraga dan jumlah atlet yang berprestasi dalam berbagai cabang
olahraga ini adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berdaya
saing, dan berkarakter jati diri bangsa yang sportif, disiplin, dinamis, dan
beretos kerja keras. Karakter yang terbentuk melalui latihan kontinu ini
bukan hanya berguna dalam pertandingan sirkuit saja, melainkan juga
melekat dan terimplementasi dalam berkehidupan se hari -hari  dan

berdampak luas terhadap kebijaksan aan diri dalam menyikapi hidup.

Sasaran 13 M eningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan
Capaian Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam sasaran ini adalah jumlah
pemuda yang berprestasi. Pemuda adalah aset bangsa yang tidak ternilai
harganya. Kemajuan sebuah bangsa bergantung pada para pemudanya,
persis seperti apa dikatakan dengan lantang oleh Presiden Indonesia
pertama, Ir. Soekarno bahwa 10 pemuda saja bisa mengguncang dunia.
Begitulah peran pemuda d alam pembangunan, sejak perintisan pergerakan
kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam
mengantarkan bangsa dan negara Indonesia untuk merdeka, bersatu, dan
berdaulat. Pemuda dicirikan sedang mengalami perkembangan secara fisik
dan perkembangan emosial secara psikis. Menurut International Youth Year |,
pemuda atau Yyoung people adalah mereka dengan batas usia 15 sampai 24
tahun. Letak potensial pemuda adalah karena karakternya yang dinamis,

bahkan bergejolak dan optimis, namun belum memiliki pengendalian emosi
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yang stabil. Maka dalam kondisi seperti ini, pemuda sangat memungkin

untuk dibentuk dan ditempa menjadi pribadi yang memil iki semangat
pembaharu dan progresif. Pembaruan dan pembangunan bangsa
membutuhkan pemuda yang berakhlak muli a, sehat, tangguh, cerdas,

mandiri, dan profesional (UU 40/2009 tentang Kepemudaan). Pembentukan
karakter pemuda yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa tersebut
dapat dilakukan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan
potensi diri pemuda.

Realisasi peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah
Lampung Barat tahun 202 2 adalah terdapat 54 pemuda berprestasi dalam
berbagai ajang tingkat Provinsi Lampung dan tingkat nasional. Capaian
pemuda berprestasi ini adalah 120% dari 4 5 pemuda yang di targetkan
berprestasi. Capaian tahun 202 2 sebagai tahun terakhir RPJMD ini adalah
kebangkitan prestasi pemuda Lampung Barat yang signifikan, berkat ker ja
keras pemerintah dan partisipasi serta antusiasme pemuda Lampung Barat.
Setelah vakum beberapa lama karena pandemi Covid -19, perlahan kondisi
membaik dan semua orang dan aspek harus membiasakan diri terhadap

dampak pasca pandemi covid -19. Tidak terkecua li aktivitas kepemudaan.

Ada 7 atlet berprestasi di tahun 2020, dari target 35 atlet. Menukik tajam
dibandingkan capaian tahun 2019. Peningkatannya  kemudian kembali
melejit sampai 60% di tahun 2021, setelah pemerintah dan masyar akat

secara bertahap membias akan diri dengan  kondisi pasca pandemi dan

memulai kebiasaan baru dalam berkehidupan dan bersosial. Kemudian
pencapaian sasaran ini meningkat lagi di tahun 2022 , realisasi kinerja
tercapai 120% dari target yang diperjanjikan. Berikut ini adalah

perbandingan realisasi  kinerja pemuda berprestasi Lampung Barat tahun
2020 dan 2021, serta capaian kinerja akhir RPJMD .

Tabel 39. Perbandingan realisasi tahun 2020 dan 2021, target akhir rpjmd, serta
capaian kinerja RPJMD

Realisasi Realisasi Target Capaian

Indikator Kinerja 2020 2021 AK hir Kinerja s.d.
RPJMD RPJMD
Jumlah pemuda 7 orang 32 orang 45 orang 120 %

yang berprestasi
Sumber: diolah tim, 202 3.
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Pemuda berprestasi di Lampung Barat mengalami fluktuasi seiring
dengan perubahan kondisi dan situasi yang mempengaruhinya. Berikut ini
adalah perkembangan realisasi kinerja indikator sasaran peran pemuda

dalam pembangunan.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI

=
e
N
e
2018 2019 2020 2021 2022
— =—Target Realisasi

Grafik 13. Perbandingan target dan realisasi pemuda berprestasi lampung barat
tahun 2018 -2022

Sumber : Laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2022,
diolah tim, 202 3.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
Upaya  pencapaian indikator  kinerja pemuda  berprestasi
diimplementasikan melalui beberapa program diantaranya pengembangan

kapasitas daya saing kepemudaan dan program pengembangan kapasitas

daya saing keolahragaan, koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan
peningkatan kapasitas daya saing pemuda kade r kabupaten. Melalui
kegiatan pelatihan pemuda pelopor, wirausaha muda pemula , dan pemuda

kader , berhasil mencetak 54 pemuda berprestasi yang terdata oleh Dinas
Porapar. Kegiatan pengembangan kepeloporan ini ditujukan untuk
mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan,
menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai
permasalahan kepemudaan . Kegiatan pengembangan kepeloporan ini
merupakan salah satu fungsi dari pelayanan kepemudaan yang
dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan. Urgensi
pemuda dalam pembangunan daerah s angat diseriusi oleh pemerintah.
Kementrian Pemuda dan Olahraga telah rutin menggelar kegiatan

pemilihan pemuda pelopor dengan bidang perlombaan: 1) pendidikan; 2)
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agama, sosial dan budaya; 3) pengelolaan sumber daya alam, lingkungan

dan pariwisata; 4) pa ngan; dan 5) inovasi teknologi. Ajang unjuk kepeloporan

ini dipilih sebagai salah satu strategi membangun kepeloporan pemuda dan
mengenalkannya melalui media publikasi, sesuai dengan kondisi kemajuan

era saat ini. Melalui ajang perlombaan, pemuda akan terp acu dan semangat
berinovasi mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya.

Pad tahun 2022 saja, prestasi yang diraih pemuda Lampung Barat
sedikit berbeda dengan tahun 2021. Ada 1 duta Bahasa tingkat Provinsi
Lampung, 1 juara til awat ial, 1 pemuda gemtukarann gk a't
mahasiswa ke Amerika Serikat, 2 paskibra tingkat provinsi, 2 muli mekhanai
tingkat provinsi, 9 juara lomba lari 60m dan 100m, 36 juara pencak silat,
dan 2 juara cabang olahraga bulu tangkis. Sementara jika akumulasi
pemuda -pemuda be rprestasi lainnya yang terdata sejak tahun 2018, jumlah
pemuda berprestasi di Lampung Barat sudah cukup membanggakan.
Pemerintah menyadari bahwa mencetak kader pelopor pemuda berprestasi
tidak lah sesulit mempertahankan prestasi tersebut. Maka pemerintah
berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pembinaan bukan
hanya kepada pemuda berprestasi pemula, tapi juga kepada mereka yang
sebelumnya pernah berprestasi.

Memang, keberhasilan komitmen membina dan meningkatkan
prestasi pemuda ini bukan sekedar p ersoalan anggaran, lebih dari itu juga
bergantung pada komitmen pemuda itu sendiri. Kemauan dan konsistensi
pemuda untuk terus menekuni bidang yang pernah dijuarai tersebut
bukanlah hal mudah, mengingat jiwa pemuda yang penuh gejolak cenderung
menyukai tan tangan dan hal baru. Selain itu kondisi sosial ekonomi di
sekitarnya juga mempengaruhi pemuda dalam mengambil keputusan.
Pemerintah menyadari hal ini dan segera meresponnya dengan menentukan
kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan
ke pemudaan.

Ada duta kopi, Paskibraka kabupaten dan provinsi, pertukaran
pemuda antar provinsi, duta pelajar, juara atletik, pemenang olimpiade,
penerima beasiswa kedokteran dan beasiswa pendidikan seni adalah
beberapa bidang yang berhasil melahirkan prestas i bagi pemuda -pemuda

Lampung Barat. Pemerintah berusaha terus mengembangkan bidang yang
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akan menjadi ajang melahirkan dan membina pemuda berprestasi, termasuk

juga yang diminati pemuda seiring kemajuan dan kebutuhan masa kini.

Gambar 21. Dokumentasi pemuda berprestasi pertukaran pemuda antar provinsi
dan petugas paskibraka
Sumber: Laporan kinerja Dinas Porapar tahun 2021.

Tidak ada yang perlu diragukan atas peran pemuda dalam
pembangunan daerah dan bangsa. Peristiwva sumpah pemuda menjadi bukti
pemersatuan pemuda dari Sabang sampai Merauke untuk bersatu merebut
kemerdekaan Indonesia kala itu. Telah banyak bukti peran pemuda dalam
pembangunan, contoh | ainnya adal ah peristiwa
kediktatoran Jenderal Soeharto yang berselimut KK N berhasil dilengserkan.
Kebangkitan nasional, kemerdekaan, revolusi, sampai reformasi adalah
peran pemuda. Pemuda lah yang akan me neruskan estafet kepemimpinan
bangsa dan negara, baginya tidak ada kekolotan dalam kehidupan bernegara
dan berpolitik. Pemuda yang merupakan aset yang mahal dan tidak ternilai
harganya harus dibina dan diarahkan kepada hal -hal positif yang mengarah
kepada kemandirian individunya, kemampuannya bersosial dan berpolitik,
inovatif, mampu mengelola sumber daya, berakhlak, sehat, tangguh,

professional, dan berdaya saing.

14. Sasaran Strategis 14 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Capaian Kinerja

Sumber daya manusia merupakan kekuatan utama dalam
pembangunan daerah. Sumber daya alam yang melimpah tidak akan dapat
dimanfaatkan dengan baik jika tidak ada sumber daya manusia yang
mengelolanya. Namun, sumber daya manusia yang berlebihan juga bisa
menja di bumerang bagi pemerintah daerah dan negara. Kondisi sebenarnya
dapat memberi dampak positif dan negatif. Secara positif, banyaknya jumlah

penduduk dapat memberi bonus demografi ketika penduduk berusia
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produktif jumlahnya lebih banyak dari penduduk usia tidak produktif.
Sementara dampak negatifnya dapat meningkatkan angka kemiskinan :
kriminalitas meningkat, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah jika
penambahan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan
fasilitas publik. Oleh sebab hal tersebut , pemerintah memprogram
pengendalian  laju  pertumbuhan penduduk. Tujuannya  adalah
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, yang manfaatnya akan
dirasakan dalam jangka waktu panjang.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan
tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu terntentu.
Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju
pertumbuhan penduduk dihitung oleh BPS dengan menggunakan metode
geometrik. Data laju pertumbuhan penduduk digunakan untuk mengetahui
peruba han jumlah penduduk antar dua periode waktu. Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA)
juga berkomitmen untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
dengan menggunakan indikator laju pertumbuhan penduduk dan angka
kelahiran total. Pada tahun 202 2, laju pertumbuhan penduduk Lampung
Barat adalah 0,9 3% dari yang ditargetkan sebesar 0,96 % sehingga capaian
kinerjanya adalah sebesar 103, 22%. Realisasi ini m eningkat dari tahun 202 1
yang laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0O, 98%, dan masih lebih tinggi
capaiannya dari laju pertumbuhan penduduk rata -rata Provinsi Lampung
tahun 202 2 yang sebesar 1,10 %.

Sementara itu, angka kelahiran total atau fertilitas adalah rata -rata
anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya
Angka ini digunakan sebagai indik ator untuk membandingkan keberhasilan
antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial  ekonomi,
menunjukkan tingka t keberhasilan program KB, membantu para perencana
program pembangunan untuk meningkatkan rata -rata usia kawin,
meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program
penurunan tin gkat kelahiran. Total angka kelahiran di Lampung Barat tahun
2022 adalah 2, 48% dari target yang ditetapkan sebesar 2,2 6%, sehingga

capaian kinerja ini sebesar 91%. Angka realisasi ini  menurun dari tahun
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2021 yang total angka kelahirannya sebesar 2,39 %, jug a lebih tinggi dari

rata -rata angka kelahiran total Provinsi Lampung tahun 202 2 yang sebesar

2,20%.
Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan

2021, target dan realisasi akhir RPIJMD

Tabel 40. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, target dan realisasi

akhir RPJMD

Realisasi Realisasi Target Realisasi

Indikator Kinerja 2020 2021 Akhir Akhir
RPJIJMD RPJIJMD

Laju
pertumbuhan 0,93% 0,98% 0,96% 0,93 %
penduduk
ﬁ)r:glka kelahiran 2 39% 2 39% ) 26% ) 489

Sumber: diolah tim, 202 3.

Kemudian  perkembangan target dan realisasi kedua indikator
terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada grafik
dibawah ini

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN TFR

m 2020 m2021 = 2022
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TARGET REALISASI TARGET REALISASI

LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUKANGKA KELAHIRAN TOTAL (PERSED}
(PERSEN)

Grafik 14 . Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 20 20-2022
Sumber: Laporan Kinerja Dinas PPKBPPPA Tahun 202 2, diolah tim, 202 3.

dan TFR

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

a) Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk Lampung Barat tahun 202 2 adalah

0,93%. Hal ini berarti pertumbuhan penduduk mengalami penurunan dari
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tahun 202 1, juga lebih tinggi dari rata -rata laju pertumbuhan penduduk
Provinsi Lampung.

Laju pertumbuhan penduduk Lampung Barat fluktuatif antara tahun
2020 sampai tahun 2022. Pada tahun puncak pandemi Covid -19, yaitu
tahun 2021, pertumbuhan penduduk di Lampung Barat justru meningkat
dari tahun 2020. Kondisi yang harus cukup menjadi perhatian pemerintah
karena dalam kondisi pasca pandemi selain harus melakukan pemulihan
ekonomi, pemerintah punya pekerjaan rumah yang juga cukup besar dalam
urusan pengelolaan sumber daya manusia daerahnya.

Analisis paling memungkinkan adalah kondisi pandemi Covid -19 yang
berdampak pada kurang optimalnya implementasi program dan kegiatan
yang mendukung pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Misalnya pada
beberapa program yang selama ini berhasil menekan laju pertumbuhan
penduduk seperti kesertaan keluarga berencana bagi pasangan usia subur,
pengembangan model operasional Bina Keluarga Balita - Posyandu -
Pendidikan Anak Dini Usia, dan program kesehatan reproduksi remaja.
Program kesertaan KB bagi pasangan usia subur bertujuan untuk memberi
pengetahuan, tujuan dan manfaat dari pentingnya merencanakan keluarga.
KB bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia din i, menekan
angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau
terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi, menekan jumlah
penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah
penduduk di Indonesia. Oleh karena hal terse but, program kesertaan KB ini
sebenarnya salah satu yang paling masif me nekan laju pertumbuhan
penduduk. Seakan disalahkan, namun pandemi Covid -19 memang telah
berdampak pada peningkatan jumlah kelahiran.

Model operasional BKB -Posyandu -PADU memiliki peran  besar dalam
rangka menyiapkan sumber daya manusia sehat, cerdas, terampil, berdaya
saing yang akan meneruskan tampuk kepemimpinan daerah Lampung
Barat. Pengembangan model ini mengajak kerja sama berbagai perangkat
daerah untuk sama -sama menciptakan sumber daya manusia masa depan
yang berkualitas. Perangkat daerah lainnya yang dimaksud adalah Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan bagian urusan kesejahteraan masyarakat.
Peran Dinas Pendidikan adalah menyediakan fasilitas pendidikan yang layak

dan memadai unt uk anak. Sementara Dinas Kesehatan memastikan
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perkembangan kesehatan dan kecukupan kebutuhan gizi seimbang pada
anak. Bagian kesejahteraan masyarakat memastikan daya dukung
kesejahteraan anak telah tersedia dan mencukupi.

Program kesehatan reproduksi remaj a juga sangat penting dilakukan
karena dengan memberi edukasi kepada remaja tentang reproduksi remaja ,
akan menambah pengetahuan kepada remaja itu sendiri, keluarga dan
masyarakat tentang pentingnya membangun kebiasaan baik menjaga
kebersihan. Kurangnya ed ukasi reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya
penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang
berakibat menghilangkan nyawa. Remaja, orangtua dan masyarakat harus
paham bahwa menikah dan memiliki anak saat kondisi fisik dan mental
seorang perempuan telah siap  jauh lebih baik dan sehat.

Laju pertumbuhan penduduk ideal adalah 0,5% atau satu sampai dua
juta per tahun.  Maka, Pemerintah Lampung Barat masih memiliki pekerjaan
rumah menekan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,4 3% pada tahun
implementasi selanjutnya untuk mencapai persentase laju pertumbuhan
penduduk per tahun yang ideal . Rekomendasi kebijakan yang disarankan
untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Lampung Barat adalah
dengan optimalisasi program dan kegiatan dengan b eradaptasi pada kondisi
baru pandemi Covid -19. Pemerintah dan masyarakat harus mulai terbiasa
berkegiatan di era baru berdampingan dengan pandemi yang masih enggan
nenarik diri. Menerapkan protokol kesehatan dan standar pelayanan baru di
masa pandemi akan sangat membantu pencapaian target kinerja. Hal ini
sangat penting dilakukan mengingat program -program pengendalian laju
pertumbuhan penduduk membutuhkan pertemuan tatap muka agar hasil

yang didapatkan optimal.

b) Angka Kelahiran Total

Total Fertility Rate (TFR) menggambarkan Riwayat fertilitas dari
sejumlah perempuan hipotesis selama reproduksinya. Faktor -faktor yang
mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas dapat dibagi menjadi dua faktor,
yaitu faktor demografi (struktur umur, struktur perkawinan, umur kawin
pertama, paritas dan proporsi kawin) dan non demografi (keadaan ekonomi,
tingkat pendidikan, perbaikan status perempan, urbanisasi dan

industrialisasi).

137



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

Realisasi angka kelahiran total di lampung Barat tahun 202 2 lebih
banyak dari target, dan meningkat s ebanyak 0,09% dari tahun 202 1.
Meningkatnya realisasi angka kelahiran total di tahun 202 2 ini
mendefinisikan bahwa  terjadi penambahan jumlah penduduk di tahun 202 2
melalui kelahiran . Angka nya bahkan lebih banyak dari rata  -rata kelahiran
total di Provinsi Lampung tahun 202 2 (2,20%). Angka fertilitas di Kabupaten
Lampung Barat dan Provinsi Lampung ini belum sesuai dengan dan lebih
tinggi dari target RPJMN 2020 -2024. Dapat mengakibatkan pertumbuh an
penduduk alamiah cukup tinggi, serta dapat menghambat upaya -upaya
pembangunan terutama pembangunan sumber daya manusia berkualitas.

Maka rekomendasi kebijakan yang paling mungkin dilakukan untuk
mengatasi hal ini adalah menurunkan tingkat kelahiran mela lui program
pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Setali tiga uang dengan laju pertumbuhan penduduk, angka fertilitas
juga meningkat sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Menjauhkan
Lampung Barat dari kondisi ideal pertumbuhan fertilita s nasional yang
ditetapkan pada angka 2,10. Capaian 2,48% ini berada dalam status
waspada, menurut sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk
(siperindu).

Angka kelahiran total 2, 48% dapat diartikan bahwa sebanyak 2 atau 3
anak dilahirkan dari pasangan usia subur untuk meregenerasi keluarga
tersebut. Peningkatan jumlah anak yang dilahirkan per wanita subur ini
akan berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, begitu
juga sebaliknya. Peningkatan fertilitas di Kabupaten Lampung Barat ini
disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu:

1) Drop out peserta KB aktif yang tinggi;

2) Meningkatnya angka unmeet need KB (kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi) ;

3) Meningkatnya ASFR ( age specific fertility rate ) 15-19 tahun.

Ternyata tidak hanya di Lampung Barat, jumlah kelahiran terus
melonjak sejak awal pandemi, konsekuensi dari terpusatnya kegiatan
masyarakat di rumah. Menurut laporan media Kompas dari hasil risetnya
terhadap Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, penurunan
kontrasep si jangka panjang dan penin gkatan pernikahan usia dini yang

terjadi selam pandemi berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran. Angka
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kelahiran ini meningkat 100 -200 persen. Hal ini terbukti, dari rata -rata 1
atau tidak ada anak lahir dari pasangan usia subur di tahun 2020,
kemudian meningkat menjadi 2 sampai 3 anak telah lahir dari pasangan

usia subur di tahun 2021. Meski terjadi penurunan jumlah total angka
kelahiran di tahun 2022, namun jika dibandingkan dengan angka ideal
fertilitas nasional (2,10%), p ekerjaan rumah pemerintah daerah masih
sebanyak 0,38% untuk sampai pada angka fertilitas  ideal. Maka
rekomendasi yang disarankan untuk mengontrol angka kelahiran total ini

adalah optimalisasi program kesertaan KB.

Sasaran Strategis 15 Meningkatnya Ketahanan Pa ngan
Capaian Kinerja

Urusan ketahanan pangan sudah menjadi fokus pembangunan
internasional  (termaktub  kedalam tujuan kedua Sustainabel Development
Goals ( SD GpHdalam RPIJMD Lampung Barat menjadi pendukung misi
kedua. Realisasi peningkatan k etahanan pangan daerah  Kabupaten
Lampung Barat tahun 202 2 adalah 9 2,7 poin dari target 9 2,4 poin, atau
mencapai kinerja  100,32% indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH)
ketersediaan. Ketersediaan bahan pangan ini lebih berfokus pada
ketersediaan bahan pangan pokok berupa beras. Jika dibandingkan tahun
sebelumnya, capaian tahun 202 2 mengalami menurun sebesar 1,33 poin.
Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 202 1,
target dan capaian kinerja tahun 2022

Tabel 41. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, target dan realisasi
kinerja tahun 2022

. o Realisasi Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja 2020 2021 Target 2022 Kinerja 202 2
ﬁkor PR NI 91,62 poin 91,16 poin 92,4 poin 92,7%

arapan
Sumber: LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, diolah tim, 202 3.

Pencapaian tahun 202 2 ini menjadi kunci akumulasi ketercapaian
kinerja untuk sasaran peningkatan ketahanan pangan periode RPJMD 2017 -
2022. Persentase capaian kinerjanya juga cukup memuaskan, 100,32%.
Kondisi ini memberi bukti bahwa kita sudah mulai menginternalisasi diri
dalam kon disi pembiasaan baru pasca covid -19. Ketersediaan pangan bukan

hanya krusial saat pandemi melanda dampak pembatasan sosial saja,
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melainkan juga pasca pandemi saat masyarakat dan pemerintah
memerlukan waktu untuk memulihkan diri melalui pembiasaan baru.
Pencapaian sasaran RPJMD yang merupakan tujuan Dinas Ketahanan
Pangan ini didukung oleh sasaran dan indikator sasaran Dinas Ketahanan
Pangan. Pencapaian indikator sasaran adalah, pertama, p enanganan daerah
rawan pangan telah berhasil mencapai target. Satu pekon yang berstatus
rawan pangan dan berada pada prioritas 1 kerentanan pangan yaitu Pekon

Ujung Rembun , Lumbok Seminung, telah berhasil diturunkan pada prioritas

2 yang berarti tingkat rentan pangan sedang. Kedua, ketersediaan pangan
masyarakat tel ah terpenuhi. Ketersediaan energi telah melebihi target, yaitu
4.127 Kal/Kap/hr, lebih tinggi dari kecukupan gizi ideal (berdasarkan

Neraca Bahan Makanan (NBM)) yang berada pada angka 2.400 Kal/Kap/hr
Sementara realisasi ketersediaan protein juga melebihi target, yaitu 9 6,7
Gr/Kap/hr dari target 9 4 Gr/Kap/hr  atau lebih tinggi dari ambang batas
minimum angka kecukupan gizi protein (63 Gr/Kap/hr ).

Ketiga, meningkatnya keamanan pangan telah diuji di Laboratorium
Fakultas Pertanian Universitas Lampung terhad ap 5 sampel komoditas yaitu
cabai, daun seledri, tomat, kol dan wortel dari 3 kecamatan (Balik Bukit,
Sekincau, Sukau) . Hasilnya 99,98% tingkat kemanan pangan untuk
dikonsumsi, sebesar 0,2% terdapat cemaran pestisida jenis endosulfat pada
cabai di Kecamatan Sukau namun masih dalam ambang batas aman untuk
dikonsumsi.  Capaian indikator kinerja sasaran tersebut kemudian di

akumulasi untuk dapat menjadi masu kan hasil bagi sasaran RPJMD.

Tabel 42 . Cara perhitungan indikator kinerja skor PPH

Indikator AT
Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Ca?;:)an Predikat

Pph= % Angka Ketersediaan x

Skor PPH bobot masing -masing 92.’4 92,7 poin 100,32 S_amgf_at

Ketersediaan poin tinggi
kelompok pangan

Sumber: Laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 202 2.
Berikut ini adalah hasil pengukuran indikator kinerja sasaran

peningkatan ketahanan pangan tahun 202 2.
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Tabel 43. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 15: meningkatnya ketahanan
pangan tahun 202 2.

Indikator 202 2
. Kinerja .
Tujuan Sasaran Tujuan/ Target Realisasi Capaian
Sasaran
Skro PPH . . 0
RO T — 92,4 poin 92,7 poin 100, 31%
Meningkatnya Jumlah desa
penanganan yang bebas o
daerah rawan dari status L5 (35 SEeel e
pengan rawan pangan
Meningkatnya Tingkat
. . 4.100 4.127
ketahanan Menlngkgtnya keters_edlaan Kal/Kap/hr Kal/Kap/hr 100,65 %
pangan daerah ketersediaan energi
pangan Tingkat 94 96.7
. , 0
masyarakat keter_sedlaan GriKap/hr GriKap/hr 102,87 %
protein
Meningkatnya Tingkat
keamanan keamanan > 80% 99,98% 124,97 %
pangan pangan segar
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 202 2.

Target ketahanan pangan daerah selalu meningkat setiap tahun dalam
periode tahun 2017 -2022. Hal ini dimaksudkan untuk secara bertahap
menguatkan ketahanan pangan daerah dengan tidak ada lagi pekon yang
berada pada prioritas 1. Target penurunan prioritas ke tahanan pangan
tahun 2021 adalah Pekon Ujung Rembun Kecamatan Lumbok Seminung,
berhasil diturunkan pada status prioritas 2. Dalam kondisi pandemi, tugas
pemerintah bukan lagi hanya mencapai target penguatan ketahanan pangan
satu desa saja. Namun juga mempe rtahankan pekon lain agar tidak berada
dalam kondisi kekurangan pangan. Pada tahun terakhir pelaksanaan
RPJMD, penanganan daerah rawan pangan telah berhasil menurunkan
prioritas ketahanan pangan pada 5 pekon yang ditargetkan dalam RPJMD.
Keempat pekon lainnya tersebut adalah Pekon Tembelang Kecamatan
Bandar Negeri Suoh, Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis, Pekon
Kota Besi Kecamatan Batu Brak, dan Pekon Pancur Mas Kecamatan Lumbok
Seminung. Maka dapat disimpulkan bahwa di tahun 2022 ini target 5 pekon
yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka menengah telah tercapai
100%.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
Target nasional yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian (berdasarkan Widya Pangan dan Gizi Nusantara ke Xl
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tahun 2021) skor PPH Kketersediaan nasional sebesar 90,4 poin. Jika
membandingkan realisasi kinerja Kabupaten Lampung Barat dengan target
nasional tersebut, maka realisasi PPH tahun 2022 di Lampung Barat sebesar
92,7 poin sudah melebihi target nasional. Sementara jika melihat 3 sasaran
milik Dinas Ketahanan Pangan (meningkatnya penanganan daerah rawan
pangan, meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat, dan meningkatnya
keamanan pangan), rata -rata terjadi realisasi yang melebihi target nasional.
pada peni ngkatan daerah rawan pangan, secara nasional Lampung Barat
masuk dalam kategori daerah rawan pangan prioritas 2 (hasil Analisa peta
ketahanan dan kerentanan pangan ( Food Security and Vulnerability Atlas
(FSVA))) disebabkan bukan daerah penghasil bahan pang an pokok strategis
seperti gula, minyak, terigu, daging, telur, susu, daging ayam. Tidak terdapat

pabrik atau produsen dari bahan pokok tersebut. Padahal, menurut hasil
Analisa FSVA sekala Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat masuk
dalam kategori 3 da erah rawan pangan. Pertimbangannya adalah karena
meski buka produsen bahan kokok strategis, tetapi merupakan daerah agro

sehingga pangan pokok berupa beras tersedia cukup.
Berikut ini adalah kelompok prioritas rawan pangan.

Tabel 44 . Kelompok prioritas daerah rawan pangan

Kelompok Prioritas Keterangan

Daerah rawan pangan dengan tingkat
kerawanan pangan tinggi

Daerah rawan pangan dengan  kategori rawan

Daerah dengan Prioritas 1

Daerah dengan Prioritas 2 s/d 3

pangan
Daerah dengan Prioritas 4 s/d 5 Daerah dengan tingkat ketahanan pangan
sedang
Daerah dengan Prioritas 6 Daerah dengan tingkat ketahanan pangan tinggi

Sumber: Laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 202 2.

Selanjutnya pada peningkatan ketersediaan pangan masyarakat.
Target nasional ketersediaan energi adalah sebesar 3.800 kkal/kap/hr dan
ketersediaan protein sebesar 88 gr/kpa/hr. Realisasi kinerja tahun 2022
yang menunjukkan ketersediaan energi sebesar 4.127 kkal/kap/hr dan
ketersediaan protein 96 gr/kpa/hr menunjukkan bahwa rata -rata target
nasional berada di bawah realisasi kinerja Lampung Barat tahun 2022.
Terakhir, peningkatan keamanan pangan yang secara nasional keamanan

pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebesar 87,76% dan 12,24% lainnya
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tercemar residu pestisida. Sementara di Kabupaten Lampung Barat telah

melebihi hasil uji lab secara nasional tersebut dengan hasil keamanan PSAT

99,98%.

Keberhasilan  sekor pola pangan harapan ketersediaan berhasil
tereali sasi didasarkan pada 3 aspek ketahanan pangan yang dipilih atas
dasar keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan, tingkat sensitifitas dalam
mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi, serta ketersediaan data
tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang me ncakup seluruh wilayah
desa. Pertama, aspek ketersediaan pangan. Aspek ini menggambarkan
tingkat kestabilan ketersediaan pangan masyarakat dari segi ketersediaan
energi dan protein. Jika ketersediaan pangan stabil, maka akses dan
pemanfaatan pangan masyara kat juga stabil. Skor PPH Lampung Barat yang
meningkat di tahun 2022 di dominasi oleh kelompok padi -padian (2.559
kalori), kelompok gula (491 kalori), minyak dan sayur (231 kalori), serta
sayur dan buah (229 kalori). Sementara ada juga beberapa kelompok pa ngan
yang capaian skor nya berada di bawah skor minimal PPH ketersediaan yaitu
kelompok pangan hewani (15,87) dengan skor maksimal 24,0, kelompok
minyak dan lemak (4,80) dengan skor maksimal 5,0, dan kelompok kacang -
kacangan (9,49) dengan skor maksimal 10, 0. Meski secara kuantitas
ketersediaan energi, protein dan lemak melebihi batas minimum yang
dianjurkan, namun ternyata secara kualitas skor PPH ketersediaan yang
dicapai Lampung Barat tahun 2022 ini belum ideal. Hal ini disebabkan oleh:

a) Beberapa komposisi skor PPH ketersediaan masing -masing kelompok
pangan belum mencapai skor maksimal. Hal ini berakibat pada tidak
seimbangnya ketersediaan kecukupan gizi yang dipersyaratkan;

b) Kelompok pangan ya ng terlalu melebihi skor maksimal memberikan

kelebihan kontribusi ~ pangan dalam komposisi gizi seimbang.

Kedua, aspek akses pangan. Gambaran aspek ini adalah tentang
kemudahan akses pangan masyarakat yang dipengaruhi tingkat daya beli
masyarakat. Stabilitas harga pada tingkat konsumen berbanding lurus
dengan stabilitas p asokan pangan, baik yang berasal dari produksi dalam
daerah atau yang berasal dari luar daerah. Pasokan beras di Lampung Barat
tahun 2022 adalah 132.556 ton (129.556 ton produksi dalam daerah, 3.600
ton produksi luar daerah) dengan harga rata -rata beras me dium sebesar

Rp.10.350/Kg. secara kuantitas harga beras mengalami penurunan sebesar
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Rp.200/Kg , tapi hal ini tidak berpengaruh pada gejolak harga pangan karena
diimbangi dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Ketiga, aspek pemanfaatan pangan. Jumlah konsumsi energi sebesar
4127 kal/lkap/hr dan konsumsi protein sebesar 96,7 gr/kap/hr
menunjukkan kondisi bahwa pemanfaatan pangan secara kuantitas telah
terpenuhi.  Skor PPH ketersediaan yang meningkat juga menunjukkan
kondisi keb eragaman pola konsumsi pangan masyarakat Lampung Barat
sudah mengarah pada pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman
dan halal. Kondisi ini terjadi karena semakin berkembangnya kelompok
masyarakat yang menggalakkan pemanfaatan pekarangan rumah seba gai
sumber pangan beragam dan seimbang bagi keluarga. Agar secara kualitas
juga terpenuhi, ragam jenis pangan juga sangat diperlukan. Seperti kondisi
peningkatan konsumsi umbi, kacang dan sayur buah namun secara
bersamaan terjadi penurunan konsumsi pangan hewani. Hal ini yang
menyebabkan belum idealnya skor PPH secara kualitas.

Pada tahun terakhir RPJMD periode 2017 -2022 ini, status pekon yang
menjadi sasaran peningkatan ketahanan panga nada pada: 2 pekon berhasil
turun pada prioritas 2, dan 7 pekon ada pad a prioritas 3, selebihnya ada
pada status aman pangan. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang
akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk
mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan
gizi melalui arah dan reko mendasi kepada pembuat keputusan dalam

penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat

pusat dan daerah.

. iflal Penyerahan Bantua
Pekon Balak, Kec. Batu Brak, Kabupaten

b

Sy

bar 22. nyaluran badngan pangan masyarakat
Sumber: Laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022.

Gal

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam menguatkan
skor pola pangan harapan dilakukan  melalui beberapa program seperti

pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian
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pangan, peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dan
pengawasan keamanan pangan. Pemerintah daerah Lampung Barat
bertindak nyata dengan memberi ban tuan gabah pengisian lumbung di 6
pekon pada 6 kecamatan. F  asilitasi dan pembinaan masyarakat untuk dapat
mandiri dalam menyediakan pangan melalui pemanfaatan kebun atau lahan

sekitar rumahnya juga bisa menjadi opsi . Pemanfaatan lahan sempit
disekita r ruma h akhir -akhir memang sedan g menjadi tren di berbagai daerah
karena telah berhasil mewujudkan desa mandiri dengan lahan terbatas.

Maka Kabupaten Lampung Barat dengan anugerah tanah yang luas menjadi
peluang besar untuk  membentuk kemandirian pangan daerah ya ng sukses.
Bukan hanya padi, berbagai jenis tanaman dapat ditanam untuk membantu
ketahanan pangan masyarakat sesuai dengan kontur tanah pada masing -
masing wilayah kecamatan. Pemerintah tentu terus mendampingi dan
memfasilitasi pengetahuan, teknologi dan ba ntuan alat pertanian yang
dibutuhkan.

! l pemanfatan pekarangan
£5,08846, 104,09593, 8742m, 117°

A %11 Des 201940.17.27

Gambar 23. Contoh pemanfaatan pekarangan rumah dan promosi produk pangan
lokal hasil olahan
Sumber: LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih harus mendorong
peningkatan produksi pangan, pemenuhan pangan masyarakat miskin,
memperkuat cadangan pangan, memperkuat kelembagaan pangan, dan kerja
sama yang sinergis berbagai perangkat daerah untuk mengarahkan kegiatan
yang bersifat padat karya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Selain untuk mencapai target akhir RPJMD, upaya -upaya ini
lebih penting untuk menjaga stabilitas ketahanan pa ngan masyarakat.
Kecukupan pangan merupakan salah satu hak asasi yang layak dipenuhi,

sekaligus mendukung stabilitas negara. Hal ini karena kekurangan pangan
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dapat memicu kelaparan, kemiskinan, dan kurangnya gizi pada generasi
muda sehingga tidak dapat tum buh optimal. Dampaknya tentu kepada
kemajuan dan ketahanan negara. Maka pertahanan pangan bukan hanya
soal urusan ekonomi, melainkan juga memiliki fungsi sosial dan po litik baik
nasional dan global.

Padi memang merupakan sumber makanan pokok masyarakat
Lam pung Barat, namun  konsumsinya melampaui standar ideal. Konsumsi
energi dari kelompok minyak dan lemak juga melebihi standar ideal,
sementara kelompok pangan lainnya juga masih ada gap. Berikut ini adalah

tabel pola pangan harapan aktual Kabupaten Lampung B arat tahun 2022.

Tabel 45. Tabel pola pangan harapan aktual Kabupaten Lampung Barat tahun 2022

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Kelompok Skor
No. % Skor | Skor | Skor
Pangan i 0 v
9 Kalori % AKE®) Bobot Aktual | AKE | Maks Gap | PPH
2022
1, | Padi- 1161.2 | 52.8| 54.0 05| 26.4| 27.0| 250| 20| 250
padian
o, | Umbi- g81.8| 37| 38| 05 19| 19| 25|-06| 1.9
umbian
3. | Pangan 2216 | 10.1| 10.3 20| 202| 206| 240/ -3.4| 206
Hewani
4. | Minyak 371.7| 169| 173| 05| 85| 86| 50| 36| 50
dan Lemak
5. | Buah/Bii 247! 11| 11| os5| 06| 06| 10|-04| o06
Berminyak
6. | Kacang- 1184 | 54| 55| 20| 108| 11.0| 100| 1.0| 10.0
kacangan
7. | Gula 501| 23| 23| 05 11| 12| 25|-13] 12
g, | Sayurdan 113.7| 52| 53| 50| 259| 26.4| 300 -36| 26.4
Buah
9. | Lain -lain 549| 25| 26| 00| 00| 00| o00| 00| 00
Total 2198.1 |100.0 |102.2 | 115 | 952 | 97.4 |100.0 90.7

Keterangan= *) Angka Kecukupan Energi (AKE): 2150,0 kkal/kapita/hari
Sumber: LK]jIP Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022.
Meski secara keseluruhan konsumsi energi telah cukup baik (berdasar
skor PPH), namun Kketimpangan terjadi pada keberagaman pangan
masyarakat. Hal ini tentu harus segera diatasi mengingat tidak ada satu
jenis makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan giz i yang
diperlukan tubuh manusia. Setiap kelompok sangat dibutuhkan oleh tubuh
manusia untuk saling melengkapi kebutuhan gizi.
Oleh karena hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat

menyadari tidak akan bisa memberi bantuan pangan terus menerus. Maka
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pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan pangan mandiri bagi

masyarakat Lampung  Barat. Memberi  pengetahuan, pelatihan,

pendampingan, bantuan sarana prasana dan biaya modal untuk masyarakat

dapat memanfaatkan lahan sekitar rumah atau ladang yang dimi liki

sehingga menjadi sumber keter cukupan gizi dan bahkan juga menjadi
sumber pendapatan ekonomi. Pemerintah berupaya untuk membantu
masyarakat menambahkan diversifikasi tanaman pangan, tujuannya adalah
menyeimbangkan gizi masyarakat.

Ketersediaan pangan m asyarakat harus dijamin oleh pemerintah, ini
merupakan pemenuhan hak dasar manusia. Ketersediaan pangan ini harus
berjalan beriringan dengan ketercapaiannya oleh masyarakat. Ketersediaan
pangan yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat sama dengan
menjauh kan masyarakat dari ketercukupan pangan. Kemudahan akses
pangan masyarakat dipengaruhi oleh tingkat daya beli masyarakat terhadap
komoditi pangan. Kestabilan harga pangan ditingkat masyarakat tidak lepas
dari kestabilan pasokan pangan baik yang berasal dar i produksi dalam
daerah atau dari luar daerah.

Beberapa kendala terjadi dalam implementasi upaya peningkatan
ketahanan pangan tahun 202 2, kendala ini disadari dan menjadi bahan
evaluasi memperbaiki kinerja ditahun selanjutnya . Berikut ini adalah
beberapa kendala kinerja tahun 202  2:

a) Masih banyak jenis bahan pangan yang belum mampu dipenuhi dari
produksi dalam daerah tapi masih diimpor dari luar daerah seperti daging
ayam, telur, kacang -kacangan, dan lainnya;

b) Ketersediaan data kurang tepat waktu;

c) Kurang optim alnya sarana dan prasarana petugas pemantau harga
pangan pokok strategis;

d) Tingkat daya beli masyarakat Lampung Barat yang belum baik dan
cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan;

e) Harga pangan di Kabupaten Lampung Barat cenderung tinggi akibat
tingginya biaya transportasi bahan pangan dari pusat produksi terutama

pangan yang diimpor dari luar daerah.

Saran yang dapat dikemukakan untuk perbaikan pencapaian tujuan
dan sasaran yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

Lampung Barat di masa mendatang adalah:
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a) Berkoordinasi dengan instansi teknis dalam upaya peningkatan produksi
komoditas yang mendukung energi dan protein dan hewani;

b) Sosialisasi dan promosi terkait dengan ketersediaan energi dan protein di
tingkat rumahta ngga;

c) Melengkapi sarana dan prasarana petugas pemantauan harga;

d) Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Kominfo untuk
mengadakan portal perkembangan harga pangan pada situs resmi atau
portal Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sehingga masya rakat dapat
mengakses perkembangan harga setiap hari;

e) Meningkatkan koordinasi dnegan stakeholder terkait untuk mendukung
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;

f) Meningkatkan pembinaan, publikasi dan kampanye di berbagai media.

Sasaran Strategis 16 Meningkatnya PDRB Sub Sektor padi , Peternakan,
Perburuan dan Jasa Pertanian
Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran ini terdiri dari 3 sub sektor yaitu sub sektor
perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor pertanian. Akumulasi
ketiga sub se ktor ini menjadi nilai peningkatan PDRB sub sektor pertanian,
peternakan, pemburuan dan jasa pertanian. Realisasi kinerja tahun ini
masih menggunakan data tahun 202 1, yaitu sebesar Rp.664.285.584,67,
lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022, yaitu sebesar
Rp.3.834.317 . Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2020
dan 2021, serta target akhir RPIJMD.

Tabel 46. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 da n 2021 serta target akhir

RPIJMD
. - o . Target Akhir
Indikator Kinerja Realisasi 2020 Realisasi 2021 RPJMD
PDRB sub sektor
pertanian,
peternakan, Rp.3.210.775,66 Rp.664.285.584,67 Rp.3.834.317
perburuan dan jasa
pertanian
Sumber: diolah tim, 202 3.
Berikut ini adalah capaian masing -masing sub sektor yang

mendukung peningkatan PDRB sub se ktor pertanian, peternakan,

perburuan dan jasa pertanian:
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a) Perkebunan dan Peternakan

Sektor perkebunan di Lampung Barat adalah sektor yang san gat
potensial untuk dikembangkan. Komoditas unggulan salah satunya
adalah kopi. Lampung Barat menjadi daerah penghasil kopi terbesar di
Provinsi Lampung. O leh karena hal tersebut, komoditas kopi memiliki
peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Selain kopi,
komoditas lainnya yang juga termasu k dalam kategori dirumuskan dalam
rencana strategis pencapaian PDRB perkebunan adalah lada, kakao,
kayu manis, kelapa dalam, cengkeh, aren, dan kemiri. Kopi dan
komoditas lainnya telah mem  beri nilai tambah PDRB sektor perkebunan
pada tahun 202 2 sebanyak Rp.1.089.450,02. Realisasi ini lebih rendah
dari angka yang ditarget sebesar Rp. 1.283.989,31 , sehingga capaian
kinerjanya adalah 84,85 %. Secara nominal, realisasi tahun 2022 ini sama
dengan realisasi tahun 2021, namun secara persentase menurun. Hal ini
berarti PDRB sektor perkebunan mengalami  stagnansi, ini juga berarti
bahwa target akhir RPIJMD tercapai sebesar 84,85%.

Selain sektor perkebunan, pemerintah Lampung Barat juga
mengembangkan sektor peternakan sebagai salah satu upaya
pemenuhan kebutuhan daging bagi masyarakat Lampung Barat. Saat ini
pemerintah sedang konsentrasi pada pengembangan ternak sapi potong
untuk men yeimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, selain dari beberapa
ternak yang sudah banyak dipelihara masyarakat. Pada tahun 202 2, sub
sektor peternakan telah merealisasikan penambahan PDRB sebanyak
Rp.87.943,92 atau tercapai 86,48 % dari angka yang ditargetkan s  ebesar
Rp.101.695,95 . Capaian ini menurun sebesar 5,42% dari tahun 202 1,
artinya PDRB sektor peternakan masih mengalami pertumbuhan negatif
setelah pada tahun 2021 juga tumbuh negative 14,19% dari tahun 2020
Maka capaian target akhir RPJMD juga telah sampai pada angka 86,48%.

Berikut ini adalah grafik perbandingan target dan realisasi PDRB

sektor perkebunan dan peternakan tahun 2020 , 2021 , dan 2022.
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Grafik Target dan Realisasi PDRB Perkebunan
dan Peternakan
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Grafik 15. Perbandingan target dan realisasi PDRB perkebunan dan peternakan
tahun 2020, 2021, dan 2022
Sumber: Laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat
tahun 202 2, diolah tim, 202 3.

b) Tanaman Pangan dan Hortikultura

Komoditas pangan merupakan sektor yang selalu dibutuhkan
manusia, terlebih konsumsi di Indonesia sangat besar. Bahan pangan
diperoleh dari hasil penanaman tanaman pangan pada lahan pertanian.
Pertanian adalah sektor yang hampir separuh jumlah rakyat Indone sia
bekerja didalamnya. Maka pemerintah berkomitmen untuk membina
ruang perekonomian sektor pertanian. Hal ini karena sektor pertanian
mampu menjadi pondasi kuat dalam mendukung ekonomi daerah dan
negara.

Kelompok tanaman yang termasuk da dalam komoditas p angan
adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura non tanaman hias dan
kelompok tanaman lain penghasil bahan baku produk pangan. Tanaman
pangan yang menjadi sumber kehidupan manusia ini dikelompokkan
berdasarkan umur menjadi tanaman semusim dan tanaman tah unan.
Pada tahun 202 2, sektor tanaman pangan dan hortikul tura telah
memberi nilai tambah PDRB sebesar Rp.2.024.351.790.000 . Realisasi ini
belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar
Rp.2.167.324.910.000, sehingga capaian kinerjanya adalah 9 3,40 %.

Capaian kinerja ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021.
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Berikut ini adalah grafik perbandingan target dan capaian PDRB se ktor

tanaman pangan dan hortikultura tahun 2018 sampai dengan 2022.

PDRB TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

2,167,324,910,000 2,167,324,910,000
2,128,734,969,400

2,066,732,980,0(852,106,350,000
2,024,351,790,000

1,988,208,300,000 1,991,679,361,410
1,966,887,780,000

1,861,669,220,000

2018 2019 2020 2021 2022
Target  Realisasi
Grafik 16. Perbandingan target dan realisasi PDRB TPH Tahun 2018 -2022

Sumber: Laporan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung
Barat tahun 2022, diolah tim, 202 3.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Perkebunan dan Peternakan
Lahan -lahan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat didominasi
oleh tanaman kopi (52.914 Ha) , disusul lada (6.931 Ha) , kakao (1.609
Ha), kayu manis (640 Ha) , kelapa dalam (453Ha), cengkeh (804Ha), aren
(392Ha) , dan kemiri (97Ha). Kopi robusta merupakan komoditas
perkebu nan yang sangat mendominasi di Kabupaten Lampung Barat dan
menjadi salah satu produk unggulan serta merupakan sumber
pendapatan utama bagi masyarakat Lampung Barat. Areal pertanaman
kopi tersebar di seluruh wilayah k ecamatan dan budi daya kopi robust a
telah diusahakan secara turun temurun oleh masyarakat Lampung
Barat. Selain komoditas kopi, komoditas aren juga merupakan Produk
Unggulan Daerah (PUD) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Bupati
Lampung Barat Nomor B/336/KPTS/III.2/2014, tanggal 11 September
2014 tentang Produk Unggulan Daerah (PUD) Kabupaten Lampung Barat.
Produk kopi robusta Lampung Barat telah mendapat Sertifikasi
Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada

tanggal 13 Mei 2014 dengan nama o$el@PRI ROBU.
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itu perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat juga telah ditetapkan

sebagai Kawasan Perkebunan Kopi Nasional berdasarkan Keputusan
Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2016

tanggal 16 Januari 2016 sehingga menunjukkan keberadaan per kebunan
kopi di Lampung Barat sangat menentukan eksistensi perkopian
nasional. Pengakuan ini tentu menjadi  bukti bahwa kopi merupakan daya
ungkit utama perekonomia daerah Lampung Barat. Namun beberapa
komoditas mengalami penurunan produksi di tahun 202 2 dari tahun

sebelumnya, yang paling signifikan adalah kakao .

Tabel 47 . Perkembangan komoditas perkebunan  Lampung Barat

TAHUN 202 1 TAHUN 202 2 Peningkatan/

NO KOMIDITI Produksi (Ton)  Produksi (Ton) penurunan ( ton )

1 Kopi Robusta 44.866 56.054,4 11.188,4
2 Lada 3.097 3.061,6 -354
3 Kakao 1.878 1.093,7 -784,3
4  Kayu Manis 547 608,3 61,3
5 Kelapa Dalam 549 459,4 -89,6
6 Cengkeh 75 125,1 50,1
7 Aren 367 297,9 -69,1
8 Kemiri 145 109,1 -35,9

Sumber: Laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2022.

Penurunan produksi komoditas perkebunan ini menjadi catatan
penting bagi peme rintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas
tanaman pangan perkebunan dengan mengatasi beberapa permas alahan
yang menjadi penyebab penurunan hasil produksi komoditas perkebunan
seperti membina dan mendampingi intensifikasi dan peremajaan
tanaman k opi; mengoptimalkan fungsi SEKOLAH KOPI sebagai wadah
pendidikan non formal bagi petani, masyakat dan pelaku usaha kopi ;
peningkatan mutu dan nilai tambah melalui pembinaan pasca panen dan
pengolahan serta penyaluran bantuan UPH ; penyediaan bantuan  sarana
prasarana pertanian

Sementara pada  sektor peternakan, pemerintah mendukung

pengembangan ternak sapi potong sebagai salah satu komoditas

unggulan Kabupaten Lampung Barat sebagai upaya peningkatan
produksi dan produktivitas melalui peningkatan angka kelahiran dengan
perbaikan sistem perkawinan baik Inseminasi Buatan (IB) maupun kawin

alam, perbaikan manajemen pakan ternak serta peningkatan pelayanan

kesehatan hewan dengan  mengoptimalkan peran Puskeswan. H al ini
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sejalan dengan program  pemerintah pusat yaitu SIKOMANDAN (Sapi
Kerbau Ko modita Andalan n egeri) yang merupakan penyempurnaan dari
UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dimana
kegiatan pendukungnya antara lain adalah pelaksanaan IB dan
pelayanan informasi pasar ternak

Populasi ter nak yang saat ini ada di Lampung Barat adalah sapi ,
kerbau, kambing, domba, ayam buras, dan itik. Dari 6 jenis ternak ini,
menghasilkan produksi daging sebanyak 3.132.935 Kg dan produksi telur
sebanyak 2.161.535 Kg per tahun 2021. Populasi ternak yang ada
sekarang ini ada yang mengalami penambahan, ada pula yang mengalami

penurunan. Berikut ini adalah data perbandingannya.

Tabel 48. Perbandingan kom oditas peternakan di Lampung Barat

2020 2021

Populasi
1  Sapi(ekor) 8.063 7.500 -6,98%
2  Kerbau (ekor) 375 380 1,33%
3 Kambing (ekor) 81.780 80.600 -1,44%
4  Domba (ekor) 6.413 6.450 0,58%
5  Ayam Buras (ekor) 2.300.900 2.301.000 0,00%
6 Itk (ekor) 68.626 68.900 0,40%
Produksi
1 Daging (Kg) 3.127.000 3.132.935 0,19%
2 Telur (Kg) 2.160.000 2.161.535 0,07%
Sumber: Laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2021.
Populasi ternak sapi dan kambing mengalami penuruan,
sementara populasi ternak lainnya mengalami peningkatan. Kabupaten
Lampung Barat belum terdapat perusahaan breeding maupun feedloter

yang mengelola ternak besa r secara intensif dan profesional. Ternak yang
ada merupakan ternak masyarakat yang pemanfaatannya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Kebijakan pemerintah diikuti dengan upaya pembinaan yang
intensif dari petugas Dinas Perkebunan dan Peternak an Kabupaten
Lampung Barat serta pelaksanaan pengobatan dan vaksinasi yang dapat
meningkatkan produktivitas ternak. Pada hakikatnya , Upaya kesehatan

termasuk kesehatan hewan, merupakan tangg ung jawab bersama dalam
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rangka meningkatkan ketahanan pangan dan k esehatan melalui status
kesehatan hewan nasional dan pengendalian Penyakit Hewan Menular
(PHM) sehingga mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas
hewan yang meningkat secara optimal.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah kesehatan hewan
adalah dengan membentuk Puskeswan. Disamping pelayanan kesehatan
hewan dan reproduksi yang bersifat individual, Puskeswan juga
mengemban amanah yang bersifat publik yakni pengendalian dan
pembera ntasan penyakit hewan. Dalam hal ini Puskeswan merupakan
ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kasus dilapangan
sehingga dapat melakukan deteksi dini, pelaporan dini dan respon dini
(early warning system ). Diharapkan kasus penyakit hewan menular dap at
dikendalikan dan tidak menyebar serta dapat dibebaskan kembali.

Dinas Perkebunan dan Peternakan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik dengan mengedepankan Pusat Kesehatan
Hewan (Puskeswan) dalam pelayanan kesehatan hewan yang berjumlah 6
(enam) Puskeswan untuk melayani 15 Kecamatan se -Kabupaten
Lampung Barat. Masyarakat dapat datang membawa hewan ternaknya
ke Puskeswan pada jam Kkerja untuk mendapatkan pelayanan
pengobatan, vaksinasi dan konsultasi kesehatan hewan. Model pelayanan
ini kami sebut sebagai pelayanan pasif . Selain model pelayanan pasif |,
Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melaksanakan model pelayanan
aktif yaitu mendatangi peternak dan pemilik hewan peliharaan dari
kandang ke kandang melalui permohonan masyarakat secara
berkelompok  maupun melalui komunitas  -komunitas pecinta hewan
ternak.

Dalam upaya untuk mencapai target PDRB sektor perkebunan dan

peternakan yang telah ditetapkan t elah merumuskan suatu kerangka

fikir dalam meningkatkan pendapatan petani yaitu kerangka f i kir oPetani

Ma k mur 6 s e b agapmbamdabawah ini.
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Gambar 24. Kerangka pikir petani makmur

Sumber: Laporan kinerja Dinas Perkebunan dan Peternakan tahun 2021.

Program petani makmur bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan yang didukung peningkatan produktivitas dan pendapatan
petani.

Program ini adalah kerja  sama lintas sektor, pemerintah, swasta

dan masyarakat bersama -sama berupaya mewujudkan peningkatan

pert anian.

Jika melihat hasil kinerja sektor perkebunan dan peternakan yang
merupakan produk pangan masyarakat, maka kinerja Dinas Perkebunan
dan Peternakan ini beririsan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas
Kesehatan. Peningkatan produksi komoditas perkebu nan dan peternakan
berarti bahwa ketersediaan pangan masyarakat tercukupi, begitu juga

sebaliknya, penurunan hasil produksi akan berpengaruh terhadap

ketersediaan pangan masyarakat. Sementara kebergaman komoditas

pangan dan ketersediaan daging dari beberap a jenis ternak terutama sapi

berdampak pada kualitas pangan. Pangan yang berkualitas bearti

memiliki kandungan gizi tidak didominasi oleh

karbohidrat.

Kendala yang dihadapi Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam

yang seimbang,

pencapaian sasaran pada Tahun 2021 ini antara lain adalah:
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1) Ketepatan waktiu pelaksanaan kegiatan kurang dapat dipenuhi
dikarenakan kendala jumlah dan kemampuan sumber daya manusia
petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan yang terbatas ;

2) Terbatasnya jumlah sumberdaya manusia yang sesuai dengan basis
pendidikan untuk bekerja di Dinas Perkebunan dan Peternakan;

3) Kondisi iklim yang kurang mendukung sehingga menghambat
realisasi kegiatan.

Maka untuk meningkatkan pencapai an sasaran pada tahun
mendatang, rekomendasi yang  disarankan adalah :

1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam rangka
pencapaian sasaran sebagai bagian Sistem Akun tabilitas Kinerja
Pemerintahan (SAKIP) agar dilakukan secara berkala setiap bulan
dan triwulan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat tepat waktu dan
setiap kendala yang dihadapi dapat sege ra diselesaikan jalan
keluarnya;

2) Potensi sumberdaya manusia khususnya petugas perlu untuk terus
diberdayakan sehingga dapat berperan secara optimal dalam
mendukung pembangunan perkebunan serta pemberdayaan ekonomi
petani. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas

melalui diklat -diklat fungsiona |.

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang
harus dipenuhi setiap saat untuk menghasilkan energi, sehingga bisa
beraktifitas dengan bebas. Pangan biasanya bersumber dari hayati dan
air baik yang diolah atau tidak diolah yang biasanya disebut tanaman
pangan. Tanaman pangan menghasilkan banyak nutrisi penting bagi
tubuh seperti karbohidrat kompleks dan protein. Padi adalah pangan
utama masyarakat Indonesia. Selain itu ada gandum dan jagung, serta
umbi -umbian dan kacang -kacangan. Sebagai negara agrari, tanaman
pangan cukup mudah ditanam di berbagai wilayah di Indonesia.

Lampung Barat juga merupakan daerah yang menanam tanaman
pang an untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam daerahnya. Namun,
secara PDRB, target kinerja PDRB sektor tanaman pangan dan

hortikultura tidak tercapai, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya
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1) Penurunan produksi padi sebagai komoditas utama sub sektor

tanam an pangan. Penurunan terjadi dari total produksi 104.318 ton

tahun 202 1 menjadi 85.644 ton di tahun 202 2. Penyebabnya karena

berkurangnya baku lahan sawah sebagai saran lahan produksi , dari

luas lahan 21.088 Ha di tahun 2021 berkurang menjadi 19.144 Ha di

tahun 2022 . Tingginya kebutuhan modal biaya dalam usaha tani padi

dan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk bersubsidi

menjadi dasar berkurangnya lahan baku sawah. Tingginya modal

biaya ini berkolerasi dengan naiknya harga sarana produksi di t ahun

2022. Terlebih, pupuk bersubsidi tidak dapat diandalkan untuk

memenuhi kebutuhan budidaya padi karena kuota subsidi pupuk

tahun 2022 hanya 20% dari kebutuhan.

Kondisi baku lahan sawah kedepan akan semakin mengkhawatirkan

seiring bertambahnya jumlah pe  nduduk dan kegiatan ekonomi yang

lebih menguntungkan dibandingkan sawah . Alih fungsi lahan menjadi
lahan permukiman, usaha selain pertanian, dan kolam ikan menjadi
ancaman serius. Meskipun kondisi lahan sawah semakin terbatas,
pada tahun 2022 Pemerintah Ka bupaten Lampung Barat tetap
melakukan upaya -upaya dalam menjaga produksi padi melalui
beberapa Langkah diantaranya:

a. Menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Lampung Barat tahun
2021 nomor 3 tahun 2021 tentang perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjuta n;

b. Pemeliharaan dan pemanfaatan secara maksimal infrastruktur
irigasi yang tersedia;

c. Membangun jalan usaha tani di Kawasan tanaman pangan
sebanyak 1 unit sepanjang 1 Km untuk memperlancar mobilisasi
sarana produksi;

d. Pemeliharaan dan pemanfaatan  alat mesin pertanian yang tersedia
dengan maksimal;

e. Pelaksanaan gerakan pengendalian Organisme Penganggu
Tanaman (OPT) padi melalui gerakan masal bersama petani atau
pembinaan peningkatan pengetahuan petani melalui sekolah
lapa ng dan mengadakan stok pestisida dalam rangka pengamanan

produksi;
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f. Pengembangan pupuk organik untuk tanaman padi dengan tujuan
menjaga dna mengembalikan unsur hara tanah yang dibutuhkan
tanaman dan mengantisipasi kelangkaan pupuk anorganilk.
Pengembangan p upuk organik dilakukan melalui sekolah lapang
pengembangan pupuk organik skala kelompok di 2 kelompok tani ;

g. Pengembangan budi daya pagi denfam IP3 seluas 12 Ha.

2) Turunnya produksi sayuran dan buah semusim pada sub se ktor
hortikultura dari 45.187 ton pada tahun 202 1 menjadi 42.264 ton di
tahun 202 2, penyebabnya adalah

a. Berkurangnya luas panen dari 3. 214 Ha tahun 202 1 menjadi
3.027 Ha ditahun 202 2;

b. Harga sayuran rendah, imbas hukum permintaan dan pnawaran.

Hasil produksi  sayuran tidak terserap di pasaran baik lokal
maupun di luar Provinsi Lampung. Ketersediaan barang tidak
diikuti oleh permintaan barang sehingga harga turun;

c. Kenaikan biaya operasional khususnya pupuk yang kenaikan
harganya mencapai 100% -150%. Hal ini ber imbas dengan
ketersediaan permodalan petani hortikultura. Modal yang terbatas
dengan harga sarana produksi meningkat menyebabkan
berkurangnya dosis pupuk dan obat -obatan yang diberkan ke
tanaman yang mengakibatkan penurunan tingkat produksi

tanaman;

Sementara itu, untuk produksi tanaman hortikultura tahunan
mengalami peningkatan, dimana produksi tahun 202 1 sebesar 42.861
ton menjadi 44.638 ton pada tahun 202 2. Secara umum pencapaian

produksi hortikultura tahunan ini  didukung oleh:
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1) Bantuan sarana produ Kksi cabe rawit dengan budi daya tumpeng sari
seluas 15 Ha;

2) Pengembangan Kawasan sayuran (cabe besar) seluas 20 Ha.

3) Pengembangan kawasan bawang merah seluas 20 Ha;

4) Pemasyarakatan dan Pengembangan kawasan buah -buahan melalui
bantuan bibit buah -buahan yang tersebar di 15 kecamatan sebanyak
3.750 batang.

Memperhatikan penataan ruang dan wilayah Kabupaten Lampung
Barat, dimana penggunaan lahan yang dapat dikelola hanya 40% dari
total luas wilayah , keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan
mem butuhkan upaya -upaya yang tepat guna dalam rangka
melaksanakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan tidak
berdampak merusak lingkungan. Beberapa tantangan yang berpotensi
muncul dan perlu menjadi perhatian dalam implementasi program untuk
mencapai sasaran peningkatan PDRB sektor tanaman pangan dan
hortikultura  adalah:
1) Bertambahnya jumlah penduduk;
2) Dampak iklim ekstr em terhadap pelaksanaan budi daya;
3) Jumlah produksi pertanian tinggi yang tidak diimbangi kualitas

produk;

4) Daya dukung lahan yang  semakin berkurang;
5) Teknologi inovatif terkini dibidang pertanian;
6) Lemahnya kapasitas dan kemampuan kelembagaan tani dalam

manajemen usaha tani.

Sementara itu, potensi peluang yang dimiliki Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura adalah:
1) Peningkatan produksi pertanian dalam rangka mengimbangi
kebutuhan pangan;
2) Peningkatan kemampuan petugas dan petani antisipasi dampak iklim;
3) Peningkatan mutu d an kualitas produk pertanian;
4) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
5) Pengembangan pertanian organik;

6) Teknologi inovatif terkini ramah lingkungan dibidang pertanian.
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17. Sasaran Strategis 17 Meningkatnya pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor perikanan
Capaian Kinerja

Sektor perikanan adalah potensi yang sangat menjanjikan dan
mampu membantu peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten
Lampung Barat . Hal ini dapat terlihat dari potensi lahan darat yang dapat
dikembangkan untuk budidaya kolam seluas 5.584 Ha dengan tingkat
pemanfaatan saat ini mencapai 2.429 Ha. Sementara potensi lahan untuk
mina padi adalah 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan 452 Ha. Potensi
perairan umum di Kabupaten Lampung Barat yang menjadi fokus
pengembangan perikanan budidaya adalah perairan umum danau ranau,
atau disebut dengan Keramba Jaring Apung (KJA). Potensi luasnya 413 Ha,
namun pemanfaatannya baru sebesar 84 Ha. Dalam men gupayakan

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya,

digunakan i ndikator pertumbuhan produksi perikanan untuk mencapai
sasaran startegis ini . Potensi perikanan di Lampung Barat meliputi
perikanan budidaya (budidaya darat dan pera iran umum) dan  penangkapan

ikan perairan umum.

Jika melihat indikator petumbuhan produksi perikanan yang
menggunakan persentase dalam pengukuran capaiannya, r ealisasi
peningkatan pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan tahun 202 2 adalah
18,25 % dari target 14 ,22%. Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan sejak
tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif , meski begitu
capaiannya selalu melebihi target . Tahun 2019, capaian sasaran ini
mencapai 122%, tahun 2020 mengalami penurunan sampai ke angka
106,85 %, meningkat lagi tahun 2021 sebesar 114%. Meningkat lagi di
tahun 2022 tercapai 128%.

Tabel 49. Pengukuran capaian sasaran strategis 17

Indikator Tahun 202 2
Kinerja Cara Perhitungan Target Realisasi Ca?;ol;m Predikat
Pertumbuhan . .
produksi (produksi 202 26prqduk3| 202 1)x 100 14,22 18.25 128 S_angqt
. Produksi 202 1 tinggi
perikanan
Sumber: Laporan kinerja Dinas Perikanan tahun 2022, diolah tim, 202 3.
Sementara jika melihat dari capaian PDRB sub sektor perikanan,

capaian kinerja tahun ini adalah 157,73%. Perbandingan realisasi sebesar
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311.818,32 dengan target yang ditetapkan sebesar 197.691,12. B erikut ini
adalah perbandingan target dan capaian indikator kinerja peningkatan
pertum buhan PDRB sub sektor perikanan tahun 2020, 2021 dan 2022 .

Tabel 50. Target dan capaian indikator kinerja peningkatan pertumbuhan PDRB
sub sektor perikanan tahun 2020 -2022

Indikator 2020 2021 2022
Kinerja
PDRB sub Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
sektor 160.605,87  239.012,66  180.391,57  283.434,75 197.691,12 311.818,32
perikanan

Sumber: Laporan kinerja Dinas Perikanan tahun 2021, RPJMD Lampung Barat

tahun 2017 -2022, diolah tim, 2022.

Tabel 50 menginformasikan bahwa realisasi tahun 2022 merupakan
capaian terbesar dibandingkan dengan tahun -tahun  sebelumnya.
Kenaikannya dari tahun 2021 adalah sebesar Rp.28.383,57 atau 0,61%.
Kenaikan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi budidaya/ pembesaran
sebanyak 583,65 ton atau senilai Rp.14.876,07 atau bertambah sebesar
5,8%. Pengaruh lainnya adalah harga jual rata -rata Rp.25.488/Kg dan
peningkatan produksi tangkap 128 ,7 ton atau mencapai Rp.3.146,20 atau
naik sebesar 21,9%.

Tahun 2022 sudah merupakan tah ap pembiasaan baru, dimana
covid -19 masih ada namun kasusnya tidak sebanyak 2 tahun sebelumnya.
Pemerintah sudah menghimbau bahwa seluruh elemen harus mulai
membiasakan diri terhadap kondisi baru pasca pandemi pada semua aspek.
Pendidikan, sosial, budaya,  kesehatan, bahkan juga lingkungan kerja mulai
menggeliat menunjukkan upaya untuk pulih dan bangkit. Salah satu upaya
membangkitkan perekonomian masyarakat adalah melalui dukungan pada
lapangan pekerjaan masyarakat berupa sarana prasana dan pendampingan
mas if.

Berdasarkan hasil analisa, produksi sektor budidaya pembesaran
merupakan yang paling besar memberi sumbangsih pada PDRB sub sektor
perikanan. Berikut ini uraian beberapa hal yang mempengaruhi
peningkatan capaian kinerja tahun 2022 , diantaranya:

a) Produks i perikanan tangkap perairan umum mencapai 714,90 ton
dengan harga rata -rata Rp.24.446/Kg sehingga nilai total mencapai
Rp.17.476,85;

161



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

b) Produksi perikanan budidaya/ pembesaran mencapai 8.940,05 ton
dengan harga jual rata -rata Rp.29.990/Kg sehingga nilai tota I
Rp.268.115,07;

c) Pembenihan mencapai 86.000.600 ekor dengan nilai rata -rata Rp.188/
ekor sehingga nilai total Rp.16.205,05;

d) Pengolahan hasil perikanan mencapai 111,42 ton dengan harga rata -rata
Rp.89.942/Kg sehingga nilai total mencapai Rp.10.021,35.

Menin gkatnya jumlah produksi perikanan meliputi kegiatan
penangkapan perairan umum dan kegiatan usaha budidaya ikan. Usaha
penangkapan ikan perairan umum tahun 2022 ditargetkan sebesar 573,97
ton dan terealisasi sebesar 714,90 ton atau mencapai 124,55%. Sedangk an
usaha budidaya ikan pada tahun 2022 ditargetkan 8.940,05 ton atau
mencapai 110,09% dari target 8.120,45 ton. Ada usaha mina padi dan
Keramba Jaring Apung (KJA) Danau Ranau yang juga berkontribusi
terhadap peningkatan produksi perikanan. Perairan danau r anau yang
memiliki potensi besar untuk menjadi lahan budidaya ikan , maka
pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi pemanfaatan danau ranau
untuk budidaya ikan dengan menambahkan unit keramba jarring apung
sebanyak 450 unit. Produksi rata -rata dapat men ingkat hingga 11,98 ton/

tahun atau 3,99 ton per silus per 4 bulan.

Produksi kegiatan budidaya ikan yang meliputi budidaya ikan di
kolam, budidaya di perairan umum KJA dan mina padi di dominasi oleh
ikan nila dan ikan mas. Hal tersebut karena kedua jenis ikan ini merupakan
yang paling diminati dan menjadi kearifan lokal ma syarakat. Sementara
ikan lain yang juga di budidaya namun kurang diminati masyarakat adalah
ikan nilem, ikan gurami, ikan tawes, ikan lele, ikan patin, dan ikan lainnya.
Sementara secara kedaerahan, Kecamatan Sumberjaya dan Kecamatan
Kebun Tebu merupakan 2  daerah mendominasi pengembangan perikanan
budidaya. Berikut ini adalah rincian jumlah produksi ikan berdasarkan
jenis budidaya tahun 2021 dan tahun 2022.
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Tabel 51 . Produksiikan berdasarkan jenis budi daya
Jenis Produksi Produksi (ton)
Tahun 2021 Tahun 2022
Budidaya perairan umum 6.209,42 5.393,78
Budidaya kolam 3.355,98 2.536,17
Mina padi 370,01 1.010,09
Jumlah 9.935,41 8.940,04

Sumber: Laporan kinerja Dinas Perikanan tahun 2022, 202 3.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam tahap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung
tercapainya sasaran ke 17 yaitu meningkatnya pertumbuhan PDRB sub
sektor perikanan , Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat menyusun
program -program yang ti dak hanya meningkatkan produksi perikanan,
melainkan juga fasilitasi, pemantauan, dan pelatihan dan pendampingan,
serta bantuan modal dan lapangan usaha.

Urgensi sub sektor perikanan dalam pembangunan daerah adalah
bahwa konsumsi ikan dapat membantu meningkatkan kecerdasan sumber
daya manusia. Konsumsi ikan dapa t membantu pencegahan stunting, yaitu
kurangnya asupan gizi anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (H PK).
Meski k asus stunting di Lampun g Barat tahun 202 2 mengalami penurunan
sebesar 6,1%, namun angka 16,6% masih merupakan angka yang cukup
tinggi dan harus menjadi perhatian serius dalam penanganannya.

Capaian kinerja PDRB sub sektor perikanan tahun 2022 yang
mencapai 157,73% ini memang dipengaruhi peningkatan produksi,
pengolahan dan pembenihan ikan, baik budidaya atau pena ngkapan
perairan umum. Namun ada 3 hal yang harus diperhatikan karena menjadi
pendukung pertumbuhan produksi perikanan, yai tu sebagai berkut:

1. Meningkatnya jumlah produksi olahan ikan yang menjadi salah satu
pendukung tingkat konsumsi ikan (TKI) masyarakat tahun 2022 dengan
target yang ditetapkan vyaitu 75% dari TKI nasonal. Target TKI
masyarakat tahun 2022 adalah sebesar 32Kg/ kapita/ tahun dan
tercapai sebesar 32Kg/ kapita/ tahun, sehingga realisasi TKI adalah
100%, terjadi peningkatan dari tahun 2021 yang capaian TKI nya
sebesar 31,20Kg/ kapita/ tahun;

2. Meningkatnya kelas kelompok budidaya ikan (Pokdakan), sebanyak 475

kelompok tersebar di 15 kecamatan. 101 kelompok merupakan
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kelompok kelas madya, 374 kelompok lainnya merupakan kelas pemula.
Pokdakan berperan penting dalam peningkatan produksi perikanan dan
TKI masyarakat;

3. PDRB sub sektor perikanan di dukung produksi dari perikanan
budidaya pembesaran, pembenihan, tangkap, dan pengolahan hasil
perikanan. Penyumbang hasil terbesarnya adalah dari budidaya
pembesaran hasil yang produksi terbesarnya berasal dari Kecamatan

Lumbok Seminung pada media keramba  jaring apung.

Gambar 25. Kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan
pembelajaran penangkar ikan asli perairan umum Indonesia

Sumber: Laporan kinerja Dinas Perikanan tahun 2021.

Peningkatan konsumsi ikan masyarakat La mpung Barat harus
dimulai dari p emerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan. Dimulai dengan
mengembangkan kapasitas pembubidaya ikan, langkah ini penting karena
sebagai petani pengetahuan manajemen dapat meningkatkan pen getahuan
dan keterampilan bagi pengembangan kelompok perikanan serta pemasaran
produk ikan. Beberapa petani mungkin memang telah memulai usaha
perikanan, namun dengan pemerintah turun tangan akan mampu
meningkatkan kapasitas pengelolaan dan hasil produksi perikanan petani.
Informasi tentang potensi lahan, cara mengelola lahan menjadi tempat
budidaya ikan, cara melakukan budidaya, pemasaran hasil panen, bahkan
juga pemutaran untung hasil panen sering luput dari pengetahuan
masyarakat awam.

Kabupaten Lampung Barat memang tidak lagi memiliki wilayah
kelautan, namun Indonesia tetaplah menjadi negara bahari. Perairan umum
Danau Ranau juga anugerah bagi ketersediaan konsumsi ikan dan sumber
pencaharian  masyarakat. Sehingga selain  perikanan  budidaya,
penangkapan i kan perairan umum juga menjadi komoditas menjanjikan.

Tercatat 475 kelompok budidaya ikan telah difasilitasi pembentukannya
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sampai tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan ketertarikan masyarakat
untuk menjadi pembudidaya ikan, selain juga berarti peningkatan k apasitas
pembudidaya ikan.

Potensi pengembangan sub sektor perikanan di 15 kecamatan sangat
potensial, baik budidaya maupun perairan umum. Oleh karena hal
tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan berkomitmen untuk
terus mendampingi dan mengambil peranan dalam hal ini. Ada seluas 5.584
Ha lahan yang bisa dikembangkan untuk budidaya kolam, sejauh ini baru
dimanfaatkan 2.429 Ha. Sementara potensi pemanfaatan mina padi ada
lahan seluas 13.710 Ha dengan tingkat pemanfaatan saat ini baru 452 Ha.
Selanjutnya budidaya keramba jarr ing apung danau ranau baru
memanfaatkan 84 Ha dari potensi lahan yang bisa dikembangkan seluas
413 Ha.

Kategori perairan umum meliputi perairan danau, sungai, waduk,
rawa, dan galian air lainnya, potensi penangkapan ikan perariran umum ini
didukung dengan adanya jumlah nelayan yang tercatat mencapai 2.307
orang, jumlah armada yang digunakan nelayan berupa perahu tanpa motor
(217 unit) dan perahu bermotor (59 unit). Produksi perikanan dari
penangkapan ikan perairan umum ini mencapai 714,90 ton di tahun 2022
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Gambar 26. Contoh kegiatan Pokmaswas; kegiatan pengembangan kapasitas
nelayan; kegiatan pembinaan, pembentukan, dan kelembagaan pembudidaya ikan.
Sumber: Laporan kinerja Dinas Perikanan tahun 202 2, diolah tim, 2023.

Bagian yang menjadi inti dari pelaksaan sebuah program adalah
pendampingan dan pemantauan sasaran program. Hal ini karena
kejenuhan mungkin terjadi, kompetensi perlu di upgrade , semangat perlu
didorong, inovasi perlu diciptakan, pasar hasil produksi ikan p erlu
diperluas, teknologi perlu diterapkan untuk efektivitas dan efisiensi, bahkan

strategi pemasaran produk perlu diganti. Maka konsistensi dan sinergi
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vertikal dan horizontal perlu dibangun dan dijaga. Secara vertikal,
Kementrian Kelautan dan Perikanan t elah menaruh komitmennya untuk
mendukung produksi perikanan dan peningkatan konsumsi ikan salah
satunya dengan menempatkan penyuluh perikanan di berbagai daerah di
Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Barat. Meski program -program
nya berasal langsung dari ~ KKP, namun penyuluh perikanan juga berperan
dalam menyalurkan bantuan pendukung produksi perikanan. Bukan
berarti berjalan berlainan arah dengan Dinas Perikanan, namun justru
saling melengkapi. Secara horizontal, Dinas Perikanan memahami betul
bahwa dampa k kinerjanya adalah membantu mengurangi angka stunting
yang termasuk dalam urusan kesehatan (Dinas Kesehatan). Selain itu,
optimalisasi potensi lahan budidaya perikanan juga menjadi lapangan kerja

masyarakat, pekon juga menjadi lebih berdaya.

Gambar 27. Penyerahan bantuan sarana prasarana perikanan tangkap dan
bantuan coolbox beserta kerangka besinya kepada penerima manfaat
Sumber: Laporan kinerja Dinas Perikanan tahun 202 2, diolah tim, 2023.

Pemberian bantuan oleh pemerintah daerah kepada nelayan atau
kelompok pembudidaya perikanan merupakan salah satu tindakan nyata

selain melakukan pembinaan dan pembentukan kelembagaan pembudidaya

perikanan. Kegiatan lainnya adalah gemar ikan, pembinaan dive rsifikasi
dan lomba cipta menu berbahan dasar ikan, restocking benih, dan
pendataan pengolah dan pemasar hasil perikanan. Selain untuk mencapai

target kinerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan, kegiatan -
kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dina s Perikanan tersebut juga
memberi dampak Panjang, diantaranya gerakan gemar makan ikan akan
menjadikan  kebutuhan gizi tercukupi, pendapatan nelayan dna
pembudidaya ikan bertambah, TKI meningkat, potensi lahan terkelola, dan

pendapatan daerah bertambah.
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18. Sasaran Strategis 18 Meningkatnya Pertumbuhan Industri Sektor
Pariwisata
Capaian Kinerja

Pariwisata adalah perjalanan atau perpindahan orang untuk
sementara waktu ke destinasi diluar tempat tinggalnya untuk rekreasi atau
liburan. Berada dalam bentang alam yang bergelombang dan berbukit,
Kabupaten Lampung Barat memiliki pesona alam yang menakju bkan.
Banyak destinasi wisata terbentuk alami berkat kuasa Tuhan. Potensi alam
ini mampu menjadi sumber daya perekonomian masyarakat sekitar tempat
wisata dan pemerintah daerah. Potensi pariwisata dikembangkan melalui
desa wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran,
melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan
kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri sektor
pariwisata, digunakan 2 i  ndikator kinerja yang akan membantu mencapai
target kinerja pertumbuhan industri pariwisata. Pertama, rata -rata lama
tinggal, yaitu jumlah hari atau malam yang dihabiskan wisatawan ditempat
rekreasi. Realisasi indikator kinerja rata -rata lama tinggal wisat awan ini
adalah 3 hari. Jika dibandingkan dengan target 3 hari, maka capaian
kinerja indikator ini adalah 100%. Realisasi ini juga meningkat
dibandingkan dengan realisasi tahun 202 1 yang rata -rata lama tinggal
wisatawan di Lampung Barat adalah 2 hari. Capaian ini menjadi bukti
bahwa kondisi semakin membaik, masyarakat dan pemerintah semakin
adaptif terhadap situasi pasca covid -19. Pembiasaan baru menuju kearah
penerimaan dan penyesuaian.

Indikator kinerja kedua adalah jumlah kunjungan wisatawan, yaitu

banya knya wisatawan nusantara dan internasional yang berkunjung di

destinasi -destinasi wisata Lampung Barat. Realisasi kunjungan wisatawan
nusantara di total semua destinasi Lampung Barat tahun 202 2 adalah
1.794.775 wisatawan, dengan 0 wisatawan internasional dari kunjungan

total di 3 9 destinasi wisata . Realisasi kunjungan wisatawan ini lebih banyak
dari target 1 8.161 wisatawan, sehingga capaian kinerjanya mencapai
9.882 %. caopaian ini meningkat drastis dari capaian tahun -tahun
sebelumnya selama periode RPJMD 2017 -2022. Berikut ini adalah
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perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021, dan realisasi akhir
RPJIJMD.
Tabel 52 . Perbandingan realisasi kinerjata  hun 2020 dan 2021, dan realisasi akhi r
RPJMD
Indikator Realisasi Realisasi Realisasi i?ﬁgjzn
Kinerja 2020 2021 Akhir RPIMD RPJIMD
BRG] 3 hari 2 hari 3 hari 100 %
lama tinggal
Jumlah
kunjungan 292.698 orang 153.414 orang 1'7042}1775 9.882 %
wisatawan 9

Sumber: diolah tim, 202 3.

Kedua ind ikator pertumbuhan industri pariwisata di Lampung Barat
ini kompak mengalami penurunan pada tahun 2021, masih karena dampak
pandemi Covid -19. Pembatasan sosial yang diperketat menyebabkan sektor
pariwisata lebih banyak tutup daripada dibuka untuk umum.
Perkembangan kedua indi  kator industri pariwisata di Lampung Barat dapat
dilihat dalam grafik dibawah ini.

Indikator Lama Tinggal Indikator Kunjungan
4 Wisatawan
e— 2000000
2 ././
1000000
0 0 @ & L
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
—@—Target Realisasi —@—Target Realisasi

Grafik 17. Perbandingan target dan realisasi indikator lama tinggal dan kunjungan
wisatawan tahun 2019 -2022.
Sumber: Laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tahun 2022,
diolah tim, 202 3.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Rata-Rata Lama Tinggal
Rata-rata lama tinggal wisatawan berpengaruh terhadap
peningkatan industri pariwisata. Hal ini karena semakin lama wisatawan
tinggal pada satu destinasi wisata, berarti semakin banyak biaya dan
akomodasi yang dikeluarkan wisatawan tersebut dan menjadi
pemasu kan bagi pengelola pariwisata. Ada 2 faktor yang mempengaruhi

lama tinggal wisatawan di destinasi wisata. Pertama, faktor dari tempat
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wisata. Meliputi 1) objek dan daya tarik wisatawan. Pemerintah dan
Pokdarwis tidak semena -mena menetapkan sebuah pemandangan
menjadi destinasi wisata yang patut dipasarkan dan dijadikan objek
wisata. Meski memiliki bentang alam yang bagus dan pemandangan asri

dapat dinikmati bahkan dari pinggir jalan, namun ada kategori yang

ditet apkan untuk dijadikan destinasi wisata. Objek yang ditetapkan
menjadi destinasi wisata di Lampung Barat sesuai dengan persiapan dan
analisis peluang pemasaran yang banyak dicari mas yarak at sebagai
tujuan rekreasi;

2) pemasaran, memanfaatkan berbagai media seperti media cetak
dan elektronik. Pemerintah Lampung Barat telah memanfaatkan media
elektronik untuk memasarkan budaya dan pariwisata Lampung Barat.
Kedua media ini masih dipilih karena masih ada kalangan masyarakat
yang membaca surat kabar cetak, sement ara pengguna media so sial
lebih banyak diisi oleh kalangan anak -anak muda. Meski telah banyak
dari masing -masing destinasi wisata di Lampung Barat memasarkan
destinasinya secara mandiri, namun pemerintah tetap melakukan
pemasaran secara keseluruhan destina  si wisata. Bekerjasama dengan
komunitas pariwisata dan tokoh publik, pemasaran pariwisata
dilakukan melalui video  grafi;

3) Fasilitas/ infrastruktur, jalan adalah fa ktor penting sebagai
akses menuju lokasi wisata. Tanpa jalan yang memadai, pengunjung
akan e nggan untuk mendatangi lokasi wisata karena pada dasarnya
banyak pengunjung bepergian ke lokasi wisata untuk rekreasi, sehingga
tidak ingin disulitkan dengan jalanan yang belum layak. Maka
pemerintah Lampung Barat melalui Dinas Porapar bersama dengan
Pokdarwis sekitar lokasi wisata dan bekerjasama dengan Dinas PUPR
membangun infrastruktur yang diperlukan sebagai penunjang
pariwisata. Pembangunan infrastruktur ini juga sangat memperhatikan
status alam, karena banyak diantaranya adalah bagian dari yang tidak
boleh dilakukan pembangunan beton demi menjaga kelestarian alam;

4) Tata laksana (pelayanan, keamanan, serta kenyamanan), hal ini
yang mendasari pemerintah memberdayakan Pokdarwis di sekitar lokasi
wisata untuk dapat mengelola tempat wisata dengan tetap menjaga

kelestarian alam. Bukan hanya manajemen pengelolaan tempat wisata
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yang menjadi fokus pemberdayaan, namun juga urgensi pengelolaan
wisata dan manfaat yang akan diperoleh warga sekitar; 5) tipe
akomodasi yang tersedia, meliputi akomodasi yang disediaka n pengelola
wisata. Seperti penginapan. Akomodasi ini meyesuaikan jenis pariwisata,
karena tidak semua pariwisata di Lampung Barat dibangun akomodasi
seperti penginapan. Kejelasan ketersediaan jenis akomodasi di lokasi
wisata ini sudah diinformasikan denga n jelas pada profil pariwisata agar
pengunjung dapat memahami dan mempersiapkan diri dalam
kunjungannya; 6) stabilitas daerah, pemerintah Lampung Barat
menjamin keamanan wilayah termasuk pada destinasi wisata yang tidak
jarang lokasinya berada sedikit jauh dari pemukiman warga.

Kedua, faktor dari wisatawan atau alasan berwisata. Alasan
berwisata biasanya ada 2, berekreasi dan kegiatan bisnis. Ada wisatawan
yang memang berniat melakukan perjalanan rekreasi, dan beberapa
lainnya berwisata ketika dalam perjala nan bisnis kemudian mampir
sebentar. Keduanya potensial. Pada destinasi wisata Lampung Barat
didominasi oleh alasan berwisata pertama. Banyak pengunjung dari
dalam daerah dan dari luar daerah yang menyengajakan diri bepe rgian
untuk melakukan rekreasi.

Peningkatan  kunjungan wisatawan tahun 2022 karena
pemerintah melalui Dinas Porapar telah melakukan promosi yang sangat
baik melalui media sosial, para pelaku usaha, dan komunitas Lampung
Barat. Sarana dan prasarana pariwisata juga telah dibenahi, terutama
destinasi yang menjadi kewenangan pemerntah daerah. Melalui program
pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan
destinasi pariwisata, pemerintah akan lebih mengutamakn fokus pada

objek wisata arung jeram dan Kawasan danau ranau di tahun kinerja

selanjutnya.

Gambar 28. Budaya sebagai salah satu destinasi wisat a Lampung Barat
Sumber: Dokumentasi Dinas Porapar, 2022.
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b) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Pariwisata menjadi identitas sebuah daerah, mengelolanya dengan
baik akan membuat banyak orang penasaran dan memutuskan
berkunjung untuk tujuan rekreasinya. Selain tentu saja memberi
pemasukan ekonomi bagi masyarakat sekitar destinasi dan pemerintah
daerah . Pemerintah Lampung Barat telah menyadari potensi pariwisata
yang dikandung bumi sekala bhak ini, pemerintah juga terus berupaya
mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata dengan tetap
menjaga  kelestarian alam. Beberapa program yang dilakukan
pemerint ah untuk meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata
adalah melakukan promosi pariwisata dan peningkatan daya tarik
destinasi pawisata . Kemajuan zaman telah membawa manusia pada
pesatnya penggunaan teknologi, dunia dalam genggaman adalah istilah
yang tepa t untuk menggambarkan betapa di masa sekarang ini semua
orang bisa dengan mudah mengakses banyak informasi dan bahkan
berkeliling dunia secara maya.

Pemerintah Lampung Barat memanfaatkan teknologi sebagai
sarana startegis untuk memasarkan destinasi wisata . Melalui media
sosial, masyarakat dapat melihat dan menikmati berbagai destinasi
wisata di Lampung Barat. Informasi -informasi penting seperti nama -
nama destinasi, lokasi, biaya tiket masuk, akses, bahkan fasilitas dapat
didapat oleh semua orang yang menga  kses internet. Jenis media sosial
yang saat ini paling masif dikalangan anak muda adalah Instagram. Oleh
karena hal tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Lampung
Barat juga aktif di media sosial tersebut. Tujuannya adalah untuk
mengenalkan dan me mpromosikan budaya dan pariwisata Lampung
Barat.

Selain melalui akun resmi Dinas Porapar, beberapa destinasi
wisata di Lampung Barat juga memiliki akun media sosial sendiri,
pengelolanya adalah masyarakat sekitar destinasi wisata atau Kelompok
Sadar Wisat a (Pokdarwis) yang biasanya diisi banyak anak muda. Sekali
lagi, pemuda berperan penting dalam pembangunan daerah. Pemerintah
melalui Dinas Porapar juga bergandeng tangan dengan komunitas
pariwisata. Banyak pemuda saat ini telah sukses di media sosial dan

memiliki banyak pengikut di dunia maya sehingga apapun yang
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dilakukan pemilik akun tersebut akan menjadi atensi banyak orang dari
berbagai daerah. Menggandeng komunitas atau individu traveller atau
penggiat wisata daerah sangat membantu mengenalkan dan
mem promosikan budaya dan wisata Lampung Barat.

Total destinasi wisata di Lampung Barat sampai dengan tahun
2021 adalah 3 9 destinasi wisata. Pengelolanya oleh Pokdarwis, melalui
program pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata oleh
pemerintah. Destinasi -destinasi wisata tersebut belum terkelola
semuanya, hal ini karena pengelolaan destinasi wisata yang tidak boleh
sembarangan dan membutuhkan modal penyediaan sarana prasarana
untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. Maka pemerintah
melalui program fasili tasi kegiatan pemasaran pariwisata, salah satunya
adalah membantu akomodasi penyediaan sarana prasarana di destinasi
wisata. Beberapa destinasi lainnya merupakan hasil rembug dan gotong
royong masyarakat pengelola destinasi wisata setempat.

Pada tahun 2019, destinasi wisata yang terkelola Pokdarwis ada
19 destinasi, meningkat di tahun 2020 dengan sebanyak 32 destinasi
terkelola Pordarwis. Kemudian pada tahun 2021, 35 destinasi terkelola
Pokdarwis. Sementara pada tahun 2022, jumlah pengunjung di 39
destinasi wisata terkelola paling banyak terjadi di bulan desember. Hal
ini karena momen libur sekolah, libur natal dan tahun baru memberi
dampak besar terhadap meningkatnya jumlah pengunjung di semua
objek wisata. Pemerintah terus berupaya memberi p endampingan agar
kesemua destinasi wisata dapat terkelola oleh Pokdarwis, sehingga
kelestariannya tetap terjaga dari sampah pengunjung yang dibuang
sembarang dan perusakan lainnya karena tidak adanya pengawasan dan
pengelolaan.

Destinasi wisata yang ada di  Lampung Barat ini terus berkembang
dan bertambah banyak jumlahnya karena kemampuan masyarakat dan
pemerintah melihat objek alam yang dapat menjadi destinasi wisata.
Selama tahun 202 2, tidak ada objek wisata yang jumlah total
pengunjungnya dalam satu tahun di bawah 500 wisatawan. Pengunjung
terbanyak ada di destinasi Kebun Raya Liwa yang mencapai 85.886

wisatawan. Selanjutnya ada wisata alam area jaya (rest area) dengan
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total pengunjung 29.523 wisatawan. Kemudian wisata alam pohon pinus
dengan total 23.598 wisatawan .

Pengembangan desa wisata adalah salah satu bentuk percepatan
pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong tran  sformasi
sosial, budaya, dan ekonomi desa. Oleh karena hal tersebut, melalui
program pengembangan destinasi wisata, pemerintah berko mitmen
untuk terus mendampingi dan memberdayakan masyarak at untuk
mengelola kawasan strategis pariwisata. Pengelolaan kawasan strategis
pariwisata yang diangkat dan dikembangkan ini akan memberikan nilai
tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan strategis
pariwisata . Kendala yang dihadapi dalam pertumbuhan industri
pariwisata ini adalah belum semua destinasi wisata terkelola oleh
Pokdarwis. Maka rekomendasi yang disarankan adalah pemerintah akan
melakukan pemberdayan, pendampingan dan monitoring kepada
masyarakat sekitar lokasi wisata agar mau dengan sadar dan tanggung

jawab melakukan pengelolaan destinasi wisata.

19. Sasaran Strategis 19 Meningkatnya Pertumbuhan Produk Domestik

Bruto (PDRB) Sektor Industri dan Perdagangan
Capaian Kinerja

Sasaran ini terdiri dari 2 sektor, yaitu industri dan perdagangan.
Perindustrian adalah salah satu sek tor perekonomian yang mem iliki potensi
memacu pembangunan ekonomi Lampaung Barat . Pembangunan ekonomi
daerah adalah proses pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya
yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah dan sektor
swasta untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang ke giatan
ekonomi di Lampung Barat. Sektor perindustrian menyerap tenaga kerja,
penyediaan bahan baku, pemasaran dan lainnya yang mendukung
berjalannya  sebuah industri. Maka sektor perindustrian berpotensi
membantu menurunkan tingkat pengangguran, meningkatka n pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara PDRB s ektor perdagangan menggambarkan besaran nilai
tambah ekonomi yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

Sektor perdagangan di Lampung Barat yang memberi nilai tambah
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pertumbuhan ekonomi da erah adalah perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor yang menyumbang 1 4,50% PDRB
Kabupaten Lampung Barat

Rata-rata capaian PDRB sektor perdagangan dan industri Lampung
Barat tahun 2021 adalah 1 22,85 %. Capaian ini berasal dari ¢ apaian kinerja
indikator PDRB sektor perdagangan sebesar 132,6 % dan capaian kinerja
PDRB industri sebesar 1 13,1%. Target kinerja PDRB perdagangan yang
tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja setelah reviu adalah sebesar
905,17 milyar rupiah, terealisasi sebesar 1.200,87 milyar rupiah . Capaian
ini mening kat 24,23 % dari capaian PDRB perdagangan Lampung Barat
tahun 202 1, sekaligus menjadi capaian akhir RPJMD. Sementara jika
dibandingkan dengan capaian PDRB Perdagangan Provinsi Lampung yang
sebesar 10.953,62 milyar, capaian Lampung Barat belum mampu
mengungguli. Gap nya semakin jauh jika dibandingkan realisasi kinerja
PDRB perdagangan nasional yang mencapai 19.588.445,60 milyar rupiah.

Capaian kinerja PDRB industri adalah 1 13,1 %, merupakan
perbandingan realisasi kinerja sebesar 413,49 milyar rupiah dengan target
kinerja 365,57 milyar rupiah . Capaian ini meningkat 1,32% dibandingkan
capaian PDRB industri  Lampung Barat tahun 202 1, menunjukkan bahwa
target target akhir RPJMD sudah tercapai . Sama dengan PDRB
perdagangan, PDRB industri Lampung Barat belum mampu mengungguli
capaian kinerja Provinsi Lampung yang PDRB industrinya mencapai

76.811,30 milyar rupiah  serta PDRB perindustrian nasional yang mencapai

3.228.155,20 milyar rupiah . Data capaian kinerja indi kator PDRB
perdagangan dan industri ini merupakan hasil statistik yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Berikut ini adalah

perbandingan realisasi tahun 2020, 2021, dan 2022 serta realisasi kinerja

Provinsi Lampung.

Tabel 53. Perbandingan realisasitahun 2020, 2021, dan 2022, serta realisasi
kinerja Provinsi Lampung Tahun 202 2

PDRB 870,03 juta 961,79 milyar 1.200,87 milyar 10.953,62 milyar
Perdagangan rupiah rupiah rupiah rupiah
PDRB Industri 377,0? juta 400,61_ milyar 413,49_ milyar 76.811,SQ milyar
rupiah rupiah rupiah rupiah
Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperindag Lampung Barat Tahun 202 2, diolah

tim, 202 3.
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Sektor perekonomian adalah sektor yang mengalami kontraksi paling
besar sejak terjadinya pandemi Covid  -19, maka pemulihan ekonomi menjadi
fokus pemerintah selain penangana  n dan pencegahan pandemi. Pemerintah
dan masyarakat harus mulai beradaptasi dengan pandemi dalam
berkegiatan sehari -hari. Hal ini karena pandemi yang belum juga hengkang
dari daerah Lampung Barat akan menyebabkan kemerosotan yang semakin
besar di bidang ek onomi. Oleh karena itu, kegiatan -kegiatan yang
mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dan pemerintah harus

dilakukan dengan proaktif.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) PDRB Perdagangan

Dalam mendukung peningkatan PDRB perdagangan, beberapa
kebijakan telah ditetapkan dan diimplementasikan kedalam program dan
kegiatan. Pertama, upaya penyediaan sarana prasarana distribusi
perdagangan. Pada tahun 2021, jumlah sarana prasarana distribusi
perdagangan telah berjumlah 2 unit. Sarana prasarana tersebut yaitu
berupa revitalisasi pasar rakyat berupa kios dan los pasar pemda
maupun penyusunan perencanaan revitalisasi dengan rincian:
rehabilitasi toko, nomenklatur pasar dan pembangunan pasar Simpang
Sari Kecamatan Sumber Jaya; rehabilitasi ringan kios hamtebiu
Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit

Kedua, stabilitas harga kebutuhan bahan pokok dan barang
penting ditingkat pasar desa . Laju pertumbuhan harga rata -rata tahun
2022 adalah 0, 037 %. Har ga bahan pokok dan barang penting yang
dianalisis fluktuasinya adalah harga ditingkat pasar rakyat/tradisional,
yang merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk
menstabilkan harga dengan harapan konsumsi masyarakat tetap naik
sehingga menaikkan nil ai tambah dari transaksi perdagangan di
Kabupaten Lampung Barat. Data capaian diatas menunjukkan bahwa
fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok dari tahun 2021 hingga tahun

202 2 tidak terlalu besar dan mencapai target kinerja yakni dibawah 5%.
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Gambar 29. Salah satu kegiatan stabilitas harga pasar
Sumber: Dokumentasi Dinas Koperindag, 2022.

Ketiga, perlindungan konsumen melalui program tertib niaga serta
mendorong dan memfasilitasi pemasaran produk koperasi dan UMKM.
Nilai tambah PDRB Sektor Perdagangan sangat ditunjang oleh
perputaran penjualan produk baik dari sektor perdagangan besar
maupu n eceran. Berdasarkan data, pelaku usaha di Kabupaten
Lampung Barat didominasi oleh pelaku usaha mikro, sehingga salah
satu upaya yang dilakukan adalah memberikan fasilitas perluasan
pemasaran produk UMKM melalui event promosi, yang diharapkan
mampu mendor ong kenaikan penjualan dan omset pelaku usaha
perdagangan mikro. Pada 202 2 terdapat 82 jenis produk UMKM yang
difasilitasi.

Keempat, persentase alat Ukur, Timbang, Takar dan
Perlengkapannya (UTTP) yang tertera sah. Perlindungan konsumen
merupakan hal strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah
derah, dalam hal ini Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan
Perdagangan selaku O PD yang diberi mandat melaksanakan urusan
perdagangan. Kepercayaan konsumen akan sangat mempengaruhi
keputusan konsumen untuk melakukan transaksi diwilayah Kabupaten
Lampung Barat ataukah tidak, oleh karenanya Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagan gan melaksanakan program perlindungan
konsumen berupa pelaksanaan Tera dan Tera ulang Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengakapannya. Pada tahun 202 2, sebanyak 9,3%
potensi UTTP telah dilakukan Tera dan Tera Ulang, mengalami kenaikan
244 % dari tahun sebelu  mnya.

Dalam hal pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian

dan Perdagangan juga sangat tergantung dengan crosscuting program
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dari instansi terkait, diantaranya perangkat daerah yang berada dibawah

lingkup Kement erian Pertanian ( Dinas Ketahanan P angan, Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan,

dan Dinas) dan anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten

Lampung Barat, dalam hal pelaksanaan pemantauan harga kebutuhan

pokok dan barang penting, serta pemantauan keterse diaan sembako dan

komoditas pertanian. Dalam hal pemasaran produk UMKM Dinas

Koperindag juga melaksanakan kerja sama pemasaran dengan Dewan

Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Lampung Barat, khususnya

UMKM kerajinan. Pencapaian PDRB perdagangan ini dipe ngaruhi

beberapa faktor, diantaranya:

1) Pengeluaran dan pendapatan masyarakat;

2) Kebijakan penghapusan PPKM oleh pemerintah pusat ;

3) Penjualan produk UMKM keluar daerah Kabupaten Lampung Barat ;

4) Upaya pemulihan ekonomi daerah yang digulirkan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat berdampak pada menggeliatnya kembali
kegiatan ekonomi masyarakat, menaikkan konsumsi tingkat rumah
tangga, sehingga sektor perdagangan saat ini sudah mulai
menunjukkan perbaikan setelah pada tahun 2020 terkena dampak

negatif pandemi Covid -19.

PDRB Sektor Industri

Sektor industri merupakan salah satu se ktor yang mampu
mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi karena perannya
mengatasi mas alah pengangguran dan terciptanya ekonomi berbasis
agroindustri yang bersifat padat karya. Sebanyak 4,99 % PDRB sektor
industri  yang memberi nilai tambah pada PDRB Kabupaten Lampung
Barat ini diperoleh dari hasil implementasi kebijakan -kebijakan yang
menduku ng tercapainya PDRB sektor industri. Pertama, upaya
pelaksanaan kebijakan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten
(RPIK) berupa pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) :
peningkatan kapasitas produksi IKM, fasilitasi pemasaran produk dan
juga laya nan kemasan produk. Seluruh kegiatan tersebut untuk
mendukung pertumbuhan IKM di Kabupaten Lampung Barat. Sampai

dengan tahun 2021, ada 12 jenis usaha dengan jumlah unit usaha
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mencapai 823 unit atau bertambah 33 unit dari tahun 2020. Berikut ini
adalah daf tar IKM tahun 202 1 dan 202 2.

Tabel 54. Jenisdan jumlah usaha IKM tahun 2021 dan 202 2

: Jumlah Unit Usaha
No Jenis Usaha 202 1 202 2
1 | Industri makanan 435 467
2 | Industri minuman 9 9
3 Industri fgr_masu produk obat kimia dan 10 11
obat tradisional
4 | Industri tekstil 26 32
5 | Industri furniture 66 66
Industri kayu, barang dari kayu dan gabus
6 | (tidak termasuk furniture) dan barang 85 86
anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya
Industri bahan kimia dan barang dari
7 o 2 2
bahan kimia
Industri anyaman plastik 12 12
Industri barang dari plastic lainnya 6 6
10 | Alsintan 10 10
11 | Industri barang galian bukan logam 28 28
12 Industri barang logam bukan mesin dan 38 38
peralatannya
Industri pencetakan dan  reproduksi media
13 7 7
rekam
14 | Industri pakaian jadi 15 15
15 | Industri kerajinan YTDL 3 3
16 | Industri lainnya YTDL 71 71
Jumlah 823 863

Sumber: Laporan kinerja Dinas Koperindag Lampung Barat tahun 202 2.

Agroindustri  adalah bidang industri yang paling cocok dibangun
dan dikembangkan di wilayah Lampung Barat. Potensi daerah yang
sebagian besarnya adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan
menjadi sumber daya yang bisa dikelola oleh industri kecil dan
menengah. Keberadaan baha n baku tersebut harus dikelola berdasar
pengetahuan dan batas pakai bahan dari alam agar tidak terjadi
eksploitasi alam. Sesuai dengan perannya dalam mengurangi
kemiskinan, upaya pengembangan sentra IKM dilakukan pemerintah
daerah Lampung Barat secara berk elanjutan. Tujuannya adalah
pemerataan kegiatan industri di berbagai wilayah agar disparitas
pendapatan semakin kecil dan urbanisasi ke wilayah dengan kegiatan

indus tri yang pesat tidak meningkat.
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Pertumbuhan IKM Lampung Barat tahun 202 2 adalah sebesar

4,8%, perbandingan jumlah IKM tahun 2022 (863) dikurangi jumlah IKM

tahun 2021 (823), kemudian dibagi jumlah IKM tahun 2021 dan di kali

100%. H al ini tentu saja sangat berdampak pada peningkatan realisasi

PDRB industri yang mencapai 11  3,1%. Artiny a target akhir RPJMD juga

telah terpenuhi, namun komitmen pemerintah bukan sekedar target

yang berupa angka, melainkan lebih dari itu adalah untuk

pembangunan ekonomi dan kemandirian masyarakat. Berikut ini adalah

beberapa fa ktor menunjang keberhasilan pen  ingkatan PDRB industri:

1) Penjualan dan omset pelaku IKM;

2) Pertumbuhan IKM sebesar 4, 8% disertai dengan peningkatan
produktivitas dan penjualan produk IKM yang menjadi faktor
penunjang utama penghitungan nilai tambah yang menjadi salah
satu dasar perhitungan nilai PDRB sektor industri;

3) Upaya pemulihan ekonomi daerah melalui berbagai program seperti
pemberian bantuan sosial bagi UMKM terdampak Covid -19, bantuan
alat produksi, kemudahan perizinan serta fasilitasi sertifikasi bagi
produk UMKM hingga f asilitasi pemasaran dan peningkatan
kapasitas pemasaran digital bagi para pelaku usaha IKM ;

4) Gerakan bela beli produk UMKM yang diprogramkan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat, mendorong semua pihak memilih produk
olahan IKM Lampung Barat sebagai pilihan be lanja, sehingga

produktivitas IKM meningkat.

Jika melihat faktor -faktor keberhasilan peningkatan PDRB industri
tersebut, dapat diketahui bahwa pencapaian ini dipengaruhi oleh kinerja
Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PTSP Naker)
Kabupate n Lampung Barat dalam hal kemudahan pemberian izin usaha
UMKM. Dalam banyak hasil penelitian ilmiah dinyatakan bahwa
pertumbuhan nilai tambah sektor industri secara statistik positif
signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa
semakin b anyak tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan industri,

maka disparitas pendapatan juga semakin kecil.
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20. Sasaran Strategis 20 Meningkatnya Nilai Investasi

Capaian Kinerja

Penanaman modal atau investasi merujuk pada Undang -Undang
Nomor 25 Tahun 2007  sebagaimana diubah terakhir kedalam UU No. 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja , yaitu segala bentuk kegiatan menanam
modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam moda I
asing untuk melakukan usaha di negara Republik Indonesia. Urgensi
investasi bagi pemerintanh daerah adalah untuk meningkatkan
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan
pendapatan daerah, dan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berhasil merealisasikan jumlah
investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman
Modal Asing (PMA) tahun 202 2 sebesar Rp. 261.030.787.440 . Realisasi ini
melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.042. 244.384 , sehingga
capaian kinerjanya adalah sebesar 6.458 %. Realisasi investasi ini
meningkat drastis jlka dibandingkan dengan realisasi tahun 202 1,
penambahannya sebanyak Rp. 148.109.245.251 . sebagai tahun terakhir
penerapan RPJMD tahun 2017 -2022, capaian ini cukup memuaskan karena
sudah sangat jauh melebihi target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen
perencanaan.

Tabel 55. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan 2021 serta realisasi target
akhir RPJMD

Sumber: LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022, diolah tim, 202 3.

Secara nasional, Kementrian Investasi/ BKPM menargetkan pada
tahun 202 2 jumlah realisasi investasi yang ada di Indonesia sebesar
Rp.1.200 triliun dan terealisasi sebesar Rp. 1.207 Triliun, capaian kinerjanya
100, 58 %. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi investasi di

Kabupaten Lampung Barat tahun 2018 -2022.
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Grafik 18. Perkembangan realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat tahun
2018 -202 2
Sumber: Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 202 2.
Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 20 22, jauh melebihi dari

angka yang ditargetkan. Pada tahun 2020, nilai investasi sempat menurun
lumayan besar efek terjadinya pandemi Covid -19 yang berdampak luas pada
semua sektor kehidupan masyarakat dan dunia usaha juga pemerintahan.
Sementara tahun 2021  masih mengalami penurunan meski tidak signifikan
namun jumlah investasi tersebut patut diapresiasi karena dalam k ondisi
yang masih pandemi, pemerintah masih berhasil mempertahankan Ilaju
investasi. Pandemi masih ada namun perekonomian harus bangkit,

pemerintah mengerahkan banyak cara untuk sampai pada pencapaian ini.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah pusat dan daerah terus mendorong peningkatan realisasi
investasi baik PMDN maupun PMA. Salah satu upaya yang dilakukan untuk
mendorong realisasi investasi ialah dengan terus mempermudah birokrasi
perizinan dan memangkas tah  ap-tahap perizinan investasi. Inovasi dalam
membantu investor salah satunya yaitu penggunaan aplikasi Online Singel

Submission (OSS). Aplikasi OSS tersebut memudahkan penanam modal

dalam melakukan pengisian dan pengurusan izin berusahanya. Dalam
penyusunan / formulasi untuk menghitung capaian kinerja peningkatan
nilai investasi ini, digunakan sumber data sekunder , artinya untuk

mengetahui jumlah i nvestasi PM DN/ PMA berdasarkan realisasi perizinan

berusaha yang diakses melalui lkpmonline.bkpm .go.id. Hal ini dikarenakan
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sesuai dengan ketentuan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
bahwa laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan
permasalahan yang dihadapi pelaku usaha waijib dibuat dan disampaikan

secara berkala (bagi pelaku u saha kecil setiap 6 bulan dalam 1 tahun
laporan. Bagi pelaku usaha menengah dan besar setiap 3 bulan). Semua
pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM secara online  melalui
Ilkpmonline.bkpm.go.id , bagi semua pelaku usaha, kecuali pelaku usaha
mikro, perusahaan d i bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga
keuangan non bank dan asuransi. Berikut ini adalah rekapitulasi realisasi

investasi tahun 2022.

Tabel 56 . Rekapitulasi realisasi investasi Kabupaten Lampung Barat  tahun 2022

No. IFaepr(I)Orgﬁ UKM/ l\(lgg)UKM Usaha Besar (Rp) Total (Rp)

1. | Triwulan | - 21.046.525.587 21.046.525 587

p. | Triwulan 1l dan 2.347.500.000 121.475.785.571 | 123.823.285.571
atau Semester |

3. | Triwulan Il - 21.501.694.512 21.501.694.512
Triwulan \V

4. | dan atau 1.460.000.000 93.199.281.770 94.659.281.770
Semester Il

Total 3.807.500.000 257.223.287.440 | 261.030.787.440

Sumber: LKjIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022.

Rekapitulasi realisasi yang diperoleh pada tahun 2022 sebesar
Rp.261.030.787.440 ini diperoleh dari 4 perusahaan besar dalam negeri
dengan nilai investasi sebesar Rp.257.223.287.440 dan realisasi investasi
pelaku usaha baik Usaha Kecil Menengan (UKM) atau non UKM yang
berjumlah 13 pelaku usaha dengan jumlah investasi sebesar
Rp.3.807.500.000. berikut ini adalah uraian risiko dari realisasi nilai
investasi tahun 2022:

a) Investasi risiko tinggi dengan nilai Rp.257.223.287.440 dari 4 pelaku
usaha dengan rincian sebagai berikut:

1) PT. Tiga Oregon Putra, invest or dibidang usaha pembangkitan tenaga
listri k (KBLI 35111) berlokasi di aliran Way Semaka Wilayah
Kecamatan Batu Brak dengan rencana kapasitas produksi sebesar 2
x 3,85 MW adalah sebesar Rp.102.830.378.818. Sampai dengan saat
ini, progres kegiatan fisik di lapangan telah mencapai 100%, dan
sejak Triwulan 2 Tahun 2022 sudah memasuki tahap siap untuk

komersial;
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2) PT. Lampung Hydro Energy, investor bidang usaha pembangkit
tenaga listrik (KBLI 35111) berlokasi di aliran sungai Way Semaka
wilayah Kecamatan Batu Brak dengan rencana kapasitas produksi
sebesar 2x3,5 MW, sebesar Rp.78.632.421.918. Saat ini progres
kegiatan fisik di lapang an masih dalam tahap konstruksi;

3) PT. Adimitra Energi Hidro, investor dibidang usaha pembangkit
tenaga listrik (KBLI 35111) berlokasi di aliran Way Petai wilayah
Kecamatan Sumberjaya dengan rencana kapasitas produksi sebesar
2x40,42 MW, sebesar Rp.75.460.48 6.704. pembebasan lahan sudah
mencapai 70% dan terus dalam tahap negosiasi dengan masyarakat
setempat untuk mencapai  seluas 15 Ha sesuai rencana kebutuhan;

4) Perusahaan perseorangan Barisi Sihombing, investor dibidang usaha
perdagangan besar minuman beralkoh ol (KBLI 46333) berlokasi di
Sekincau dengan nilai investasi sebesar Rp.300.000.000.

b) Investasi risiko menengan tinggi dengan nilai Rp.236.500.000 dari 2
pelaku usaha:

1) CV. Royal Flush, investor dibidang usaha konstruksi Gedung
Pendidikan (KBLI 41016) dalam aktivitasnya telah menyampaikan
data realisasinya sebesar Rp.200.000.000;

2) CV. Berlian Hitam, investor dibidang usaha konstruksi Gedung
Pendidikan (KBLI 41016) dalam aktivitasnya telah menyampaikan
data realisasinya sebesar Rp.36.500.000.

c) Investasi risiko menengah rendah dengan nilai Rp.3.511.000.000 dari 5
pelaku usaha:

1) PT. Mitra Energi Basungan, investor dibidang usaha perdagangan
eceran bahan bakar minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam
aktivitasnya telah ~menyampaikan data realisasinya sebesar
Rp.1.100.000.000;

2) PT. Mitra Energi Simpangsari, investor dibidang usaha perdagangan
eceran bahan bakar minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam
aktivitasnya telah ~menyampaikan data realisasinya sebesar
Rp.1.100.000.000;

3) PT. Mitra Energi Sumberjaya, investor dib idang usaha perdagangan
eceran bahan bakar minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam
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aktivitasnya telah menyampaikan data realisasinya sebesar
Rp.1.300.000.000;

4) PT. Sinergi Bakti Nusa, investor dibidang usaha perdagangan eceran
bahan bakar minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam aktivitasnya
telah menyampaikan data realisasinya sebesar Rp.10.000.000;

5) PT. Berkah Energi Pesisir, investor dibidang usaha perdagangan
eceran bahan bakar minyak, BBG dan LPG (KBLI 47301) dalam
aktivitasnya telah menyampaikan data reali sasinya sebesar
Rp.1.000.000.

d) Investasi risiko rendah dengan nilai Rp. 60.000.000 dari 1 pelaku usaha,
yaitu CV. Sejahtera Mandiri, investor dibidang usaha perdagangan
eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan dan minuman
(KBLI 47111) dalam aktivit asnya telah menyampaikan data realisasinya
sebesar RP.60.000.000.

Berbagai stimulus dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas
PMPTSP untuk memulihkan ekonomi daerah dalam fase pembiasaan baru
covid -19 salah satunya memberi kemudahan bagi investor melalui p rogram
promosi, pendampingan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal
serta dengan memberi data potensi investasi kepada calon investor untuk
menarik investor sehingga hasilnya adalah jumlah investasi tahun 2022
diperoleh angka sebesar Rp.261.030.787.440 . Jika dijumlahkan selama
periode RPJMD 2017 -2022, total seluruh nilai investasi Kabupaten
Lampung Barat adalah sebesar Rp.656.055.641.436 atau tercapai 3.570%
dari target Rp.18.375.842.894.

Meningkatnya Kontribusi dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) dalam Perekonomian Daerah
Capaian Kinerja

Koperasi dan UMKM mampu menjadi tulang punggung perekonomian
daerah Lampung Barat yang handal , mampu berkembang sebagai badan
usaha sekaligus gerakan ekonomi masyarakat yang sehat, tangguh, kuat
dan mandiri, serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan
ekonomi warga di semua kegiatan atau sektor perekonomian daerah. UMKM
dan koperasi memiliki daya saing tinggi, diantaranya 1) mempunyai

fleksibilitas; 2) memiliki produktivitas tinggi, 3) dikelola dengan menerapkan
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prinsip -prinsip manajemen dan kaidah ekonomi modern, akan mampu
melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan, fungsi dan perannya secara
optimal dalam perekonomian daerah. Alasan -alasan ini yang menjadikan
pemerintah pusat sampai daerah menempatkan pentingya meningkatkan
kontribusi dan daya saing koperasi yang sehat dan UMKM dalam
perekonomian daerah. Dalam upaya mengukur peningkata n kontribusi dan
daya saing UMKM dalam perekonomian daerah, digunakan 2 indikator yaitu

jumlah koperasi yang sehat dan persentase peningkatan UMKM. Pada
tahun 202 2, Kabupaten Lampung Barat telah berhasil membentuk 30
koperasi sehat dan berdaya saing dari t arget yang direncakan sebanyak 25
unit koperasi. Artinya tercapai 120 %, meningkat 3% dari tahun 202 1 dan
tercapai 1 20% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD.

Sementara itu, realisa si peningkatan kemitraan UMKM adalah
sebesar 11% %. Sehingga capaian kinerja nya sebesar 110 % dari target yang
telah ditetapkan, yaitu 10%%. Meski capaian kinerja ini menurun dari
tahun 2021, namun sudah melebihi target akhir RPJMD. Meski capaian
kinerja persentase peningkatan kemitraan UMKM ini telah jauh melebihi
target, namun pemerintah masih berkomitmen untuk terus meningkatkan
persentase kemitraan UMKM perekonomian masyarakat semakin maju dan
mandiri. Capaian indikator ini diukur dengan menggunakan formulasi
sebagai berikut:

Tabel 57. Cara perhitungan capaian indikator persentase peningkatan UMKM yang
bermitra tahun 2022

Indikator

Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian
Sasaran
Meningkatnya .
. Jumlah UMKM yang bermitra tahun N-(N-1) x 100% 3 3 o
I:Ji;nlitl\r/laan Jumlah UMKM yang bermitra (N-1) e ML L

Sumber: Laporan kinerja Dinas Koperindag tahun 202 2.

Maka selanjutnya, berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja
indikator tahun 202 1 dantahun 202 2 sebagai target akhir RPJMD
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Tabel 58. Perbandingan realisasi kinerja indikator tahun 2021 dan 202 2

Indikator Realisasi Realisasi Target Akhir Realisasi
Kinerja 2020 2021 RPJMD Akhir
RPJMD
Jumlah 22 unit 27 unit 25 unit 30 unit
koperasi
sehat
Persentase 67 % 67,4% 10% 11%
peningkatan
UMKM

Sumber: diolah tim, 202 3.

Pemerintah Lampung Barat bersungguh -sungguh dalam
mengembangkan koperasi yang sehat dan UMKM bermitra agar mampu
menjadi salah satu strategi utama pembangunan daerah yang
pelaksanaannya diwujudkan dengan komitmen bersama yang kuat dan
didukung oleh upaya -upaya sistematis dan konseptual secara konsisten dan
berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, masyarakat,
sektor swasta). Pemerintah harus memperkuat landas an kebijakan,
masyarakat harus dipahamkan dan ditingkatkan pengetahuannya,
sementara pi hak swasta dalam membantu dan bekerja sama dalam
produksi dan pemasaran hasil usaha UMKM. Sehingga hasil yang akan
diraih bukan hanya tercapainya target kinerja, melainkan juga kemandirian
perekonomian masyarakat. Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja
koperasi sehat dan UMKM bermitra yang berkontribusi dan berdaya saing

dalam perekonomian Lampung B arat:

TARGET DAN REALISASI KOPERASI
SEHAT DAN UMKM BERMITRA

2020 m 2021 = 2022

<
~ N~
© ©
o
o) N @
§ & « 8 -
o —
=
I I -y o
TARGET REALISASI TARGET REALISASI

JUMLAH KOPERASI SEHAT (UNIT) PERSENTASE PENINGKATAN UMK
(PERSEN)

Grafik 19. Perbandingan target dan realisasi koperasi sehat dan UMKM bermitra

tahu n 2020 -2022
Sumber: Laporan kinerja Dinas Koperindag tahun 202 2.
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Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Jumlah Koperasi yang Sehat

Pengukuran koperasi sehat dilakukan sesuai dengan kertas kerja
penilaian koperasi sehat berdasarkan Peraturan Deputi Bidang
Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik
Indonesia No. 06/Per/Dep.6/1V/2016 Tentang Pedoman Penilaian
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Maka penjabaran capaian koperasi sehat tahun 202 2 adalah bahwa
jumlah koperasi sehat tahun 202 2 sebanyak 30 koperasi yang
merupakan bagian dari 5 5 unit koperasi yang aktif. Jumlah  koperasi
pada tahun 202 2 adalah 16 7 unit koperasi, terdiri dari koperasi aktif 55
unit, koperasi yang diajukan pembubaran 74 unit dan koperasi tidak

aktif sebanyak 38 unit.

Jika dibandin gkan antara jumlah koperasi aktif dengan total
koperasi yang ada saat ini, persentase nya masih sekitar 32,93 %.
Namun capaian 30 koperasi pada tahun 202 2 ini adalah pencapaian
melalui program pemberdayaan dan perlindungan. Pemerintah melalui
Dinas Koperind ag selalu berupaya memaksimalkan fungsi koperasi
sebagai salah satu strategi pembangunan daerah melalui aspek
perekonomian. Melalui pengawasan dan pemeriksanaan terhadap
koperasi, pemerintah telah berupaya membina dan mempertahankan
koperasi yang ada agar tidak bubar. Namun beberapa persyaratan
koperasi aktif telah pelan -pelan terlucuti dari koperasi  -koperasi yang
kemudian saat ini berstatus diusulkan bubar. Hal ini juga menjadi
permasalahan bagi Dinas Koperindag untuk konsisten melanjutkan
pembinaan dan pe mberdayaan koperasi menjadi sehat kembali. Berikut

ini adalah rincian penyebaran lokasi koperasi di 15 kecamatan.

Tabel 59. Sebaran koperasi di 15 kecamatan

DETE Tidak | Belum
No | Lokasi Koperasi Proses AKif AKif Rat Baru | Sehat
Pembubaran
1 Kec.Balik Bukit 23 21 8 6 1 13
2 Kec.Sukau 3 3 1 2 0 1
3 Kec.l__umbok 3 1 1 0 0 0
Seminung
4 Kec.Batu Brak 4 1 2 1 0 0
5 Kec.Belalau 3 3 0 0 0 1

187



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

DT Tidak | Belum
No | Lokasi Koperasi Proses Aktif Aktif Rat Baru | Sehat
Pembubaran
6 Kec.Batu Ketulis 2 4 2 2 0 1
7 Kec.Pagar Dewa 3 2 1 1 0 1
8 Kec.Sekincau 4 7 2 2 0 4
9 Kec.Way Tenong 14 2 8 0 0 1
10 | Kec.Air Hitam 3 4 4 1 0 1
11 | Kec.Sumber Jaya 8 2 4 0 0 2
12 | Kec.Kebun Tebu 1 3 2 0 1 2
13 | Kec.Gedung 1 2 0 0 0 2
Surian
14 | Kec.Suoh 2 1 1 0 0 1
Kec.Bandar
15 Negeri Suoh 0 0 ! 0 0 0
Jumlah '_I'otal =16 7 74 56 37 15 5 30
koperasi
Sumber: Laporan kinerja Dinas Koperindag Lampung Barat tahun 2022.
Dalam pencapaian target koperasi sehat yang memiliki kontribusi

dan daya saing dalam perekonomian daerah ini merupakan hasil kerja

sama internal Dinas Koperindag yang menyediakan layanan fasilitas

pendirian koperasi ke notaris dengan membebaskan biaya nota ris bagi

koperasi baru. Kemudian pihak eksternal yang berpengaruh terhadap
kinerja ini adalah notaris yang ditunjuk sebagai notaris akta pendirian
koperasi. Beberapa fa ktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja

ini adalah:

1) Adanya dukungan pendanaan yang cukup dari APBD Kabupaten
terhadap pelaksanaan program kegiatan;

2) Optimalnya kinerja aparatur pembina dan pengawas koperasi
petugas dalam menjalankan pembinaan terhadap sumber daya
koperasi , selain itu optimalnya kinerja petugas pendamping la pangan
bagi koperasi juga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran ;

3) Tagline untung bareng koperasi 6 serta aplika:
Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga

kesadaran masyarakat tentang urgensi mengelola usaha koperasi
menjadi pendukung ketercapaian kinerja;
4) Adanya dukungan kinerja instansi terkait, seperti dukungan program

kredit bagi koperasi dan UMKM vyang dilaksanakan oleh Bank
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penyalur KUR dan koordi nasi dari Bagian Perekonomian Setdakab.

Lampung Barat.

b) Meningkatnya Kemitraan UMKM

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu,
rumah tangga, atau badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan
besaran omzet per tahun, jumlah aset, dan jumlah karyawan yang
dipekerjakan. Inilah alasan kenapa UMKM mampu menjadi roda
pengger ak perekonomian daerah bahkan negara. Walaupun usahanya
kecil sampai menengah, produksinya tidak sekala perusahaan besar,
namun keberadaannya yang banyak dan kegiatannya yang bergerak
terus menerus mampu menumbuhkan perekonomian. Bukan hanya bagi
pemilik u saha dari hasil pemasaran saja, melainkan juga bagi warga
sekitarnya melalui pemberdayaan sebagai tenaga kerja IKM tersebut.
Pencapaian kinerja kemitraan UMKM berada pada angka yang sangat
tinggi dibandingkan dengan target kinerjanya. Capaian kinerja indic  ator
kinerja ini adalah 110%, perbandingan target 10% yang terealisasi 11%.
Meski mengalami penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya
(56.7 poin) , namun realisasi ini sudah melebihi target akhir RPIJMD.

Kemitraan UMKM menggambarkan seberapa banyak jum lah
UMKM yang melakukan kemitraan kepada pihak lain khususnya di
bidang permodalan atau pembiayaan usaha. Total UMKM bermitra
tahun 2022 adalah sebanyak 1.485 debitur , sebagian besar UMKM
memanfaatkan jasa keuangan perbankan melalui KUR (Kredit Usaha
Rakyat) yang terdata dalam aplikasi SIKP (Sistem Informasi Kredit
Program). Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang terdapat 1.336
debitur. Sementara itu jumlah UMKM yang memanfaatkan permodalan
melalui UPTD PP KUMKM sebanyak 5 mitra. Kenaikan debitur pada
perbankan disebabkan karena mudahnya persyaratan serta besarnya
alokasi dana KUR yang dikucurkan pemerintah pusat lewat bank yang
ditunjuk. Akan tetapi disatu sisi terdapat penurunan mitra di UPT PP
KUMKM, hal ini disebabkan oleh moratorium pengguliran dana BLUD
perkuatan permodalan koperasi dan UMKM tahun 2022. Moratorium ini
disebabkan banyaknya mitra yang m acet melakukan pengembalian

sehingga terdapat piutang belum tertagih, yang membuat penurunan
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akuntabilitas kinerja maupun keuangan UPT BLUD PP KUMK Dina S
Koperindag.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, Dinas Koperasi UKM,
Perindustrian dan Perdagangan tidak bisa bekerja sendiri, melainkan
terdapat crosscutting kinerja dengan instansi lain, dalam hal ini bagian
perekonomian Setdakab Lampung Barat selaku penanggung jawab
Sistem Informasi Kredit Program aplikasi yang menunjang pengajuan
program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga memudahkan Koperasi
dan UMKM menda pat akses pembiayaan. Sementara faktor penunjang
keberhasilan indikator peningkatan kemitraan UMKM ini adalah:

1) Sosialisasi masif program Kredit Usaha Rakyat  kepada pelaku usaha;

2) Sinergitas optimalisasi program KUR yang dilakukan dengan semua
stakeholder terkait;

3) Optimalisasi aplikasi Sistem Informasi Kredit Program ;

4) Moratorium penyaluran kredit oleh BLUD perkuatan permodalan di

tahun 2022 karena kondisi wan prestasi yang dapat dirincikan:

- Pengembalian pinjaman macet, sebanyak Rp.284.690.027
berpeluang terta gih dengan besaran jasa yang harus di setor
sebanyak Rp.14.450.000 yang tersebar di 23 mitra;

- Pinjaman yang bermasalah, sama sekali tidak ada upaya
pengembalian meski sudah dilakukan penagihan yakni sebesar
Rp.284.440.166 dengan jumlah jasa Rp.40.440.000 y ang tersebar
pada 126 mitra.

Pemerintah b ersama dengan masyarakat dan sek tor privat harus
selalu berinovasi sebagai strategi pengembangan usaha dengan
menyesuaikan perkembangan zaman. Pengembangan UMKM dan kopera Si
menjadi komponen penting bagi pembangunan Lampung Barat. Proses dan
cara untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut sangat penting,
terutama melalui upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan
kapasitas. Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya memahami
kebutuhan pasar dan potensi perekonomian yang dapat dikembangkan
UMKM, berinovasi, memanfaatkan perkembangan teknologi, dan
meng upgrade kompetensi pelaku usaha. Pendekatan demikian diharapkan
lebih menjamin terwujudnya perekonomian yang lebih adil dan mer ata,

berdaya saing dengan basis efisiensi di berbagai sektor dan keunggulan
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kompetitif, berwawasan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang lestari, dengan partisipasi masyarakat yang lebih menonjol dan
desentralisasi pembangunan untuk mening katkan kapasitas dan
memaksimalkan potensi daerah, serta bersih dari KKN.

Kondisi pembiasaan baru pasca p andemi tidak kalah menantang
dibandingkan saat pandemic. Menjadi salah satu tantang an terbesar bagi
keberlangsungan UMKM dan koperasi yang kemudian ber dampak pada
melambatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Program penyelamatan
dan pemulihan ekonomi hendaknya tidak hanya dipandang sebagai crash -
program yang bersifat sementara, tetapi juga harus dipandang sekaligus
sebagai proses percepatan transformasi struktural dan pembangunan yang
berkelanjutan untuk meletakkan landasan bagi terwujudnya struktur
ekonomi yang kuat dengan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang
lebih besar, terutama kontribusi UKM dan Koperasi dalam pembentukan

nilai tambah, kepemil ikan aset dan daya saing.
Sasaran Strategis 22  Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi  di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Capaian Kinerja

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang

perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Hasil -hasil yang telah diperoleh dari
pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2018 -2022 menjadi dasar

bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Karena itu,
pelaksanaan reformasi birokrasi 2020 -2024 merupakan penguatan dari
pelaksanaan reformasi birokrasi tahap sebelumnya. Meski demikian
pelaksanaan reformasi birokrasi harus mencakup seluruh satuan kerja
pemerintah daerah dan seluruh aparatur pemerintah daerah, bu kan hanya
satuan kerja yang berhubungan langsung dengan area perubahan. Sasaran
reform asi birokrasi 2020 -2024 adalah b irokrasi yang bersih dan  akuntabel,
Birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima dengan tujuan
menciptakan pemerintahan yang bai k dan bersih.

Pengukuran pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan indik ator
kinerja yang digunakan yakni indeks reformasi birokrasi . Pada tahun

202 2, Lampung Barat memperoleh nilai indeks reformasi birokrasi predikat
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CC atau terinterpretasi cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang

tidak mendasar. Realisasi indeks reformasi birokrasi ini melebihi predikat
yang ditetapkan yaitu C sehingga capaian ki nerjanya sudah 100%. Realisasi
ini juga sudah mencukupi target akhir RPIMD yang menargetkan indeks

reformasi birokrasi  ber predikat C.

Tabel 60. Perbandingan target dan realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2019 -
2022
. 2019 2020 2021 2022
Indikator Realisasi
Kinerja Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target eaiisasl
Indeks
Reformasi C cC C cC cC cC C cC
Birokrasi

Sumber: B agian Organisasi Setdakab , 202 3.

Secara indeks, realisasi kinerja RB memang stagnan pada kategori CC
sejak 2019. Namun jika dilihat secara nilai, penilaian RB selalu meningkat.
Nilai RBt ahun 2019 adalah 5 4,25, tahun 2020 memperoleh nilai 55,06, dan
nilai tahu n 2021 adalah 57,35. Jika melihat rating predikat penilaian RB,
predikat C adalah rentang nilai 30 -50. Dengan hasil tersebut , target RPJMD
telah terealisasi 1 14,7 %. Namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk
men ciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Reformasi birokrasi Pemerintah Lampung Barat terindeks CC sejak
tahun 2019. Namun jika dilihat nilai indeksnya, maka sebenarnya indeks
reformasi birokrasi Lampung Barat mengalami peningkatan. Tahun 2020

nilai indeks reformasi birokrasi Lampung Barat adalah 55,06, meningkat

dari nilai indeks tahun 2019 yang se besar 54, 25. Untuk mewujudkan
reformasi birokrasi, tahapan yang telah dilakukan pemerintah yaitu
menyusun roadmap , setelah itu dilanjutkan dengan coaching dan asistensi
pelaksanaan roadmap sebagai implementasi program reformasi birokrasi,
pembentukan learning  reformasi birokrasi dan sharing experience .
Memperhatikan beberapa hal yang perlu disempurnakan menurut
KemeNPANRB, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus berupaya
meningkatkan kuali tas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya

ASN BerAKHLAK melalui penyempurnaan  beberapa hal diantaranya :
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Rencana aksi sebenarnya telah dikoordinatori Bagian Organisasi untuk

di buat oleh setiap perangkat daerah. Namun langkah ini memang
belum optim al karena baru satu tahun berjalan, koordinasi dan
perbaikan terus dilakukan untuk bersama -sama dapat menghasilkan
rencana aksi yang paling sesuai dengan kondisi perangkat daerah.
Selain itu rencana aksi ini juga belum dilampirkan kedalam lembar

kerja eval uasi mandiri PMPRB perangkat daerah maupun pemerintah
daerah;

Selain melalui rapat koordinasi evaluasi hasil penilaian RB dan tindak

lanjut rekomendasi, peran dan kualitas tim RB kabupaten akan
diupayakan peningkatannya salah satunya melalui keikutsertaan tim
yang terdiri dari berbagai unsur mengikuti kegiatan talkshow rutin
KemenPAN -RB yang diadakan setiap minggu secara daring;

Pencatatan setiap produk hukum yang dikeluarkan sebenarnya telah
dilakukan oleh Bagian Hukum, begitu juga dengan peta keterkaitan
antar kebijakan baik secara internal maupun eksternal . Bukti
pencatatan produk hukum daerah dan peta keterkaitannya juga telah
dilampirkan dalam PMPRB ;

Evaluasi kelembagaan telah dilakukan berkala melalui Bagian
Organisasi untuk mengukur ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
dengan keadaan yang terus berubah. Bukti telah dilakukannya evaluasi
kelembagaan adalah adanya perubahan peraturan tentang susunan
organisasi;

Peta proses bisnis tingkat kabupaten sebenarnya telah di buat pada
triwulan keempat tahun 2022, hal ini belum dapat dilaporkan dalam
PMPRB tahun 2022 karena telah melewati waktu evaluasi. Sementara
untuk tahun 2023, pe ta proses bisnis perlu disusun ulang seiring
dengan terjadinya pergantian dokumen perencanaan jangka menengah
daerah kepada dokumen perencanaan sementara selama waktu
pergantian kepala daerabh;

Assessment pegawai memang baru dilakukan kepada sebagian pegawa i,
sebagiannya lagi masih harus mencari dan secara mandiri mengikuti uji
kompetensi dari berbagai Lembaga atau instansi;

Monitoring dan evaluasi kinerja setiap pegawai sedang dikembangkan di

tahun 2023 ini mel al ui apl i kasimnonitbrieng n a ma
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kinerja pegawai) yang dimotori oleh BKPSDM. Bukan hanya daftar
hadir, aplikasi ini mengharuskan setiap pegawai melaporkan kinerjanya
setiap hari dalam batas waktu yang telah ditentukan;

h. Penjenjangan kinerja pegawai akan berjalan seieing dengan efektivit as
monitoring dan evaluasi pada poin sebelumnya;

i. Bagian Hukum telah dengan sangat hati -hati dalam melakukan koreksi
dan persetujuan produk hukum, sehingga efektivitasnya juga menjadi
pertimbangan utama, begitu juga benturan kepentingan. Sementara
pengaduan masyarakat telah terfasilitasi aplikasi SP4N secara umum,
dan aplikasi ini cukup efektif karena identitas pelapor dapat
dirahasiakan dan laporan langsung dapat di cek dan ditindaklanjuti
oleh perangkat daerah yang mendapat pengaduan;

j. Sistem pengendalian i nternal yang selama ini dipimpin oleh inspektorat
daerah kabupaten telah berjalan baik dan selalu berupaya ditingkatkan
kompetensi evaluatornya, beberapa kasus selama ini telah melewati
prosedur oleh tim pengendali internal;

k. Survei kepuasan masyarakat sela ma ini memang dilakukan pada
perangkat daerah tertentu yang langsung melakukan pelayanan teknis
kepada masyarakat. Pertimbangan ini didasarkan pada ketersediaan
anggaran daerabh;

I.  Kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan sebenarnya
telah ada dan dibuat oleh perangkat daerah pemberi layanan teknis
kepada masyarakat, hal ini sudah disampaikan dalam PMPRB tahun
2022;

m. Pemantauan dan evaluasi berkala selalu dilakukan terutama oleh dinas
penanggung jawab teknologi informasi, mengingat selain dari
pemeri ntah pusat, ada beberapa aplikasi yang memang dibuat dan

dikelola internal oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat selalu beriringan dengan regulasi dan arahan pemerintah
pusat, mengikuti perk embangan, perubahan, dan inovasi yang sampaikan
oleh pemerintah pusat. Tim reformasi birokrasi kabupaten juga selalu
memperbaiki diri dan sistem Kkerja tim agar mampu bersama -sama

mengawal ketercapaian wujud reformasi birokrasi yang dicita -citakan.
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Sasaran Strategis 23 Me ningkatnya Kualitas Penerapan Ak untabilitas
Kinerja dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Capaian Kinerja

Dalam rangka upaya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih
dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sekaligus sebagai
pemenuhan atas tuntutan publik terhadap  akuntabilitas kinerja
pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem
anggaran da n sistem akuntansi pemerintahan . Sistem ini mengukur
keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan dengan melakukan
evaluasi tingkat capaian kinerja yang dapat direalisasikan sebagai wujud
penggunaan anggaran . Hasil evaluasi akan memberi umpan balik atas
kegagalan pencapaian berupa perbaikan strategi di masa yang akan datang.

Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan
kualitas penerapan akuntabilitas ki nerja dan keuangan pemerintah
Lampung Barat vyaitu nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK
terhadap laporan keuangan pemerintah daerah . Berikut ini adalah target

dan realisasi kedua indicator di tahun 202 2.

Tabel 61. Target dan realisasi indikator peningkatan kualitas penerapan
akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Lampung Barat  tahun
2022

Tahun 202 2
Cara EEE——

el ey e Perhitungan Target  Realisasi _N|Ia|
indeks
Nilai Sistem Akuntabilitas Hasil Penilaian
Kinerja Instansi dari KEMENPAN BB B 68,65
Pemerintah (SAKIP) RB
Opini Badan Pemeriksa Hasil Audit dari o
Keuangan (BPK) BPK RI WTP WTP O
Sumber: Bagian Organisasi dan LKjIP BPKAD Tahun 202 2, diolah tim, 202 3.
Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas KemenPANRB t ahun
202 2, nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat untuk evaluasi tahun anggaran tahun 202 1 memperoleh

predikat B. Meski secara predikat target SAKIP belum tercapai,
namun jika dilihat secara nilai indeks terjadi peningkatan dari tahun

ke tahun. Nilai indeks akuntabilitas kinerja Pemerintah Kab upaten
Lampung Barat terus mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya seper ti terlihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 62. Perkembangan hasil evaluasi SAKIP Lampung Barat tahun 2018 dan
target akhir RPJMD

Komponen Yang Targ.et
No. Dinilai Bobot 2018 2019 2020 2021  Akhir
RPJIMD
1 Perencanaan Kinerja 30 21,48 2153 22,01 22,50
2 Pengukuran Kinerja 30 14,63 15,22 1596 19,50
3 Pelaporan Kinerja 15 10,00 10,40 10,70 10,91
4 Evaluasi Akunabiitas o5 406 560 500 1574 BB
Kinerja Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100 62,58 64,52 67,15 68,65
Tl.ngk_at Akuntabilitas B B B B 68.65
Kinerja

Sumber: Bagian Organisasi Set dakab Lampung Barat, 202 3.

Jika melihat komponen yang di nilai, ada perubahan indicator
sejak penilaian untuk tahun anggaran 2021, yaitu tidak adanya
komponen capaian kinerja. Seiring dengan itu, terjadi perubahan
bobot nilai pada komponen lainnya, yaitu komponen pengukuran
kinerja yang semula bobotnya 25 dinaikkan menjadi 30. Sementara
komp onen evaluasi akuntabilitas kinerja internal semula bobotnya
10 menjadi 25.

Sedangkan untuk indikator opini BPK terhadap Ilaporan
keuangan pemerintah daerah , Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama
12 kali berturut -turut sejak tahun 2010. Hal ini menunjukkan
akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu
ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas
kinerja P emerintah Kabupaten Lampung Barat. Berikut ini adalah
perbnadingan realisasi kinerja opini BPK tahun 2020 dan 2021, serta

target akhir RPJMD.

Tabel 63. Perbandingan realisasi kinerja indikator opini bpk tahun 2020 dan 2021
serta tar get akhir RPJMD

: o o o Target Akhir
Indikator Kinerja Realisasi 2020 Realisasi 2021 RPJMD

Opini BPK WTP WTP WTP
Sumber: diolah tim, 2022.
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Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) SAKIP
Tabel 63 menunjukkan capaian nilai signifikan ditunjukkan
pada komponen pengukuran kinerja dan komponen evaluasi
akuntabilitas kinerja internal. Hal ini menunjukkan bahwa ada
peningkatan kinerja kita dalam mengukur kinerja dan
mengevaluasi diri secara internal. Berdasarkan rekomendasi dari

KemenPAN RB dalam surat Menteri PAN -RB Nomor

B/943/AA.05/2022 perihal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 ,

Kabupaten Lampung Barat telah melakukan perbaikan untuk

meningkatkan akuntabilitas kinerjany  a:

1) Reviu dokumen perencanaan selalu dilakukan setiap tahun oleh
Bappeda Kabupaten Lampung Barat. Dokumen perencanaan yang
diusulkan oleh masing -masing perangkat daerah sudah memuat
informasi tentang tujuan/sasaran strategis dan indikatornya yang
sudah terkoleras i dengan tujuan, sasaran dan visi misi bupati dan
wakil bupati terpilih;

2) Penjenjangan kinerja di Kabupaten Lampung Barat selama ini masih
menggunakan dokumen Standar Operasional Prosedur untuk masing -
masing kegiatan. Penjenjangan dalam skala makro dalam be ntuk peta
proses bisnis, pada tahun 2022 peta proses bisnis tingkat kabupaten
sudah dibuat dan dilegalkan dalam Keputusan Bupati Lampung Barat
Nomor 271 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah
Daerah. Sementara untuk level perangkat daerah, telah direncanakan
dalam dokumen perencanaan dan keuangan akan dilakukan
bimbingan teknis pada bulan Februari 2023;

3) Evaluasi program dan kegiatan selalu dilakukan triwulan dan
tahunan, terutama jika terjadi pergeseran atau refocusing anggaran di
pertengahan tahun anggaran. Program dan atau kegiatan yang dapat
menunjang kinerja pemerintah daerah benar -benar dibahas dan
dipertimbangkan oleh TAPD sebelum diputuskan untuk menjadi
bagian target pergesarn atau refocusing. Misalnya kegiatan penguatan
SAKIP yang diselenggarakan pada akhir tahun 2022. Kegiatan ini

merupakan salah satu dari kegiatan -kegiatan yang mendapat
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tambahan dana pada APBD perubahan tahun anggaran 2022.
Tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah,
karena d alam SAKIP melingkupi proses perencanaan sampai pada
evaluasi. Sehingga SAKIP menjadi salah satu fokus meningkatkan
kinerja;

4) Penyempurnaan  aplikasi SAKTI BERKIBAR hingga dapat
dimanfaatkan untuk pemberian TPP masih terus diupayakan dalam
rencana kegiatan d an anggaran;

5) Pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk seluruh ASN di
Kabupaten Lampung Barat sedang dalam tahap uji coba dan terus
dikembangkan melalui aplikasi SINEMA ( Sistem Monitoring Kinerja
Pegawai). Sistem ini merupakan aplikasi yang memberikan output nilai
aktivitas kinerja yang terdiri dari capaian aktivitas harian individu.
Aplikasi ini akan mengintegrasikan daftar hadir dan capaian aktivitas
harian ASN menjadi jumlah perolehan TPP setiap bulannya;

6) Reviu terhadap indikator kinerja utama perang kat daerah sudah
dilakukan sejak tahap awal perencanaan, sebelum IKU ditetapkan,
bersama dengan garis lurusnya kepada visi misi dan tujuan bupati
dan wakil bupati terpilih. Sementara definisi operasional selama ini
masih menggunakan SOP kegiatan, penggunaa n peta proses bisnis
baru akan diterapkan minimal pertengahan tahun 2023;

7) Kualitas LPP D daerah dan perangkat daerah akan terus diperbaiki;

8) Dokumen pelaporan kinerja yang telah di evaluasi oleh KemenPAN -RB
selalu diupayakan tindak lanjut nya sebagai wujud keseriusan
pemerintah dalam memperbaiki implementasi SAKIP;

9) Penggunaan TIK untuk mendorong Inspektorat melakukan evaluasi
kinerja  internal terus diupayakan seiring dengan upaya
pengembangan aplikasi SAK TI BERKIBAR. Harapannya dengan
penyempurnaan aplikasi SAKTI BERKIBAR, akses bagi APIP untuk
melakukan evaluasi internal semakin efektif dan efisien. Objektivitas
pemberian rekomendasi kepada perangkat daerah oleh APIP juga terus
di evaluasi dalam rapat tin  dak lanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2022;

10) Pemberian reward and punishment kepada perangkat daerah
berdasarkan hasil evaluasi AKIP internal masih dalam tahap

pembahasan.
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Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dicapai belum
sesuai target RPJMD, ya itu mendapat predikat BB. Namun demikian,
untuk mencapai target tersebut diupayakan untuk meningkatkan
kualitas pada semua komponen, dari sisi perencanaan, pengukuran,

pelaporan, evaluasi internal maupun pencapaian kinerja

b) Opini BPK

Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda diberikan oleh BPK RI
Perwakilan Provinsi Lampung, berdasarkan hasil audit terhadap proses
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang
dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, yang meliputi:
1) Pemeriksaan atas laporan keuangan ;
2) Pemeriksaan atas sistem pengendalian internal
3) Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang -

undangan .

Dengan pencapaian untuk indikator sasaran adalah: Opini W ajar
Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini adalah rincian opini BPK terhadap
laporan keuangan pemerintah. Capaian WTP ini berhasil dipertahankan
sejak tahun 2011 hingga tahun 2022. Mempertahakan opini ini
membutuhkan kerja sama dan dukungan dari se mua unsur di lingkup

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Tabel 64 . Rincian penilaian laporan keuangan daerah Lampung Barat tahun 2022

No. Data Dukung Opini BPK
1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,
terdiri dari:
- Neraca Wajar sesuai SAP
- Laporan Realisasi Anggaran Wajar sesuai SAP
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Wajar sesuai SAP
- Laporan Operasional Wajar sesuai SAP
- Laporan Arus Kas Wajar sesuai SAP
- Laporan Perubahan Ekuitas Wajar sesuai SAP
- Catatan atas Laporan Keuangan Wajar sesuai SAP
2.  Sistem Pengendalian Intern Memadai dan relevan
3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Sesuai SAP

Perudang -Undangan
Sumber: LKjIP BPKD Tahun 2022
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Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian atas seluruh data dukung
adalah memperoleh opini wajar dan sesuai standar akuntansi pemerintah :
sehin gga tercapailah target kinerja o pini BPK atas laporan keuangan
pemerintah daerah dengan predikat WTP, berdasark an Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat Tahun 202 1 Nomor: 27.A/LHP/XVIII.BLP/05/202 2 Tanggal 17 Mei
202 2.

V 8¢
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)'
Republik Indonesia \ —

Gambar 30. Penerimaan pengharga an Opini WTP dari BPK Rl Perwakilan Provinsi
Lampung
Sumber: Laporan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2022, 2023.
Faktor penunjang keberhasilan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) Kabupaten Lampung adalah sebagai beri kut:

a) Perencanaan kinerja dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat
Daerah selalu dievaluasi dan dip  erbaharui sehingga sasaran strategis
diupayakan secara optimal dapat berorientasi pada hasil. Antara program
dan kegiatan dengan sasaran strategis, target kinerja diupayakan selaras ;

b) Pencapaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
cukup baik didukung pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan
pelayanan publik dapat berprestasi dalam skala nasional ;

c) Penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan, antara lain
proses perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem
Informasi Peren canaan Pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan
menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengelolaan aset
menggunakan Sistem Informasi Aset Daerah, dan Sistem Informasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e -SAKIP);

d) Monitoring dan evaluasi kiner ja dilakukan secara terus menerus, sehingga
perencanaan dan pelaksananaan kinerja dapat ditingkatkan, baik

efisiensi maupun efektifitasnya.
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Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas
penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah Kabupaten
Lampung Barat, dapat dilakukan dengan m eningkat kan transparansi dan
akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemeri ntahan dan
pembangunan daerah; serta m eningkatkan kualitas dan efektifitas
perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan daerah

dengan stakeholder terkait.

Sasaran Strategis 24 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat
Capaian Kinerja

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan
masyar akat oleh penyelenggara pemerintahan . Pelayanan publik adalah
kepercayaan publik . Pelayanan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan
menghasilkan kepercayaan publik . Ruang lingkup pelayanan  publik
meliputi pelayanan barang publi k, pelayanan jasa publik , dan pelayanan
administrasi publik .  Penyelenggaraan  pelayanan publik meliputi
pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan kepada masyarakat,
pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada
masyarakat dan pelayanan konsultasi. Dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan, orientasi nya adalah pelayanan publik yang prima.
Masyarakat harus merasakan dampak dari setiap program dan kegiatan
yang diimplementasikan oleh pemerintah.

Orientasi pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, sebagai
parameter keberhasilan kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik . Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat,
pemerintah daerah Lampung Barat melakukan survei kepuasan masyarakat
untuk mendapatkan indeks kepuasan masyarakat. Urgensi survei kepuasan
masyarakat adalah untuk mengetahui pendapat pengguna layanan atas
layan an yang diberikan pemerintah. Hal ini bertujuan agar pemberi layanan
mengetahui kekurangan dan kelemahan apa saja yang masih ada pada unit
pelaksana, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Selain itu survei
kepuasan masyarakat juga bertujuan agar penye lenggara layanan
mendapatkan masukan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Survei juga dilakukan agar penyelenggara layanan selalu dapat berinovasi
dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada tahun 202 2, survei kepuasan masyarakat tel  ah dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui kerja sama dengan pihak
ketiga dari perguruan tinggi sebagai pihak independen yang tidak dapat
mempengaruhi jawaban survei yang diberikan oleh pengguna layanan
sebagai sampel survei. Hasilnya, ni lai indeks kepuasan masyarakat
Lampung Barat terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
mencapai nilai 79,23 atau predikat B yang  berarti kinerja unit pelayanan
publik di Lampung Barat sudah baik. Realisasi ini melebihi target kinerja
yang diteta pkan bermutu pelayanan predikat C atau kurang baik. Capaian
tahun 202 2 ini sama dengan capaian tahun 2020 dan 2021 yang mendapat
predikat B atau berkinerja pelayanan publik baik. Namun secara nilai,
realisasi nilai tahun 202 2 meningkat dari tahun 202 2 sebesar 1,98 poin.
Maka capaian tahun 2022 ini sekaligus menjawab target akhir RPIJMD yang
menargetkan predikat C , bahwa kinerja sudah melebihi target . Jika melihat
capaian secara persentase, capaian kinerja tahun 2022 yang memperoleh
nilai 79,23 dari targ et minimal 65,00 maka capaian kinerjanya adalah
121,89%. Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi capaian

Indeks Kepuasan Masyarakat  berdasarkan capaian predikat indeks

Tabel 65. Perbandingan target dan realisasi capaian IKM tahun 2019 -2022

Indikator 2019 2020 2021 2022
Kinerja
Indeks Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Kepuasan C c c B c B C B
Masyarakat
Sumber: Laporan akhir survei kepuasan masyarakat tahun 202 2, diolah tim, 202 3.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan terhadap perangkat
daerah pemberi layanan akan meminta masyarakat memberi pendapat
mengenai 9 unsur pelayanan, diantaranya vyaitu persyaratan; sistem ,
mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/ tarif, produ k
spesifikasi  jenis layanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan; serta sarana dan prasarana.
Berikut ini adalah ringkasan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap

perangkat daerah pemberi layanan.
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Tabel 66 . Penyajian hasil survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik  oleh Pemerintah Lampung Barat Tahun 2021

1. Persyaratan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,11 B
RSUD Alimuddin Umar 3,13 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,36 B
Dinas Perhubungan 3,11 B
2. Sistem, mekanisme dan prosedur Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,11 B
RSUD Alimuddin Umar 3,13 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,24 B
Dinas Perhubungan 3,06 C
3. Waktu penyelesaian Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,05 C
RSUD Alimuddin Umar 3,05 C
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,19 B
Dinas Perhubungan 3,00 C
4. Biaya/ Tarif Pelayanan
Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipil 3,64 B
RSUD Alimuddin Umar 3,37 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,58 B
Dinas Perhubungan 3,17 B
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,14 B
RSUD Alimuddin Umar 3,11 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,27 B
Dinas Perhubungan 2,99 C
6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,08 B
RSUD Alimuddin Umar 3,18 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,24 B
Dinas Perhubungan 2,98 C
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,04 C
RSUD Alimuddin Umar 3,12 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,30 B
Dinas Perhubungan 3,03 C
8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan terhadap
Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2,94 C
RSUD Alimuddin Umar 3,09 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,17 B
Dinas Perhubungan 2,90 C
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,18 B
RSUD Alimuddin Umar 3,26 B
Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3,60 B
Dinas Perhubungan 3,17 B

Sumber: Laporan akhir SKM tahun 202 2, diolah tim, 202 3.
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Berdasarkan hasil survei yang disajikan dalam  tabel diatas, dapat
disimpulkan bahwa masyarakat merasa lebih banyak dipuaskan. Hal ini
terlihat dari  mutu pelayanan yang baik lebih mendominasi dibandingkan
dengan mutu kurang baik . Beberapa faktor yang menunjang keberhasilan
kualitas pelayanan publik ini adalah:

a) Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam
penyelenggaraan pelayanan publik;

b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayana n yang lebih
berkualitas;

c) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, penanganan
pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik;

d) Semakin meningkatnya budaya Kkerja aparatur dalam melayani

masyarakat.

Saran d ari tim survei yang merupakan pihak independen di luar
Kabupaten Lampung Barat adalah bahwa hasil survei yang selain untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, juga merupakan dasar dalam
mengambil kebijakan selanjutnya, harusnya memfokuskan pada upaya -
upaya perbaikan yang masing -masng unsur pelayanan yang masih
memperoleh mutu C sebagaimana diuraikan dalam tabel 68. Sehingga pada
akhirnya masing -masing perangkat daerah dapat secara menyuluruh
bermutu pelayanan B dan tidak menutup kemungkinan berakseleras i
menjadi bermutu A.

Pemerintah daerah selalu meningkatkan kualitas pelayanan salah
satunya dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya optimalisasi
penggunaan aplikasi  online single submission (OSS) versi 1.1 yang dialihkan
ke aplikasi OSS risk based approach (OSS-RBA) sesuai ama nat Peraturan
Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha
berbasis risiko. Sebanyak 3.157 layanan perizinan dan non perizinan yang
diajukan masyarakat dan selesai ditangani menggunakan berbagai aplikasi
diantaranya: 2.327 jumlah | ayanan perizinan dan non perizinan melalui
aplikasi OSS -RBA; 811 layanan melalui aplikasi SiCantik; dan 19 layanan

melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
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25. Sasaran Strategis 25 Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan

Pemerintah

Capaian Kinerja

Dalam wupaya mengukur peningkatan penyelenggaraan urusna
pemerintah, digunakan 1 indikator kinerja yaitu laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah  (LPPD). LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada
pemerintah  pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang
ditangani pemer intah Kabupaten Lampung Barat, yang masing -masing
urusan ditetapkan indi  kator kinerja kunci (IKK) yang ditetapkan oleh
Departemen Dalam Negeri, Kementrian Dalam Negeri.

Pada tahun 202 2, pemerintah Lampung Barat mendapatkan predikat
&Gangat tinggi 6atas LPPD nya kepada menteri melalui Gubernur Lampung
sebagai wakil pemerintah pusat. Sebenarnya predikat ini adalah predikat
yang di capai di tahun 2018. Setelah tahun tersebut, anugerah predikat
LPPD belum pernah lagi diadakan oleh Kemendagri. Wacananya, penilaian
dan pengan ugerahan predikat LPPD akan kembali diselenggarakan pada
tahun 2023. Meski begitu, setiap tahun pemerintah daerah melalui Bagian
Tata Pemerintahan (dengan integrasi data dari seluruh perangkat daerah)
tetap membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daer ah dan

melaporkannya kepada Kemendagri melalui Pemerintah Provinsi Lampung.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Predikat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)
pada tahun 2019 tercapai dengan predikat sangat tinggi (sesuai ta rget)
sama dengan kondisi tahun 2018. | ndikator LPPD mencapai target
dikarenakan LPPD  menjelaskan arah kebijakan umum pemerintahan
daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan
dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi,
penyelenggaraan tugas pembantuan, serta penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kew enangan
terdiri dari urusan wajib dan wurusan pilihan yang pada dasarnya

merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antar pemerintah dan
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pemerintah daerah, atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait dan
sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.

Pencapaian indikator nilai LPPD Kabupaten Lampung Barat selama 5

tahun terakhir secara berturut juga sangat baik, bahkan selalu menduduki
peringkat pertama a tas nilai hasil evaluasi LPPD diantara 15
kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung . Hal ini menunjuka n kualitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah berbanding lurus dengan
pencapaian akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan indikator yang telah
ditetapkan. Berikut ini adalah perkembangan capaian indeks LPPD tahun
2014 -2018.

Tabel 67. Perkembangan capaian predi kat LPPD Lampung Barat tahun 2014 -2018

NO TAHUN NILAI PREDIKAT
1 2014 3,1055 Sangat Tinggi
2 2015 3,2169 Sangat Tinggi
3 2016 3,5009 Sangat Tinggi
4 2017 3,3003 Sangat Tinggi
5 2018 3,3435 Sangat Tinggi

Sumber: diolah tim, 202 3.

Faktor  penunjang indikator  keberhasilan predikat laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) adalah :

a) Perencanaan kinerja dalam RPJMD, RKPD, maupun Renstra Perangkat
Daerah selalu dievaluasi dan diperbaharui sehingga sasaran strategis
diupayakan secara optimal dapat berorientasi pada hasil. Antara program
dan kegiatan dengan sasaran strategis, target kinerja diupayakan selaras ;

b) Pencapaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
cukup baik didukung pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan
pelayanan publik dapat berprestasi dalam skala nasional ;

¢) Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus, sehingga
perencanaan dan pelaksananaan kinerja dapat ditingkatka n, baik efisiensi

maupun efektifitasnya

Dalam rangka menignkatkan capaian indikator sasaran dapat
dilakukan la ngkah -langkah sebagai berikut: m  eningkatkan kualitas
dan efektifitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan

pembangunan daerah dengan stake holder terkait.
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Sasaran Strategis 26 M enurunnya Desa Tertinggal
Capaian Kinerja

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga
yang mempunyai system pemerintahan sendiri. Menurut Undang -Undang
No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi
pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan da sar, (3)
lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa
Tertinggal adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap
pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/ transportasi pelayanan
umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim (Bappenas,
Indeks Pembangunan Desa). Desa tertinggal ada lah desa yang memiliki nilai
Indeks Desa Membangun (IDM) kurang dari atau sama dengan 50. Target
penurunan desa tertinggal tahun 202 2 adalah 0% dan terealiasi 0% atau
tercapai 100% kinerj a. Realisasi ini sama dengan realisasi tahun 2021,
artinya target kinerja penurunan desa tertinggal telah tercapai sejak tahun
2021 dan berhasil dipertahankan pada tahun 2022. Berikut ini adalah
perbandingan target dan realisasi penurunan desa tertinggal t ahun 2019

sampai tahun 2022.

Target dan Realisasi Indikator Desa
Tertinggal

Target Realisasi
12.00%
10.00% 199962%%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%

0.00%

Grafik 20. Perbandingan target dan realisasi penurunan desa tertinggal tahun
2019 -2022
Sumber: Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen ) Desa PDT Nomor 3 Tahun

2018, K abupaten Lampung Barat  keluar d ari status kabupaten tertinggal.
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Dalam menentukan status kabupaten tertinggal dan tidak tertinggal,
Kementerian Desa dan PDT melakukan evaluasi kuantitatif dan kualitatif.
Dalam dokumen IDM itu juga dicontohkan, untuk status desa tertinggal
dan desa sangat tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda.
Adanya status kondisi desa itu diharapkan pendekatan kebijakan dan
intervensi yang akan dilakukan juga berbeda. Dua status itu melekat,
karena minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar,

jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Dalam melihat skor dan ambang ba  tas IDM itu, setidaknya terdapat
tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari status desa
berkembang, desa tertinggal, dan desa sangat tertinggal . Rentan dalam arti
jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika
semakin menurun, misalnya dari status desa berkembang akan menjadi
desa tertinggal atau desa sangat tertinggal . Faktor kerentanan itu adalah
terjadinya guncangan ekonomi, bencana alam, konflik  sosial
berkepanjangan. tiga hal kerentanan itu memungkinkan status desa
berkembang akan turun skor dan statusnya, jika faktor kerenta nan itu
tidak segera ditangani.  Status desa berkembang adalah nilai tengah, dan
rentan. Faktor -faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi
juga bisa naik menjadi desa maju dan d esa mandiri . Agar posisinya bisa
naik menjadi  desa maju, sebuah desa berkembang harus mampu mengolah
daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki
inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status  desa maju, desa itu  diharapkan menjadi
desa mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi . Desa yang m andiri
mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan
kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator
ukur IDM, diharapkan desa i tu memiliki kemampuan tiga dimensi
sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi
secara berkelanjutan.  Perkembangan status pekon berdasarkan indeks desa
membangun (IDM) di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dalam tab el

dibawabh ini.
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Tabel 68. Perkembangan penyebaran status pekon di Kabupaten Lampung Barat

NO | STATUS TAHUN
PEKON 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2022

1 | Mandiri - - - 2 10 40 47

2 | Maju 1 2 2 30 44 61 63

3 | Berkembang 32 57 59 85 76 30 21

4 | Tertinggal 72 62 61 14 1 0

5 | Sangat 26 10 9 0 0
Tertinggal

Sumber: Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon tahun 2021,

diolah tim, 2022.

Berdasarkan tabel 70 tersebut, dapat terlihat jika jumlah desa
mandiri di Kabupaten Lampung Barat bertambah . Penambahan ini segaris
lurus dengan berkurangnya jumlah desa berkembang dan meningkatnya
desa maju. Jika dihitung persentase capaian desa mandiri di tahun 2022 ini
masih tercapai 35,87% desa mandiri. Pemerintah daerah masih memiliki
pekerjaan rumah yang cukup besar untuk mewujudkan desa mandiri
seiring mengurangnya jumlah pekon status berkembang. Capaian des a
mandiri mandiri tahun 2022 ini meningkat jika dibandingkan dengan target
capaian desa mandiri tahun 2021 yang sebesar 30,53%.

IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga
indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan
indeks ketahanan ekologi/lingkungan yang merupakan program rutin setiap
tahun yang diadakan Kemendes -PDTT. Selain itu, IDM ini sebagai indikator
untuk melihat kem ajuan masing -masing pekon (d esa) seperti misalnya
bidang dan aspek kesehatan, lingkungan hidup, kemiskinan serta
keberhasilan pekon den gan ukuran yang telah di tetapkan Kemendes -PDTT
capaian peringkat ke -33 nasional k abupaten yang berdiri tahun 1991
tersebut dengan klasifikasi desa mandiri. Desa mandiri ialah desa maju
yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk
peningkata n kualitas hidup dan kehidupan sebesar bes arnya kesejahteraan
masyarakat d esa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara

berkelanjutan.
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Gambar 31. Contoh kegiatan pembinaan pekon
Sumber: LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon tahun 2022

Secara umum, upaya pelaksanaan skema peningkatan keberdayaan
masyarakat dipengaruhi oleh pandemi. Aktivitas -aktivitas yang terdapat
unsur pengumpulan banyak orang diminimalisir. Namun demikian Dinas
PMP terus melalukan evaluasi dan pembinaan terhadap pekon yang
berhubungan dengan i ndikator IDM, evaluasi dan pembinaan dilakukan
bersama tim yang beranggotakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
pekon, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pendidikan,
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Berdasarkan hasil evaluasi mandiri, beberapa hal yang menjadi
pendorong keberhasilan tercapainya s  asaran kinerja menurunnya desa
tertinggal ini adalah:

a. Sinergi Dinas PMP dalam melakukan pembinaan dengan proses
perencanaan pembangunan pekon, termasuk meningkat sarana
prasarana penunjang;

b. Interpretasi kegiatan Dinas PMP dan pekon sudah tepat sasaran;

c. Teknologi telah dimanfaatkan dengan baik dalam menunjang kegiatan.

Sementara beberapa yang menjadi penyebab kurang maksimalnya
implementasi sasaran ini adalah:
a. Sarana dan prasarana pendukung kurang memadai, peningkatan
pelayanan berupa hardware ;
b. Kemajuan tekn ologi perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya

manusia yang ada.

Selanjutnya, Dinas PMP telah menentukan langkah alternatif solusi yang
dilakukan untuk mengurai potensi kegagalan tersebut adalah:
a. Meningkatkan kualitas SDM dengan workshop, bimtek, dan diklat;
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b. Mengusulkan penambahan sarana prasarana pendukung peningkatan

pelayanan.

Secara internal, Dinas PMP juga menyadari ada beberapa kendala yang
mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja, diantaranya adalah (1)
terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM bidang administrasi dan
pengelolaan; (2) masih perlu penajaman rumusan atas r encana topik
kegiatan Dinas PMP yang berorientasi pasa isu strategis dan menjadi
prioritas kebijakan daerah.

Dalam proses implementasi setiap program dan kegiatan Dinas PMP,
indicator menurunnya desa tertinggal ini berhubungan dan berkaitan satu
sama lain dengan indikator kegiatan lainnya. Hal ini karena setiap indicator
memang mendukung pencapaian sasaran tertentu bersama dengan
indicator lain yang bisa jadi merpakan tugas bidang atau perangkat daerah

lain.

27. Sasaran Strategis 27 Terwujudnya Kehidupan Berma syarakat yang

Tertib
Capaian Kinerja

Sasaran 27 merupakan bagian dari upaya mencapai misi ke -5
RPJMD, y Méengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis,
berbudaya, demokrati s, keset ar adenvujugirgran d e r dar
kehidupan bermasyarakat yang tertib diukur dari persenta se konflik
SARA yang terselesaikan dan kasus Ketertiban, Keamanan, dan
Keindahan (K3) yang terselesaika n. Kehidupan yang tertib, aman dan
damai merupakan bentuk kehidupan universal yang dicita -citakan oleh
umat manusia. Untuk mewujudkannya, disusunlah norma -norma perilaku
kehidupan yang disepakati bersama sebagai panduan kolektif, baik dalam
perspektif berm asyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Salah satu norma
yang disusun dalam rangka mengatur perilaku individu dalam kehidupan
bermasyarakat adalah norma hukum, yakni yang lazimnya disebut hukum
negara. Di samping itu, terdapa t pula sejumlah norma lain yang berfungsi
sama, yang antara lain berupa norma kesopanan, adat istiadat, kebiasaan,
kesusilaan dan norma agama.

Pada tahun 202 2, kedua indikator kehidupan bermasyarakat yang

tertib terealiasi 100% dari target 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah
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100%. Baik indikator penyelesaian konflik SARA atau indikator
penyelesaian kasus K3 berhasil diselesaikan dengan baik oleh pemerintah.
Capaian ini sama dengan capaian kinerja tahun 202 1, dimana setiap
gangguan atau kasus yang terjadi di masyarakat telah diseles aikan. Berikut
ini adalah cara perhitungan capaian indikator  kehidupan bermasyarakat
yang tertib.
Tabel 69 . Cara perhitungan indikator penyelesaian konflik SARA dan penyelesaian
kasus K3
Indikator Tahun 2022
N Cara Perhitungan . _ . |Capaian
Kinerja Target |Realisasi (%)

Persentase
konflik SARA Jumlah konflik yang terselesaikan x 100 %
yang Jumlah Konflik dalam 1 tahun 100% 100% 100%
terselesaikan
Persentase
kasus
Ketertiban, Jumlah Pelanggaran K3 yqg terselesaikan x 100%
Keamanan, dan |Pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat 100% | 100% 100%
Keindahan (K3) |dan hasil operasi
yang
terselesaikan

Sumber: Laporan kinerja Kesbangpol, Satpo IPP tahun 2022, diolah tim, 202 3.

Perkembangan realisasi kinerja sasaran mewujudkan kehidupan
bermasyarakat yang tertib sejak tahun 2019 sampai 2021 serta target akhir

RPJMD dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 70. Perbandingan realisasi kinerja mewujudkan kehidupan bermasyarakat
yang tertib tahun 2019 -202 2

Realisasi | Realisasi Realisasi Realisasi

Indikator Kinerja 2019 2020 2021 2022

Persentase
konflik SARA
yang
terselesaikan
Persentase
kasus
Ketertiban,
Keamanan, 100% 100% 100% 100%
dan Keindahan
(K3) yang
terselesaikan
Sumber: diolah tim, 202 3.

100% 100% 100% 100%

a) Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan
Pencapaian target indi kator persentase konflik SARA yang
terselesaikan adalah 100% dari target 100%, berarti tingkat

capaian Kkinerjanya 100%. Kondisi ini  disebabkan karena

212



b)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

sepanjang tahun 2022 tidak terjadi konflik SARA, hal ini dapat

dilihat dari hasil penilaian indeks kerukuna n umat beragama
(IKUB) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat bekerja sama dengan Universitas Lampung. Hasil penilaian
memperoleh nilai 84,05 dengan kategori sangat tinggi. IKUB
Lampung Barat tersebut diatas rata -rata IKUB Provinsi Lampu ng
(72,44) dan IKUB nasional (72,39).

Persentase Kasus Ketertiban, Keamanan dan Keindahan yang
Terselesaikan
Untuk tingkat capaian indik ator kedua sasaran 27,
meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum,
ketenteraman dan perlindungan masyarakat berfokus pada hal
upaya meningkatnya pelayanan pemeliharaan ketertiban umum,
ketenteraman dan perlindungan masyarakat sehingga
pengukuran sasaran ki nerja terdiri atas 2 indikator p rogram,
yaitu 1) Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keind ahan
(K3) yang terselesaikan; 2) Persentase Penegakan Perda dan
Perkada yang terselesaikan.
1) Persentase kasus Ketertiban, Keamanan, dan Keindahan (K3) yang
terselesaikan
Capaian kinerja realisasi 100 % didapat dari rasio jumlah
pelanggaran K3 yang terseles aikan sejumlah 2.231 pelanggaran dari
2.231 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 2.231
pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara
non yustisi sebesar 2.231 pelanggaran dan secara pro yustisi sebesar
0 (nol) pelanggaran, kemudian untuk jumlah 2.231 pelanggaran
didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi
non yustisi sebesar 2.231 pelanggaran dan dari hasil operasi pro

yustisi sebesar 69 (nol) pelanggaran.

2) Persentase Penegakan Perda d an Perkada yang terselesaikan
Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah
yang terselesaikan oleh Satpol -PP yang dilakukan sesuai dengan
standar operasional prosedur yaitu; tindakan preventif non yustisi al

sebagaimana dimaksud dalam Permend agri Nomor 54 tahun 2011
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tentang Standar Operasional Prosedur Satp ol-PP. Data jumlah
pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan dan dipa ntau
ditahun yang bersangkutan terdiri dari jumlah p engaduan yang
ditangani 415, jumlah pengaduan  pelanggaran yang masuk 592,
jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi 20 Perda dan
Perkada, dan jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi dan
ditegakkan 8 Perda dan Perkada . Sehingga dapat diketahui persentase
penegakan perda dan perkada yang terselesa ikan adalah 70%.
Pengukuran indikator ini dihitung dari hasil analisas persentase

penegakan perda dan perkada yang terselesaikan oleh Satpol -PP.

Pelaksanaan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan
a) Persentase Konflik SARA yang Terselesaikan

Sebagaimana disinggung sebelumnya, i  ndik ator kinerja konflik
SARA yang terselesaikan dominan dilaksanakan ol eh Badan Kesbangpol.
Perangkat d aerah lainnya memberikan dukungan secara tidak langsung.
Secara umum kondisi Kabupaten Lampung Barat di tahun 202 2 dalam
kondisi yang sangat kondusif , hal ini dibuktikan dengan tidak adanya
konflik SARA yang dilaporkan masyarakat. Perma salahan yang tahun -
tahun sebelumnya muncul berlatar sos ial budaya dan penguasaan lahan
hutan lindung oleh warga masyarakat . Permasalahan mendasar adalah
kurangnya pemahaman tentang perbedaan yang tidak perlu disikapi
dengan kekerasan, dari keseluruhan hal tersebut Badan Kesbangpol
telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikannya secara
vertikal dan horizontal  agar tidak meluas dan men  imbulkan konflik yang
berkepanjangan agar situasi dan kondisi di Kabupaten lampung Barat
tetap kondusif.

Langkah -langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah
dalam rangka mempererat kerukunan umat beragama yang
selama ini sudah terjalin baik antara lain bekerja sama dengan
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung Barat telah
mencanangkan pembangunan kampung kerukunan antar umat
beragama di Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Pembangunan
kampung ini dilatarbelakangi oleh keinginan mengendalikan

potensi konf lik SARA dari masyarakat yang terdiri dari berbagai
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suku dan etnis serta agama berbeda. Terobosan pembangunan
kampung kerukunan ini merupakan cara terbaik saat ini untuk
menjaga toleransi antar umat beragama. Meski Lampung Barat
sudah dikenal menjadi kabup aten yang kondusif, namun dengan
menyadari heterogenitas penduduknya, pemerintah tetap mawas
diri terhadap potensi konflik SARA.

Capaian indikator sasaran 27 ini, terutama pada Persentase
konflik SARA yang terselesaikan sebesar 100% dari target 100%
dengan tingkat capaian 100% ini disebabkan antara lain
keseriusan pemerintah dalam menjaga keharmonisan bersama
dengan masyarakat dan seluruh pemangkunya. Berikut ini adalah
program -program yang menjadi katalisator mewujudkan
terselesaikannya dan atau mencegah k onflik SARA:

1) Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;

2) Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan
budaya,;

3) Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan

fasilitas penanganan konflik sosial.

Persentase Kasus K3 yang Terselesaikan

Sebagaimana disinggung sebelumnya, upaya penurunan
gangguan ketentraman dan ketertiban  masyarakat dominan
dilaksanakan oleh Satpol PP. Perangkat daerah lainnya memberikan
dukungan secara tidak langsung. Pada kondisi pembiasaan baru pasca
pandemi, tidak lagi semata fokus pada penanganan pelanggaran prokes
pandemi, tetapi kembali pada urusan ketertiban, keamanan dan
keindahan dengan mengoptimalkan pelaksan aan kegiatan pengendalian
keamanan lingkungan, penertiban fasilitas umum, penertiban kawasan
tanpa rokok, penyuluhan trantibum, operasi pekat dan patrol yang
dilaksanakan 3 kali sehari di dalam kota, wilayah kecamatan serta
daerah perbatasan kabupaten yang dilaksanakan oleh anggota Satpol -PP
Lampung Barat. Meski telah dilakukan berbagai upaya untuk
menyelesaikan dan atau mencegah kasus K3, masih terdapat beberapa
kendala yang dihadapi dalam perjalanan melaksanakan program,

diantaranya:

215



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat  Tahun 20 22

1) Banyaknya aset pemerintah provinsi yang belum teramankan dengan
baik sehingga memerlukan pengawasan dan penertiban;

2) Kurangnya jumlah anggota Satpol  -PP;

3) Sarana dan prasarana yang masih belum memadai sesuai standar

dalam menunjang SOP.

Kendala tersebut denga n sigap diatasi dengan melakukan
Langkah -langkah sebagai berikut:
1) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan bidang asset
terkait pengamanan asset;
2) Melakukan koordinasi degan Satpol -PP kabupaten/ kota lain;
3) Memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana y ang ada serta

melakukan koordinasi degan instansi terkait lainnya.

28. Sasaran Strategis 28 Menurunnya Kasus Kekerasan kepada Perempuan
dan Anak
Capaian Kinerja

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang

menyebabkan cedera atau  matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan
fisik atau barang orang lain. Korban kasus kekerasan memang bisa dari
kalangan mana saja, perempuan atau laki -laki, anak -anak atau dewasa.
Namun, kasus kekerasan banyak terjadi kepada perempuan dan anak -anak
karena sifatnya yang dianggap lemah dan tida k berdaya oleh pelaku
kekerasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online  (SIMFONI)
Kement erian PPPA , jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan
adalah kekerasan fisik (41,7%), kekerasan psikis (29,1%), p enelantaran
(11%), dan kekerasan seksual (10,5%), eksploitasi (0,3%), tindak pidana
perdagangan orang (1,5%), dan kekerasan lainnya (5,8%). Dampak buruk
yang terjadi dari tindak kekerasan ini adalah kehamilan yang tidak
diinginkan, disrupsi dari lingkungan , gangguan mental, luka fisik dan
kematian, dan lingkungan menjadi pasif. Kondisi yang sangat
memprihantinkan adalah jenis kekerasan seksual yang paling banyak
terjadi pada anak (45,5%). Kekerasan lainnya adalah kekerasan fisik
(20,4%), kekerasan psikis (1 8,1%), penelantaran (5,6%), kekerasan lainnya

(8,2%), eksploitasi dan perdagangan dibawah 2%.
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Sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang
tahun 2022. Jumlah ini meningkat 15,2% dari tahun 2021 yang terdapat
21.753 kasus. Menurut usia, 30,3% perempuan yang menjadi korban
kekerasan berusia 25 -44 tahun, kemudian 30% lainnya berusian 13 -17
tahun. Kemudian dari tempat kejadian, 58,1% kekerasan terhadap
perempuan terjadi di lingkup rumah tangga, 24,9% nya terjadi di tempat
lainn ya.

Pemerintah melalui Dinas PPKBPPPA selalu berupaya hadir dan
membantu menangani kasus kekerasan yang dilaporkan masyarakat. Pada
tahun 202 2, ada 10 kasus kekerasan yang dilaporkan terdiri dari 3 kasus
kekerasan terhadap perempuan dan 7 kasus kekerasan anak. Kasus ini
berhasil ditangani 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Berikut
ini adalah cara perhitungan, target, realisasi, dan capaian Kkinerja
penanganan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak tahun 202 2.

Tabel 71. Cara perhitungan indikator persentase kasus kekerasan pada anak dan
perempuan yang tertangani

Indikator

Kineri Cara Perhitungan Target Realisasi Capaian
inerja
Persentase
kasus
i 0,
kekerasan Jmlh kasus kekerasan yang tertangani X 100% 100% 100%  100%
pada anak dan Jumlah total kasus kekerasan
perempuan

yang tertangani
Sumber: Laporan kinerja Dinas PPKBPPPA Lampung Barat tahun 202 2, diolah tim,

202 3.

Setiap kasus kekerasan yang terjadi dan dilaporkan selalu
didampingi dan dibantu penyelesaiannya oleh pemerintah. Upaya maksimal
dilakukan untuk memberi perlindungan kepada perempuan dan anak.

Berikut ini adalah perkembangan realisasi kinerja penanganan kasus

kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2020 , 2021, target dan realisasi
akhi r RPIJMD.
Tabel 72. Perkembangan realisasi kinerja indikator penanganan kasus kekerasan

dalam rumah tangga

. . Realisasi
'”lfi'r‘](:rtg Realisasi 2020 Realisasi 2021 Targitjﬁﬂkg" Kinerja  Akhir
RPJMD
Persentase
s KU 100% 100% 100% 100%
yang
ditangani

Sumber: diolah tim, 202 3.
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Urgensi penanganan kasus kekerasan adalah karena dampak yang
ditimbulkannya dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Sehingga
pemerintah hadir dan berkomitmen untuk terus ada disamping masyarakat

korban kekerasan yang membutuhkan bantuan dan perlindungan.

Pelaksa naan, Permasalahan, dan Rekomendasi Kebijakan

Beberapa jenis kekerasan adalah fisik, seksual, emosial atau psikis,
ancaman, dan pembatasan aktivitas. Penyebab kekerasan ini antara lain:
pertama, faktor individu perempuan, pernikahan resmi yang diakui Negar a
melalui catatan sipil Kantor Urusan Agama (KUA) lebih sedikit mengalami
kekerasan dibandingkan dengan perempuan yang menikah dalam status
pengesahan perkawinan yang belum tuntas. Intensitas bertengkar dengan
suami juga berpengaruh, perempuan yang menyera ng lebih dulu beresiko 6
kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan
dengan yang tidak menyerang suami atau pasangan. Kedua, faktor
pasangan. Resiko kekerasan terhadap perempuan  meningkat jika  suami
memiliki pasangan lain , mengangg ur, minum miras, mabuk satu kali
seminggu, pengguna narkotika, dan sering berkelahi. Ketiga, faktor
ekonomi. Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat
kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki resiko yang lebih
tinggi untuk mengala mi kekerasan. Keempat, faktor sosial budaya, seperti
timbul khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang
selalu dibayangi kekhawatiran memiliki resiko 1,68 kali lebih besar
mengalami kekerasan fisik atau seksual pasangan dibandingkan merek a
yang tidak merasa khawat ir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan
beresiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan atau seksual
dibandingkan mereka yang tinggal di perdesaan.

Pelaku kekerasan terbanyak tercatat oleh SIMFONI adalah laki -laki.
Hubungannya dengan korban paling banyak adalah sebagai suami atau
istri, pacar atau teman, orang tua, keluarga atau saudara, kategori lain,
tetangga, majikan, dan rekan kerja. Maka melalui program keserasian
kebijakan peningkatan kualitas anak dan pere mpuan, pemerintah berharap
dapat memberi edukasi tentang bahaya kekerasan dan pelatihan tindakan
jika mengalami atau melihat kekerasan. Pemerintah memberi pelayanan

kepada para korban kekerasan berupa layanan pengaduan, kesehatan,
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bantuan hukum, rehabilita si sosial, penegakan hukum, pemulangan dan

reintegrasi sosial. Seperti yang telah terjadi pada 10 kasus kekerasan tahun
202 2, 3 kasus kekerasan pada perempuan dan 7 lainnya kasus kekerasan
pada anak.

Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan kesiapan menikah

pasangan muda, pengetahuan yang cukup akan menjadi bekal dalam
menjalani rumah tangga dengan pasangan, bekal ilmu agama juga menjadi
kekuatan supranatural yang memberi ketenangan dan sikap tenang dalam
menyikapi kehidupan berumah tangga. B ukan hanya soal perempuan,
pencegahan kekerasan pada anak juga dimulai dari orang tua yang siap
memiliki dan mendidik anak. Melalui program pemenuhan hak anak,
program perlindungan perempuan, dan program perlindungan khusus

anak, pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk memberi perlindungan
masyarakat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Sementara aspek ekonomi lebih dominan menjadi faktor kekerasan
pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling
tidak diindikasikan oleh pekerjaa n pelaku yang sebagian besar adalah
buruh yang tingkat upah nya masih tergolong rendah dan hal ini
berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga. Namun
sesungguhnya faktor ekonomi dan pendidikan saling berkaitan. Faktor
ekonomi yang menjadi tolok ukur kesejahteraan kehidupan dipengaruhi
oleh tingkat pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang
semakin tinggi berarti pengetahuan dan keterampilan juga tinggi sehingga
dapat digunakan untuk produktivitas dirinya yang menjadi nilai tambah
ekonomi den gan bekerja. Pendidikan sangat berpengaruh terhadap
terjadinya kekerasan dan penangannya. Data menurut SIMFONI
Kement erian PPPA, korban kekerasan didominasi oleh mereka yang
berpendidikan SMA, SMP, SD, perguruan tinggi, tidak sekolah, kategori
lainnya, TK, PAUD. Berdasarkan urutan jenjang pendidikan korban
kekerasan tersebut, memamg tidak menjamin kekerasan tidak akan terjadi
kepada mereka yang berpendidikan tinggi, namun berpendidikan yang
semakin tinggi mengurangi resiko terjadinya kekerasan.

Faktor sosi al budaya, memilih lingkungan yang positif akan memberi
dampak baik terhadap cara diri berpendapat dan menilai sebuah peristiwa,

sehingga kecemasan tidak menjadi bayangan yang mengerikan sehingga
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memicu pertengkran dan kekerasan. Maka menciptakan lingkunga n yang
aman dan nyaman sangat membantu mencegah terjadinya kekerasan.
Permasalahan dalam upaya menurunkan kasus kekerasan pada
anak dan perempuan adalah tidak semua kasus kekerasan dilaporkan,
penyebabnya adalah anggapan tindak kekerasan sebagai aib kelua rga.
Maka rekomendasi yang disarankan adalah pemerintah melalui Dinas
PPKBPPPA akan mengoptimalkan sosialisasi, advokasi, jangkauan dan
pendampingan terhadap korban kekerasan, dan membentuk satuan tugas
PPPA di 2 pekon.

Sasaran Strategis 29 Meningkatnya Kese  taraan Gender
Capaian Kinerja

Gender adalah hubungan so sial antara laki -laki dan perempuan.
Gender merujuk pada hubungan antara laki -laki dan perempuan, anak laki -
laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini
dikonstruksi kan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu.
Gender berperan mempelajari kondisi perilaku di dalam masyarakat atau
komunitas bahwa kegiatan, tugas atau tanggung jawab patut diterima baik
oleh laki -laki maupun perempuan. Peran gender dapat be rubah, dan
dipengaruhi oleh u mur, kelas, ras, etnik, agama d  an lingkungan geografi s,
ekonomi dan politik. Baik perempuan maupun laki -laki memiliki peran
ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam
mengatur reproduksi, produksi dan kema syarakatan. Laki -laki lebih
terfokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Namun, sebenarnya
laki -laki dan perempuan memiliki peran dan hak yang sama, tidak ada
penggolongan khusus tugas dan peran laki -laki dan perempuan baik dalam
rumah tangga atau da lam sektor politik sosial dan sektor lainnya.

Kesadaran gender harus dipahami dan diterima oleh kedua jenis
gender. Ada faktor -faktor sosial yang menentukan antara laki -laki dan
perempuan atas dasar tingkah laki -laki, yang mempengaruhi kemampuan
mereka u ntuk mengakses dan mengontrol sumber daya. Kesadaran ini
membutuhkan penerapan melalui analisa gender menjadi proyek, program
dan kegiatan. Selama ini, laki  -laki identik dengan bekerja di luar rumah,
mencari nafkah dan tidak mengurusi pekerjaan rumah. Seme ntara

perempuan selalu dikaitkan dengan kegiatan rumah tangga, memasak,
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menyapu, mengepel, mengurus anak. Sejak dulu peranan perempuan dalam

rumah tangga disalahkaprahkan oleh persepsi masyarakat terdahulu hingga

hampir -hampir membudaya. Oleh karena hal te rsebut, pemerintah memberi

fokus pada urusan penyetaraan gender ini termasuk kedalam urusan

penting, tujuannya adalah menyetarakan kedudukan perempuan dengan

laki -laki dalam segala aspek kehidupan so  sial. Perempuan berhak bekerja di

bidang politik, teknik, bahkan menjadi pengusaha, begitu juga dengan laki -

laki yang berhak menjadi perancang busana, atau tukang masak terkenal.
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meletakkan urusan

peningkatan kesetaraan gender kedalam salah satu sasaran startegis

utamanya, se hingga ini menjadi urusan wajib pemerintah. D alam upaya

mencapai peningkatan kesetaraan gender, digunakan 2 indikator kinerja

untuk membantu derajat kesetaraan gender. Indikator pertama adalah

indeks pembangunan gender, yang ditargetkan meningkatkan sebesar 91, 8

poin di tahun 202 2. Melalui Dinas PPKBPPPA, realisasi indikator ini adalah

sebesar 93 ,4 poin, lebih besar dari target yang ditetapkan, sehingga capaian

kinerjanya adalah 101,7 %. Jika dibandingkan dengan capaian Kkinerja

tahun 202 1 (93 poin) , terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,4 poin . Meski

peningkatannya tidak signifikan dari tahun sebelumnya, capaian kinerja ini

lebih tinggi dibandingkan indeks pembangunan gender Provinsi Lampung,

sebesar 90,58 poin. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang per tahun 202 2,
55,41 % merupakan pegawai ber jenis kelamin perempuan, dan 4 4,58 % ber

jenis kelamin laki  -laki.

Indik ator kedua adalah indeks pemberdayaan gender yang tahun
2022 ditargetkan mengalami peningkatan sebesar 5 4,2 poin. Realisasi
kin erja ini berhasil mendapat 6 9,14 poin atau tercap ai kinerja sebesar
127,56 %. Capaian indeks pembangunan gender tahun ini lebih besar dari
capaian Provinsi Lampung yang sebesar 6 7,96 poin . Berikut ini adalah
perbandingan realisasi kinerja kedua indikator ini pada tahun 2020 , 2021,

target dan realisasi akhir RPIJMD .
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